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KATA  PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى علم بالقلم  علم الانسان مالم يعلم اشهد ان لا اله 

الا الله  واشهد ان محمدا عبده ورسوله  اللهم صل وسلم  و بارك 

على سيدنا محمد وعلى اله واصحا به والتابعين اجمعين

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang.  Segala puji dan syukur kami panjatkan 
ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan taufiq, 
hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan buku ini dapat 
terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada 
Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing umat 
manusia meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat dalam 
ridlo-Nya. 

Suatu pekerjaan yang tidak mudah bagi penulis untuk 
mencari, mengumpulkan dan menseleksi bahan-bahan 
hukum primer, sekunder dan tertier  dalam proses penulisan 
buku ini. Terlebih membahas hubungan muslim dengan non-
muslim dalam kewarisan yang secara yuridis normatif telah 
dianggap selesai dan berhenti pada  aturan baku “tidak saling 
mewarisi antara muslim dengan non-muslim.” Berawal dari 
keyakinan inilah hampir tidak ada teoritisi hukum Islam klasik 
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dan bahkan kontemporer yang berani memberi bagian harta 
warisan kepada orang yang berbeda agama dengan pewaris 
muslim dengan cara pewarisan.

Hukum Islam yang secara tegas melarang pewarisan 
antara muslim dengan non muslim ini seakan telah menutup 
jalan bagi non muslim untuk mendapat hak waris  dari pewaris 
muslim. Namun tidak memberikan bagian harta warisan 
kepada ahli waris non muslim sebagaimana hukum asalnya 
dirasa  tidak adil dan tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum 
dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat 
Indonesia yang majemuk. Untuk mencari penyelesaian dua 
persoalan yang berlawanan tersebut, para teoritisi hukum 
Islam Indonesia melakukan penemuan hukum secara bebas 
dan progresif yang tidak hanya bertumpu pada pemaknaan-
pemaknaan literal teks-teks hukum, namun lebih berorientasi 
pada kemaslahatan antar ahli waris. Hasilnya memberikan 
bagian harta peninggalan kepada orang yang berbeda agama 
dengan pewaris muslim melalui sarana hukum wasiat wajibah 
sebesar bagian ahli waris muslim.  

Terbitnya buku ini semoga menjadi sumbangan pemikiran 
yang berarti bagi pengembangan hukum kewarisan Islam 
dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, dan sekaligus 
menjadi bahan rujukan serta landasan akademik dalam 
pembuatan keputusan atau kebijakan hukum baru yang 
mengatur relasi antara muslim dengan non muslim kaitannya 
dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat Indonesia 
dewasa ini.

 Yogyakarta,   18 Januari 2018
 Penulis,

 Dr. Riyanta, M. Hum
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BAB I
PENDAHULUAN

 Hukum Islam1 melingkupi seluruh segi kehidupan 
manusia  yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan 
di dunia  ini maupun untuk meraih kebahagiaan di akhirat 
kelak. Segi kehidupan manusia  yang diatur Allah swt. 
tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. 
Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara 
manusia dengan Allah swt. yang disebut ibadah yang 
tujuannya untuk menjaga hubungan antara manusia 

1 Hukum  Islam  adalah  koleksi  daya  upaya para ahli hukum Islam 
untuk menerapkan syari‘at atas kebutuhan masyarakat. Di sini, istilah 
hukum Islam merupakan formulasi syari‘ah dan fiqh sekaligus, Hasby 
Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 
1986), hlm. 44. Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang dalam 
penggunaan kesehariannya mengandung kerancuan, yaitu sebagai padanan 
syari‘ah di satu sisi dan sebagai padanan fiqh di sisi lain. Sedangkan dalam 
literatur Barat istilah tersebut dikenal dengan Islamic Law sebagai terjemahan 
al-Syari‘ah al-Islamiyah atau Islamic Jurisprudence sebagai terjemahan al-Fiqh 
al-Islami, Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: 
Gama Media, 2001), hlm. 13. Menurut Syamsul Anwar, istilah hukum 
Islam disebut dengan berbagai nama; syari‘ah, fiqh, qanun, hukum syar‘i dan 
terjemahan dalam bahasa non Arab seperti  hukum Islam dalam bahasa 
Indonesia, Islamic law dalam bahasa Inggris. Menurutnya, nama-nama 
tersebut secara keseluruhan menunjukkan strategi  dan taktik hukum 
Islam untuk berevolusi mengikuti perkembangan zaman dengan tetap 
mempertahankan esensinya sebagai hukum yang berdimensi Ilahiah,  
Syamsul Anwar, “Legal Drafting Materi Hukum Islam: Perspektif Hukum 
Islam” dalam Syamsul Anwar, dkk., Antologi Hukum Islam Indonesia antara 
Idealitas dan Realitas  (Yogyakarta: Syari’ah Press, 2008), hlm. 213-216.
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dengan Allah swt. Kedua, berkaitan dengan hubungan antar 
manusia, termasuk alam sekitarnya yang disebut muamalat.2 
Kedua hubungan tersebut harus senantiasa terpelihara  
agar manusia terhindar dari kehinaan, kemelaratan dan 
kemarahan Allah swt.3 

Di antara aturan yang mengatur hubungan antar sesama 
manusia yang ditetapkan Allah swt. adalah  aturan tentang 
kewarisan,4 yaitu proses peralihan kepemilikan harta dari 
pewaris kepada ahli warisnya. Harta yang ditinggalkan 
oleh pewaris memerlukan pengaturan, siapa yang berhak 
menerimanya, berapa bagiannya, dan bagaimana cara 
menyelesaikannya.5  

Aturan tentang kewarisan tersebut ditetapkan Allah 
swt. melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur’an. 
Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik 
yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, 
disampaikan Rasulullah  saw. melalui hadisnya. Kendati 
demikian, dalam penerapannya masih menimbulkan 
wacana pemikiran dan pembahasan  yang kemudian 
dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.6 

2 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Us}ūl al-Fiqh (ttp.: Maktabah al-Da‘wah 
Islāmiyyah, t.t.), hlm. 32-33.

3 Ali ‘Imrān (3): 112.
4 Dalam pandangan J.N.D. Anderson, hukum kewarisan Islam merupa-

kan inti syari‘ah, karena ia ditunjuki langsung oleh Al-Qur’an dan hadis. 
Selama berabad-abad hukum tersebut menjadi ciri khas umat muslim 
dan berlaku hampir di semua wilayah dunia Islam dan bahkan berlaku 
di kalangan warga negara non-muslim di beberapa negara Islam, J.N.D. 
Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, alih bahasa Machnun Husein 
(Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 65-66. 

5 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a).  Wiryono Prodjodikoro,  Hukum 
Warisan di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1983),  hlm. 13. Hasby Ash-
Shiddieqy, Fiqhul Mawaris (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 18. 

6 Sejak periode sahabat telah ada perkembangan pemikiran dalam 
memahami aturan yang berkaitan dengan pembagian warisan, khususnya 
ketika hal-hal yang pelik terjadi. Oleh kerena itu,  ijtihad dalam hal ini sudah 
terjadi sejak masa sahabat, seperti munculnya al-radd dan al-‘aul, wasiat 
wajibah di Mesir, penggantian tempat, wasiat wajibah untuk anak angkat 
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Di antara persoalan yang masih menjadi wacana 
pemikiran dan pembahasan di kalangan teoritisi dan praktisi 
hukum  Islam adalah kewarisan beda agama (ikhtilāf ad-
dīn).7 Al-Qur’an tidak menjelaskan hak kewarisan antara 
muslim dengan non-muslim, namun ada beberapa ayat Al-
Qur’an yang oleh sebagian ulama sering dijadikan dasar 
pelarangan saling mewarisi antara muslim dengan non 
muslim meskipun tidak secara langsung menunjuk adanya 
pelarangan hak kewarisan tersebut.8 Pelarangan saling 
mewarisi antara muslim dengan non muslim umumnya 
didasarkan  hadis Nabi Muhammad saw. yang bersumber 
dari Usāmah ibn Zaid yang menyatakan: 9

لَايَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَللَْكَافِرُ الْمُسْلِمَ 
Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak 
mewarisi orang Islam.
Atas dasar itu, kebanyakan ulama sepakat ketidakbolehan 
saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim.10 

dalam KHI dan lain-lain. Artinya, walaupun cara pembagian warisan 
dalam hukum kewarisan Islam sudah dianggap qat}’i dengan angka-angka 
yang eksplisit, dalam hal tertentu, diperlukan pengkajian kembali.

7 Tentang wacana pemikiran kewarisan beda agama, antara lain, bisa 
dibaca,  Siti Musdah Mulia,  Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Counter 
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam  (Jakarta: Tim Pengarustamaan Gender 
Departemen Agama RI., 2004), hlm. 83-115,  Mun’im A. Sirry, Fiqih Lintas 
Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (Jakarta: Paramadina bekerja 
sama dengan The Asia Foundation, 2004), hlm 165-166.

8 Ayat Al-Qur’an yang sering dijadikan dasar pelarangan hak kewarisan 
antara muslim dengan non muslim misalnya  surat An-Nisā’ (4):  13 dan 
141, surat Hūd (11): 45-46, surat At-Tah}rīm (66): 6.

9 Bukhārī, S}ah}īh} al-Bukhārī“ Kitāb al-Farāid}” (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VII: 
11. Muslim, S}ah}īh} al-Muslim, “Kitāb Farāid}” (ttp.: Al-Qanā‘ah, t.t.), II: 2.  Abī 
Dāwud, Sunan Abī Dāwud (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 124.

10 Ulama-ulama termasyhur dari kalangan sahabat, tabi‘in dan imam 
mazhab bersepakat, tidak saling mewarisi antara muslim dengan non-
muslim, Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, alih bahasa 
Maskur AB (Jakarta: Lentera Basritama, t.t.), hlm. 541-542, Fatchur Rahman, 
Ilmu Waris, cet. ke-2  (Bandung: Al-Maarif, 1981), hlm. 88-99. Ahmad Rofiq, 
Fiqh Mawaris, edisi revisi, cet. ke-4 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 
hlm. 30. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: 
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Larangan saling mewarisi antara muslim dengan non-
muslim yang didasarkan hadis Nabi saw. tersebut tidak 
terlepas dari konteks yang melatarbelakanginya. Oleh karena 
itu, dalam perkembangannya mengalami suatu perubahan, 
seperti Mu‘āwiyah dan Mu‘āż  yang menyatakan, orang Islam 
dapat mewarisi dari non-muslim tetapi tidak sebaliknya.11 
Generasi berikutnya seperti Ah}mād ibn H }anbal juga 
mempunyai pendapat yang berbeda, orang muslim dapat 
mewarisi dari non-muslim apabila ia memerdekakannya.12 
Dari pendapat-pendapat ini, ternyata mereka tidak 
mengaplikasikan ketentuan sebagaimana yang ditunjukkan 
oleh teks hukum tersebut.13 Hal ini juga menunjukkan, para 
ulama masih mencoba untuk mencari “jalan alternatif” dalam 
kaitannya dengan agama lain. 

Kesepakatan ulama tentang ketidakbolehan saling 
mewarisi antara muslim dengan non muslim diadopsi dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun sebenarnya berbeda 
latar belakang yang mengiringinya. Secara eksplisit, KHI yang 
diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 
melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan non 
muslim. Larangan tersebut tertuang dalam Ketentuan Umum 
Pasal 171 huruf b dan c yang mensyaratkan pewaris dan ahli 
waris harus seagama, yakni Islam.14 Di bagian lain, KHI juga 

Kencana, 2004), hlm. 86. Larangan saling mewarisi antara muslim dengan 
non-muslim juga terjadi di Malaysia, Mohd Zamro Muda dan Mohd. 
Ridzuan Awang, Undang-undang Pusaka Islam Pelaksanaan di Malaysia, cet. 
ke-1 (Malaysia: Jabatan Syari’ah Fakulti Pengajian Islam UKM, 2006), hlm.  
23.

11 Abī Muh}ammad ‘Alī bin  Ah}mād bin  Sa’īd bin H}azm, Al-Muh}allā 
(Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 304-305. ‘Alī ibn H}ajar, Fath} al-Bārī (ttp: Maktabah 
as-Salafiyah, t.t.), XII: 50. 

12 As}-S}an‘ānī, Subul as-Salām, “Bāb al-Farāid}” (Kairo: Dār al-H}adīś, t.t.), 
III: 954, Ibn H}azm, Al-Muh}allā (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VI: 304-305.

13 Abdullah Ahmed an-Na‘im, Dekonstruksi Syari’ah, alih bahasa Ahmad 
Suaedy dan Amirudin Arrani, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKiS, 1997), I:  iv.

14 Pasal 171 huruf b dan c selengkapnya sebagai berikut:
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tidak mengatur peralihan harta dari pewaris muslim kepada 
ahli waris non muslim dengan cara apapun, termasuk 
sarana wasiat wajibah.15

KHI mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat 
wajibah dan berbeda dengan konsep wasiat wajibah yang 
ada dan dipraktikkan di negara-negara muslim. Pengaturan 
wasiat wajibah dalam KHI sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 209 hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang 
tua angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat, atau sebaliknya 
diberikan kepada orang tua angkat yang  anak angkatnya 
meninggal dunia tanpa wasiat.16 Ketentuan ini menjadi 
dasar hukum eksistensi wasiat wajibah dalam sistem 
hukum kewarisan Islam Indonesia. Merujuk latar belakang 
penyusunan KHI dapat diperoleh beberapa alasan tentang 

(b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau di-
nyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama 
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

(c)  Ahli waris adalah orang yang pada saat meningal dunianya 
pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan per-
kawin an dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang 
karena hukum untuk menjadi ahli waris.

15 Wasiat wajibah adalah wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli 
waris atau kerabat yang tidak mendapat bagian harta warisan dari orang 
yang wafat karena adanya suatu halangan syarak, Abdul Aziz Dahlan, 
Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1966), VI: 1930. 
Termasuk kategori halangan syarak adalah: 1) adanya mawāni’ al-irs|i seperti 
beda agama, perbudakan dan pembunuhan, 2) mah}jūb yaitu terdinding 
oleh ahli waris yang  lebih utama dan 3) termasuk kelompok  żawī al-arh}
ām, yaitu kerabat yang tidak termasuk as}h}āb al-furūd} dan ‘as}abah, Suparman 
Usman  dan Yusuf  Somawinata, Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, cet. 
ke-1 (Jakarta: Gaya Media, 1997), hlm. 174.

16 Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam:
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 

sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap 
orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3  dari harta warisan anak 
angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 
angkatnya.
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penetapan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat 
dan orang tua angkat yaitu, pertama, ulama Indonesia 
tidak dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli 
waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. Kedua, 
pelembagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang 
orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu ketimbang 
kakeknya dipandang lebih adil dan lebih berkemanusiaan 
bagi masyarakat Indonesia.17

Kendatipun KHI hanya menetapkan wasiat wajibah bagi 
anak angkat dan orang tua angkat, dan tidak menetapkan 
wasiat wajibah maupun sarana-sarana lain untuk terjadinya 
peralihan harta dari pewaris muslim kepada ahli waris 
non muslim, Mahkamah Agung (MA) memberikan bagian 
harta kepada ahli waris non muslim dengan sarana wasiat 
wajibah. Dalam putusannya Nomor  51 K/AG/1999 tanggal 
29 September 1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim 
mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris muslim 
berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama 
dengan bagian ahli waris muslim yang sederajat. Dalam 
putusan tersebut tidak dinyatakan secara jelas bagaimana 
wasiat wajibah dapat diberlakukan dalam kasus ini sehingga 
ahli waris yang hakikatnya terhalang menerima warisan  
mempunyai hak yang sama dengan ahli waris yang lain. 

Secara embrional, meskipun berbeda peruntukannya, 
semangat menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris non 
muslim tampaknya terinspirasi oleh penerapan wasiat wajibah 
di Mesir dan negara-negara muslim lainnya yang sudah 
terlebih dahulu mempraktikkannya, yakni memberikan bagian 
harta kepada ahli waris  yang sama-sama terhalang menerima 
warisan. Sebagaimana dikemukakan oleh Abū Zahrah, 

17 Hartini, “Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia”, Mimbar Hukum, No. 37 Tahun II, 2001, hlm. 189.
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motivasi memasukkan ketentuan wasiat wajibah ke dalam 
undang-undang negara Mesir misalnya dilatarbelakangi oleh 
realitas sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu keluhan anak-
anak yatim yang karena kematian ayahnya tidak mendapat 
warisan karena terhijab oleh saudara-saudara ayahnya.18  

Putusan MA tersebut menarik untuk dikaji karena di 
samping menyimpangi ketentuan KHI, sebagian ulama 
masih mempersoalkan status hukum wasiat, dan terlebih 
wasiat wajibah yang baru dikenal setelah lahirnya Undang-
undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946.19 Perbedaan 
pendapat di kalangan ulama tentang status hukum wasiat 
berawal dari penafsiran mereka terhadap ketentuan surat 
Al-Baqarah(2): 180 tentang kewajiban berwasiat kepada 
ibu bapak dan karib kerabat. Mereka terbagi dalam tiga 
kelompok. Sebagian mereka berpendapat, ketentuan wasiat 
kepada ibu bapak dan karib kerabat tetap berlaku, tidak 
dihapus oleh ayat Al-Qur’an maupun hadis. Sebagian lain 
berpendapat, ketentuan tersebut  telah dihapus dengan 
turunnya ayat-ayat kewarisan surat An-Nisā’ (4): 11 dan 
12. Sedangkan sebagian lain lagi  berpendapat, ketentuan 
wasiat tersebut tidak dihapus dan tetap berlaku khususnya 
kepada bapak ibu dan karib kerabat yang karena halangan 
syarak tidak mendapat warisan.20

18 Abū Zahrah, Ah}kām at-Tirkah wa al-Mīrās (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 
1963), hlm. 230. 

19 Istilah wasiat wajibah dipergunakan pertama  di Mesir melalui 
Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 untuk menegakkan 
keadilan dan membantu cucu yang tidak memperoleh hak warisnya, 
Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi 
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), hlm. 163-164. Undang-undang 
Wasiat Mesir tersebut dalam perkembangannya diadopsi, dengan sedikit 
perubahan  oleh beberapa negara muslim, yakni Siria, Maroko dan Tunisia.  
Abdullah Sidik, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia 
Islam (Jakarta: Wijaya, 1984), hlm. 222.

20 H}asanain Muh}ammad Makhlūf, Al-Mawārīd} fī al-Syarī‘at al-Islāmiyyah 
(Kairo: Lajnah al-Bayyan al-‘Arabī, 1958), hlm. 17.
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Penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim 
dalam putusan tersebut  juga dinilai menyimpangi pendapat 
mayoritas ulama di beberapa negara muslim yang telah 
terlebih dahulu mempraktikkan wasiat wajibah. Negara-
negara muslim seperti Mesir, Siria, Tunisia dan Maroko 
melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan 
cucu yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu dari 
kakek atau neneknya. Cucu-cucu tersebut tidak mendapat 
bagian warisan dari kakek atau neneknya karena terdinding 
(mah}jūb) oleh saudara-saudara bapaknya.21 Hanya saja di 
Tunsia dalam Pasal 174 dan 175 Undang-undang Keluarga 
Tunisia 1956 dinyatakan perihal sahnya wasiat  antara 
dua pihak yang berbeda agama, demikian juga dipandang 
sah wasiat yang dilakukan para pihak yang berbeda 
kewarganegaraannya.22

Persoalan lain yang perlu dikaji adalah pertimbangan 
hukum yang dijadikan landasan berpijak oleh majelis hakim 
MA dalam memberikan bagian harta kepada ahli waris 

21 Undang-undang Wasiat Mesir Pasal 76-78, Hukum Status Personal 
Siria 1953 Pasal 257-288, Hukum Status Personal Maroko 1957 Pasal 266-
269, Hukum Status Personal Tunisia 1956 Pasal 192, Tahir Mahmood, 
Personal Law in Islamic Countries (New Delhi: Academy of Law and Religion, 
1987), hlm. 127-163. Meskipun negara-negara tersebut sepakat memberikan 
bagian harta kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari 
pewaris, namun secara teknis ada sedikit perbedaan. Menurut Undang-
undang Wasiat Mesir yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu 
keturunan anak laki-laki (seluruh generasi) dan cucu keturunan anak 
perempuan (generasi pertama); menurut Undang-undang Maroko dan 
Suriah hanya cucu keturunan anak laki-laki (seluruh generasi); dan menurut 
Undang-undang Tunisia adalah cucu (generasi pertama) dari keturunan 
anak laki-laki atau perempuan,   Suparman Usman dan Yusuf  Somawinata, 
Fiqh Mawaris Hukum.,  hlm. 176-179. Roihan A. Rasyid, “Pengganti Ahli 
Waris dan Wasiat Wajibah” dalam Cik Hasan Bisri, et.al Kompilasi Hukum 
Islam dalam Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 1999), hlm. 88-89.

22 Zudi Rahmanto, “Hukum Keluarga Islam  di  Republik Tunisia” dalam 
HM. Atho’ Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed).,  Hukum Keluarga 
Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari 
Kitab-kitab Fikih), cet. ke-1 (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 93. 
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beda agama dengan sarana wasiat wajibah. Hal ini penting 
dilakukan untuk mengetahui kebenaran suatu putusan di-
keluar kan. Apabila ditelaah, putusan MA tersebut mestinya 
menjelaskan dasar pertimbangan hukum apa yang digunakan 
dalam mengambil putusan. Dalam putusannya, MA me nyata -
kan bahwa ahli waris beda agama berhak mendapat warisan 
dengan jalan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama 
dengan bagian ahli waris muslim tanpa menjelaskan bagai-
mana wasiat wajibah dapat diberlakukan dalam kasus ini. 

Setiap putusan hakim semestinya disertai dengan 
pertimbangan dan argumentasi hukum yang cukup baik di-
dasar kan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut  
sebagaimana  dimanatkan oleh Undang-undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, 
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 
putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili.”23  Persoalan ini bisa 
menjadi preseden buruk bagi dunia peradilan, utamanya 
lembaga peradilan di bawahnya ketika menemukan suatu 
kasus serupa, kesulitan menemukan dasar-dasar hukumnya 
sesuai dengan putusan tersebut. Mereka dikhawatirkan 
hanya akan membuat  suatu putusan tanpa terlebih dahulu 
mempertimbangkan bagaimana hukumnya. Agaknya ke -
tidak jelasan inilah yang menyebabkan munculnya kontro-
versi dan respon negatif dari sebagian kalangan umat 
Islam.24

23 Undang-undang  Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 50 ayat (1).

24 Menanggapi pemberian bagian harta kepada ahli waris non 
muslim dari pewaris muslim dengan jalan wasiat wajibah, sebagian 
masyarakat mengapresiasi terobosan hukum yang dilakukan MA tersebut 
karena sejalan dengan dinamika hukum yang hidup dan berkembang di 
masyarakat. Namun tidak demikian bagi Habiburrahman, Hakim Agung 
RI, yang menolak cara tersebut. Menurutnya, ahli waris non muslim secara 



10 Dr. riyanta, M. HuM

Kendati demikian, sebagai produk ijtihad, apa yang 
telah dilakukan oleh MA mesti harus dihargai sebagai upaya 
penemuan hukum mensikapi situasi dan kondisi yang 
berkembang di masyarakat dan sekaligus dalam rangka 
pembaruan hukum Islam. Meskipun harus diakui pembaruan 
hukum Islam dalam bidang kewarisan tersebut masih terbatas 
sifatnya karena tetap memposisikan ahli waris non muslim 
sebagai orang yang terhalang menerima warisan (mamnū’) 
sebagaimana ijma’ ulama. 

Penemuan hukum oleh MA di atas boleh jadi merupakan 
upaya mengaktualisasikan hukum kewarisan Islam di tengah-
tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Terkadang, 
dalam suatu keluarga menganut agama yang berbeda, mereka 
saling menghormati, saling membantu dan bekerja sama, orang 
tua mengumpulkan harta yang sepeninggalnya diwarisi oleh 
anak-anaknya baik yang muslim maupun non muslim tanpa 
ada persoalan apapun. Dengan demikian,  putusan MA tersebut 
sekaligus juga merupakan upaya untuk memelihara jati diri 
hukum Islam sebagai rah }mah li al-‘ālamīn. Mempertahankan 
normativitas hukum Islam tanpa memperhatikan dinamika 
dan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat akan 
menjadikan hukum Islam kehilangan jati dirinya karena tidak 
memenuhi kebutuhan masyarakat yang melingkupinya.

Terlepas dari kontroversi yang menyelimuti putusan 
MA tersebut, dalam konteks menjaga keutuhan keluarga 
dan mengakomodasi realitas sosial yang berkembang di 
masyarakat Indonesia yang majemuk, bila ditinjau dari segi 

jelas dilarang menerima bagian harta dari pewaris muslim berdasarkan 
Al-Qur’an, hadis dan pendapat ulama mazhab. Oleh karena itu ketentuan 
tersebut hendaknya diamandemen dan direkonstruksi kembali sesuai 
dengan Al-Qur’an dan sunnah. Hal tersebut merupakan faka yuridis 
masuknya pengaruh hukum adat dan hukum Barat dalam KHI, 
Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: 
Prenada Media, 2011), hlm. 210.
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kemaslahatan patut dipertimbangkan dan boleh jadi terkait 
dengan maksud dan tujuan  hukum  Islam yaitu mewujudkan 
kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. 

Problematika akademik di atas memunculkan persoalan,  
bagaimana konsepsi wasiat wajibah bagi ahli waris beda 
agama dalam putusan MA Nomor 51K/AG/1991? Mengapa 
MA memberikan bagian harta peninggalan kepada ahli waris 
beda agama melalui wasiat wajibah, serta bagaimana relevansi 
penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama bagi 
pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam upaya 
menghadapi masyarakat Indonesia yang majemuk?

Jika ditelusuri kajian tentang wasiat wajibah  bagi ahli 
waris beda agama telah banyak dilakukan. Sejauh yang 
penulis telaah, ada tiga penelitian yang mengkaji penerapan 
wasiat wajibah  bagi ahli waris beda agama. Habiburrahman 
dalam bukunya Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam  di 
Indonesia mengangkat tiga persoalan hukum kewarisan Islam 
yakni ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda 
agama.  Menurutnya, penegakan hukum kewarisan Islam 
di pengadilan agama dan di kalangan masyarakat muslim 
Indonesia sebagian didasarkan hukum adat dan hukum 
perdata Barat. Padahal, dalam Islam, sesuai dengan teori kredo 
dan kedaulatan Tuhan, semestinya orang Islam harus tunduk 
dan taat pada hukum agamanya dengan mengacu kepada 
Al-Qur’an dan hadis, tidak terkecuali dalam melaksanakan 
hukum kewarisan. 

Dengan alur pemikiran seperti itu, buku yang 
dikembangkan dari hasil penelitian desertasi di Program 
Pacasarjana UIN Sunan Gunungjati Bandung tahun 2010 ini, 
kaitannya dengan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama 
menyimpulkan, pertama  pemberian bagian kepada ahli waris 
beda agama  dengan jalan wasiat wajibah dalam putusan MA 
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tidak hanya bertentangan dengan asas ijbari25 namun juga 
bertentangan dengan tujuan-tujuan syari’at (maqās}id asy-
syarī‘ah). Kedua, dasar pertimbangan hukum pemberian 
bagian dengan jalan wasiat wajibah bagi ahli waris beda 
agama bukan didasarkan kepada landasan syari‘at yang 
jelas petunjuk hukumnya melainkan mendasarkan aspek 
kemanusiaan yang relatif.  Oleh karenanya, ketentuan 
tersebut hendaknya direkonstruksi sesuai dengan ketentuan 
Al-Qur’an dan hadis.26  

Hasil penelitian Habiburrahman di atas sangat berbeda 
dengan kajian dalam buku ini. Di sini penulis justru merespon 
positif langkah MA memberikan bagian kepada ahli waris 
beda agama dengan sarana wasiat wajibah. Sarana hukum 
tersebut sebagai terobosan hukum dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan dalam pembagian warisan yang di antara 
ahli warisnya berbeda agama dengan pewaris muslim, 
meskipun penerapannya lebih bersifat kasuistik dengan 
mempertimbangkan kemaslahatan dalam hubungan personal 
antara pewaris muslim dengan ahli waris non muslim. 

HM. Sutomo dalam penelitiannya yang berjudul 
“Dinamika Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Studi 
atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1991-
2002”  merupakan  karya desertasi di Program Pascasarjana 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011.  Disertasi ini 
membahas hak kewarisan ahli waris żawī al-furūd} perempuan 
khususnya anak perempuan ketika bersama paman atau bibi, 
anak perempuan ketika bersama anak laki-laki dan hak ahli 

25 Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam berarti peralihan harta dari 
pewaris kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan 
kehendak pewaris dan ahli waris. Tidak ada individu maupun lembaga yang 
dapat menangguhkannya, apalagi individu di luar keluarga, Abdul Ghofur 
Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, cet. 
ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 20.  

26 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, cet. 
ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
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waris janda terkait dengan harta bersama. Di samping itu 
juga dibahas hak kewarisan ahli waris bukan ahli waris żawī 
al-furūd} yakni ahli waris pengganti, anak angkat, status hibah 
wasiat kepada ahli waris dan ahli waris  beda agama. 

Dalam penelusurannya terhadap yurisprudensi MA 
tahun 1991-2002, terkait dengan hak ahli waris beda agama 
disimpulkan, putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya 
dinamika  pemikiran yang progresif di kalangan hakim agung 
yakni berpaling dari fiqh mazhab27 dan KHI. Keduanya, 
fiqh mazhab dan KHI, sama sekali tidak memberi  bagian 
kepada ahli waris non muslim baik dengan jalan pewarisan 
maupun wasiat wajibah, sedangkan MA memberi bagian 
kepada ahli waris non muslim dengan jalan wasiat wajibah 
yang besarannya sama dengan bagian ahli waris muslim. 28 

Kendatipun  sepakat dengan penerapan wasiat wajibah 
bagi ahli waris non muslim, namun  HM. Sutomo tidak 
menjelaskan bagaimana konsepsi wasiat wajibah MA dalam 
memberikan bagian kepada ahli waris non muslim, apa 
alasan dan pertimbangan hukumnya, dan relevansinya bagi 
pembaruan hukum kewarisan Islam  menghadapi masyarakat 
Indonesia yang majemuk. Selain itu, peneliti juga tidak  

27 Fiqh mazhab adalah fiqh yang dibangun oleh ulama yang mengikuti 
tradisi Rasul dan sabahat-sahabat sebelum terjadinya kekacauan politik 
di penghujung pemerintahan ‘Alī ibn Abī Ţālib sekitar tahun 37 H. Secara 
populer fiqh mazhab dibatasi hanya kepada fiqh empat mazhab, karena 
hanya empat mazhab ini yang masih mempunyai pengikut, yaitu mazhab 
Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Prinsip pokok kewarisan fiqh mazhab 
adalah ahli waris dibagi menjadi tiga kelompok: żawī al-furūd}, ‘as}abah dan 
żawī al-arh}ām dan karenanya tidak dikenal lembaga ahli waris pengganti; 
semua orang menerima warisan karena dirinya sendiri, bukan karena 
menggantikan kedudukan orang lain yang telah meninggal lebih dahulu. 
Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap 
Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab (Jakara: INIS, 1998), hlm. 1-2. 

28 HM. Sutomo, “Dinamika Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Studi 
atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1991-2002” Disertasi tidak 
diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 
2011.
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memberikan kritik dan catatan atas putusan MA tersebut.
Hampir sama dengan tema yang diangkat dalam buku 

ini, karya Sidik Tono dari Program Pacasarjana Fakultas 
Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2013 
dalam disertasinya yang berjudul “Wasiat Wajibah sebagai 
Alternatif  Mengakomodasi Bagian Ahli Waris non Muslim di 
Indonesia”. Dalam karyanya, Sidik Tono mengawali kajiannya 
dengan memaparkan eksistensi hukum Islam, prinsip-prinsip 
dan keadilannya yang dilanjutkan dengan mengkaji hukum 
kewarisan Islam sebagai hukum materiil  di Indonesia, dan 
diakhiri dengan membahas wasiat wajibah sebagai alternatif 
mengakomodasi ahli waris non muslim di Indonesia.  

Dalam membahas penerapan wasiat wajibah bagi ahli 
waris non muslim dalam penyelesaian sengketa di lingkungan 
peradilan agama, Sidik Tono mengkaji putusan MA nomor 
51K/AG/1999. Dalam kajiannya terhadap putusan tersebut,  
ia sepakat dengan MA yang memberikan bagian kepada ahli 
waris non muslim yang terhalang menerima warisan dari 
pewaris muslim dengan sarana wasiat wajibah. Menurutnya, 
wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim merupakan 
produk penemuan hukum abad ke-20 yang adil dan responsif, 
mengingat di beberapa negara muslim yang lebih dahulu 
mempraktikkan wasiat wajibah, sarana hukum tersebut 
digunakan untuk memberi bagian kepada cucu yatim yang 
mahjub. Kebolehan memberi wasiat kepada ahli waris non 
muslim disimpulkan dari ketentuan Al-Baqarah (2): 180 dan 
Al-Māidah (5): 106. 29

Namun kendatipun  sepakat dengan penerapan wasiat 
wajibah bagi ahli waris non muslim, sebagaimana peneliti 
sebelumnya,  Sidik Tono tidak menjelaskan bagaimana 

29 Sidik Tono, “Wasiat Wajibah sebagai Alternatif Mengakomodasi 
Bagian Ahli Waris non Muslim di Indonesia”  Disertasi tidak diterbitkan, 
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2013.
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konsepsi wasiat wajibah MA dalam memberikan bagian 
kepada ahli waris non muslim, apa alasan dan pertimbangan 
hukumnya, dan bagaimana relevansinya bagi pembaruan 
hukum kewarisan Islam  menghadapi masyarakat Indonesia 
yang majemuk. Selain itu, ia juga tidak  memberikan kritik 
dan catatan atas putusan MA tersebut.

Secara teoretis penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris 
beda agama tidak diatur baik dalam Al-Qur’an, hadis maupun 
dalam hukum Islam Indonesia.  Untuk menganalisis dan 
menemukan jawaban terhadap rumusan masalah yang dikaji 
dalam buku ini, digunakan kerangka pemikiran30 yang terdiri 
dari hukum progresif,  penemuan hukum positif, penemuan 
hukum Islam, perubahan hukum Islam dan konsep negara 
hukum. Masing-masing kerangka pemikiran digunakan 
sesuai dengan kebutuhannya.

Hukum progresif lahir tidak lepas dari gagasan Profesor 
Satjipto Raharjo31 yang merasa prihatin dengan keadaan cara 
penyelenggaraan hukum di Indonesia akhir abad ke-20. Dalam 
proses pencariannya itu dia berkesimpulan bahwa  salah satu 
penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegakan hukum 
Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat 
formalistiknya yang melekat dan sekaligus mengabaikan moral.32 

Menurut Satjipto Raharjo, pemikiran hukum perlu 
kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia 

30 Kerangka pemikiran adalah kerangka logika yang digunakan untuk 
menjawab per-tanyaan dalam penelitian. Program Pascasarjana Fakultas 
Hukum UII, Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Disertasi) Program Doktor 
Ilmu Hukum (ttp.: tnp., 2010), hlm. 16. Digunakannya kerangka pemikiran  
mengingat alat analisis yang digunakan menjawab pertanyaan belum 
merupakan bangunan teori yang utuh, di samping merujuk peraturan-
peraturan tertentu.

31 Gagasan tersebut pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 melalui 
sebuah artikel yang ditulis di Harian Kompas dengan judul “Indonesia 
Butuhkan Penegakan Hukum Progresif” Kompas, 15 Juni 2002.

32 Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progresif  (Jakarta: Penerbit Kompas, 
2006), hlm. ix.
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(law for human being). Memahami hukum untuk manusia 
dimaksudkan Satjipto Raharjo adalah hukum yang dapat 
mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera 
dan membuat manusia bahagia. Dengan filosofi tersebut, 
maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. 
Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. 
Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang 
lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan 
oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan 
manusia.33 Ini menyebabkan hukum progresif menganut 
ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-
rakyat.34

Lebih lanjut Satjipto Raharjo menjelaskan, hukum 
progresif juga berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum 
bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena 
hukum selalu dalam proses untuk menjadi (law as a process, 
law in the making). Untuk menggambarkan hukum yang selalu 
berproses, Satjipto Raharjo menyatakan: 35

 Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi 
yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh 
kemampuan untuk mengabdi kepada manusia. Dalam 
konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam 
proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang 
secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya 
menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. 
Kualitas kesempurnaan itu bisa diverifikasi ke dalam faktor-
faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, 
dan lain-lain. Inilah “hakikat hukum yang selalu dalam 
proses untuk menjadi” (law as a process, law in the making). 

33 Satjipto Raharjo, “Hukum Progresif: Hukum  yang  Membebaskan”, 
Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1, April 2005, Program Doktor Ilmu 
Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 7

34 Ibid.
35 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, cet. 

ke-1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 33.
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Hukum  tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk 
manusia.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan se-
tiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak 
lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku 
hukum  mengaktualisasikan hukum dalam ruang  dan waktu 
yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan 
perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif 
terhadap peraturan yang ada, tanpa harus  menunggu per-
ubah an peraturan (changing the law). Peraturan buruk tidak 
harus menjadi penghalang bagi para  pelaku hukum progresif 
untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari 
keadilan, karena mereka dapat melakukan interprestasi secara 
baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua asumsi dasar  terhadap 
aliran hukum progresif. Pertama, asumsi dasar bahwa hukum 
haruslah untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri hukum 
itu diadakan. Karenanya hukum tidak boleh melepaskan 
dirinya dari tujuan sosialnya. Hukum mengabdi kepada 
manusia karenanya tidak boleh mengabaikan hati nurani 
manusia. Hukum harus bermoral, tidak boleh memisahkan 
dirinya dengan moral. Hukum tidak sekedar peraturan biasa 
tetapi ia adalah bangunan ide, kultur dan cita-cita. Hukum 
harus senantiasa membangun dan mengubah dirinya menuju 
tingkat kesempurnaan. Kualitas kesempurnaan mengarah 
kepada keadilan, kesejahteraan dan kepedulian. Asumsi dasar 
pertama ini sejalan dengan tujuan pemberlakuan hukum 
Islam (maqās}id al-syarī‘ah) yakni terwujudnya kemaslahatan 
bagi manusia (li mas}ālih} al-‘ibād). Demikian halnya dengan 
penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama.

Asumsi dasar kedua, hukum progresif tidak menerima 
hukum sebagai institusi yang mutlak dan final. Asumsi 
demikian tidak berusaha mereduksi hukum hanya sekedar 
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peraturan-peraturan, tetapi sesuatu yang lebih dari itu 
yakni hukum yang diletakkan  dalam kaitannya dengan 
kemanusiaan. Interpretasi hukum progresif dengan hati 
nurani, melihat hukum bukan hanya dalam dataran tertulis 
dari teks formalnya tetapi juga pada teks non formal, pro 
keadilan demi tegaknya tujuan sosialnya. Asumsi dasar kedua 
ini merupakan model penemuan hukum secara progresif. 
Secara skematis, asumsi dasar hukum progresif digambarkan 
sebagai berikut:

Bagan 1: Asumsi Dasar Hukum Progresif

Progressive Law 
Law as a process, law in the making 

Law for human being 

Mengingat penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda 
agama tidak diatur dalam aturan hukum manapun, maka 
dalam menerapkan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, 
MA telah melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Teori 
penemuan hukum dianggap relevan untuk diterapkan dalam 
penelitian ini karena berawal dari penemuan hukum itulah yang 
kemudian mengarah pada lahirnya sebuah keputusan hakim.

Secara definitif penemuan hukum adalah proses pem-
bentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya 
yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-
peristiwa hukum yang konkret. Dengan kata lain, penemuan 
hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi per-
atur an hukum yang bersifat umum dengan mengingat 
peristiwa konkret tertentu. Yang terpenting dalam penemuan 
hukum adalah bagaimana mencarikan dan menemukan 
hukum untuk peristiwa konkret.36 

36 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogya-



19Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

Suatu peristiwa konkret  harus diketemukan hukumnya 
dengan  menafsirkan, melengkapi peraturan hukumnya 
atau menciptakan hukumnya. Menjelaskan, menafsirkan, 
melengkapi dan menciptakan hukumnya dilakukan agar 
hukumnya dapat diketemukan. Untuk menemukan hukum 
terhadap suatu peristiwa hukum diperlukan ilmu bantu 
berupa metode penemuan hukum.

Pentingnya penemuan hukum dalam khazanah ilmu 
hukum, menurut Bagir Manan, memiliki tiga fungsi utama 
yaitu penerapan hukum (rechtstoepassing), penemuan hukum 
(rechtsvinding) dan penciptaan hukum (rechtscepping).37 
Argumentasi hukum dari ketiga perbuatan hukum tersebut 
adalah asas ius curia novit bahwa hakim tidak boleh menolak 
perkara yang diajukan ke pengadilan  karena hukumnya 
tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal ini hakim harus 
menggali dan menemukan nilai-nilai hukum  dan rasa 
keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.38 

Alasan yuridis yang mendasari pentingnya hakim 
melakukan penemuan hukum adalah Undang-undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) 
menyatakan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih 
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib 
untuk memeriksa dan mengadilinya”.  Dengan demikian 
hukum yang tidak atau kurang jelas tidak dapat dijadikan 
alasan penolakan bagi hakim terhadap suatu perkara yang 
diajukan oleh pencari keadilan. Selanjutnya dalam Pasal 
5 ayat (1) dinyatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 

karta: Liberty, 1998), hlm. 26.
37 Bagir Manan, “Kata Pengantar” dalam Abdul Manan, Reformasi Hukum 

Islam di Indonesia  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. xv.
38 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar., hlm. 46-

47
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rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal-pasal di 
atas merupakan dasar dan alasan yang kuat bagi hakim dalam 
melakukan penemuan hukum. 

Dalam hukum positif, Sudikno Mertokusumo mem-
bagi metode penemuan hukum menjadi tiga, yaitu metode 
interpretasi, metode argumentasi dan metode penemu an 
hukum bebas.39 Dari ketiga metode ini, sesuai kepentingan-
nya untuk menjawab masalah penelitian yang sudah 
ditentukan, pembahasan lebih difokuskan pada penemuan 
hukum bebas. 

Metode interpretasi digunakan terhadap suatu peristiwa 
konkrit yang telah ada aturan hukumnya, namun aturan 
tersebut tidak jelas sehingga perlu dilakukan penafsiran 
dengan metode tertentu,40 sedangkan metode argumentasi 
digunakan dalam hal aturan hukumnya ada tetapi tidak 
lengkap, maka untuk melengkapinya diperlukan metode 
argumentasi atau penalaran hukum.41 Adapun metode 
penemuan hukum bebas diperuntukkan bagi peristiwa-
peristiwa yang tidak dijumpai aturan hukumnya, yaitu 
membentuk pengertian-pengertian hukum. Dalam hal ini 
hakim tidak mengikuti atau berpijak pada teks-teks hukum 
tetapi teks-teks hukum digunakan sebagai alat untuk 
menemukan pemecahan suatu peristiwa konkret. Di sini 
hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menerapkan 

39 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar., hlm. 56-78. 
Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160-184. 
Bab-bab tentang Penemuan Hukum (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 11-31.

40 Metode interpretasi meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, 
historis, sosiologis, komparatif, antisipatif, restriktif, ekstensif, subsumtif, 
interdisipliner dan interpretasi multidisipliner. Sudikno Mertokusumo, 
Bab-bab tentang Penemuan Hukum., hlm. 14-21. Penemuan Hukum., hlm. 56-
66. Mengenal Hukum., hlm. 168-175.

41 Metode argumentasi atau penalaran hukum meliputi argumentum 
per analogian, argumentum  a contrario dan penyempitan hukum. Sudikno 
Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum., hlm. hlm. 21-29. Penemuan 
Hukum., hlm. 67-73. Mengenal Hukum., hlm. 176-182.
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atau menjelaskan atau menafsirkan teks-teks  hukum, 
melainkan sebagai pencipta hukum, yaitu menciptakan 
penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkrit. Dalam 
penemuan hukum bebas ini hakim mengikuti zamannya dan 
akan memperbarui pemahaman terhadap aturan hukum.42  
Jadi penemuan hukum bebas bukan berarti peradilan yang 
tidak terikat undang-undang. Di sini undang-undang 
merupakan alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang 
menurut hukum tepat dan tidak perlu harus sama dengan 
penyelesaian sesuai undang-undang. Metode penemuan 
hukum positif menurut Sudikno Mertokusumo dapat 
digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 2: Metode Penemuan Hukum Positif

Interpretasi Gramatikal

Interpretasi Sosiologis 

Interpretasi Sistematis

Interpretasi Historis

Interpretasi Komparatif

Interpretasi Antisipatif 

Interpretasi Restriktif 

Argumentum  a Contrario 

Penyempitan Hukum 

Argumentum per Analogium 

Metode 
Interpretasi 

Metode 
Penemuan  
Hukum Bebas  

Metode 
Argumentasi 

Metode 
Penemuan 
Hukum 

Interpretasi Ekstensif

Interpretasi subsumtif

Interpretasi interdisipliner

Interpretasi multidisipliner

42 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, hlm. 28-31.
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Dalam hukum Islam, para juris muslim juga telah 
mengembangkan model penemuan hukum  secara seksama. 
Penemuan hukum tersebut meliputi: penemuan hukum 
melalui metode bayānī (interpretasi literal), ta‘līlī (kausasi) 
--meliputi qiyāsī dan istis}lāh}i--  dan taufīqī (sinkronisasi). 43 Dari 
ketiga metode ini, sesuai kepentingannya untuk menjawab 
rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka pembahasan 
secara lebih luas difokuskan pada metode istis}lāh}ī.

Metode bayānī adalah metode penemuan hukum yang 
dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks hukum Islam 
yang ada dalam Al-Qur’an dan hadis. Jadi, persoalan yang 
dihadapi sebenarnya sudah ada teks hukumnya, hanya saja 
teks hukum tersebut tidak jelas atau tidak lengkap. Obyek 
metode ini adalah teks hukum Al-Qur’an dan hadis dengan 
melihatnya dari berbagai segi: segi: pertama, segi jelas tidaknya 
pernyataan hukum, sehingga ditemukan pernyataan hukum 
yang jelas meliputi empat kategori: z}āhir, nas}, mufassar dan 
muh}kam. Pernyataan hukum yang tidak jelas meliputi empat 
kategori: khafī, musykil, mujmal dan mutasyābih. 

Kedua, segi penunjukan kepada makna yang dimaksud, 
meliputi empat kategori: dalālah al-‘ibārah (petunjuk yang 
diperoleh dari apa yang tersurat dalam nas), dalālah al-isyārah  

43 Syamsul Anwar, “Argumentum  a Fortiori dalam Metode Penemuan 
Hukum Islam” dalam Sosio Religia, Vol. I, No. 3, Mei 2002, hlm. 1-9. Seorang 
ahli hukum Islam modern semisal Muh}ammad Ma‘rūf ad-Dawālībi 
mengklasifikasikan penemuan hukum Islam menjadi tiga model ijtihad, 
yaitu ijtihad bayānī, ijtihad qiyāsī dan ijtihad istis}lāh}i. Muh}ammad Ma‘rūf  ad-
Dawālībi, Al-Madkhal ilā ‘Ilm Us}ūl al-Fiqh (Beirut: Dār al-Kitāb, 1950), hlm. 
45. Menurut Syamsul Anwar, metode qiyāsī  dan istis}lāh}i sebenarnya dapat 
dimasukkan dalam satu kategori yaitu metode ta‘līli. Dengan demikian 
metode penemuan hukum Islam dapat dibedakan menjadi tiga: metode 
interpretasi literal, metode kausasi dan sinkronisasi. Syamsul Anwar, 
“Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali” 
dalam Amin Abdullah dkk., Antologi Hukum Islam Teori dan Metodologi, cet. 
ke-1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 275. Syamsul Anwar, 
“Argumentum a Fortiori dalam Metode Penemuan Hukum Islam” dalam 
Sosio Religia., hlm. 4-6.



23Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

(petunjuk yang diperoleh dari apa yang tersirat dalam nas), 
dalālah ad-dalālah (petunjuk secara analogi) dan dalālah al-
iqtid }ā’ (penunjukan lafad kepada sesuatu yang tidak ditunjuk 
dalam nas}, tetapi pengertian nas} itu baru dapat dibenarkan 
jika yang tidak disebut itu dinyatakan dalam perkiraan yang 
tepat. Ketiga, segi luas sempitnya cakupan makna dalam suatu 
pernyataan hukum yang meliputi ‘ām (pernyataan umum) dan 
khās (pernyataan khusus), h}aqīqi (pernyataan sebenarnya) dan 
majāzi (pernyataan bermakna ganda), mutlaq dan muqayyad, 
dan  musytarak (pernyataan ganda dan berlawanan) dan 
murādif (pernyataan yang bermakna sama). Keempat, dari 
segi bentuk-bentuk taklīf meliputi amr (perintah) dan nahī 
(larangan).44  

Metode ta‘līlī (kausasi) adalah metode penemuan hukum 
terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada ketentuan 
hukumnya dalam teks hukum (nas). Metode ini bertujuan 
meneliti secara seksama fondasi yang menjadi dasar konsepsi 
hukum Islam. Fondasi hukum ini merupakan alasan adanya 
hukum baik berupa kausa efisien (‘illat al-h}ukmi) maupun 
kausa finalis  yaitu tujuan-tujuan hukum (maqās}id asy-syarī‘ah).45 
Oleh karena itu metode ini dibagi menjadi dua, yaitu qiyāsī 
dan istis}lāh}i atau teleologis. 

 Metode qiyāsī dilakukan karena tidak adanya teks 
hukum yang secara langsung mengatur persoalan yang 
dihadapi. Karenanya, dalam rangka memperluas ketentuan 

44 Syamsul Anwar, “Argumentum a Fortiori...”., hlm. 4-6. Muhammad 
Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam, alih bahasa Noorhaidi 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 115-190.

45 Ulama usul fikih mendefinisikan maqās}id asy-syarī‘ah adalah makna 
dan tujuan yang dikehendaki syarak  dalam mensyari’atkan suatu hukum 
bagi kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Istilah 
ini  juga sering disebut dengan asrār asy-syarī‘ah yaitu rahasia-rahasia yang 
terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan 
manusia baik di dunia maupun di akhirat. Abdul Aziz Dahlan, ed. 
Ensiklopedi Hukum Islam, IV: 1108.
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syari‘ah yang telah ada kepada kasus-kasus serupa, maka 
fukaha harus menentukan ‘illat  yang sama antara kasus asal 
dan kasus baru. Tanpa menentukan ‘illat  yang sama antara 
kedua kasus itu, maka tidak ada analogi yang bisa dibangun. 
Dengan ditemukannya ‘illat, hukum tersebut bisa diperluas 
sehingga mencakup persoalan lain yang secara lahiriyah tidak 
tercakup dalam teks hukum yang ada. Apa yang dilakukan 
ahli hukum pada metode ini merupakan binā’ al-h}ukmi ‘alā al-
‘illah (pendasaran hukum kepada ‘illat ).

Kembali kepada metode ta‘līlī, apabila tidak ada kasus 
pararel, maka pendasaran hukum kepada kausa efisien tidak 
dapat dilakukan. Oleh karena itu, penemuan hukum dilakukan 
dengan metode istis}lāh}i46 yakni pendasaran hukum kepada 
kausa finalis, yaitu maqās}id asy-syarī‘ah (tujuan-tujuan 
hukum). Sebagai doktrin, maqās}id asy-syarī‘ah bermaksud 
mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan umat 
manusia, dan sebagai metode dimaksudkan sebagai pisau 
analisis atau kacamata untuk membaca realitas yang hidup 
dan berkembang di masyarakat.47 

Pentingnya mengetahui maksud dan tujuan disyariat-
kannya hukum Islam dalam pembentukan suatu hukum, 
dalam pandangan Abdul Ghofur Anshori, merupakan hal 

46 Secara lebih operasional, Amir Mu’allim menyatakan, pola istislahi 
merupakan penemuan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak 
ditunjuki teks-teks hukum. Dalam pola ini teks-teks hukum dikumpulkan 
guna menciptakan prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau 
mendatangkan kemaslahatan. Prinsip umum ini selanjutnya dideduksikan 
kepada persoalan yang ingin diselesaikan. Amir Mu’allim dan Yusdani, 
Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 
2005), hlm. 96. Dengan redaksi berbeda, Asafri Jaya Bakri menyebut 
metode istislahi sebagai upaya penggalian hukum yang bertumpu pada 
prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan hadis. 
Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid menurut al-Syatibi (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 1996), hlm. 133.

47 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika Membaca Islam dari 
Kanada dan Amerika, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 
44-45.
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yang sangat urgen sebagai alat bantu untuk memahami teks 
hukum Al-Qur’an dan as-Sunnah dan menerapkannya pada 
suatu peristiwa konkrit. Pengetahuan tersebut juga berfungsi  
untuk menemukan hukum terhadap permasalahan yang tidak 
ada dasar hukumnya, dan menyelesaikan dalil-dalil yang 
secara lahiriyah bertentangan.48 

Sebagai doktrin dan sekaligus sebagai metode, maqās}id 
asy-syarī‘ah memiliki sejarah panjang dan berliku. Di setiap fase 
sejarahnya, teori ini memiliki ciri dan watak yang berbeda-beda 
di tangan para penggagasnya. Jadi maqās}id asy-syarī‘ah telah 
mengalami semacam evolusi sesuai dengan semangat jaman 
dan kebutuhan masyarakatnya demi mengimplementasikan 
tujuan dasar diturunkannya syariat Islam. Beberapa ulama 
yang telah berupaya menggagas dan mengembangkan teori 
Al-Maqās}id antara lain, Al-Juwainī (w. 478 H),  Al-Gazālī 
(w. 505 H), Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī (w. 606 H), Saif ad-Dīn al-
H{amidi (w. 631 H), ‘Izz ad-Dīn ibn ‘Abd as-Salām (w. 660 
H), Najm ad-Dīn at-Tūfī (w. 716 H), Asy-Syāt}ibī (w. 790 H)49 
dan dikembangkan lebih lanjut oleh para teoritisi hukum 
Islam kontemporer semisal, Ţāhir Ibn A<syūr (w. 1973 M), 
Gamal al-Banna (w. 2013 M) dan Jāser ‘Audah.50 Para ulama 
tersebut menekankan pentingnya memahami maqās}id asy-
syarī‘ah dalam menetapkan hukum Islam. Mereka sepakat 
bahwa tujuan Allah mensyari‘atkan hukum-Nya adalah 
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia 
maupun di akhirat. Tujuan-tujuan pembentukan hukum 

48 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2009), hlm. 68.

49 Muhammad Khalid Mas’ud, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, alih 
bahasa Yudian W. Asmin (Surabaya: Penerbit  Al Ikhlas, 1995), hlm. 153-
180.

50 Ahmad Sidiqi dkk., “Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqasid 
Syari’ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi” dalam Jurnal Mlangi, 
Media Pemikiran dan Budaya Pesantren, Vol. 1 No. 3 Nov. 2013-Feb 2014, hlm. 
51-60.
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Islam tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan. Pembagian ini 
didasarkan pada prioritas dan pentingnya tujuan tersebut. 
Pembagian tersebut yaitu; pertama, tujuan yang bersifat 
d}arūriyyah, kedua, tujuan yang bersifat hājiyyah dan yang 
ketiga, tujuan yang bersifat tah }sīniyyah.

Tujuan yang bersifat d}arūriyyah adalah tujuan primer 
yang harus ada dan terwujud, karena merupakan suatu 
keharusan/kemestian dalam hidup. Apabila tujuan yang 
pokok ini tidak dapat terealisasikan, maka kemaslahatan 
tidak akan tercapai, bahkan yang terjadi adalah kerusakan, 
kekacauan, dan kebinasaan dalam kehidupan di dunia dan 
nanti di akhirat akan mendapatkan kerugian.51 Tujuan yang 
bersifat d }arūriyyah meliputi lima kepentingan pokok yang 
harus dilindungi, dan perlindungan terhadap kelima 
kepentingan pokok tersebut menjadi tujuan hukum Islam. 
Kelima kepentingan pokok tersebut adalah (1) perlindungan 
terhadap religiusitas (h}ifz} ad-dīn) (2) perlindungan terhadap 
diri manusia (h}ifz}an-nafs) (3) perlindungan terhadap akal (h }ifz} 
al-‘aql) (4) perlindungan terhadap keluarga atau keturunan 
(h}ifz} an-nasl) dan (5) perlindungan terhadap harta kekayaan 
(h }ifz} al-māl). Tujuan yang bersifat h}ājiyyah adalah suatu tujuan 
yang bersifat sekunder. Dengan terealisasikannya tujuan ini, 
maka akan tercapai keluasan (tawassu‘) serta terhindar dari 
kesempitan, kesukaran, dan kesulitan dalam hidup. Apabila 
tujuan ini tidak terwujud, maka tidak akan mengantarkan 
kepada kerusakan, tetapi manusia akan mengalami kesulitan 
dan kesempitan. Sedangkan tujuan yang bersifat tah}sīniyyah 
adalah tujuan yang bersifat tertier. Aplikasi dari tujuan ini 
adalah mengambil sesuatu yang sesuai dengan rasa keindahan 
dan kenyamanan serta menghindarkan keadaan-keadaan 
yang menipu dengan cara mempertimbangkannya dengan 

51Asy-Syāt}ibī, Al-Muwāfaqāt  fī Us}ūl al-Ahkām  (Ttp.: Dār al-Fikr, 1341), 
II: 8. 
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akal sehat dan lurus. 
Belakangan, teoritisi hukum Islam mengembangkan 

terminologi Al-Maqās}id  dalam istilah-istilah kekinian dalam 
rangka merespon perkembangan-perkembangan kontemporer. 
Secara tradisional, perlindungan terhadap agama merupakan 
pengistilahan dari cegahan murtad. Istilah tersebut telah 
diinterpretasi ulang menjadi menjaga, melindungi dan 
menghormati kebebasan beragama. Perlindungan terhadap 
jiwa yang awalnya sebagai pengistilahan dari cegahan untuk 
membunuh digantikan dengan menjaga dan melindungi 
martabat kemanusian dan hak asasi manusia. Demikian 
juga perlindungan akal yang awalnya dimaksudkan sebagai 
cegahan minum minuman keras dikembangkan menjadi 
kebebasan berpikir, penyebaran pikiran ilmiah dan bepergian 
untuk mencari ilmu. Perlindungan terhadap keturunan 
yang awalnya sebagai perintah menikah dan larangan 
berbuat zina berubah menjadi teori yang berorientasi kepada 
perlindungan terhadap keluarga. Pengembangan serupa juga 
terjadi pada perlindungan terhadap harta yang merupakan 
cegahan mencuri, memakan harta dengan cara batil telah 
dikembangkan menjadi kepedulian sosial, mendorong 
terwujudnya kesejahteraan manusia dan menghilangkan 
jurang pemisah antara kaya dengan miskin.52 Pergeseran teori 
Al-Maqās}id  lama ke teori baru dengan mempertimbangkan 
perkembangan kontemporer dapat disimpulkan sebagai  
berikut:

52  Jāser ‘Audah, Al-Maqās}id Untuk Pemula, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmon‘im 
(Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm.  49-60.
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Bagan 3: Teori Al-Maqās}id  

No Al-Maqās}id Teori Lama Teori Baru

1 Menjaga Agama Cegahan murtad
Menjaga, melindungi dan 
menghormati kebebasan 
beragama.

2 Menjaga  Jiwa Cegahan 
membunuh

Menjaga dan melindungi 
martabat kemanusian dan 
hak asasi manusia.

3 Menjaga Akal Cegahan minum 
minuman keras

Kebebasan berpikir, penye-
baran pikiran ilmiah dan 
bepergian untuk mencari 
ilmu.

4 Menjaga 
Keturunan

Perintah menikah 
dan cegahan zina

Perlindungan terhadap 
keluarga.

5 Menjaga Harta
Cegahan mencuri, 
memakan harta 
dengan cara batil

Kepedulian sosial, 
mendorong terwujudnya 
kesejahteraan manusia 
dan menghilangkan jurang 
pemisah antara kaya 
dengan miskin.

Terakhir adalah  metode taufīqī (sinkronisasi). Metode ini tidak 
diketemukan istilahnya dalam literatur hukum Islam, meskipun 
metode tersebut dipraktikkan dalam penemuan hukum Islam. 
Metode tersebut dimaksudkan untuk mencari solusi terhadap 
perlawanan antara dua dalil yang sama derajatnya (ta ‘ārud} al-
adillah), misalnya antara ayat Al-Qur’an dengan ayat Al-Qur’an 
yang lain, antara hadis mutawatir dengan hadis mutawatir 
yang lain dan seterusnya. Untuk menyelesaikan dua dalil yang 
berlawanan itu dalam metode ini dikembangkan teori jama‘, 
tarjīh} dan nasakh.53 Jama‘ adalah menggabungkan dua dalil yang 
berlawanan dan mengamalkan keduanya, tarjīh} yaitu mengambil 
dalil yang paling kuat dari dua dalil, dan nasakh mengamalkan 
dalil yang datangnya lebih akhir.54 Secara skematis, metode 
penemuan hukum Islam digambarkan sebagai berikut:

53 Syamsul Anwar, “Teori Konformitas”., hlm. 275.
54 Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: 

UII Press, 2002), hlm. 212-213.
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Bagan 4: Metode Penemuan Hukum Islam
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 
Interpre-
tasi 
Literal 

Metode 
Pene-
muan 
Hukum 

Metode 
Ta’l l  
(Kausasi) 

Metode  
Tauf q  
(Sinkro-
nisasi) 

Jelas atau 
Tidaknya 
Pernyata-
an 

Cara Me- 
Nunjukkan 
Makna  

Formula 
Taklif 

Luas Sem-
pitnya Ca-
kupan 
Makna 

Pernya-
taan 
yang 
Jelas 

Pernya-
taan  
yang 
tidak 
Jelas

1. Z hir 
2. Na  
3.Mufassar 
4. Mu kam 

1. Khaf  
2. Musykil 
3. Mujmal 
4. Mutasy bih 

1. Dal lah al-Ib rah 
2. Dal lah al-Isy rah 
3. Dal lah al-Dal lah 
4. Dal lah al-Iqti ’ 

1. ‘ m --- Kh s 
2. Mutlaq   --- Muqayyad 
3. Haq qi --- Maj zi  
4. Musytarak -- Mur dif 

Amr

Nah   

Metode Qiy s  (Bin ’ al- ukmi  ‘al   al-‘Illah) 

Metode Teleologis  atau isti l  (Bin ’ al- ukmi bi 
Maq d asy-Syar ‘ah) 

Jama‘ 

Tarj  

Nasakh 

Secara lebih luas, pentingnya penemuan hukum juga 
mengingat bahwa perubahan sosial dan perubahan hukum 
merupakan fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan 
lainnya. Perubahan sosial dapat berakibat perubahan hukum 
dan sebaliknya perubahan hukum dapat berakibat terjadinya 
perubahan sosial di masyarakat. Atas dasar itu, perubahan 
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sosial semisal relasi antara muslim dengan non muslim 
yang terjadi di masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi 
ketentuan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Oleh karena 
itu, untuk menjamin adaptabilitas hukum kewarisan  Islam, 
diperlukan ijtihad55 agar ketentuan-ketentuannya dapat di -
kontekstualisasikan dan diaplikasikan dalam se tiap ke adaan. 
Pentingnya ijtihad dilakukan mengingat perbeda an waktu, 
tempat dan keadaan akan sangat  menentukan keberlakuan 
hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Jalāl ad-Dīn as-
Suyūt}ī: 56  

غَيُِّ اْلَأزمِْنَةِ واَْلَأمْكِنَةِ واَْلَأحْواَلِ واَلْعَواَئِدِ           غَيـُّراُلأحْكَامِ بِتـَ تـَ
Perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, tempat, keadaan 
dan kebiasaan.

Secara lebih khusus, Jalāl ad-Dīn as-Suyūt}ī menyatakan 
bahwa hukum akan senantiasa berubah mengikuti ke-
maslahat an manusia, artinya di mana ada kemaslahatan maka 
di situlah hukum Allah,  sebagaimana dinyatakan:57

ثَمَّ حُكْمُ الِله  اَلُْكْمُ تَدُوْرُ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فَحَيْثُمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ  فـَ
Hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, maka di manapun 
ditemukan kemaslahatan di situlah hukum Allah.

Dengan redaksi yang sedikit berbeda, Ibn Qayyim al-
Jauziyah dalam I‘lām al-Muwawaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn 
menyatakan:58

55 Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan oleh seorang 
mujtahid untuk mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syara›. Abū 
Hāmid Muh}ammad bin Muh}ammad al-Gazālī, Al-Mustas}fā min ‘Ilm al-
Uṣūl  (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 350.

56 Jalāl ad-Dīn as-Suyūt }ī, Al-Asybāh wa an-Naz}āir (Bairut: Dār al-Fikr, 
t.t.), hlm. 176. 

57 Ibid. 
58 Ibn Qayyim al-Jauziyah,  I‘ lām al-Muwawaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn.,  

hlm. 414. 



31Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

غَيُِّ اْلَأزمَْانِ واَْلَأمْكِنَةِ واَْلأواَلِ رُ اْلَأحْكَامِ بِتـَ غَيـُّ نْكَرُ لتِـَ  لَا يـُ
Tidak dipungkiri perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, 
tempat dan keadaan. 

Di bagian lain Ibn Qayyim al-Jauziyah menyatakan:59 

أَلُْكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَ مًا
Hukum bergantung pada ‘illat-nya ada dan tidak adanya.

Maksud kaidah-kaidah di atas adalah bahwa ketentuan 
hukum dari suatu peristiwa mungkin hanya berlaku untuk 
waktu, tempat dan keadaan tertentu ketika peristiwa itu 
terjadi, dan ketentuan hukum itu harus dipertimbangkan 
lagi manakala akan diterapkan pada waktu atau tempat 
yang berbeda. Apabila ketentuan hukum itu tidak lagi 
mencerminkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam, 
maka ketentuan itu tidak berlaku dan harus dirubah.

Secara embrional, upaya mengaktualisasikan hukum 
Islam untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang 
melingkupi pernah dicontohkan oleh beberapa sahabat Nabi 
saw. ‘Umar ibn Khat}t}ab dalam sejarah pemerintahannya, 
setidaknya ditemukan dua keputusan kontroversial yang 
menyimpang dari teks hukum, misalnya ditangguhkannya 
hukuman potong tangan bagi pencuri pada masa paceklik. 
Demikian pula dihapuskannya bagian untuk al-muallafah 
qulūbuhum dalam penerimaan zakat karena umat Islam pada 
saat itu sudah kuat tidak sebagaimana sebelumnya.60 Contoh 
lain, Mu‘āż bin Jabal yang tidak mengamalkan hadis 
“Tidak mewarisi orang muslim dari orang kafir dan tidak 
mewarisi orang kafir dari orang muslim”. Dalam suatu 
perkara, Mu‘āż membagi warisan dari pewaris non muslim 

59 Ibid. 
60 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, cet. ke-1 

(Semarang: Dina Utama, t.t.), hlm. 92-93.
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kepada ahli waris muslim dan non muslim. Melihat adanya 
indikasi bahwa masing-masing ahli waris bersikeras ingin 
menguasai harta tersebut, dan demi menjaga keutuhan 
keluarga, maka Mu‘āż bin Jabal mengambil keputusan 
dengan membagi harta warisan tersebut kepada semua ahli 
waris baik yang non-muslim maupun yang muslim.61

Dalam konteks ketatanegaraan dunia, bahwa gagasan, 
cita atau ide negara hukum yang menjunjung tinggi 
supremasi hukum terkait dengan konsep rechtsstaat dan 
the rule of law. Di negara-negara Eropa Kontinental, istilah 
negara hukum dikenal dengan rechtstaat sebagai lawan dari 
negara kekuasaan (machtsstaat). Ide tentang rechtsstaat mulai 
populer pada abad ke-17 sebagai akibat situasi sosial politik 
Eropa yang didominasi oleh absolutisme raja. Konsep negara 
hukum di negara-negara tersebut antara lain dikembangkan 
oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl dan Fichte.62 
Sedangkan di negara-negara yang berlaku sistem Anglo 
Saxon, istilah negara hukum dikenal dengan rule of law 
yang dikembangkan atas kepeloporan Albert Venn Dicey 
dalam karyanya Introduction to Study of The Constitution 
di tahun 1885.63 Istilah rule of law dalam bahasa Indonesia 
sering diterjemahkan dengan supremasi hukum (supremacy 
of law) atau pemerintahan berdasarkan atas hukum.

 Menurut Julius Stahl, sebagaimana dikutip Mariam 
Budiardjo, konsep negara hukum yang disebutnya dengan 
istilah rechtsstaat mencakup empat elemen penting, yaitu (1) 

61 Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud,  “Kitābul Farāid}”, Bab  “Lā Yariśul 
Muslimul Kāfira” (ttp.: Dār Ihyā’  as-Sunnah an-Nabāwiyah, t.t.), III: 126. 
Hadis riwayat Abū Dāwud dari Abū al- Aswad.

62 Mariam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 1998), hlm. 57.

63 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; 
Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam 
Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara 
(Surabaya: Bina Ilmu, 1972), hlm. 72.
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pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) 
pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak dasar itu; (3) 
pemerintahan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum 
atau undang-undang dan (4) peradilan tata usaha negara.64 
Sedangkan Albert Venn Dicey, sebagaimana dikutip 
Muhammad Tahir Azhary, menguraikan adanya tiga ciri 
penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya 
dengan istilah the rule of law, yaitu: (1) supremasi hukum 
(supremacy of law); (2) persamaan di hadapan hukum  (equality 
before the law) dan (3) konstitusi yang didasarkan atas hak-
hak perseorangan (the constitution based on individual rights).65

Istilah negara hukum “rechtsstaat” untuk negara 
Indonesia semula tercantum dalam penjelasan UUD 
1945 pada bagian umum tentang sistem pemerintahan 
negara yang berbunyi, “Negara Indonesia berdasar atas 
hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka 
(maschsstaat)”. Setelah UUD 1945 diamandemen, penjelasan 
ditiadakan dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan 
dalam pasal-pasal, dan istilah rechtsstaat ditiadakan. Pada 
perubahan keempat UUD 1945, prinsip negara hukum 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara 
Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan sebagai 
negara hukum dalam konstitusi atau perundang-undangan 
sebuah negara sangatlah penting untuk mengkualifikasi 
negara tersebut sebagai negara hukum, di samping harus 
dilihat pula apakah negara itu melalui konstitusi atau 
peraturan perundang-undangannya memuat unsur-unsur 
penting yang menjadi ciri khas atau tipe negara hukum.66

64 Mariam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik., hlm. 57-58.
65 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (Jakarta: Bulan Bintang, 

1992), hlm. 67.
66 Mukhtie Fajar, Tipe Negara Hukum (Malang: Bayumedia Publishing, 

2005), hlm. 83.
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Tentang pengertian negara hukum Indonesia, dalam 
penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan, 
negara hukum adalah negara yang dalam aspek kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk daam 
penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum 
dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertujuan 
meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, 
berkeadilan dan bertanggungjawab.

Jimly Asshiddiqie merumuskan konsepsi negara hukum 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terdiri 
dari 13 prinsip pokok sebagai pilar yang menyangga berdiri 
tegaknya suatu negara sehingga disebut negara hukum. 
Ketiga belas prinsip pokok tersebut adalah: supremasi 
hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan 
kekuasaan, organ-organ campuran yang bersifat independen, 
peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha 
negara, peradilan tata negara, perlindungan terhadap hak 
asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana 
menwujudkan tujuan bernegara, transparansi dan kontrol 
sosial,  dan berketuhanan yang maha esa. 67 

Sebagai prinsip pokok negara hukum, perlindungan hak 
asasi manusia dan persamaan dalam hukum merupakan pilar 
utama penyangga negara hukum. Perlindungan hak asasi 
manusia berarti adanya perlindungan konstitusional terhadap 
hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi semua tuntutan 
penegakannya melalui proses yang adil. Setiap manusia sejak 
kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
yang bersifat bebas dan asasi. Tebentuknya negara dan 
penyelenggaraan kekuasaan  negara tidak boleh mengurangi 
arti dan makna kebebasan dan hak-hak kemanusiaan itu. 

67 Jimly Asshiddiqie,  Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: 
Sekretariat Jenderal MK RI, 2006), hlm 151-162.
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Persamaan dalam hukum mengandung perngertian 
adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan 
pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan 
secara empirik. Atas dasar prinip ini, segala sikap dan tindak-
an diskriminatif oleh siapapun dalam segala bentuk dan 
manifestasinya diakui sebagai perbuatan yang terlarang. Oleh 
karena itu, jika hak asasi manusia dan persamaan hukum 
diabaikan dan dengan sengaja dilanggar, maka negara tersebut 
tidak dapat disebut sebagai negara hukum.

Berkenaan dengan perlindungan terhadap hak asasi 
manusia, dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia 
antara lain diatur dalam Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 
Pasal 28E ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya...” Pasal 29 ayat (2) “Negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan 
agama dan kepercayaannya itu”. 

Tentang persamaan di depan hukum, UUD 1945 
mengaturnya dalam BAB X tentang Warga Negara dan 
Penduduk. Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Segala warga negara 
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan 
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya”. Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak 
bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dari landasan konstitusional di atas lahirlah peraturan 
perundang-undangan yang memperkokoh eksistensi 
Indonesia sebagai negara hukum, yaitu Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. Kemudian 
pada tataran internasional, terdapat instrumen penegakan dan 
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perlindungan HAM, antara lain Deklarasi Universal tentang 
Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). 
Sebagai negara yang telah meratifikasi aturan tersebut,  berarti 
Indonesia telah menyepakati dan akan mengaplikasikan 
ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi tersebut ke dalam tata 
hukum Indonesia.
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A.  Kebebasan Beragama dalam Islam, Indonesia dan 
        HAM PBB

Salah satu perwujudan kemerdekaan manusia adalah 
kebebasan individu untuk memeluk agama pilihannya tanpa 
paksaan. Setiap orang juga memiliki kebebasan untuk men-
taati dan menjalankan keyakinan mereka tanpa khawatir ada 
gangguan dari yang lain. Kebebasan beragama (al-ḥurriyah 
ad-dīniyyah) dalam konteks Islam menyiratkan bahwa orang 
non muslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, mereka juga 
tidak dihalangi untuk menjalankan ritus keagamaannya. Baik 
muslim maupun non muslim dapat mengembangkan agama-
nya, di samping melindunginya dari serangan atau fitnah, 
tidak peduli apakah hal ini datang dari kalangan sendiri atau 
yang lain.1

Masalah kebebasan beragama ini sebenarnya sudah lama 
menjadi keinginan dan perhatian kaum muslim di belahan 
dunia Islam. Kalau akhir-akhir ini suara itu terdengar lebih 
keras, itu karena memang masih ada fenomena dalam ma sya-
rakat yang cenderung mengarah kepada upaya yang meng-
akibatkan keresahan dalam konteks kebebasan beragama ini, 
baik yang menimpa orang Islam, dalam arti merugikan orang 

1 Mohammad Hashim Kamali, Kebebasan Berpendapat dalam Islam, alih 
hahasa Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 120.

BAB II

BEDA AGAMA SEBAGAI PENGHALANG
                          KEWARISAN 
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Islam maupun yang terjadi pada pemeluk agama lain.2 Padahal 
manusia dalam hidupnya selalu menginginkan kebahagiaan 
dan kedamaian. Namun demikian manusia selalu menemui 
rintangan untuk mencapai maksud itu, antara lain, disebab-
kan pelanggaran atas hak-hak dan kebebasan asasinya oleh 
manusia yang lain.

Islam mengajarkan kebebasan beragama dan melarang 
adanya paksaan dalam beragama karena beberapa alasan: 
pertama, agama bergantung pada keyakinan dan kehendak 
hati yang semua ini tidak akan berarti jika dilaksanakan secara 
paksa, dan kedua, kebenaran dan kebatilan telah ditunjukkan 
dengan jelas sehingga seharusnya tidak ada lagi keraguan pada 
pikiran siapapun yang berniat baik tentang dasar kepercayaan 
itu.3

Kajian mengenai kebebasan beragama dalam Islam dapat 
merujuk kepada firman Allah swt. dalam Al-Qur’an. Ada be-
be rapa ayat yang berkaitan dengan kebebasan beragama ter-
sebut yang bisa dijadikan titik tolak untuk mengkajinya, di 
antaranya adalah: 4

            ...

 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 

Ayat ini turun pada saat beberapa sahabat dari kaum 
Anṣār meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk memaksa 

2 Quraish Shihab, “Wawasan al-Qur’an tentang Kebebasan Beragama”, 
dalam Komarudin Hidayat dan Aḥmad Gaus AF, Passing Over Melintasi 
Batas Agama (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 187.

3 ‘Abd. Allāh Yūsuf ‘Alī, The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary 
(Beirut: Dār al-‘Arabiyah li at-Ţāba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1968), hlm. 
103.

4 Al-Baqarah (2): 256.
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keluarga mereka masuk Islam. Akan tetapi beberapa di antara 
keluarga mereka telah menganut Kristen dan Yahudi sejak 
masa kanak-kanak, karena memang berasal dari Banu Naḍīr 
yang merupakan suku Yahudi. Ketika Rasul mengeluarkan 
pe rintah bagi Banu Naḍīr untuk keluar dari Madinah guna 
men cegah perselisihan antara mereka dengan kaum Muslimin, 
beberapa sahabat malah memaksa keluarga mereka masuk 
Islam. Hal inilah yang menjadi sebab turunnya ayat itu dan 
Rasulullah saw. memerintahkan sahabatnya untuk tidak me-
maksa siapapun, tapi memberi mereka pilihan untuk menen-
tukan agama yang ingin mereka ikuti.5

Ketentuan Al-Qur’an di atas juga dengan jelas menerang-
kan konsep kebebasan beragama dalam Islam. Syahadat Islam 
tidak akan dipaksakan kepada seseorang, karena hal itu tidak 
mungkin dilakukan. Juga tidak benar memaksakan keyakinan 
seseorang kepada orang lain yang berlawanan dengan ke-
inginannya. Islam tidak menyetujui cara seperti itu, dan se-
balik nya mengutuknya dengan keras. Keimanan seseorang 
tidak benar atau tidak diterima sampai dia menerimanya dalam 
hatinya dengan ikhlas. Islam yang diyakini seseorang baru 
murni kalau diterima dengan sukarela.

Paksaan akan menghancurkan seluruh konsep pertang-

5 Rasyīd Riḍā, Tafsīr al-Manār (t.t.p: Dār al-Fikr, t.t.), III: 37. Banu Naḍīr 
adalah suku Yahudi Madinah yang telah lama berkonfederasi dengan 
Banu Amir. Banu Amir sendiri telah membuat perjanjian damai dengan 
Nabi. Tatkala terjadi kesalahan pembunuhan terhadap anggota suku Banu 
Amir yang dilakukan oleh salah seorang sahabat, Nabi memutuskan untuk 
memberikan diyat bagi keluarga korban. Untuk itu, Nabi bersama Abu Bakar 
dan ‘Umar serta beberapa sahabat lain, mendatangi Banu Naḍīr dan meminta 
bantuan dari suku tersebut dalam membayar diyat. Sebenarnya sebagian 
mereka siap membantu Nabi, namun sebagian yang lain justeru berencana 
membunuh Nabi. Melalui malaikat Jibril, rencana tersebut tercium oleh 
Nabi. Nabi kemudian memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan 
Madinah dalam waktu 10 hari, tetapi mereka tidak mau meninggalkan 
Madinah dan terjadilah perang antara keduanya. Martin Lings, Muhammad: 
His Life Based on the Earliest Sources (London: The Islamic Texts Society Joinly 
by George Allen and Unwin Ltd., 1993), hlm. 203. 
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gung jawaban yang didasarkan pada kenyataan bahwa kehi-
dupan manusia di dunia ini merupakan suatu cobaan di 
mana dia diberi kebebasan untuk memilih mana yang baik 
dan mana yang buruk. Masa depannya di akhirat tergantung 
pada tindakannya di dunia ini, artinya apakah dia menerima 
kebe naran dengan suka rela dan mengikuti jalan Tuhan atau 
menolaknya dan mengikuti jalan setan. Seluruh konsep di-
dasarkan pada kebebasan individu untuk melakukan pilihan 
di antara berbagai jalan hidup dan setiap paksaan dalam hal 
ini menghilangkan seluruh konsep cobaan. Islam oleh karena 
itu tidak mengajarkan paksaan dalam keadaan bagaimana-
pun juga untuk penyebarannya karena melakukan hal itu akan 
menghancurkan tujuan pandangan hidupnya yang sebe nar-
nya, yaitu bahwa kebahagiaan manusia tergantung pada 
pilihan nya sendiri.6

Ibn Kaṡīr menyatakan bahwa ayat ini sebagai pernyata-
an umum dalam arti bahwa Al-Qur’an benar-benar melarang 
pemaksaan agama. Tak seorangpun dapat dipaksa untuk 
meng anut agama Islam, karena tidak ada gunanya seseorang 
me meluk Islam padahal hati dan pikirannya tertutup bagi pe-
tunjuk.7 Rasyīd Riḍā menambahkan bahwa iman, yang meru-
pa kan pilar dan inti agama, menyiratkan penyerahan sepenuh 
hati dan hal ini tidak mungkin melalui ancaman, tetapi mela-
lui keikhlasan dan pemahaman. Karenanya, pemaksaan tidak 
men dapat tempat dalam masalah keimanan. 8

Aspek lain dari Al-Qur’an yang berhubungan dengan ke-
bebasan beragama ini adalah pengakuan eksplisitnya akan 
agama-agama lain sebelum Islam. Ada beberapa ayat Al-Qur’an 
yang mengakui keabsahan dan asal Ilahiah kepercayaan-ke-

6 Afzalur Rahman, Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer, alih 
bahasa Anas Sidik (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 26-27.

7 Ibn Kaṡīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm (Kairo: Matba’ah al-Istiqāmah, 1996), 
I: 294. 

8 Rasyīd Riḍā, Tafsīr al-Manār, III: 37-39. 
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per cayaan lain. Hal ini jelas terlihat dalam kesatuan asal-usul 
dan tujuan dari semua agama yang diturunkan. Dalam Al-
Qur’an, Allah swt. menyatakan:9

       

 Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat yang di 
dalam nya (ada) petunjuk dan cahaya yang menerangi.

Ayat ini seterusnya menjelaskan dan membenarkan be-
berapa hukum dari Taurat, khususnya hukum pembalasan 
yang menjadi bagian integral dari syari’at Islam. Ayat berikut-
nya dalam surat yang sama lebih jauh membenarkan baik 
Taurat maupun Injil. Allah swt. berfirman:10

           

           

         

 Dan Kami iringkan jejak mereka (Nabi-nabi Bani Israil) dengan 
Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu 
Taurat dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di 
dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan mem-
benarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan menjadi 
petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang ber takwa.

Pernyataan di atas diikuti dengan pernyataan yang di-
sampaikan kepada Nabi Muhammad saw.:11

9 Al-Māidah (5): 44.
10 Al-Māidah (5): 46-47.
11 Al-Māidah (5): 48.
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          ...

 Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa 
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab 
yang diturunkan sebelumnya.

Pengakuan Al-Qur’an akan kebenaran dan keyakinan 
yang diturunkan tidak terbatas pada Kristen dan Yahudi, tetapi 
meluas pada seluruh Nabi sebelum Musa dan Isa beserta 
ajaran mereka. Karenanya, kepercayaan pada mereka semua 
me rupakan bagian integral dari keimanan kaum Muslimin. 
Allah swt. berfirman:12

           

       

              

 Katakanlah: «Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang 
diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya>qub, dan anak-anak-
nya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para Nabi dari 
Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara 
mereka dan hanya kepada-Nya lah Kami menyerahkan diri.»

Pengakuan terhadap kebenaran agama-agama yang di-
turun kan adalah salah satu dari pokok bahasan dalam Al-
Qur’an. Pokok bahasan ini juga terdapat dalam beberapa 
ayat lain yang secara konsisten mengakui kebebasan penganut 
agama lain baik di dalam maupun di luar teritorial Islam untuk 
memilih, menganut dan melaksanakan agama yang ingin di-

12 Ali ‘Imrān (3): 84.
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ikutinya.13

Mengacu pada ayat-ayat di atas, Fati ‘Usman, sebagai-
mana dikutip Kamali, menulis, “Islam menolak pemaksaan, 
sekalipun itu merupakan satu-satunya jalan menuju Islam. 
Karena penyembahan Tuhan dan penegakan hukum-hukum-
Nya tidak akan dicapai dengan baik kecuali manusia terbebas 
dari ketakutan”.14 

Dalam hal pernyataan tentang keluhuran dan kemulia an 
manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat, Al-Qur’an 
adalah yang paling jelas. Al-Qur’an berulang-ulang menyata-
kan pokok bahasan yang menyatakan bahwa ke luhuran se-
se orang berkaitan dengan kebebasannya. Pendek kata, Al-
Qur’an kon sisten dalam pengakuannya akan kebebasan 
ber agama dan mendukung sepenuhnya kesimpulan bahwa 
tujuan-tujuan syari‘at tidak dapat dipenuhi dengan baik tanpa 
mem berikan kebebasan dalam beragama dan kemerdekaan 
untuk menyatakannya.15

Pokok bahasan lainnya dalam Al-Qur’an yang relevan 
adalah pengakuan bahwa agama adalah masalah keyakinan 
yang ditentukan secara pribadi dan hanya melalui persuasi 
dan nasihat lah manusia diajak untuk memeluk Islam. Ayat 
yang dikutip di bawah ini juga menggambarkan peranan dan 
fungsi Rasul saw. dan cara-cara beliau dalam mengajak ke-
pada kepercayaan Islam.

Allah swt. berfirman:16

            

13 Al-Baqarah (2): 91, 92. An-Nisā’ (4): 4, Fāṭir (35): 31 dan Al-Aḥqāf (46): 
30.

14 Hashim Kamali, Kebebasan Berpendapat., hlm. 137.
15 Ibid.
16 Asy-Syūrā (42): 48.
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 Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai 
pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyam-
pai kan (risalah). 

Allah swt. berfirman:17

          

        

 Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya 
dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa 
sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan 
(amanat Allah) dengan terang.

Allah swt. berfirman:18

          
              

     
 Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih menge-
tahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ayat-ayat di atas mengajarkan tentang kebebasan ber-
agama dalam Islam dan sekaligus mencegah pemaksaan, penin-
dasan dan penggunaan kekuatan dalam memperkenalkan dan 
menyebarkan Islam. Setiap interpretasi atau penjelasan yang 

17 Al-Māidah (5): 92.
18 An-Naḥl (16): 125.
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mengaburkan pengertian pesan-pesan Al-Qur’an tentang hal 
ini, tidak dapat diterima dan harus dihindari. 

Pokok bahasan lain yang relevan dengan kebebasan ber-
agama dalam Islam adalah perintah Al-Qur’an agar orang Islam 
senantiasa berbuat baik kepada siapapun termasuk kepada 
orang yang berbeda agama sebagaimana Allah swt. berfirman:19

           
           

 Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan 
tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Turunnya ayat di atas dilatarbelakangi oleh peristiwa yang 
dialami oleh Asmā’ binti Abī Bakr yang dikunjungi oleh ibu-
nya yang bernama Qutailah –ibu kandung Asmā’ yang juga 
isteri Abū Bakr yang dicerai pada masa jahiliyah― Kedatangan 
ibunya bermaksud memberikan bingkisan hadiah kepadanya. 
Asmā’ menolak dan bahkan tidak memperkanankan ibunya 
untuk masuk di rumahnya. Kemudian ia pun bertanya ke-
pada Rasulullah saw. “Bolehkah saya berbuat baik kepadanya 
dengan menerima bingkisan itu?” Rasulullah menjawab, “Ya 
boleh”. Lalu turunlah ayat di atas.20

Ayat di atas menunjukkan adanya kebolehan untuk tetap 
berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang berbeda 
agama yang tidak memerangi umat Islam karena perbedaan 
agama serta tidak mengusir Umat Islam dari negerinya. M. 

19 Al-Mumtaḥanah (60 ): 8.
20 Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an Miracle the Reference (Jakarta: 

PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 1089.
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Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menyatakan bahwa ayat 
di atas dipahami dengan tidak melarang orang Islam untuk 
memberikan harta kepada orang kafir. Ayat di atas berlaku 
umum dan berlaku kapan saja.21

‘Abd. Allāh Yūsuf ‘Alī memberikan penjelasan tentang 
semangat firman Allah swt. di atas dengan mengatakan bahwa 
dengan kaum kafir pun, kecuali jika mereka itu congkak dan 
berusaha untuk menghancurkan Islam, kita harus bertindak 
se cara baik dan adil sebagaimana ditunjukkan oleh teladan 
Rasulullah saw. sendiri.22

Ayat di atas seolah-olah meyakinkan orang Islam bahwa 
semua orang non muslim tidaklah sama, banyak di antaranya 
yang patut diberi perlakukan baik serta toleran. Allah swt. 
tidak melarang memberikan perlakuan yang baik serta lemah 
lembut kepada mereka yang seperti itu, karena sesungguh-
nya Allah swt. menghendaki kita berlaku baik dan berlemah 
lembut kepada mereka sehingga bisa hidup bersama dan me-
nyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dengan adil dan 
bijaksana.23

Di samping berbuat baik, Al-Qur’an juga memerintahkan 
kepada umat Islam untuk berbuat adil kepada siapapun tanpa 
pandang bulu. Isyarat keadilan yang dikehendaki Allah swt. 
tertuang dalam firman-Nya:24

21 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan dan Keserasian al-Qur’an 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), XIV: 169.

22 ‘Abd. Allāh Yūsuf ‘Alī, The Holy Qur’an., hlm. 1534.
23 Afzalur Rahman, Muhamad SAW: Ensiklopedi Sirah, alih bahasa Badrul 

Hasyim Hassan dkk. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), III: 
803.

24 Al-Māidah (5): 8.
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 Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 
saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.

Turunnya ayat di atas berawal dari peristiwa yang di-
alami oleh Nu’mān ibn Basyīr yang pada suatu ketika men-
dapat pemberian dari ayahnya, kemudian Umi ‘Umrata binti 
Rawaḥah, saudara perempuan Nu’mān, berkata, “Aku tidak 
akan ridla sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah 
saw.” Persoalan ini kemudian dibawa kepada Rasulullah saw. 
untuk disaksikan. Rasulullah kemudian berkata, “Apakah 
semua anakmu mendapat pemberian yang sama?” Jawab ayah 
Nu’mān, “Tidak”. Rasulullah berkata lagi, “Takutlah kepada 
Allah swt. dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu”.25

Perintah berbuat adil dalam ayat di atas sangat umum, 
karenanya berlaku juga dalam hubungan antar agama. Muham-
mad Abu Zahrah menyatakan bahwa semua hubungan antar 
manusia dalam Islam berasaskan keadilan, bahkan keadilan 
terhadap musuh sekalipun. Cabang dari asas keadian adalah 
prinsip perlakuan sama (al-mu‘āmalah bi al-miṡl). Perlakuan 
yang sama itu adalah bagian dari prinsip keadilan yang ber-

25 Al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, “bāb al-Isyhād fi al-Hibah” (Semarang 
Toha Putera, t.t.), VII: 234.
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laku dalam hubungan dan pergaulan antar manusia baik pada 
ting katan individu maupun kelompok.26

Mengulas firman Allah swt. di atas, Abdul Ghofur Anshori 
menyatakan, esensi ayat di atas adalah semangat menegakkan 
keadilan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Islam memiliki 
standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma 
dasar Ilahi dengan prinsip dasar keadilan insani. Hukum di-
terapkan kepada semua orang atas dasar persamaan tanpa ada-
nya diskriminasi dalam bentuk apapun. Kehidupan majemuk 
dalam masyarakat menuntut keadilan ditegakkan dengan 
cara setiap individu terpenuhi haknya baik jasmani maupun 
rohani, spiritual maupun material. Setiap individu berhak 
untuk mengeksploitasi kemampuan dan bakatnya bagi ke-
pen ting an pribadi dan masyarakatnya.27

Aspek lain dari Al-Qur’an terkait dengan kebebasan agama 
adalah pengakuannya terhadap pluralitas umat manusia. 
Dalam Al-Qur’an Allah swt. berfirman:28

         
                

 Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari se-
orang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 
di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Se sung-
guhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

26 Abu Zahrah, Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam, alih bahasa 
Muhammad Zein Hasan (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 37.

27 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University, 2009), hlm. 65.

28 Al-Ḥujurāt (49): 13.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan 
manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling 
mudah memahami dari semua aspeknya termasuk keyakinan 
agamanya atau kepercayaannya. Oleh karena itu sebenarnya 
Al-Qur’an sendiri mengakui adanya pluralitas umat manusia 
beserta keyakinan dan agamanya masing-masing.

Jika Al-Qur’an surat Al-Ḥujurāt (49): 13 ini dikaitkan 
dengan Al-Qur’an surat Al-Isrā’ (17): 70 yang menyatakan 
bahwa Allah telah menciptakan dan memuliakan anak Adam, 
maka dapat diartikan bahwa seseorang dengan yang lain-
nya itu sama derajatnya, tidak berbeda dengan yang lainnya, 
dalam soal martabat, kemulian, dan hak-hak asasinya, kecuali 
hanya takwanya yang membedakan mereka di sisi Allah. Oleh 
karena itu memang sudah seharusnya manusia itu bebas untuk 
memilih agamanya tanpa dipaksa oleh siapapun. Kerena 
manusia dengan potensi akalnya ia mampu memilih mana 
yang baik dan mana yang tidak baik,29 serta agama mana yang 
cocok dengan hati nuraninya. Dengan akalnya ia dipandang 
dewasa sehingga diberi kebebasan penuh untuk menentukan 
jalan hidupnya yang benar, dan tak pernah dipaksa seperti 
orang belum dewasa, mereka diberi hak untuk memilih sen-
diri jalan hidupnya dengan segala konsekuensinya yang kelak 
ditanggung sendiri.30 Sebagai kelanjutannya, memaksa se bagi-
an orang memeluk Islam merupakan suatu perbuatan yang 
amat tercela di mata Allah swt.31 

29 Dalam Al-Qur’an Allah menunjukkan adanya dua jalan; jalan yang 
benar adalah Islam dan jalan yang tidak benar adalah pengingkaran ter-
hadap Islam. Berdasarkan akal yang dimilikinya kemudian manusia diberi 
kebebasan oleh Allah untuk menerimanya atau menolaknya, Al-Balad (90): 
10, An-Naḥl (16): 125, Al-Kahfi (18): 29. Konsekuensinya, jika menerima ia 
akan selamat dunia akhirat dan sebaliknya kalau menolak ia akan men dapat-
kan kehidupan yang tidak layak.

30 Nurcholish Majid, Pilar-pilar Menuju Tuhan (Jakarta: Paramadina, 1994), 
hlm. 218-219.

31 Yūnus (10): 99.
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Kemudian kaitannya dengan kebebasan untuk pindah 
agama, Islam juga memberikan kebebasan dalam masalah ini. 
Kalau pemeluk agama lain boleh berpindah ke Islam tentu 
pe meluk Islam pun boleh untuk berpindah ke agama lain. 
Memang ada pendapat bahwa orang yang pindah agama 
(dari Islam ke agama lain) itu boleh dibunuh,32 itu sebetulnya 
berkaitan dengan kondisi sosial suatu masyarakat. Tetapi 
perlu dicatat bahwa anjuran seperti itu tidak ada dalam Al-
Quran. Kalaupun ada hadis-hadis yang berkaitan dengan itu 
maka lebih merupakan kebijaksanaan dalam menata suatu 
ma syarakat; bisa saja itu berlaku dalam masyarakat tertentu 
tetapi tidak berlaku dalam masyarakat yang lain.33 Tegasnya, 
kebijakan Rasul saw. pun harus dilihat apakah dalam konteks 
beliau sebagai Rasul, sebagai pemberi fatwa, sebagai hakim yang 
memberikan putusan, atau sebagai pemimpin suatu masya-
rakat yang haluan kebijaksanaannya bisa berbeda akibat per-
be daan kondisi suatu masyarakat dengan masyarakat yang 
lain.34 

32 Mengenai penjelasan seseorang dapat dibunuh karena bepindah agama 
dari Islam ke Agama lain, baca As-Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah (Bairut: Dār al-
Fikr, 1977), II: 428. Konsep riddah yang diskriminatif itu –karena tidak berlaku 
sebaliknya― salah satunya dipicu oleh klaim bahwa hanya Islamlah satu-
satunya agama yang paling benar. Klaim ini kemudian dijadikan landasan 
dogmatis untuk menyalahkan agama-agama lain. Inilah yang sebenarnya 
menjadi polemik antara pemikir Islam dengan Barat yang sepertinya tidak 
ada kesesuaian antara keduanya. David Litle, John Kelsay dan Abdul Aziz 
Sachedina, Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia, alih bahasa Riyanta 
(Yogyakarta: ACAdeMia, 1997), hlm. 107-118. 

33 Argumen pokok yang paling banyak digunakan untuk menjatuhkan 
hukuman mati bagi murtad adalah hadis      Barangsiapa 
mengganti agamanya maka bunuhlah. Lihat al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al- Bukhārī, 
“Kitāb al-Jihād wa as-Siyār”, IV: 22. Orang murtad yang dimaksud dalam 
hadis tersebut adalah orang yang menukar agamanya dan bergabung 
dengan musuh-musuh Islam kemudian menyerang orang-orang muslim, 
artinya bukan semata-mata murtad. Hanya dengan memberikan limitasi 
semacam itulah konteks hadis tersebut dapat dipadukan dengan hadis lain 
atau prinsip-prinsip yang disandarkan pada Al-Qur’an.

34 Quraish Shihab, “Wawasan al-Qur’an tentang Kebebasan Beragama”, 
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Jalinan persaudaraan antara muslim dengan non-muslim 
sama sekali tidak dilarang oleh agama Islam, selama pihak lain 
menghormati hak-hak kaum muslim sebagaimana ditegas kan 
dalam Al-Qur’an surat Al-Mumtaḥanah (60): 8 seperti yang 
disebutkan di atas. Ketika sebagian sahabat Nabi memutuskan 
bantuan keuangan dan materiil kepada sebagian penganut 
agama lain dengan alasan bahwa mereka bukan muslim, Al-
Qur’an menegur mereka dengan penegasan: 35

           
           

          

            

             

 Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, 
akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) 
siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang 
kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu 
sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan 
karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang 
kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup 
sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).

Ayat ini menurut pendapat Muḥammad ‘Abduh menun-
jukkan adanya kemutlakan memberi terhadap kaum fakir 
yang meliputi orang mukmin dan juga orang kafir tanpa ada-
nya rasa keberatan untuk berinfaq sekalipun terhadap kaum 
musyrik, dengan alasan bahwa mereka tidak beriman. Ber beda 
halnya kalau membantunya untuk memerangi orang Islam, ini 

dalam Passing Over., hlm. 190.
35 Al-Baqarah (2): 272. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada 

Muḥammad Rasyīd Riḍā, Tafsīr al-Manār, (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), III: 82.
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jelas tidak dibolehkan.36 
‘Abd al-Wāḥid Wafī dalam karyanya, Ḥuqūq al-Isān fi al-

Islām menyimpulkan bahwa Islam melindungi kebebasan 
ber agama dengan tiga cara. Pertama, dengan mensyari’at-
kan bahwa tak seorangpun dapat dipaksa untuk melepaskan 
agama nya dan memeluk Islam, seperti yang dengan jelas 
dinyata kan dalam surat Al-Baqarah (2): 256. Pemerintahan 
muslim umumnya telah melaksanakan prinsip ini dan mem-
biar kan masyarakat non muslim melaksanakan agamanya 
masing-masing. Kedua, Islam mensahkan kebebasan individu 
untuk menye barkan agama dengan penjelasan dan alasan 
yang baik. Oleh karena itu kaum muslim dituntut dalam Al-
Qur’an untuk menggunakan penjelasan yang lemah lembut 
dalam mengajak manusia ke dalam Islam. Ketiga, Al-Qur’an 
mensahkan norma yang menyatakan bahwa iman yang benar 
berasal dari kepercayaan, bukan karena paksaan.37 

Oleh karena itu, dalam kehidupan sekarang ini, lebih 
tepat kalau kembali pada pola kehidupan yang diajarkan oleh 
Rasulullah pada negara pertama yang didirikan umat Islam 
dengan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulisnya, di 
mana semua warga negara terjamin hak mereka untuk meng-
amalkan agama yang mereka pilih dan memiliki kesamaan 
hak tanpa adanya perbedaan yang didasarkan atas agama, dan 
hidup dalam semangat kebersamaan. Itulah yang dikehendaki 
oleh Islam sesuai dengan wahyu-wahyu yang diterima Rasul 
sewaktu beliau masih berada di Makah dan pada tahun-
tahun pertama dari periode Madinah,3839di mana agama Islam 
telah menghapus diskriminasi terhadap kasta, kepercayaan, 

36 Ibid., hlm. 83.
37 ‘Abd al-Wāḥid Wafī, Ḥuqūq al-Isān fi al-Islām (Kairo: Maṭba‘ah ar-Risālah, 

t.t.), hlm. 122-123.
38 Munawir Sjadzali, “Penegakan HAM dalam Pluralisme Agama”, dalam 

HAM dan Pluralisme Agama (Surabaya: Pusat Kajian Stategi dan Kebijakan 
(PKSK),1997), hlm. 53.

39 
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perbedaan warna kulit dan agama. Rasul saw. tidak hanya se-
cara lisan menegakkan hak persamaan ini namun juga mem-
perhatikan pelaksanaannya selama hidup beliau.40 

Piagam Madinah yang merupakan perjanjian perdamaian 
dan saling tolong menolong dengan kaum Yahudi itu meng-
gambarkan semangat hidup berdampingan secara rukun yang 
diikat oleh kesediaan untuk bekerja sama saling menghormati 
dan saling membela.41 Piagam tersebut juga merupakan upaya 
mewujudkan masyarakat baru yang sesuai dengan cita-cita 
dan idealisme Islam. Ada dua hal yang mendasari perjanjian 
ter sebut, pertama, hidup berdampingan secara damai dengan 
semua golongan, dan kedua, terwujudnya kebebasan ber-
agama.42

Peranan agama dalam kehidupan manusia adalah sangat 
menentukan. Alasannya adalah karena agama itu merupa-
kan mata air kehidupan yang terdalam.43Beragama adalah hak 
asasi manusia, karena di dalamnya manusia menentukan pan-
dangan hidup yang terdalam yang dapat menjadi landasan 
yang kokoh untuk pembentukan nilai, harkat dan martabat 
manusia itu sendiri.

Betapapun masalah kebebasan beragama masih sering 
dipersoalkan namun sebagaimana telah dikatakan, masalah 
itu sebenarnya sudah menjadi perhatian dan dambaan kaum 
Muslimin di seluruh dunia sejak awal sejarah Islam. Sedang-
kan ayat-ayat Al-Qur’an yang dikutip di atas telah memberikan 
argumen yang kokoh mengenai kebebasan beragama itu. 

40 Syekh Syaukat Husain, HAM dan Islam, alih bahasa Abdul Rochim 
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 86-87.

41 Nourouzzaman Shiddieqie, Piagam Madinah (Yogyakarta: Mentari, 
1983), hlm. 4.

42 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai 
Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), 
hlm. 138.

43 
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Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Islam 
melindungi kebebasan beragama dan melarang adanya segala 
bentuk paksaan dalam beragama. Bukti Islam melindungi ke-
bebasan beragama ini antara lain pengakuan eksplisitnya akan 
agama-agama lain sebelum Islam. Selain itu, Islam tidak me-
larang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada 
orang-orang non Islam yang tidak memusuhi umat Islam dan 
tidak mengusir umat Islam dari negerinya.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi 
manusia khususnya tentang kebebasan beragama telah diatur 
dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 yang berbunyi:
1)  Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2)  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk aga-manya masing-masing dan untuk ber ibadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
Kemudian pada tahun 1999 Indonesia mensahkan Undang-

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Berkaitan dengan kebebasan beragama, Pasal 22 menyata kan:
1)  Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing 

dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
2)  Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk me-

meluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat me-
nurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, setiap warga negara 
Indo nesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan 
ke percayaan, dan untuk melaksanakan ajaran agama dan ke-
percayaannya itu. Kebebasan tersebut dijamin oleh negara. 
Secara a contrario dapat dipahami bahwa seseorang tidak boleh 
dipaksa untuk masuk agama tertentu, dan seseorang atau 
institusi tidak bisa memaksakan orang lain untuk memeluk 
agama atau kepercayaan tertentu. 

Sedangkan pada tataran internasional, kebebasan ber-
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agama juga diatur dalam Pernyataan Semesta tentang Hak 
Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) Pasal 
18 yang menyatakan: 44

 Setiap orang berhak untuk berpikir, berkeyakinan dan ber-
agama; hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau 
kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau 
kepercayaannya dalam bentuk beribadat dan menepatinya 
baik sendiri maupun dilakukan bersama sama dengan orang 
lain, baik di tempat umum maupun tersendiri. 

Secara lebih rinci, hak kebebasan beragama ini dimuat 
dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pengaha-
pusan Intolerasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan sebagai 
berikut:45

1.  Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakin-
an dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk baik 
sendirian maupun bersama-sama dengan orang lain, baik 
di hadapan umum maupun di tempat pribadi, me wu-
jud kan agama dan kepercayaannya dengan pemujaan, 
pengamalan dan pengajaran.

2.  Tiada seorangpun boleh dikenakan paksaan yang akan 
mengurangi dan mengganggu kebebasannya untuk meng-
anut atau memasuki suatu agama atau kepercayaan pi-
lihan nya sendiri.

3.  Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan 
hanya dapat di-kenakan pembatasan sebagaimana diatur 
dalam undang-undang dan perlu untuk melindungi ke-
amanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan atau hak-
hak asasi dan kebebasan orang lain.

44 Universal Declaration of Human Rights 1948 Pasal 18.
45 Declaration on the Elimination of all Forms of Intolerance and of 

Discrimination Based on Religion and Belief 1981 Pasal 1 ayat (1-3). David 
Litle dkk., Kajian Lintas Kultural Islam-Barat, Kebebasan Agama dan Hak Asasi 
Manusia, alih bahasa Riyanta (Yogyakarta: ACAdeMIA dan Pustaka Pelajar, 
1997), hlm. 151.
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Dari ketentuan-ketentuan internasional di atas dapat di-
ketahui bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi 
manusia. Kebebasan beragama ini bahkan meliputi kebebas-
an untuk memeluk agama atau keyakinan, berpindah agama 
serta menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya itu. 

Namun kendatipun Islam, konstitusi Indonesia dan HAM 
internasional mengakui kebebasan beragama sebagaimana di-
jelaskan di atas, dalam konteks hukum kewarisan Islam dan 
hukum Islam Indonesia, perbedaan agama antara ahli waris 
dengan pewaris muslim tetap saja dinyatakan sebagai peng-
halang kewarisan. Asas personalitas keislaman menjadi syarat 
mutlak pewarisan. Dasar pelarangan ini meskipun hanya di-
rujuk dari hadis, dan bukan dari Al-Qur’an, umumnya ulama 
sepakat atas pelarangan tersebut. 

B.  Halangan Menerima Warisan

Dalam Islam, masalah kewarisan merupakan persoalan 
penting sehingga Al-Qur’an menjelaskannya secara terpe-
rinci agar tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. 
Islam mengatur masalah kewarisan dengan tujuan untuk me-
wujudkan keadilan, yakni adanya kepastian bahwa harta yang 
diwariskan adalah harta penginggalan (tirkah) dari orang yang 
mewariskan harta (muwarriṡ) dan harta tersebut bisa dibagi-
kan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu ahli waris. 
Demikian halnya bagian harta yang akan diterima ahli waris 
merupakan bagian yang menjadi haknya dan bukan harta yang 
menjadi hak orang lain. Jika seseorang mengambil harta yang 
bukan haknya maka dia telah mengambil hak orang lain secara 
batil. Hal ini tidak dibenarkan menurut Islam.

Bagi ahli ahli waris untuk bisa mendapatkan warisan, 
se lain terdapat sebab-sebab kewarisan (asbāb al-irṡi) juga ter-
pe nuhi nya syarat-syarat kewarisan (syurūṭ al-irṡi). Kendati 
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de mikian, adanya hubungan kewarisan itu bukan menjadi ja-
minan bahwa ia akan mendapatkan warisan, sebab di samping 
adanya sebab dan terpenuhinya syarat dan rukun, kebe ra-
daan hukum tersebut masih tergantung kepada hal lain yaitu 
bebas dari segala halangan kewarisan (mawāni’ al-irṡi) yang 
telah ditetapkan oleh syari’at. Dengan adanya halangan ini, 
ahli waris bisa saja dikeluarkan dari kedudukannya sebagai 
ahli waris meskipun telah memenuhi sebab dan syaratnya. 

Dalam istilah ulama farāḍiyūn (para ahli farāiḍ), peng-
halang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang 
menyebabkan seseorang yang seharusnya menerima warisan 
tidak mendapatkannya.46 Dengan redaksi berbeda, Hasbi Ash-
Shiddieqy mendefinisikannya sebagai suatu sifat yang me-
nye babkan orang yang bersifat dengan sifat itu tidak dapat 
menerima warisan meskipun telah tercukupi sebab-sebab  nya 
dan syarat-syaratnya.47 Singkatnya, penghalang kewarisan 
adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris 
untuk menerima warisan.

Adapun halangan menerima warisan yang telah disepa-
kati oleh ulama adalah perbudakan )العبد( pembunuhan )القتل(
dan perbedaan agama )اختلاف الدين(. Sedangkan berlainan negara 
-sebagai penghalang kewarisan masih diper selisih )اختلاف الدارين(
kan.48

Yūsuf Mūsā tidak memasukkan perbudakan sebagai peng-
halang kewarisan. Alasannya, baik secara perbuatan mau-
pun secara peraturan atau undang-undang (Kitab Undang-
undang Hukum Warisan Mesir) perbudakan itu tidak ada. 
Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir tidak memuat 

46 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris Hukum 
Kewarisan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 32.

47 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 
hlm. 51

48 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981), 
hlm. 83. 
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tentang penghalang kewarisan karena perbudakan, sebab di 
negara tersebut perbudakan dilarang oleh undang-undang.49

Kendati demikian, ulama farāḍiyūn telah menyepakati per-
budakan sebagai penghalang kewarisan berdasarkan firman 
Allah swt.:50

         ... 

 Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang 
dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...

Ayat di atas menjadi pentunjuk umum dalam menafikan 
kecakapan bertindak seorang budak. Budak terhalang mene-
rima warisan karena status dirinya yang dipandang tidak 
cakap melakukan perbuatan hukum, karena hak-hak keben-
daannya ada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa me-
nerima bagian warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan 
kekerabatan dengan keluarganya sendiri terputus. Akibat-
nya jika ia bersatus sebagai ahli waris maka ia tidak akan 
dapat menerima warisan dari keluarg aslinya. Sebaliknya 
jika berstatus sebagai pewaris, maka ia tidak akan dapat me-
wariskan hartanya kepada keluarganya karena ia dianggap 
me larat dan tidak memiliki harta peninggalan sedikitpun.51

Dalam Al-Qur’an tidak ditemukan ayat yang membo-
leh kan perbudakan, yang ada justeru dorongan dan anjuran 
untuk memerdekakan budak. Dalam sejarah memang ditemu-
kan bahwa sebagian sahabat dari Khulafā’ ar-Rāsyidūn men-
jadikan sebagian tawanan perang sebagai budak. Hal tersebut 

49 Yūsuf Mūsā, Al-Tirkah wa al-Mīrāṡ fī al-Islām (Mesir: Dār al-Kitāb, 
1959), hlm. 161.

50 An-Naḥl (15): 75.
51 Aḥmad Rofiq, Fiqh Mawaris, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), hlm. 39-40
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didasarkan pada prinsip memperlakukan hal yang sama ter-
hadap tawanan yang dilakukan musuh. Oleh karena itu, per-
budakan tidak bisa dilakukan terhadap semua tawanan perang.

Islam tidak menyetujui praktik perbudakan dalam bentuk 
apapun. Islam menganjurkan agar budak-budak segera di-
merdekakan karena perbudakan sangat tidak sejalan dengan 
nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar 
ajaran Islam. Penegasan ini ditunjukkan dengan adanya sanksi-
sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan di 
mana memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif 
yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan agar perbudakan se-
cepatnya dihapuskan di muka bumi.52

Kesepakan ulama juga terjadi dalam hal pembunuhan se-
bagai penghalang kewarisan. Pembunuhan yang dilakukan 
ahli waris terhadap pewaris juga berakibat hilangnya hak ahli 
waris untuk mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh-
nya. Ketentuan ini berdasarkan tinjauan kemaslahatan yang 
mengehendaki agar jangan sampai seseorang mengambil jalan 
pintas untuk mendapatkan warisan dengan jalan mem bunuh 
yang jelas-jelas dilarang syari’at. Jumhur ulama se pakat dalam 
menetapkan pembunuhan sebagai penghalang ke warisan.53 
Ke sepakatan tersebut didasarkan hadis Nabi saw. yang diriwa-
yatkan Imām Aḥmad dari Ibn ‘Abbās yang menya takan:54 

رهُُ وأَِنْ كاَنَ لَهُ  تَلَ قَتِيْلًا فَاءِنَّهُ لَايَرِثُ وأَِنْ لَْ يَكُنْ لَهُ واَرِثٌ غَيـْ مَنْ قـَ

52 Ibid. Islam berupaya menghapus perbudakan melalui berbagai syari‘at-
nya, misalnya bagi orang yang men-ẓihār isterinya hukuman pertama adalah 
memerdekakan budak, An-Nisā’ (4): 92, melanggar sumpah hukuman per-
tama adalah memerdekakan budak, Al-Māidah (5): 58, dan orang yang 
melakukan hubungan suami isteri di siang hari bulan Ramadan, hukuman 
pertamanya adalah memerdekakan budak (hadis). 

53 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam., I: 316.
54 Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad Aḥmad, “Kitāb al-Farāiḍ (Beirut: Dār as-

Ṣādir, t.t.), V: 160.
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راَ ثٌ لَيْسَ لِقَا تِلٍ مِيـْ واَلِدُهُ أَوْوَلَدُهُ فـَ
 Barangsiapa membunuh seorang korban maka sesungguhnya ia 

tidak dapat mewarisinya walaupun korban tidak mempunyai ahli 
waris selain dirinya sendiri. Begitu pula walaupun korban itu 
adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh 
tidak berhak mendapat warisan. 

Hadis lain diriwayatkan oleh An-Nasā’i dari Ibn ‘Abbās 
yang menyatakan: 55

راَثِ شَيْءٌ  ليَْسَ للِْقَا تِلِ مِنَ الِْميـْ
 Tidak mewarisi sesuatupun pembunuh dari yang dibunuh. 

Ulama sepakat bahwa membunuh orang yang akan di-
warisi hartanya pada prinsipnya akan menghalangi pela-
ku nya mewarisi korban. Namun mereka berbeda pendapat 
dalam menentukan tindakan pembunuhan yang bagaimana 
yang menjadi penghalang bagi pelakunya untuk mewarisi 
korban. Ulama Syafi- ‘iyah berpendapat bahwa pembunuh-
an itu mutlak menjadi penghalang kewarisan. Mereka tidak 
mem bedakan jenis pembunuhan apakah dilakukan secara 
langsung atau tidak, beralasan atau tidak beralasan. Pendapat 
ini berdasarkan keumuman hadis di atas. Selain itu, tinda-
kan pembunuhan dengan segala jenisnya itu memutuskan tali 
per walian sebagai dasar untuk mewarisi. Dengan demiki-
an tindakan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya 
peng  halang untuk dapat mewarisi.56 Sedangkan menurut 
Mazhab Hanafi ada dua bentuk pembunuhan yang meng aki-
bat kan pelakunya terhalang untuk mewarisi korban. Pertama, 

55 Ad-Dārimī, Sunan ad-Dārimī, “Bāb Mirāṡ al-Qātil” (Damsyik: Al-Matba‘ah 
ar-Risālah, t.t.), II: 385.

56 Aḥmad Rofiq, Fiqh Mawaris., hlm. 30-34.
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pembunuhan yang diancam dengan hukuman qiṣāṣ,57 yaitu 
pembunuhan yang dilakukan secara sengaja; kedua, pem-
bu nuhan yang diancam dengan hukuman kaffārah.58 Pem-
bunuhan semacam ini ada tiga bentuk, yaitu pembunuhan 
karena tersalah, pembunuhan mirip sengaja, dan pembunuh-
an yang dianggap tersalah.59 Lebih lanjut ulama Hanafiyah 
menyatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak 
seseorang untuk mewarisi pewarisnya adalah pembunuhan 
tidak langsung, pembunuhan karena hak, pembunuhan oleh 
orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan 
pembunuhan karena uzur, seperti membela diri.60 

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama mazhab Maliki61 
berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi pelaku-
nya mewarisi korban hanyalah pembunuhan yang dilaku-
kan secara sengaja disertai rasa permusuhan, baik dilaku-
kan secara langsung maupun secara tidak langsung. Ulama 
mazhab Maliki juga berpendapat bahwa pembunuhan yang 
tidak menjadi penghalang mewarisi antara lain, pembunuhan 
karena khilaf, pembunuhan oleh orang yang tidak cakap me-
laku kan perbuatan hukum dan pembunuhan karena uzur, 
seperti membela diri. Sedangkan ulama mazhab Hanbali ber-
pendapat, pembunuhan yang mengakibatkan pelakunya ter-
halang untuk mewarisi korban adalah pembunuhan yang di-

57 Qiṣāṣ adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana se-
suai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Abdul Malik, “Kejahatan 
terhadap Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” dalam Muhammad 
Amin Summa, ed. Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tan-
tangan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 90.

58 Kaffārah adalah denda yang wajib dibayar karena melanggar suatu 
ketentuan syarak (yang mengakibatkan dosa) dengan tujuan untuk meng-
hapuskan dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruhnya di dunia dan 
di akhirat. Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi., III: 852.

59 Abdul Aziz, Ensiklopedi., I: 316.
60 Fatchur Rahman, Ilmu Waris., hlm. 89.
61 Ibid. 



62 Dr. riyanta, M. HuM

ancam dengan hukuman qiṣāṣ, diat62 dan kaffārah.63

Sejalan dengan mazhab Maliki, Ahmad Azhar Basyir ber-
pendapat bahwa pembunuhan yang berakibat menghalangi 
pelakunya mewarisi korban hanyalah pembunuhan yang di-
lakukan secara sengaja dan mengandung unsur pidana, bukan 
karena membela diri. Percobaan membunuh belum di pandang 
sebagai penghalang mewarisi.64 

Amir Syarifuddin menjelaskan, terhalangnya si pem bu-
nuh memperoleh hak kewarisan dari orang yang dibunuh-
nya itu disebabkan oleh tiga alasan: pertama, pembunuhan 
itu memutus hubungan silaturrahmi yang merupakan salah 
satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan ter-
putus nya sebab, maka terputus pula musabab atau hukum 
yang menetapkan hak kewarisan; kedua, untuk mencegah se -
se orang yang sudah ditentukan mendapatkan warisan untuk 
mempercepat proses berlakunya hak itu, dan ketiga, pem-
bunuhan adalah suatu kejahatan. Kejahatan tidak boleh di-
gunakan untuk mendapatkan nikmat.65

Dari uraian di atas dapat diketahui, ulama sepakat bahwa 
pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari’at Islam, 
seperti membunuh musuh dalam peperangan, pembunuh-
an untuk melaksanakan hukuman mati, membunuh karena 
membela jiwa, harta dan kehormatan, tidak berakibat meng-
halangi terjadinya pewarisan. Mayoritas ulama juga sepakat 
bahwa pembunuhan yang mengandung unsur pidana dan 
ke sengajaan berakibat menghalangi terjadinya pewarisan. Se -
dangkan jenis-jenis pembunuhan lain yang tidak sengaja dan 

62 Diat adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana 
kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak pembunuhan atau 
kejahatan terhadap seseorang. Ibid., I: 266.

63 Ibid., I: 316.
64 Aḥmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: Bagian Pe-

nerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1990), hlm. 17
65 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 

2004), hlm. 196.
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tidak mengandung unsur pidana masih diperdebatkan. 
Persoalan yang muncul sehubungan dengan masalah 

pem bunuhan ini adalah banyaknya cara yang ditempuh si 
pem bunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seorang bisa 
saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang 
lain. Dalam kasus seperti ini tentu tidak mudah menen tu kan 
siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim 
dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan ter -
akhir untuk dapat menentukan jenis dan kategori pem bu-
nuhan, apakah berakibat menjadi penghalang atau tidak.

Hikmah terhalangnya ahli waris untuk menerima wa-
ris an dari pewaris yang dibunuhnya, dijelaskan oleh para 
ulama. Menurut Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, hikmah ter ha  -
lang nya ahli waris menerima warisan dari pewaris yang di-
bunuh adalah seandainya pembunuhan itu tidak berakibat 
ter halangnya mendapat warisan, niscaya banyak orang mela-
kukan pembunuhan terhadap kerabat mereka agar mereka 
dapat mewarisi hartanya. Akibatnya, akan merajalela keka -
cau an, tidak ada keamanan dan ketenangan. Di samping itu, 
pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang menurut akal 
tidak patut menyebabkan pelakunya mendapat suatu nikmat 
dan menguasai harta orang yang dibunuh.66 

Ḥasanain Muḥammad Makhlūf menyatakan, karena 
pem bunuh bermaksud ingin cepat mewarisi harta dari yang 
dibunuh dengan cara membunuh yang dilarang, maka di-
ke na kan hukuman dengan terhalangnya dari pewarisan, 
karena pewarisan melalui jalan pembunuhan akan berakibat 
kerusakan di muka bumi. Sebagian manusia berani melaku-
kan itu, sementara Allah swt. tidak menghendaki kerusakan 
karena membunuh itu telah memutuskan perwalian padahal 

66 Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, Al-Mawārīṡ fī asy-Syarī‘ah al-Islāmī ‘alā Ḑau’ 
al-Kitāb wa as-Sunnah (Saudi Arabia: tnp., 1979), hlm. 51-52.
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pewarisan itu dibangun atas dasar perwalian.67 
Menurut Fatchur Rahman, mewariskan harta peninggal-

an kepada ahli waris yang masih hidup berfungsi sebagai 
pengganti untuk mencurahkan kasih sayang, yang barangkali 
belum sempat direalisir oleh pewaris ketika ia masih hidup, 
atau sebagai tali penyambung kekeluargaan yang telah putus 
akibat kematian. Ahli waris yang bertindak makar membu-
nuh pewaris baik dengan sengaja atau sebab lain tanpa alasan, 
berarti telah memutus tali kekeluargaan yang mestinya di-
pe lihara dan dijaga. Oleh karena itu syari’at melarang mem -
pusakai dengan jalan keji ini karena pembunuhan memu-
tuskan tali kekerabatan sebagai dasar adanya hak kewarisan. 
Mempusakai dengan jalan membunuh orang yang bakal di-
warisi harta peninggalannya secara tidak langsung mendidik 
orang lain agar melakukan tindakan yang sama dan tindakan 
pembunuhan itu sendiri menyebabkan benih kehancuran di 
muka bumi yang tidak diridlai Allah swt. Oleh karena itu, di-
larangnya tindakan pembunuhan untuk mendapatkan waris an 
adalah untuk kemaslahatan umum, karena meskipun perkara 
itu lebih bersifat individual tetapi akibatnya akan menjadi ke-
rusakan manusia secara umum. 68 

Menurut Hukum Adat yang berlaku di Indonesia, pem-
bu nuhan yang dilakukan secara sengaja yang mengakibat  kan 
meninggalnya orang yang mewariskan dapat menjadi peng-
halang mempusakai.69 Sedangkan dalam hukum kewarisan 
Islam di Indonesia, terhalangnya seorang ahli waris untuk me-
warisi kerabatnya dijelaskan dalam KHI Buku II Bab II Pasal 
173 yang menyatakan: 

67 Ḥasanain Muḥammad Makhlūf, Al-Mawārīṡ fī asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah, 
cet. ke-4 (ttp.: Matba‘ah al-Madani, 1976), hlm. 25.

68 Fatchur Rahman, Ilmu Waris., hlm. 95.
69 Wirjono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung: Sumur 

Bandung, 1983), hlm. 91.
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Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan pu-
tusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di-
hukum karena: 
a)  dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membu-

nuh atau menganiaya berat pada pewaris. 
b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pe-

nga duan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang 
diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum-
an yang lebih berat.70 

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 
Pasal 838 menyatakan: 

 Orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan 
karenanya dikecualikan dari pewarisan adalah: (1) mereka 
yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau 
mencoba membunuh orang yang meninggal, (2) mereka 
yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena 
secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang 
yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melaku kan 
suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman 5 tahun 
lamanya atau hukuman yang lebih berat, (3) mereka yang 
dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang 
yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat-
nya, (4) mereka yang telah menggelapkan, merusak atau me-
malsukan surat wasiat orang yang meninggal.71

Di samping perbudakan dan pembunuhan, kesepakatan 
ulama juga terjadi dalam hal perbedaan agama sebagai peng-
halang kewarisan. Kesepakatan ini didasarkan hadis Nabi saw. 

70 Berbeda dengan ketentuan KUH Perdata, akibat dari perbuatan 
ahli waris yang tidak pantas menerima warisan dari pewaris, seorang 
hakim dapat menyatakan tidak pantas itu dalam jabatannya dengan tidak 
menunggu penuntutan dari pihak manapun juga. Idris Ramulyo, Perban-
dingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2004), hlm. 90.

71 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hlm. 197.
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dari Usāmah ibn Zaid yang menyatakan: 72 

لَايَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَللَْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
 Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak me-

warisi orang muslim. 

Di samping teks hadis di atas, ketidakbolehan saling me-
warisi antara muslim dengan non muslim juga didasarkan 
pada suatu riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Abu 
Thalib wafat, ia meninggalkan empat anak laki-laki, yaitu Ali, 
Ja‘far, ‘Uqail dan Thalib. Ali dan Ja’far keduanya beragama 
Islam sedangkan ‘Uqail dan Thalib keduanya kafir (baca non 
muslim). Nabi membagi harta warisan Abu Thalib untuk 
‘Uqail dan Thalib bukan untuk Ali dan Ja‘far karena keduanya 
muslim.73

Berdasarkan teks hadis dan perbuatan Nabi saw. di atas 
mayoritas ulama berpendapat bahwa antar orang yang ber-
beda agama atau antara orang yang beragama Islam dengan 
orang yang beragama non Islam tidak terjadi hubungan saling 
mewarisi. Kendati demikian, pandangan tersebut tidak men-
jadi ijma’ di kalangan sahabat dan ulama karena ada bebe-
rapa sahabat yang tidak menyepakatinya.74

Secara logika, ketidakbolehan saling mewarisi antara 
muslim dengan non muslim juga didasarkan suatu pemikir-
an bahwa pusaka-mempusakai merupakan alat penghubung 
untuk mempertemukan antara ahli waris dengan orang yang 

72 Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī“ Kitāb al-Farā’iḍ” (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 
VII: 11. Muslim, Ṣaḥīḥ al-Muslim, “Kitāb Farā’iḑ” (Ttp.: al-Qanā’ah, t.t.), II: 2. 
Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 124.

73 Fatchur Rahman, Ilmu Waris., hlm. 99.
74 Mu‘āwiyah ibn Abī Sufyān dan Mu‘āż ibn Jabal menyatakan, orang 

Islam boleh mewarisi dari non-muslim tetapi tidak sebaliknya, Ibn Ḥazm, 
Al-Muḥallā (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 304-305. Generasi berikutnya seperti 
Aḥmad bin Ḥanbal juga mempunyai pendapat yang berbeda, orang muslim 
dapat mewarisi dari non-muslim apabila ia memerdekakannya. Aṣ-Ṣan’ānī, 
Subul as-Salām, “Bāb al-Farā’iḍ” (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, t.t.), III: 954.
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mewaris kan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan 
ada  nya jalinan rasa tolong menolong antara keduanya. Oleh 
karena antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam 
hak kebendaan, seperti hak untuk memilikinya, menguasai-
nya dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur me-
nurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan per-
walian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.75 

Beda agama yang menjadi penghalang kewarisan adalah 
apabila antara pewaris dengan ahli waris terdapat perbedaan 
agama, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. 
Misalnya pewaris beragama Islam, ahli warisnya beragama 
Kristen dan sebaliknya. Oleh karena itu, apabila ada orang 
Budha meninggal dunia, ahli warisnya beragama Hindu, di 
antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian 
juga tidak termasuk beda agama, orang-orang Islam yang ber-
beda mazhab.76 

Antara pewaris dengan ahli waris dianggap seagama atau 
berbeda agama adalah pada saat meninggalnya pewaris. Pada 
saat itulah terbukanya warisan, artinya pada saat itu ahli waris 
sudah diperbolehkan membagi warisan dari pewaris. Oleh 
karena itu, apabila ada seorang muslim meninggal dunia me-
ninggalkan ahli waris anak laki-laki non-muslim, seminggu 
setelah kematian orang tuanya anak laki-laki tersebut masuk 
Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak 
berhak mendapat harta warisan dari orang tuanya.77 

Para ulama tidak berbeda pendapat dalam memahami 
hadis di atas dalam hal non muslim tidak menerima warisan 
dari seorang muslim, tetapi mereka berbeda pendapat apa bila 
ahli warisnya muslim sedangkan pewarisnya non muslim. 
Ulama termasyhur dari kalangan sahabat, tabi’in dan imam 

75 Fatchur Rahman, Ilmu Waris., hlm. 97.
76 Aḥmad Rofiq, Fiqh Mawaris, hlm. 35.
77 Ibid. 
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mazhab berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mem-
pusakai orang non Islam dengan sebab apapun. Karena itu, 
suami muslim tidak dapat mewarisi isterinya yang non 
muslim dan kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi ke-
rabat nya yang non muslim. Pendapat jumhur ini didasarkan 
hadis riwayat Usāmah ibn Zaid dan perbuatan Nabi saw. ketika 
mem bagi harta warisan pamannya Abū Ţālib, sebagaimana 
di jelaskan di atas.78 

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, kesepakatan 
tentang ketidakbolehan orang muslim menerima warisan dari 
non muslim ditentang oleh Mu‘āż ibn Jabal.79 Menurutnya, 
larangan mempusakai karena perbedaan agama itu tidak men-
cakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang 
non muslim, oleh karena itu orang muslim berhak mewarisi 
dari non-muslim tetapi tidak sebaliknya.80 

Keputusan Mu‘āż ibn Jabal di atas bermula, suatu ketika 
ada dua orang saudara yang mengadu kepadanya mengenai 
harta warisan orang tuanya yang meninggal dunia dalam 
keadaan kafir dengan meninggalkan dua orang anak laki-
laki, muslim dan non-muslim. Melihat adanya indikasi bahwa 
masing-masing ahli waris bersikeras ingin menguasai harta 
tersebut, maka Mu‘āż ibn Jabal mengambil keputusan dengan 
membagi harta tersebut kepada semua ahli waris baik yang 
non-muslim maupun yang muslim.

Keputusan kontroversial tersebut terpaksa diambil karena 
melihat gejala munculnya percekcokan antara keduanya 

78 Fatchur Rahman, Ilmu Waris., hlm. 99.
79 Mu‘āż ibn Jabal adalah seorang sahabat Rasulullah dari kelompok 

Anṣār dari suku Khajraj. Nama lengkapnya adalah Mu‘āż ibn Jabal ibn Amr 
bin ‘Aus ibn ‘Aid ibn Adi ibn Ka- ‘ab ibn ‘Amr ibn Adi ibn Tamam ibn 
Salāmah. Dalam sejarahnya pernah dikirim ke negeri Yaman yang ditugasi 
untuk menjadi pendidik dan sekaligus hakim. Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad 
Imām Aḥmad., V: 236.

80 Ibn Ḥazm, Al-Muḥallā., hlm. 304-305. ‘Ali ibn Ḥajar, Fatḥ al-Bārī (ttp.: 
Maktabah as-Salafiyah, t.t.), XII: 50. 
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yang jika tidak disikapi secara arif justru akan menimbulkan 
kerusakan yang lebih besar. Dalam putusannya Mu‘āż ibn 
Jabal beralasan, pertama, hadis Nabi saw. menyatakan, agama 
Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.81 
Ketinggian Islam itu membawa ketinggian martabat umatnya. 
Sebagai bukti ketinggian umat Islam adalah mereka berhak 
mewarisi harta warisan keluarganya yang tidak beragama 
Islam, tetapi tidak berlaku sebaliknya, orang yang tidak 
beragama Islam dapat mewarisi keluarganya yang beragama 
Islam. Kedua, hadis Nabi saw. menyatakan, Islam itu bertambah 
dan tidak berkurang.82 Dibolehkannya seorang muslim untuk 
menerima warisan dari non muslim bermakna bahwa Islam 
itu bertambah.83

Tentang status kewarisan orang murtad ―orang yang 
keluar dari Islam― para ulama memandang mereka mem-
punyai kedudukan hukum tersendiri. Mereka dianggap telah 
memutuskan tali (ṣilah) syari‘ah dan melakukan kejahatan 

81       Asy-Syaukānī, Nail al-Auţār, “Bāb Imtinā’ul Irṡi bi 
Ikhtilāfi ad-Dīni wa Ḥukmu man Aslama ‘alā Mīrāṡi Qabla an Yuqsima” 
(Kairo: Dār at-Turāś, t.t.), VI: 74. Hadis riwayat Abū Dāwud dan al-Hākim 
dari Mu‘āż.

82        Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad Imām Aḥmad 
(Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, t.t.), V: 236. Hadis riwayat Aḥmad dari Mu‘āż .

83 Pendapat Mu‘āż bin Jabal ini dalam perkembangannya diadopsi oleh 
fuqaha Imamiyah dengan menambahkan alasan bahwa dibolehkannya 
muslim menerima warisan dari non muslim dianalogikan dengan masalah 
perkawinan, yakni dibolehkannya laki-laki muslim mengawini wanita-
wanita non muslim dan laki-laki non muslim dilarang kawin dengan 
wanita muslimah. Fatchur Rahman, Ilmu Waris., hlm. 100. Jumhur ulama, 
sebagaimana dikutip Ibn Qudāmah, memberi komentar terhadap dua 
hadis yang menjadi rujukan Mu‘āż ibn Jabal di atas, bahwa yang dimaksud 
Islam itu terus bertambah adalah karena bertambahnya orang-orang yang 
masuk Islam dan karena bertambahnya negara-negara yang dikuasai oleh 
umat Islam, dan Islam tidak akan berkurang lantaran tindakan negatif dari 
orang-orang kafir. Sedangkan yang dimaksud ketinggian Islam itu adalah 
agama Islam itu sendiri, atau kemuliaan dalam kedudukan, dan adanya 
pertolongan bagi umat Islam di akhirat nanti. Jadi hadis di atas tidak tepat 
dijadikan dasar dalam persoalan warisan. Ibn Qudāmah, Al-Mugnī (Kairo: 
Maṭba‘ah al-Īmān, t.t.), IX: 155.
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agama. Oleh karena itu, harta warisan orang murtad tidak di-
warisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama 
murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke bait al-māl 
sebagai rampasan dan digunakan untuk kepentingan umum.84

Mengenai pewarisan antar orang-orang non muslim, apa-
kah mereka dianggap satu agama sehingga mereka saling me-
warisi satu sama lain, atau masing-masing-masing mereka 
dianggap mempunyai agama yang berbeda sehingga di antara 
mereka tidak saling mewarisi satu sama lain. Ulama Malikiyah 
berpendapat, di antara mereka tidak saling mewarisi satu 
sama lain, kecuali mereka beragama dan berkeyakinan sama. 
Oleh karenanya, orang Yahudi hanya mewarisi kerabat nya 
yang Yahudi, orang Nasrani hanya mewarisi kerabatnya 
yang Nasrani, begitu pula dengan orang Majusi. Alasannya, 
karena masing-masing agama mereka mempunyai aturan sen-
diri-sendiri. Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat, antar 
orang-orang non muslim saling mewarisi satu sama lain, sebab 
agama-agama mereka dianggap satu agama.85 Pendapat yang 
terakhir ini diadopsi dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Warisan Mesir dalam Pasal 6 ayat (2) “Orang-orang non muslim 
sebagian mereka mewarisi yang lainnya”.86

Dari uraian di atas terlihat bahwa kaitannya dengan 
hukum seorang muslim mewarisi non muslim, pendapat para 
ulama terbelah menajdi dua. Pertama, mereka yang menolak 
secara mutlak, baik seorang muslim mewarisi seorang 
kafir atau sebaliknya. Pendapat ini didasarkan pemaknaan 
secara tekstual terhadap hadis di atas. Kedua, mereka yang 
membolehkan hukum seorang muslim mewarisi seorang kafir 
dan mengharamkan kebalikannya. Ini berdasarkan analogi 

84 Hasby Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, cet. ke-1 (Semarang: Pustaka 
Rizki Putra, 1997), hlm. 49-50.

85 Yūsuf Mūsā, At-Tirkah wa al-Mīrāṡ fī al-Islām (Mesir: Dār al-Kitāb, 
1959), hlm. 169.

86 Ibid. 
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diperbolehkannya pernikahan antara laki-laki muslim dengan 
wanita non muslim.87 

Berbagai pandangan di atas menggambarkan bahwa para 
ulama terdahulu masih mencoba mencari “jalan alternatif” 
dalam kaitannya dengan agama lain. Salah satu buktinya, dalam 
masalah hukum yang berkaitan dengan agama lain, misalnya 
hukum kewarisan bagi non muslim, selalu ada berbagai pan-
dangan yang menegaskan adanya perbedaan cara pandang 
ter hadap non muslim. Namun yang tersosialisasi kadangkala 
hanya pandangan mayoritas, sedangkan pandangan mino-
ritas yang membela hak-hak non muslim cenderung dilupa-
kan begitu saja. Pandangan kedua yang memberikan peluang 
hak waris kepada non muslim merupakan upaya ijtihad yang 
perlu diapresiasi, sebab merupakan upaya mengakomodasi 
non muslim sesuai dengan situasi dan kondisi yang meling-
kupi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum adat yang ber-
laku hampir di seluruh daerah lingkungan hukum adat Indo -
nesia, sebagaimana ketentuan Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata, tidak mengenal perbedaan agama itu sebagai peng-
halang mempusakai kendatipun semula agama mereka sama 
kemudian salah seorang dari pewaris atau ahli warisnya 
murtad.88 

Ketentuan hukum adat dan Hukum Perdata di atas ber-
beda dengan hukum kewarisan Islam Indonesia. Sebagai-
mana pendapat mayoritas ulama, hukum kewarisan Islam 
Indonesia secara tegas melarang terjadinya pewarisan antara 
muslim dengan non muslim. Asas personalitas keislaman 
men jadi syarat pewarisan, artinya pewaris dengan ahli waris 

87 Al-Māidah (5): 5.
88 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung: Sumur 

Bandung, 1983), hlm. 19. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam 
dengan Kewarisan KUH Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 90.
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harus seagama, yakni Islam. Penegasan tersebut sebagai-
mana dinyatakan dalam KHI Pasal 171 huruf b dan c sebagai 
be rikut:
(b)  Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau 

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan 
beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta pe-
ninggalan.

(c)  Ahli waris adalah orang yang pada saat meningal dunia-
nya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan 
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak 
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Sebagaimana dinyatakan dalam pembahasan sebelum-
nya, larangan saling mewarisi antara muslim dengan non 
muslim didasarkan hadis Nabi dari Usāmah bin Zaid. Meski 
hanya mendasarkan hadis dan bukan Al-Qur’an, namun ma-
yo ritas ulama, termasuk ulama Indonesia, sepakat dengan 
asas personalitas keislaman itu. Oleh karena itu, dalam pem-
bahasan berikut ini akan dijelaskan status hadis yang menjadi 
dasar pelarangan tersebut.

C.   Hadis Larangan Saling Mewarisi antara Muslim dengan 
non Muslim

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-
Qur’an menempati posisi yang sangat penting dan strategis 
untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat 
Al-Qur’an yang masih bersifat global. Di samping itu, hadis 
juga berfungsi mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang 
tidak didapati dalam Al-Qur’an. Landasan utama bagi hadis 
sebagai sumber ajaran Islam adalah Al-Qur’an sendiri.89 Al-

89 Banyak ayat Al-Qur’an yang memerintahkan orang-orang beriman 
untuk senantiasa patuh dan taat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad saw. 
antara lain: Al-Ḥasyr (59): 7, Ali ‘Imrān (3): 32, An-Nisā’ (4): 80, Al-Aḥzāb 
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Qur’an lah yang memerintahkan agar orang muslim senan-
tiasa taat kepada Rasulullah saw, mengikuti perintah dan 
menjauhi larangannya. Perintah dan larangan tersebut tidak 
dapat diketahui melainkan melalui hadis-hadis yang diting-
galkannya. Oleh karena itu, taat kepada Rasulullah saw. tak 
lain artinya ialah senantiasa berpegang dan mengamalkan 
hadis-hadisnya.

Meskipun Al-Qur’an dan hadis sama-sama merupakan 
sumber utama dalam ajaran Islam bukan berarti keduanya 
dapat dipersamakan sepenuhnya. Hadis sebagai sumber 
hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an, memiliki perbedaan 
dengan Al-Qur’an. Al-Qur’an, semua periwayatan ayat-ayat-
nya  berlangsung secara mutāwatir, dan untuk  hadis Nabi se -
ba gian periwayatannya berlangsung secara  mutāwatir90, dan 
sebagian yang lainnya berlangsung secara aḥad.91 Oleh karena 
itu, Al-Qur’an dilihat dari aspek periwayatannya dapat di-
kategorikan qaṭ‘ī al-wurūd. Sedangkan untuk hadis Nabi, se-
bagiannya saja dikategorikan qaṭ‘ī al-wurūd, dan sebagian 
lainnya, bahkan yang terbanyak berkedudukan sebagai ẓannī 
al-wurūd.92 Dengan demikian dilihat dari segi periwa yatan-
nya, seluruh ayat Al-Qur’an tidak perlu lagi dilakukan pene-
litin untuk membuktikan orisinalitasnya. Adapun hadis Nabi, 

(33): 21.
90 Arti harfiah mutāwatir adalah tatabu’, yakni berurut, sedangkan arti 

istilah dalam ilmu hadis ialah berita yang diriwayatkan oleh orang banyak 
pada setiap tingkat periwayat, mulai dari tingkat sahabat sampai dengan 
mukharrij, yang menurut ukuran rasio dan kebiasaan mustahil periwayat 
yang jumlahnya banyak itu bersepakat lebih dahulu untuk berdusta. M. 
Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1992), hlm. 1.

91 Ibid. Kata aḥad sebagai jamak untuk kata wāḥid yang arti harfiahnya 
satu. Arti istilah dalam ilmu hadis ialah apa yang diberitakan orang-seorang 
yang tidak mencapai tingkat mutāwatir. 

92 Ibid., hlm. 2. Maksud qaṭ‘ī al-wurūd atau qaṭ‘ī aṡ-ṡubūt ialah absolut 
atau mutlak tingkat kebenaran beritanya. Sedangkan ẓannī aṡ-ṡubūt atau 
ẓannī al-wurūd ialah  nisbi atau relatif tingkat kebenaran beritanya.
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yang berkategori aḥad, harus diteliti. Dengan penelitian itu 
akan diketahui, apakah hadis tersebut dapat diper tang gung-
jawabkan periwayatannya berasal dari Nabi atau tidak.

Perbedaan periwayatan antara Al-Qur’an dan hadis ter-
sebut disebabkan antara lain adanya jarak waktu yang cukup 
lama antara masa hidup Nabi saw. dengan kodifikasi hadis, 
yakni pada masa Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz, atau sekitar 
sembilan puluh tahun setelah wafatnya Nabi saw.93 Jarak yang 
begitu lama antara wafatnya Nabi  saw. dengan penulisan 
hadis tersebut,  dimungkinkan terjadi  kesalahan dalam pe-
riwayatan sehingga menyebabkan riwayat hadis tersebut me-
nyalahi apa yang sebenarnya berasal dari Nabi. Hal ini berbeda 
dengan Al-Qur’an yang telah menjadi perhatian yang sangat 
tinggi pada masa Khulafā’ ar-Rāsyidīn dan telah ter kodifikasi 
menjadi muṣḥaf pada masa Khalifah ‘Usmān ibn ‘Affān.

Dengan demikian untuk mengetahui apakah riwayat  ber-
bagai hadis yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis  dapat 
dijadikan  sebagai ḥujjah atau tidak, lebih dahulu harus diada-
kan kritik atau penelitian.94  Kegiatan penelitian tidak hanya 
di tujukan kepada apa yang menjadi materi berita dalam 
hadis itu saja (matan), tetapi juga kepada berbagai hal yang 
ber hu bungan dengan periwayatan (sanad).95 Jadi, untuk mem-

93 M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telah Kritis dan 
Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 
1995), hlm. 4.

94 Adanya penelitian hadis dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hadis 
merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Tidak semua hadis tertulis 
di zaman Nabi Muhammad saw., adanya upaya pemalsuan hadis oleh 
beberapa orang, proses penghimpunan hadis, jumlah kitab hadis dan metode 
penyusunan yang beragam serta adanya periwayatan bi al-ma’nā menjadi 
alasan penting perlunya dilakukan penelitian hadis. M. Suhudi Ismail, 
Metodologi Penelitian Hadis Nabi., hlm. 7-21. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, 
Kaedah Kesahehan Sanad Hadis., hlm. 85-118.

95 Sanad adalah ṭarīq, yaitu jalan yang dapat menghubungkan matan 
hadis kepada Nabi saw. Sedangkan matan adalah isi pembicaraan atau 
materi berita yang terdapat dalam sanad hadis itu sendiri, yakni sabda Nabi 
saw. Kualitas sanad dan matan sangat menentukan status hadis, sahih atau 
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buktikan suatu hadis dapat dipertanggungjawabkan orisinali-
tasnya, bahwa hadis tersebut benar berasal dari Nabi saw., 
diperlukan penelitian matan dan sanad hadis dengan seksama.

Penelitian hadis atau kritik hadis di kalangan ahli hadis 
dikenal dengan sebutan naqd al-ḥadīṡ (نقد الديث). Kata naqd se-
cara bahasa berarti mengkritik, menyatakan dan memisahkan 
antara yang baik dari yang buruk.96 Dalam pembicaraan umum 
orang Indonesia, kata “kritik” berarti tidak lekas percaya, tajam 
dalam penganalisaan, ada uraian pertimbangan baik dan buruk 
terhadap suatu karya.97 Secara terminologi kritik hadis adalah 
upaya membedakan antara hadis-hadis ṣaḥīḥ dari hadis-
hadis ḍa‘īf dan menentukan kedudukan para periwayat hadis 
tentang kredibilitas maupun kecacatannya.98 Jadi, makna kritik 
dalam konteks ilmu hadis  adalah cenderung kepada maksud 
kegiatan penelitian hadis, baik dari segi matan maupun sanad, 
dan bukan berarti sebuah kecaman terhadap hadis.99 

Bertolak dari uraian di atas, mengingat hadis “Tidak me-
warisi muslim dari kafir dan tidak mewarisi kafir dari muslim” 
menjadi landasan utama pelarangan saling mewarisi antara 
muslim dengan non muslim, maka perlu meneliti hadis 
tersebut baik dari segi sanad maupun matan-nya sebagai tolok 
ukur sahih tidaknya hadis tersebut.100 Setelah dilakukan pene-

tidak. Fatchur Rahman, Ikhtisar Mustalah Hadis (Bandung: Al-Ma’arif, 1991), 
hlm. 23-24.

96 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus 
Wadzuriyah, t.t.), hlm. 464.

97 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa 
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 466.

98 Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha (Yogya-
karta: Teras, 2004), hlm. 10.

99 Ibid.
100 Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya mulai dari 

mukharij-nya sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil 
dan ḍābiṭ, dan matannya tidak terdapat kejanggalan dan cacat. M. Syuhudi 
Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi., hlm. 64-65. Subhi as-Shalih, Membahas 
Ilmu-ilmu Hadis, alih bahasa Muhyidin (Jakarta: Putaka Firdaus, t.t.), hlm. 
132-133.
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lusuran dalam kitab-kitab hadis, hadis tersebut terdapat dalam 
beberapa kitab, di antaranya adalah kitab Ṣaḥīh al-Bukhārī, 
Ṣaḥīh Muslim, Sunan Abī Dāwud dan Sunan Ibn Mājah, Sunan at-
Tirmīżī, Sunan ad-Dārimī dan al-Muwaṭṭa’. Adapun teks hadis-
hadis tersebut selengkapnya sebagai berikut:
1.  Ṣaḥīh al-Bukhārī: 101

نَا أبَُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُريَْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ  ثـَ حَدَّ
هُمَا  حُسَيٍْ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا 
الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

 Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ᾱṣim dari Ibnu Juraij dari 
Ibnu Syihāb dari ‘Alī bin Ḥusain dari ‘Amr bin ‘Uṡmān dari 
Usāmah bin Zaid radliallahu <anhuma, Nabi shallallahu <alaihi 
wasallam bersabda: «Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, 
dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.»

2.  Ṣaḥīḥ Muslim:102

راَهِيمَ  إبِـْ بْنُ  وَإِسْحَقُ  شَيْبَةَ  أَبِ  بْنُ  بَكْرِ  بْنُ يَْيَ وأَبَُو  يَْيَ  نَا  ثـَ حَدَّ
نَةَ  يـْ عُيـَ ابْنُ  نَا  ثـَ الْخَراَنِ حَدَّ قَالَ  رنََا و  أَخْبـَ قَالَ يَْيَ  ليَِحْيَ  واَللَّفْظُ 
عَنْ الزُّهْريِِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيٍْ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ 
بْنِ زيَْدٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ 

وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
101 Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā ‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugirah 

ibn Bardizbah al-Ju’fi al al-Bukhārī, Ṣaḥīh al-Bukhārī.” 8. Kitāb al-Farāiḍ” 
(ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), VII:11.

102 Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj ibn Muslim ibn Kusyaż al-Qusyairī 
an-Naisaburī, Ṣaḥīḥ Muslim, “Kitāb al-Farāid” (ttp: al-Qanā’ah, t.t.), II:2.
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 Telah menceritakan kepada kami Yaḥyā bin Yaḥyā dan Abū Bakar 
bin Abī Syaibah dan Isḥāq bin Ibrāhīm, dan ini adalah lafadz Yaḥya, 
Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang 
dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah 
dari az-Zuhrī dari ‘Alī bin Ḥusain dari ‘Amr bin ‘Uṡmān dari 
Usāmah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu <alaihi wasallam ber-
sabda: «Seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan 
orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim.»

3.  Sunan Abī Dāwud:103

نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْريِِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيٍْ عَنْ  ثـَ دٌ حَدَّ نَا مُسَدَّ ثـَ حَدَّ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

 Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan 
kepada kami Sufyān dari Az-Zuhrī dari ‘Alī bin Ḥusain dari ‘Amr 
bin ‘Uṡmān dari Usāmah bin Zaid dari Nabi shallallahu <alaihi 
wasallam, beliau bersabda: «Orang muslim tidak mewarisi orang 
kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim«.

4.  Sunan Ibn Mājah:104

نَا سُفْيَانُ بْنُ  ثـَ بَّاحِ قَالَا حَدَّ دُ بْنُ الصَّ ارٍ وَمَُمَّ نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّ ثـَ حَدَّ
نَةَ عَنْ الزُّهْريِِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الُْسَيِْ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ  يـْ عُيـَ
يَرِثُ  قَالَ لَا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  النَّبِِّ صَلَّى  إِلَ  عَهُ  بْنِ زيَْدٍ رفَـَ أُسَامَةَ 

الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
 Telah menceritakan kepada kami Hisyām bin ‘Ammār dan 

103 Abī Dāwud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajastani al-Azdi, Sunan Abī 
Dāwud (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 124.

104 al-Hāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazid al-Qasimī, Sunan Ibn 
Mājah (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 164.
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Muḥammad bin aṣ- Ṣabāḥ, keduanya berkata; telah menceritakan 
kepada kami Sufyān bin ‘Uyainah dari az-Zuhrī dari ‘Alī bin al-
Ḥusain dari ‘Amr bin ‘Uṡmān dari Usāmah bin Zaid, ia berkata, 
Rasulullah shallallahu <alaihi wasallam bersabda: «Seorang muslim 
tidak berhak memberikan harta warisannya kepada orang kafir, 
demikian pula seorang kafir tidak diperkenankan memberikan harta 
warisannya kepada seorang muslim.»

5.  Sunan at-Tirmīżī:105

نَا  تـُ رُ واَحِدٍ قالَواحَدَّ نَا سَعِيِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ حَْنٍ الَمَخْزوُمِيَّ وعْيـْ حَدَّ تـُ
نَا عَلِيَّ بْنُ حُجْرنَِا هُشَيْمُ عَنْ الَزَّهْر  تـُ سُفْيَانُ عَنْ الززَّهْريَِّ ح و حَدَّ
يَّ عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيِْ عَنْ عَمْرِوِ بْنِ عُتْمَانَ عَنِ آسَامَةَبْنِ زيَْدٍآنَّ 
وَلَا  الْكَافِرَ  الْمُسْلِمُ  يَرِثُ  لَا  قالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  اللَّهْ سلَى  رَسُوِ 

الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
 Telah menceritakan kepada kami Sa>īd bin <Abdurrahman al-

Makhzūmī dan lebih dari satu orang, mereka berkata; telah men-
ceritakan kepada kami Sufyān dari az-Zuhrī -Dalam riwayat 
lain- Dan telah menceritakan kepada kami <Alī bin Ḥujr; telah 
me ngabarkan kepada kami Husyaim dari az-Zuhrī dari <Alī bin 
Ḥusain dari <Amr bin <Uṡmān dari Usāmah bin Zaid bahwasanya 
Rasulullah shallallahu <alaihi wasallam bersabda: «Seorang muslim 
tidak boleh mewarisi seorang yang kafir, dan orang kafir juga tidak 
boleh mewarisi orang muslim.”

6.  Sunan ad-Dārimī106

نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْريِِّ عَنْ  ثـَ نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّ ثـَ حَدَّ

105 Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ibn Mūsā ibn ad-Dahhak 
as-Sulamī al-Bugi at-Tirmīzī, Sunan at-Tirmīzī (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), III: 286.

106 ‘Abd ar-Rahmān ibn ‘Abd ar-Rahmān ibn al-Faḍl ibn Bahram ibn 
‘Abd aṣ-Ṣamad at-Timīmī, Sunan ad-Dārimī (ttp: Dār al-Fikr, t.t.). II: 370.
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عَلِيِّ بْنِ حُسَيٍْ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ أَنَّ رَسُولَ 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ 

الْمُسْلِمَ
 Telah menceritakan kepada kami Naṣr bin ‘Alī telah menceritakan 

kepada kami ‘Abd al-A‘lā dari Ma‘mar dari az-Zuhrī dari ‘Alī 
bin Ḥusain dari ‘Amr bin ‘Usman dari Usāmah bin Zaid bahwa 
Rasulullah shallallahu <alaihi wasallam bersabda: «Orang muslim 
tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat 
mewarisi harta orang muslim.»

7.  Al-Muwaṭṭa’:107

حَدَّ تُنِ يَْيَ عنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيِْ بْنِ 
عَلِيَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُتْمَانَ بْنِ عَفَانَ عَنْ آسَامَةَ بْنِ زيَِدٍ انَّ رَسُولَ 

اللَّهِ صَلَى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسَلِمُ الْكَافِرَ
 Telah menceritakan kepadaku Yahyā dari Mālik dari Ibnu Syihāb 

dari ‘Alī ibn Ḥusain ibn ‘Alī dari <Umar ibn ‘Usman bin <Affān 
dari <Usāmah bin Zaid bahwa Rasulullah Shalla Allahu <alaihi wa 
sallam bersabda: «Orang muslim tidak dapat mewariskan hartanya 
kepada orang kafir.»
Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, cakupan kritik atau 

penelitian hadis meliputi penelitian sanad dan matan hadis, 
sebab kualitas kedua hal tersebut menjadi tolak ukur ṣaḥīḥ 
atau tidaknya sebuah hadis. Oleh karena itu, pada bahasan ini 
peneliti akan menelusuri kualitas salah satu hadis yang ada 
dalam kitab-kitab tersebut, yakni hadis riwayat al-Bukhārī dari 
Usāmah ibn Zaid dengan meneliti sanadnya, periwayatnya 
dan matannya untuk mengetahui ṣaḥīḥ dan tidaknya hadis ter-

107 Mālik Ibn Anās, al-Muwatta’, ”bāb Mīrāṡu Ahl al-Milāl” (ttp: tnp., t.t.), 
hlm. 321.
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sebut.108

Posisi Imām al-Bukhārī pada hadis di atas disebut sebagai 
sanad pertama, karena daripadanya kita memperoleh hadis 
dan kepadanya langsung kita sandarkan riwayat hadis ter-
sebut, dan kemudian Imam al-Bukhārī menyandarkannya 
kepada guru-gurunya, yaitu sebagai sanad kedua, dan seterus-
nya sehingga sahabat Rasulullah yang menjadi sanad terakhir. 

Pada hadis tersebut, Imām al-Bukhārī juga disebut seba-
gai perawi terakhir karena beliaulah generasi yang terakhir 
meriwayatkan hadis tersebut hingga sampai kepada kita. Imam 
Bukhari juga disebut sebagai mukharrij al-ḥadīs dalam hadis 
yang diriwayatkannya, karena beliau telah menuliskan hadis-
hadis yang diriwayatkannya ke dalam sebuah kitab hadis. Dari 
hadis riwayat al-Bukhārī, urutan sanad dan urutan pe riwayat 
hadis adalah sebagai berikut:

No Nama Periwayat Urutan Sanad Urutan Periwayat
1 Usāmah ibn Zaid VII I
2 ‘Amr ibn ‘Usmān VI II
3 ‘Alī ibn Ḥusain V III
4 Ibn Syihāb IV IV
5 Ibn Juraij III V
6 Abū ‘Ᾱṣim II VI
7 Al-Bukhārī I VII (Mukharrij Ḥadīs)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkatan periwayat 
hadis dengan tingkatan sanad hadis adalah bertolak belakang. 
Karena orang yang menjadi sanad pertama dalam hadis ter-

108 Pemilihan hadis riwayat al-Bukhārī ini dengan pertimbangan, pertama 
al-Bukhārī adalah seorang ahli hadis yang mendapat gelar tertinggi bagi ahli 
hadis yaitu Amir al-Mukminūn fī al-Ḥadīṡ dan disepakati sebagai pengarang 
kitab hadis paling sahih, kedua kitab hadis karya al-Bukhārī ini merupakan 
kitab hadis yang menduduki peringkat pertama di antara kitab-kitab yang 
lain. Indal Abror, “Kitāb Ṣaḥīh al-Bukhārī”, dalam M. Alfatih Suryadilaga, 
ed., Studi Kitab Hadis, cet. ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2003), hlm. 46-54. 
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sebut adalah sebagai periwayat terakhir. Misalnya pada riwayat 
hadis di atas sebagaimana telah dipaparkan pada tabel bahwa 
al-Bukhārī adalah sanad pertama dan sekaligus periwayat ter-
akhir.

Penelitian kualitas periwayat dimulai dari periwayat per-
tama, yakni Usamāh bin Zaid kemudian seterusnya sampai 
pada periwayat terakhir dan sekaligus mukharrij al-ḥadīṡ (al-
Bukhārī):
a)  Usāmah bin Zaid.
 Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan 

hadis langsung dari Nabi saw., dari ayahnya dan dari 
Ummu Salāmah. Ia adalah seorang sahabat yang pernah 
diutus Nabi ke Huraqat, dan pada masa Khalifah Abu 
Bakr pernah diutus ke Syam. Dia meninggal dalam usia 
54 tahun. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh beberapa 
murid  nya antara lain Ḥasan, Muḥammad ibn ‘Abbās, Abū 
Hurairah, Abū ‘Usmān dan ‘Amr bin ‘Usmān.109 Karena 
termasuk salah seorang sahabat, maka dalam studi ilmu 
hadis di terap kan kaedah كلهم عدول yang kualitas ke-ṡiqqah-
annya tidak dibicarakan. 110 

b)  ‘Amr ibn ‘Usmān 
  Ia termasuk tābi‘in besar yang banyak meriwayatkan 

hadis dari guru-gurunya, di antaranya adalah ayahnya 
dan Usāmah bin Zaid. Sedangkan yang meriwayatkan 
darinya antara lain ‘Abdullāh, ‘Alī bin Ḥusain, Sa‘īd bin 
Musayyab dan Abū az-Zinād. Oleh para ulama pengkritik 
hadis dijelaskan bahwa ‘Amr bin ‘Usmān termasuk orang 
ṡiqqah.111

109 Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Taḥżib at-Taḥżib (Beriut: Dār al-Fikr, 1984), I: 182-
183.

110 Menurut jumhur ulama, semua sahabat dapat dikategorikan adil. 
Keadilan sahabat banyak disinggung dalam Al-Qur’an, antara lain Al-Fatḥ 
(48): 29, At-Taubah (9): 100, Al-Anfāl (8): 74, Al-Ḥasr (59): 10.

111 Ibn Ḥajar, Taḥżib at-Taḥżib., VIII: 69. 
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c)  ‘Alī ibn Ḥusain
 Beliau termasuk tābi’it tābi‘īn yang meriwayatkan hadis 

dari ayahnya, pamannya, Ibn ‘Abbās, Abū Hurairah, ‘Amr 
ibn ‘Usmān dan ‘Ᾱisyah.112 Sedangkan yang meriwayat-
kan darinya antara lain Yahyā bin Sa‘īd al-Anṣārī dan Ibn 
Syihāb az-Zuhrī. Para ulama menilainya sebagai seorang 
yang banyak meriwayatkan hadis, ṡiqqah, dapat diper-
caya dan wara‘. Selain itu ia juga di-nilai oleh ulama se-
bagai orang yang paling utama dari kalangan ahl al-bait.113

d)  Ibn Syihāb az-Zuhrī
 Nama lengkapnya adalah Muḥammad ibn Muslim ibn 

‘Ubaidillah ibn ‘Abdullah ibn Syihāb al-Qurasī az-Zuhrī. 
Namanya lebih dikenal dengan sebutan Az-Zuhrī. Ia di-
kenal sebagai seorang yang ‘alīm di Hijaz dan Syam. Ia 
lahir pada tahun 58 H. pada akhir Khilafah Mu‘āwiyah. 
Semasa hidupnya ia selalu datang pada syaikh-syaikh 
hadis dan mencatatnya apa yang ia dengar sehingga jadi-
lah dia orang yang paling ‘alīm pada zamannya. 114

  Dia meriwayatkan hadis dari banyak orang termasuk 
di antaranya ‘Alī bin Ḥusain. Hadis yang diriwayatkan 
olehnya berjumlah 2200 hadis. Sedangkan yang meriwa-
yat kan darinya antara lain Ibn Juraij dan Sufyān bin 
‘Uyainah.115 Oleh para ulama diterangkan bahwa Az-Zuhrī 
tergolong orang yang ṡiqqah.116 

e)  Ibn Juraij
 Nama lengkapnya Abū Khālid ‘Abd al-Mālik ibn ‘Abd al-

‘Azīz ibn Juraij al-Amawī al-Makkī. Ia dilahirkan di Benua 
Eropa tepatnya di negeri Roma, tidak sebagaimana ulama 

112 Ibn Ḥajar, Taḥżib at-Taḥżib., VII: 269.
113 Ibid.
114 Ibid.. IX: 395. T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, Rijalul Hadiets (Jogjakarta: 

Matahari Masa, 1968), hlm. 28-29.
115 bn Ḥajar, Taḥżib at-Taḥżib., IX: 396.
116 Ibid.
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hadis lain yang dilahirkan di kawasan Timur Tengah.117 
Beliau dikenal sebagai ulama yang cerdas, pandai dan 
teguh dalam mempertahankan sesuatu yang hak. Dalam 
bidang hadis, ia banyak meriwayatkan hadis di antara-
nya dari ayahnya, ‘Abd al-‘Azīz, Al-Ikrimah, ‘Aṭa’ ibn Abī 
Rabah, Isḥāq ibn Abī Ţalḥah dan Az-Zuhrī. Sedangkan 
yang meriwayatkan darinya antara lain Abū ‘Ᾱṣim asy-
Syaibānī. Yaḥyā ibn Sa‘īd berkata, Ibn Juraij adalah orang 
yang ṡiqqah, apabila mengatakan sesuatu berarti dia telah 
membaca hadis dalam kitab hadis.118

f)  Abū ‘Ᾱṣim
 Nama lengkapnya aḍ-Ḑaḥāk ibn Makhlad ibn aḍ-Ḑaḥāk 

ibn Muslim yang biasa dipanggil Abū ‘Ᾱṣim adalah ulama 
hadis dari generasi tābi‘it tābi- ‘īn. Semasa hidupnya 
tinggal di Basrah dan meninggal dunia 212 H. Dia banyak 
meriwayatkan hadis dari guru-gurunya, antara lain Ibn 
Juraij. Hadis-hadisnya banyak diriwayatkan oleh murid-
muridnya antara lain Imām al-Bukhārī. Kata ‘Amr bin 
‘Alī beliau merupakan orang yang dapat dipercaya dan 
ṡiqqah.119

g)  Al-Bukhārī
 Nama lengkapnya Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā‘īl 

ibn Ibrāhīm ibn Mugirah al-Ja‘fi ibn Bardizbah al-Bukhārī. 
Dia lebih dikenal dengan nama al-Bukhārī yang di-
sandarkan pada tempat kelahirannya, yakni Bukhāra. Ia 
merupakan orang pertama yang menyusun kitab hadis 
yang kemudian diikuti oleh ulama sesudahnya. Kitabnya 
berisi 7397 yang disusunnya selama enam belas tahun 
yang dikenal dengan Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Ketelitiannya dalam 

117 Endang Soetari, Ilmu Hadis, cet. ke-2 (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), 
hlm. 274-275.

118 Hasby Ash-Shiddieqy, Rijalul Hadiets., hlm. 39.
119 Ibn Ḥajar, Taḥżib at-Taḥżib., XII:142-143.
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periwayatan hadis menyebabkan para ulama hadis bela-
kangan menempatkan kitab hadisnya pada peringkat 
pertama dalam urutan kitab-kitab hadis. Ia banyak meri-
wa yatkan hadis dari guru-gurunya antara lain Maki ibn 
Ibrāhīm al-Balakhi’, Ibn Mubārak, ‘Abdullāh ibn Mūsā al-
Qaisī, Abu’ Ᾱṣim asy-Syaibānī, Muḥammad ibn ‘Abdullah 
al-Anṣārī, dan Abdan ibn ‘Usmān al-Marwazī. Hadis-
hadisnya banyak diriwayatkan oleh Abū Zur‘ah, Abū 
Hātim, Ibn Khuzaimah, al-Fāḍil ibn ‘Abbās ar-Rāzī dan 
Muḥam mad ibn Yūsuf, Aḥmad ibn Ḥanbal, Yahyā ibn 
Mā’in, Ibn Rahawaih dan Ismā‘īl ibn Idrīs al-Mādinī.120

Berdasarkan urutan periwayat di atas diketahui bahwa 
hubungan antara Rasulullah dengan Usāmah bin Zaid tidak 
diragukan lagi persambungannya. Ia adalah sahabat yang 
pernah diutus Nabi saw. ke Huraqat. Sedangkan hubungan 
antara Usāmah bin Zaid dengan ‘Amr ibn ‘Usmān juga ber-
sam bung, sebagaimana penjelasan di atas antara keduanya ada 
hubungan guru dan murid. Demikian juga hubungan antara 
‘Amr ibn ‘Usmān dengan ‘Ali ibn Ḥusain, antara ‘Alī ibn Ḥusain 
dengan az-Zuhrī, antara az-Zuhrī dengan Ibn Juraij, antara Ibn 
Juraij dengan Abū ‘Ᾱṣim dan periwayat sesudahnya yaitu al-
Bukhārī dapat dikatakan bersambung dengan pertimbangan 
yang sama. Selain itu pribadi mereka dinilai oleh para kritikus 
hadis sebagai orang yang ṡiqqah. Demikian juga dalam mene-
rima hadis menggunakan kata ḥaddaṡanā. Istilah ini disepakati 
oleh jumhur ulama sebagai metode penerimaan hadis yang 
memiliki tingkat akurasi yang tinggi.121

Dari keterangan di atas diketahui bahwa hadis yang men-
jadi sandaran larangan membagi warisan antar orang yang 
berbeda agama yang terdapat dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dari segi 

120 Hasby Ash-Shiddieqy, Rijalul Hadiets., hlm. 55. Subhi as-Shalih, 
Membahas Ilmu-ilmu Hadis, hlm. 349.

121 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi., hlm. 82.
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sanadnya muttaṣil (bersambung) dan para perawinya ṡiqqah. 
Kendati demikian, hadis di dalamnya ada sanad dan matan. 
Kualitas sanad belum tentu sama dengan kualitas matan, 
maka penelitian terhadap matan juga diperlukan. Adapun 
kuali fi kasi suatu matan dikatakan sahih menurut pendapat al-
Khāṭib al-Bagdādī, sebagaimana dikutip M. Syuhudi Ismail, 
adalah tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak berten-
tangan dengan hukum Al-Qur’an yang muḥkam, tidak berten-
tangan dengan hadis mutāwatir, tidak bertentangan dengan 
amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu, tidak 
bertentangan dengan dalil yang telah pasti dan tidak ber ten tang-
an dengan hadis aḥad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.122 

Setelah diadakan penelitian terhadap kandungan matan 
dan dikaitkan dengan syarat-syarat di atas, dapat dinyatakan 
bahwa hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Usāmah 
ibn Zaid dan lainnya tidak bertentangan dengan salah satu 
ketentuan di atas. Pertama, hadis itu muncul di saat ter jadinya 
konflik dan perang (permusuhan) antara Muslim dan kafir 
Quraisy, sehingga amatlah wajar kalau kemudian Nabi saw. 
yang berfungsi sebagai hakim ketika itu tidak mem berikan harta 
warisan Abū Ṭālib kepada ‘Alī dan Ja‘far yang telah memeluk 
Islam.123 Kedua, dalam Al-Qur’an tidak ada ketentuan mengenai 
pembagian warisan antara muslim dengan non-muslim. Al-
Qur’an hanyalah menjelaskan tentang dorongan berbuat baik 
dan adil terhadap siapapun sekalipun berbeda agama. Hadis 
yang bersifat temporal ini muncul di saat terjadinya konflik, 
tentu saja hadis ini dibenarkan dan diaplikasikan sesuai 
dengan konteksnya, dan adil menurut zamannya. Ketiga, tidak 

122 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi., hlm. 126.
123 Riwayat yang menjelaskan sebab munculnya hadis Nabi ini bisa 

dibaca, Anās ibn Mālik, al-Muwaṭṭa’. (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 322. Fatchur Rahman, 
Ilmu Waris., hlm. 99. Sedangkan sejarah realitas sosial ketika itu dapat dibaca, 
Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, alih bahasa Ghufron A. Mas’adi 
(Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 37.



86 Dr. riyanta, M. HuM

ada hadis mutāwatir yang bertentangan dengan hadis ini. 
Keempat, hadis ini menjadi kesepakatan dan digunakan oleh 
para ulama masa lalu (ulama salaf). Kelima, tidak bertentang-
an dengan dalil yang telah pasti. Dalam hal ini sama dengan 
ketentuan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an sebagai mana 
penjelasan di atas. Sedangkan yang terakhir, tidak ada hadis 
aḥad yang kualitas kesahihannya lebih kuat bertentangan 
dengan hadis ini.

Berdasarkan uraian di atas, hadis tentang tidak saling 
me warisi antara muslim dengan non-nuslim yang diriwayat-
kan oleh al-Bukhārī dari Usāmah ibn Zaid adalah ṣaḥīḥ baik 
dari segi sanad maupun matannya. Kendatipun demikian 
dalam aplikasinya terjadi perbedaan pendapat di kalangan 
ulama. Se bagian mereka berpendapat bahwa hadis tersebut 
harus di amalkan sebagaimana adanya mengingat kualitas nya 
yang ṣaḥīḥ, artinya tidak ada hubungan saling mewarisi antara 
muslim dengan non muslim. Sebagian lain berpendapat bahwa 
hadis tersebut, meskipun ṣaḥīḥ, harus diamalkan sesuai dengan 
konteksnya dengan mempertimbangkan hubungan antara pe-
waris muslim dengan ahli waris non muslim. Artinya dalam 
konteks tertentu tidak selalu relevan menjadikan perbedaan 
agama sebagai penghalang kewarisan antara muslim dengan 
non muslim.

D.   Perbedaan Pendapat Terhadap Kewarisan Beda Agama

Perbedaan pendapat seputar kewarisan beda agama ber-
awal dari keberagaman pemahaman para ulama terhadap 
hadis Nabi saw. dari Usāmah ibn Zaid yang menjadi san-
daran nya, apakah termasuk teks hukum yang jelas dan tegas 
petunjuk hukumnya (qaṭ‘ī ad-dalālah)124 yang tidak lagi memung-

124 Qaṭ‘ī ad-dalālah adalah suatu teks hukum atau naṣ yang menunjuk arti 
tertentu, tidak mengandung kemungkinan takwīl, dan tidak ada peluang 
untuk memahami makna selain makna tersuratnya. ‘Abd. al-Wahhāb 
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kinkan dilakukan ijtihad, atau tidak jelas petunjuk hukum   nya 
(ẓannī ad-dalālah)125 sehingga memungkinkan dilaku kannya 
ijtihad. Adanya limitasi ruang lingkup ijtihad yang hanya ter-
batas pada teks hukum yang dianggap tidak jelas petunjuk 
hukumnya ini telah mempengaruhi pemaknaan terhadap 
hadis yang men jadi dasar kewarisan antara muslim dengan 
non muslim.

Secara embrional harus diakui, Asy-Syāfi‘ī126 memiliki 
andil yang besar dalam pemikiran hukum Islam bagi gene-
rasi sesudahnya, termasuk dalam penentuan ruang lingkup 
ijtihad. Dalam karyanya, Asy-Syāfi‘ī telah mengklasifikasi-
kan ilmu menjadi dua macam, ilmu umum dan ilmu khusus. 
Ilmu umum merupakan ilmu yang tidak boleh diabaikan oleh 
siapapun dalam keadaan bagaimanapun, karena menyangkut 
persoalan mendasar dalam Islam. Ilmu ini meliputi perintah 
dan larangan yang mutlak harus ditaati. Ilmu ini telah diyakini 
kebenarannya dan tidak boleh ditakwilkan serta tidak boleh 
diperselisihkannya. Sedangkan ilmu khusus adalah ilmu yang 
berkaitan dengan penjabaran dan rincian-rincian dari ke wajib-
an pokok yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur’an 
dan Sunnah. Dalam ilmu khusus ini terdapat berbagai ruang 
dan peluang bagi berbagai strategi penafsiran. 

Pengklasifikasian ilmu umum yang tidak boleh ditafsir-
kan, ditakwilkan dan diperselisihkan itulah yang oleh generasi 
sesudahnya kemudian dikategorikan sebagai hukum-hukum 
yang qaṭ‘ī yang tidak boleh disentuh ijtihad. Sedangkan ilmu 
khusus yang bersifat relatif dengan kemungkinan terjadi nya 
perbedaan pemahaman dan perselisihan terhadapnya, dikate-

Khallāf, <Ilm Uṣūl al-Fiqh, cet. ke-12 (Kuwait: Dār al-Qalām, 1878), hlm. 21-22.
125 Ẓannī ad-dalālah adalah suatu teks hukum atau naṣ yang mengandung 

suatu arti yang memungkinkan untuk ditakwilkan dengan berbagai arti, 
dan diinterpretasikan dengan selain arti tekstualnya. Ibid.

126 Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi‘ī, Ar-Risālah (Jakarta: Dinamika Barakah 
Utama, t.t.), hlm. 154-155. 
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gorikan sebagai hukum ẓannī yang menjadi lapangan ijtihad. 
Sebagai kelanjutan pemikiran Asy-Syāfi‘ī tersebut, para 

ulama generasi sesudahnya, dalam karya-karyanya selalu 
mem buat pembatasan ruang lingkup ijtihad.127 Meskipun 
dengan redaksi dan istilah yang berbeda, baik eksplisit mau-
pun implisit, mereka membuat pemetaan antara persoalan-
persoalan yang menjadi wilayah ijtihad dan yang bukan men -
jadi wilayahnya. Wilayah ijtihad meliputi dua hal, yaitu 
per soalan-persoalan yang tidak ditunjuki oleh teks hukum 
sama sekali dan persoalan-persoalan yang ditunjuki oleh teks 
namun tidak jelas petunjuk hukumnya. Sedangkan persoal an 
yang ditunjuki oleh teks hukum yang jelas petunjuk hukum-
nya, maka tidak ada ruang sedikitpun bagi ijtihad. 

Berbeda dengan teoritisi hukum Islam awal, menurut 
Taufiq Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean,128 pen-
cip ta an dikhotomi qaṭ‘ī-ẓannī dan dikhotomi lainnya, sangat-
lah bersifat subyektif, karena lebih dimaksudkan untuk men -
dukung pandangan tertentu, dan tergantung kehendak 
masing-masing orang. Mempertahankannya berarti mengor-
bankan pesan-pesan Al-Qur’an dan hadis itu sendiri. Dengan 
mengesampingkan pemahaman teks hukum qaṭ‘ī yang hanya 
dilihat dari segi bentuk verbal suatu teks, bukan nilai atau 
pesan universalnya, berarti keberadaannya yang selama ini 
dipertahankan oleh uṣūliyūn telah hilang. Jika demikian, pem-

127 Abū Hamid Muhammad bin Muḥammad al-Gazālī, Al-Mustaṣfā min 
‘Ilm al-Uṣūl (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 354, Muḥammad bin ‘Alī al-Amidī, 
Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām (Beirut: Dār al-Kitab al-Arabī, 1986), II: 171. Ibn 
Qayyim al-Jauziyah, I‘lam al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ᾱlamīn (Beirut: Dār al-
Jil, t.t.), II: 199. Asy-Syātibī Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām (Beirut: Dār al-
Fikr, t.t.), IV: 86-89. ‘Alī Hasab Allāh, Uṡūl at-Tasyrī’ al-Islāmī (Kairo: Dār al-
Ma’ārif, t.t.), hlm. 79. Penjelasan tentang limitasi ruang lingkup ijtihad oleh 
para teoritisi hukum Islam awal ini bisa dibaca dalam Ilyas Supena dan 
M. Fauzi, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: 
Gama Media, 2002), hlm. 215-220.

128 Taufiq Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, Tafsir Kontekstual 
al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 30.
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batasan ruang lingkup ijtihad dengan melarang menyentuh 
teks hukum qaṭ‘ī jelas tidak mempunyai alasan dan dasar yang 
kuat. 

Senada dengan pernyataan di atas, Khaled M. Abou el-
Fadl129 menyatakan, Al-Qur’an dan Sunnah merupakan “karya 
yang terus berubah”. Keduanya merupakan teks-teks hukum 
yang terbuka (the open texts) yang membiarkan diri mereka 
terbuka bagi berbagai strategi interpretasi. Jika teks tidak lagi 
mampu berbicara atau dibungkam suaranya, tidak ada alasan 
menggeluti teks, dan bagaimanapun teks sudah membeku 
dan tertutup dalam kondisi terakhir ketika ia ditafsirkan. 
Penutupan teks ini terjadi ketika pembaca bersikeras bahwa 
teks mengandung makna yang telah ditentukan, stabil, tetap 
dan tidak berubah. Resiko dari penutupan sebuah teks adalah 
bahwa teks akan dipandang tidak lagi relevan.

Adanya pembatasan ruang lingkup ijtihad diyakini telah 
menyebabkan pembaruan hukum Islam yang dilakukan 
olehpara pembaru baik secara individual130 maupun kelembaga-
an131 masih bersifat parsial. Pembaruan secara parsial tersebut 

129 Khaled M. Abou el-Fadl, Speaking in God’ś Name Islamic Law, Authority 
and Women, cet. ke-2 (Oxford: Oneworld Publications, 2003), hlm. 2-3. 

130 Misalnya pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh Maḥmūd 
Syaltūt. Dia adalah sosok pembaru yang mencoba menerapkan metode 
istinbat hukum secara fleksibel sehingga mampu menghasilkan produk-
produk hukum yang mampu menjawab problematika kontemporer, misal-
nya keharusan pencatatan perkawinan, penghalalan bunga tabungan pos, 
pembolehan aborsi setelah dilakukan pemeriksaan medis demi kese lamatan 
ibu, pembolehan pemakaian selain debu untuk menghilangkan najis akibat 
jilatan anjing, dan jumlah bilangan membersihkannya pun tidak harus tujuh 
kali sesuai dengan hadis Nabi, dan lain-lain. Namun pembaruan hukum yang 
dilakukannya masih semu. Ada hukum-hukum yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan pembaruan. Hal ini terjadi karena dia masih membuat limitasi 
ruang lingkup ijtihad, artinya hukum-hukum yang ditunjuki oleh nash qaṭ‘i 
dalalahnya tidak boleh ditakwil dan bukan menajdi wilayah ijtihad, baca 
Abd. Salam Arief, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita, 
Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 
hlm. 67. 

131 Pembaruan hukum secara kelembagaan yang masih bercorak quasi 
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men jadi kendala dan hambatan bagi upaya reaktualisasi hukum 
Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, dinding-dinding 
ijtihad yang masih membatasi wilayahnya harus dirombak 
dan tidak perlu dipertahankan, dan sudah saatnya dilupakan. 
Wilayah ijtihad tidak perlu dibatasi dengan membedakan mana 
yang menjadi wilayah ijtihad dan mana yang bukan men jadi 
wilayahnya. Di antara dinding-dinding yang membatasi ruang 
lingkup ijtihad, sebagaimana dipaparkan sebelum nya, adalah 
ketidakbolehan melakukan ijtihad terhadap teks-teks hukum 
yang dianggap jelas dan tegas petunjuk hukumnya (qaṭ‘ī ad-
dalālah). 

Padahal, para teoritisi hukum Islam dalam menentukan 
suatu teks hukum termasuk qaṭ‘ī dan yang lain termasuk ẓannī, 
dalam kenyataannya tidak ada parameter yang jelas dan ter jadi 
inkonsistensi. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan dan ketidak-
samaan dalam penggolongan teks hukum qaṭ‘ī dan ẓannī yang 
dibuat para teoritisi hukum Islam.132 Penggolongan tersebut 
lebih bersifat subyektif sehingga hukum yang dikandungnya 
ber nilai relatif.

Karena ketidakjelasan dan ketidaksamaan klasifikasi qaṭ‘ī 
dan ẓannī yang dibangun oleh teoritisi hukum Islam, me-
nurut Quraish Shihab, hendaknya dikembalikan kepada 

dan parsial misalnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil ijtihad 
kolektif umat Islam Indonesia. Secara umum dapatlah dikatakan, KHI 
merupakan bentuk pembaruan hukum Islam di Indonesia, misalnya Pasal 
5 tentang keharusan pencatatan nikah, Pasal 94 tentang harta gono gini, 
dan Pasal 185 tentang penggantian ahli waris. Namun dalam pembagian 
harta warisan masih mempertahankan formulasi 2: 1 antara laki-laki dengan 
perempuan. Alasannnya, Qs. An-Nisā’ (4): 11 yang menjadi dasar ketentuan 
2: 1 termasuk nas qaṭ‘ī yang tidak boleh disentuh ijtihad.

132 Teks-teks hukum yang umumnya diklaim sebagai qat>i adalah nas 
yang antara lain berbicara tentang masalah-masalah aqaid, ibadah, bagian 
warisan, hukuman kafarat (denda), ḥudūd (tindak pidana). Salām Madkur, 
Al-Ijtihād fī al-Tasyrī’ al-Islāmī (Beirut: Dār al-Nahḑah al->Arābiyah, 1984), 
hlm. 80-84. Bandingkan dengan ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uşūl al-Fiqh, 
hlm. 35. 
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argu mentasi yang maknanya telah disepakti ulama. Namun, 
karena dalam praktiknya ijma ulama berbeda-beda, yang ter-
kadang suatu masalah dianggap telah disepakati ulama, tetapi 
ternyata hanya kesepakatan ulama mazhabnya, maka sesuatu 
yang disepakati ke-qaṭ‘ī-annya itu haruslah diteliti dengan sek-
sama.133 

Jika dicermati unsur kesejarahan yang melatarbelakangi 
teks, maka teks-teks yang secara subyektif diklaim sebagai 
qaṭ‘ī terkadang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masya-
rakat saat itu. Dengan demikian, unsur-unsur lokalitas sangat 
mempengaruhi format ketentuan-ketentuan hukum yang di-
ekspresikan Allah dan Rasul-Nya.134 

Larangan menyentuh teks-teks hukum yang dianggap 
jelas dan tegas berakibat terjadinya jurang pemisah dan di-
khotomi antara naṣ qaṭ‘ī―yang tidak boleh disentuh ijtihad―
dengan institusi ijtihad―sebagai instrumen pengkajian hukum. 
Hal ini berarti jika ada teks-teks hukum yang dianggap jelas 
dan tegas petunjuk hukumnya, maka ijtihad sama sekali di-
larang. Jika demikian, peran dan potensi ijtihad hanya diakui 
ketika tidak ada teks hukum yang dianggap qaṭ‘ī. Padahal, 
idealnya, hubungan antara teks hukum dengan ijtihad adalah 
saling melengkapi dan saling membutuhkan, bukannya ma-
lah an bersifat antagonis yang berakibat tidak sejalannya 
maksud Tuhan menurunkan ajaran-Nya. Oleh karena itu, agar 

133 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 
141-142.

134 Ayat Al-Qur’an yang sering dicontohkan sebagai teks hukum yang 
qaṭ‘ī misalnya Qs. An-Nisā’ (4): 11 tentang formulasi pembagian warisan 2: 1. 
Apabila dilacak dari kondisi sosio kultural masyarakat Arab saat itu, maka 
jelas sekali bahwa ketentuan warisn 2: 1 yang diperkenalkan Al-Qur’an 
tersebut merupakan bentuk adaptasi dengan budaya Arab. Demikian juga 
ketentuan tentang hukuman bagi pencuri, Qs. Al-Māidah (5): 38. Hukuman 
potong tangan bagi pencuri saat itu lebih dimaksudkan untuk mencegah 
tindak kejahatan yang luar biasa merajalela yang hanya bisa ditanggulangi 
dengan hukuman yang berat. Ilyas Supena dan M. Fauzi, Dekonstruksi dan 
Rekonstruksi Hukum Islam., hlm. 265-267. 
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suatu teks hukum bermakna aplikatif dan solutif, maka mem-
berikan peluang yang besar bagi ijtihad adalah merupa kan 
keniscayaan. 

Kontroversi di seputar qaṭ‘ī-ẓannī ini telah berpengaruh 
terhadap persoalan kewarisan beda agama yang didasarkan 
hadis Nabi saw. di atas. Bagi yang memandangnya sebagai 
ke tentuan yang qaṭ‘ī dan otomatis tidak boleh diubah, maka 
antara muslim dengan non muslim tidak terjadi hubungan 
saling mewarisi dengan alasan apapun. Sedangkan yang me-
man dangnya sebagai ketentuan yang belum final atau ẓannī, 
artinya ketentuan tersebut memungkinkan untuk diubah se-
suai dengan situasi dan kondisinya, maka antara muslim 
dengan non muslim, dalam situasi tertentu, dimungkinkan 
saling mewarisi.

Di antara ulama yang berpandangan bahwa hadis Nabi 
saw. dari Usāmah ibn Zaid adalah ketentuan qaṭ‘ī sehingga 
antara muslim dengan non muslim tidak saling mewarisi 
adalah imam mazhab empat.135 Ulama lain yang berpendapat 
demikian adalah As-Sayyid Sābiq,136 Ibn Ḥazm,137 Muḥammad 
Yūsuf Mūsā138 dan Abū Zahrah139 

Mengulas kewarisan beda agama, Yusuf Qardawi se pa-
kat dengan mayoritas ulama tentang ketidakbolehan saling 
mewarisi antara muslim dengan non muslim. Dalam fatwa-
nya, Yusuf Qardawi menyatakan: 140

 “....orang komunis yang tetap pada pendiriannya tidak ber-
hak mewarisi sesuatu atau harta yang ditinggalkan oleh 

135 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, alih bahasa Maskur 
AB (Jakarta: Lentera Basritama, t.t.), hlm. 541-542.

136 As-Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah., III: 427.
137 Ibn Ḥazm, Al-Muḥallā., hlm. 304-305.
138 Muhammad Yūsuf Mūsā, At-Tirkah wa al-Mīrāṡ fi al-Islāmī., hlm. 169.
139 Abū Zahrah, Aḥkām al-Tirkah wa al-Mawārīṡ., hlm. 98.
140 Yusuf Qardawi, Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah, alih bahasa 

Abdurrachman Ali Bauzir (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 676.
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kedua orang tua, istri, atau kerabatnya yang beragama Islam, 
karena syarat utama dalam hak kewarisan ialah kedua-dua-
nya (yang meninggalkan warisan dan ahli warisnya) harus 
beragama Islam”

Secara tegas ia menolak pendapat yang membolehkan 
ko munis atau non muslim memperoleh bagian warisan dari 
pewaris yang beragama Islam. Dasar fatwa ini merujuk lang-
sung pada ayat Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam Al-Qur’an Allah 
swt. menyatakan: 141

            

   -          

                

     

 45) Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: «Ya Tuhan-
ku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesung-
guhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah 
hakim yang seadil-adilnya.»

 46) Allah berfirman: «Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah ter-
masuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), 
sesungguhnya (perbuatan) nya perbuatan yang tidak baik, 
sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang 
kamu tidak mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya Aku 
memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk 
orang-orang yang tidak berpengetahuan.»

Menurut Yusuf Qardawi, ayat di atas menyatakan dengan 
tegas terputusnya hubungan keluarga antara anak yang kafir 

141 Hūd (11): 45-47. 
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dengan orang tua Islam. Terputusnya hubungan keluarga ini 
membawa implikasi hukum berupa gugurnya hak saling 
mewarisi antara keduanya, sebagaimana hadis yang menyata-
kan orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang 
kafir tidak dapat mewarisi orang Islam. Akan tetapi dalam hal 
boleh atau tidaknya orang Islam mewarisi harta warisan dari 
pewaris kafir, ia tidak memberikan pernyataan yang tegas. Ia 
hanya menyampaikan bahwa ulama berbeda pendapat, se-
bagian menyatakan boleh dan sebagian tidak.142

Menurut Muḥammad Muṣṭafā asy-Syalabī, perbedaan 
agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan peng-
halang kewarisan. Apabila seorang suami beragama Islam dan 
isterinya non muslim kemudian suaminya meninggal dunia, 
maka isteri tidak berhak menerima warisan. Pendapat ini di-
dasarkan kepada hadis Nabi saw. yang menyatakan, se orang 
muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, demikian juga se-
baliknya seorang kafir tidak bisa mewarisi harta se orang 
muslim.143 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah 
Nasional VII tanggal 29-26 Juli 2005 juga membahas masalah 
kewarisan beda agama. Menurut MUI, hukum kewarisan Islam 
tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang 
yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim). 
Pem berian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat 
dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Dasar pe-
mikiran keputusan fatwa ini adalah surat An-Nisā’ (4): 11 dan 
141 serta hadis Usāmah bin Zaid tentang ketidakbolehan 
saling mewarisi antara muslim dengan non muslim. 144

142 Yusuf Qardawi, Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah., hlm 270.
143 Muḥammad Muṣṭafā asy-Syalabī, Aḥkām al-Mawārīṡ bain al-Fiqh wa 

al-Qānūn (Beirut: Dār an-Nahḍah al-‘Arabī, t.t.), hlm. 88
144 Keputusan Munas Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/Munas VII/

MUI/2005.
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Ibn Taimiyah, sebagaimana dikutip Samsul Hadi,145 me-
nyatakan bahwa ahli waris non muslim tidak bisa mewarisi 
harta warisan dari orang Islam. Pendapat tersebut didasar-
kan kepada hadis bahwa seorang kafir tidak bisa menerima 
warisan dari orang Islam. Selain didasarkan kepada hadis, 
dia mengqiaskan persoalan kewarisan dengan persoalan per-
kawinan, bahwa laki-laki non muslim tidak boleh kawin 
dengan wanita muslimah sebagaimana ketentuan Al-Qur’an 
surat Al-Baqarah (2): 221. Oleh karena itu, non muslim tidak 
dapat menjadi ahli waris orang Islam, tetapi orang Islam 
bisa menerima warisan dari keluarganya yang non muslim. 
Dalam hal ini, dia mengkiaskan persoalan warisan dengan 
perkawinan, yaitu dibolehkannya laki-laki muslim menikah 
dengan wanita non muslim sebagaimana ketentuan surat Al-
Māidah (5): 5. Bolehnya orang Islam menerima warisan dari 
non muslim tidak terbatas non muslim ahli kitab saja, tetapi 
termasuk juga orang kafir yang selama mereka tunduk kepada 
pemerintahan Islam (ahl ażżimmah). Kalau mereka bukan ahl 
ażżimmah, maka orang Islam tidak bisa menjadi ahli waris dari 
mereka.146

Pendapat para ulama di atas yang menyatakan bahwa 
perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan ditentang 
oleh beberapa pemikir kontemporer. Abdullahi Ahmed an-
Na‘im misalnya menyatakan, salah satu diskriminasi hukum 
perdata syari’ah ialah berkaitan dengan perbedaan agama. 
Perbedaan agama merupakan penghalang pewarisan, se-
hingga seorang muslim tidak dapat mewarisi dari non muslim 
maupun mewariskan kepada non muslim.147 Menurut An-

145 Samsul Hadi, “Fiqh Lintas Agama, Studi terhadap Pemikiran Hukum 
Ibn Taimiyah” Disertasi tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010, hlm. 212-213.

146 Ibid.
147 Abdullah Ahmed an-Na‘im, Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan 

Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam ( Yogyakarta: LKiS,1990), 
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Na‘im, pembenaran-pembenaran historis terhadap non muslim 
di bawah syari‘ah tidak lagi dapat dibenarkan.148 

Lebih lanjut An-Na‘im mengatakan bahwa diskriminasi 
atas nama agama dan gender di bawah syari’ah telah me-
langgar penegakan hak asasi manusia. Diskriminasi atas dasar 
agama telah dibangun dengan berbagai sebab besar konflik 
dan perang. Diskriminasi yang mendasarkan gender mau-
pun agama secara moral bertolak dan secara politik tidak di-
terima sekarang.149 An-Na‘im menegaskan bahwa ketentuan 
syari‘ah yang mengajarkan diskriminasi tersebut haruslah di-
batalkan oleh ketentuan syari‘ah yang universal.150 Jika ada 
teks hukum Islam bertentangan dengan teks hukum lain yang 
men cerminkan nilai kemanusiaan, maka yang bersifat praksis 
harus dinasakh oleh teks hukum lain yang mengandung nilai 
kemanusiaan, yakni keadilan, persamaan derajat, kebebasan 
beragama, tolong menolong dan lainnya.151

Dengan demikian, hukum kewarisan Islam harus dikem-
balikan pada semangat awalnya, yaitu dalam konteks keluar-
ga dan keturunan, apapun agama dan komunitasnya. Tujuan 
utama kewarisan adalah mempererat hubungan keluarga. 
Logika nya, bila Islam menghargai agama lain, maka secara 
oto matis antara muslim dengan non muslim diperboleh-
kan saling mewarisi. Sedangkan hadis yang melarang antara 
muslim dengan non muslim untuk saling mewarisi harus di-
baca dalam semangat zamannya, dimana saat itu memang 

hlm 337.
148 Ibid., hlm 338.
149 Ibid, hlm 339-340.
150 Al-Qur’an mengajarkan tentang penghormatan terhadap HAM. Hal 

ini bisa dilihat antara lain, Al-Baqarah (2): 225, Ali ‘Imrān (3): 64, Yūnus 
(10): 99, Al-Kahfi (18): 29 yang mengatur tentang kebebasan beragama. Q.S. 
An-Nisā’(4): 1 dan Al-Isrā’(17): 70 tentang persamaan martabat manusia 
tanpa menghiraukan agama atau jenis kelamin.

151 Abdullahi Ahmed an-Na‘im, “Al-Qur’an, Syari‘ah dan HAM: Kini 
dan Masa Depan” dalam Islamika, No. 2, 1993, hlm. 112.
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ter jadi hubungan yang kurang sehat, bahkan tidak jarang 
terjadi permusuhan antara muslim dengan non muslim. Apa-
bila hubungan muslim dengan non muslim dalam keadaan 
normal, maka secara otomatis matan hadis tersebut tidak bisa 
digunakan.

Senada dengan An-Na‘im adalah Asghar Ali Engineer. 
Menurut Asghar, sebuah masyarakat Islam tidak akan meng-
akui adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, baik ber da-
sarkan ras, suku, agama, maupun kelas.152 Menurut Asghar, 
tauhid tidak hanya sebatas monoteisme murni tetapi meluas 
menyangkut dimensi sosiologis. Harus diingat, kesatuan 
ma nusia tidak boleh direduksi hanya untuk kesatuan antar-
iman saja. Karena pada dasarnya kesatuan manusia yang se-
sungguhnya melintasi garis-garis keyakinan.153 Dengan kata 
lain, tauhid adalah sebuah refleksi terhadap Tuhan yang tidak 
terbagi untuk manusia yang juga tidak terbagi. Karena pada 
dasarnya tauhid itu sebuah pengakuan akan ke-Esa-an Tuhan 
dan Kesatuan ciptaan-Nya, maka praktik diskriminasi jelas 
bertentangan dengan spirit tauhid. Dengan tauhid hubung-
an antar manusia harus didasarkan keadilan.154

Terkait hukum kewarisan beda agama, Shahrur cen derung 
tidak membedakan antara muslim dengan non muslim. Bagi 
Shahrur155 hukum kewarisan merupakan hukum pendistri-
busian harta yang ditetapkan Allah bagi seluruh manusia, 
tanpa membedakan kepercayaan/keimanan. Dengan demiki-
an ahli waris non muslim juga bisa menerima harta pening-
gal an melalui mekanisme wasiat yang diberlakukan semasa 

152 Asghar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan, alih bahasa Hairus Salim 
dan Imam Baihaqi (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1993), hlm. 94.

153 M. Agus Nuryanto, Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, 
Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 42.

154 Ibid.
155 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, alih bahasa 

Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. ke- 1 (Yogyakarta: elSAQ Press, 
2004), hlm 415.
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pe waris masih hidup. Karena penentuan penerima harta pe-
ning galan merupakan hak prerogatif pewasiat.

Tidak berbeda dengan pemikir-pemikir kontemporer di 
atas, James Norman Dalrymple Anderson secara tegas juga me-
nolak larangan pewarisan beda agama dan diskriminasi terhadap 
non muslim. Menurutnya, penghalang untuk mene rima warisan 
karena perbedaan agama menimbulkan banyak kesulitan di 
wilayah-wilayah yang anggota keluarganya meng anut berbagai 
macam agama. Apabila seorang muslim meninggal dunia, dan 
hukum Islam diterapkan, semua sanak keluarga yang non muslim 
akan disisihkan dari ahli waris, sementara bila seorang non muslim 
meninggal dunia, dan hukum Islam diterapkan, sanak keluarganya 
yang muslim akan menerima warisan. Dalam kasus perpindahan 
agama, bila perpindahan agama itu dari Islam kepada, misalnya 
Kristen, orang yang berganti agama itu disisihkan dari ahli waris, 
se mentara bila peralihan agama itu kepada agama Islam, semua 
sanak keluarga yang tidak mengikutinya akan disisih kan dari 
ahli waris. Pelaksanaan hukum kewarisan yang demikian tidak 
adil dan sangat diskriminatif. Dalam segala seginya, ko munitas 
muslim atau keluarganya yang beragama Islamlah yang selalu 
diuntungkan.156 

Komentar menarik tentang hadis yang melarang hak 
seorang muslim dan non muslim untuk saling mewarisi di-
kemukakan oleh Muḥammad ibn Abī Bakr, sebagaimana 
dikutip oleh Hamka Haq. Menurutnya, satu hal yang perlu di-
tegaskan adalah bahwa hadis tersebut bersifat historis, bukan 
sebagai ajaran normatif Islam. Hal ini didasarkan pada lapor-
an historis tentang pembagian harta warisan Abū Ṭālib, paman 
Rasullulah saw., yang meninggal dunia dengan mening-
galkan empat anak laki-laki. Karena Abū Ṭālib tetap tidak 
masuk Islam dan tidak ikut hijrah ke Madinah, secara otomatis, 

156 James Norman Dalrymple Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, 
alih bahasa Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 85.
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harta warisannya jatuh ke dalam penguasaan anak-anak nya 
yang tinggal bersamanya di Makah yakni ‘Uqail dan Ṭālib, 
kedua anak Abū Ṭālib yang musyrik dan tidak ikut hijrah ke 
Madinah. Sementara itu, ‘Alī dan Ja‘far, kedua anak Abū Ṭālib 
yang muslim dan ikut hijrah ke Madinah, tidak memperoleh 
bagian harta warisan. Sepuluh tahun kemudian, Rasullulah 
berkunjung ke Makah.157 Ia ditanya oleh seorang sahabat di 
mana mereka akan menginap. Mendengar pernyataan itu, 
sambil seolah-olah mengeluh, Rasulullah menjawab bahwa 
kediaman itu masih ada seandainya ‘Uqail dan Ṭālib (dua 
anak Abū Ṭālib yang mewarisi harta Abū Ṭālib) menyerah-
kan se suatu untuk keluarga Nabi (‘Alī ibn Abī Ṭālib) untuk 
ditempati. Namun semuanya sudah terlanjur habis dibagi se-
cara jahilliyah oleh keduanya.158 

Secara tersirat, riwayat tersebut menunjukkan bahwa 
Rasulullah saw. menghendaki berlakunya hak saling mewarisi 
antara muslim dan non muslim. Pendapat inilah yang diikuti 
oleh Mu‘āż ibn Jabal, Mu‘āwiyah ibn Abī Sufyān, Muḥammad 
ibn ‘Alī ibn Ḥusain dan Sa‘īd ibn Musayyab.159 Selain itu, se-
bagian ulama berpendapat bahwa hadis yang menyatakan 
antara muslim dengan non muslim tidak dapat saling me-
warisi sebenarnya tidak diucapkan oleh Rasulullah, tetapi di-
ucapkan oleh ‘Umar ibn Khaṭṭab.160

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak memberi hak 
saling mewarisi antara muslim dengan non muslim tidak 
me  miliki kekuatan hukum yang mengikat. Penjelasan logis 
dapat dikemukakan jika pendapat di atas dipegangi, maka 

157 Sebagian perawi menyatakan peristiwa tersebut terjadi pada saat Haji 
Wada’, dan sebagian lain menyatakan saat peristiwa Fatḥ Makkah. Hamka 
Haq, Syari‘at Islam, Wacana dan Penerapannya, cet. ke-1 (Ujung Pandang: 
Yayasan al-Ahkam, 1422 H/2001), hlm. 264.

158 Ibid.
159 Fatchur Rahman, Ilmu Waris., hlm. 99.
160 Hamka Haq, Syari‘at., hlm. 264.
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akan terjadi kerugian di kedua belah pihak: muslim dan non 
muslim. Seorang ahli waris non muslim akan terhalang men-
da patkan hak warisnya dari pewaris yang beragama Islam. 
Begitu pula, hal yang sama terjadi ketika terdapat seorang ahli 
waris muslim ditinggalkan oleh pewarisnya yang non muslim. 
Keduanya sama-sama dirugikan.161

Mensikapi perbedaan pendapat di atas, maka perlu di-
lakukan upaya mengumpulkan dan mengkompromikan kedua 
pendapat yang secara lahir berlawanan tersebut (al-jam‘u wa 
at-taufīq) dengan mengalihkan makna setiap pendapat ke pada 
makna lain sehingga tidak terdapat perlawanan. Dalam cara 
demikian, kedua pendapat yang berbeda diberlakukan semua.

Untuk mengumpulkan dan mengkompromikan kedua 
pendapat tersebut dapat ditempuh dengan tetap member-
lakukan hadis Nabi saw. dari Usāmah bin Zaid yang melarang 
pewarisan antara muslim dengan non muslim. Sedangkan 
bagi ahli waris non muslim yang tidak mendapat bagian harta 
warisan dari pewaris muslim, kepadanya diberi bagian bukan 
dengan jalan pewarisan, namun dengan wasiat wajibah. Cara 
terakhir ini tidak mensyaratkan seagama, yakni Islam, bagi pe-
wasiat dan penerima wasiat untuk pelaksanaannya. 

Mempelajari produk pemikiran ulama dan langkah ijti-
had nya menjadi penting karena merupakan upaya konstruk tif 
dalam memahami produk pemikiran dan pola yang diguna-
kannya. Perlunya memelihara produk pemikiran ulama dan 
langkah ijtihadnya kemudian mengembangkannya dimak-
sudkan agar ditemukan formula baru yang lebih baik sehingga 
kemaslahatan manusia senantiasa terjaga. Dalam kaidah fiqh 
dinyatakan:162  ِالِحِ واَْلَأخْذُ بِاْلَجدِيْدِ الْأَصْلَح  Menjaga ألَْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيِْ الصَّ
pola lama yang baik dan mengambil pola baru yang lebih baik. 

161 Ibid.
162 H. A. Jazuli, Kaidah-kaidah Fikih, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), hlm. 110. 
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A.  Wasiat

1.     Pengertian , Dasar Hukum 
Wasiat (Arab: al-waṣiyyah) secara etimologis berasal dari 

kata waṣā yang berarti menyampaikan dan menyambung kan, 
artinya pewasiat menyambungkan kebaikan dunianya dengan 
kebaikan akhiratnya.1 Dalam Al-Qur’an, kata waṣiyyah dan yang 
seakar dengannya memiliki beberapa arti, di antaranya me-
ne tapkan,2 memerintahkan3 dan mensyariatkan.4 Secara rinci 
kata waṣiyyah dengan berbagai turunannya dalam Al-Qur’an 
muncul sebanyak 28 kali.5

Secara terminologis, KHI mendefinisikan wasiat sebagai 
pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau 
lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.6 
Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 7 Tahun 1946 mem beri-
kan batasan, wasiat adalah tindakan seseorang terhadap harta 

1 Zain ad-Dīn Ibn ‘Abd al-‘Azīz, Fatḥ al-Mu‘īn, alih bahasa Ali As‘ad 
(Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 393.

2 Al-An‘ām (6): 144.
3 Luqmān (31): 14 dan Maryam (19): 31.
4 An-Nisā’ (4): 12.
5 Muḥammad Fuād ‘Abd al-Bāqī, Mu’jam al-Mufahras li al-Fāẓ al-Qur’ān 

al-Karīm (Beirut : Dār al-Fikr, 1981), hlm. 752.
6 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f). 
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peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan setelah 
meninggal dunia.7 Ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan 
penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak 
lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu 
berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.8 Tidak jauh ber-
beda, wasiat menurut Muhammad Jawad Mugniyyah adalah 
memberikan pemilikan atau memberikan manfaat yang pe-
lak sanaannya disandarkan atas waktu setelah pewasiat me-
ninggal dunia dengan jalan suka rela dan mengharap pahala 
dari Allah swt. semata.9 Sedangkan As-Sayyid Sābiq dalam 
karyanya mendefinisikan wasiat sebagai pemberian sese-
orang kepada orang lain, berupa benda atau manfaat agar si 
pe nerima wasiat memiliki pemberian itu setelah si pewasiat 
me ninggal dunia.10

Dari beberapa definisi dan pendapat di atas dapatlah di-
ambil suatu kesimpulan, wasiat adalah suatu akad yang di-
buat seseorang di masa hidupnya untuk memberikan harta 
ke ka yaannya atau manfaat sesuatu benda kepada orang lain 
atau lembaga yang pelaksanaannya disandarkan pada waktu 
setelah kematiannya serta dilakukan secara suka rela se mata-
mata mengharap pahala dari Allah swt.

KUH Perdata mendefinisikan wasiat sebagai suatu per-
nyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan ter-
jadi setelah ia meninggal dunia. Pada asasnya suatu per nyataan 
kemauan terakhir itu adalah keluar dari satu pihak saja, dan 
setiap saat dapat dicabut kembali oleh yang membuatnya.11 

7 Ahmad Azhar Basyir, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat menurut Islam 
(Jakarta: PT Al-Ma’arif, 1972), hlm. 30.

8 Abdul Aziz Dahlan, ed. Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar 
Baru van Hoeve, 1996), VI: 1926.

9 Muḥammad Jawad Mugniyah, Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah alā Mażāhib al-
Arba‘ah (Beirut: Dār al-‘Ilm, 1964), 178.

10 As-Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah (Kairo: Maktabah Dār at-Turāṡ, t.t.), 
III: 414.

11 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. ke-19 (Jakarta: Pradnya 
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Ketentuan tersebut memiliki kesamaan dengan wasiat dalam 
hukum Islam, yakni berlakunya kehendak itu setelah pe-
wasiat meninggal dunia dan kebolehan untuk mencabut kem-
bali wasiat ketika pewasiat masih hidup, karena sifat akad 
wasiat tidak mengikat. Artinya pewasiat boleh membatal-
kan wasiatnya selagi ia masih hidup, kapan saja ia mau, baik 
membatalkan seluruh wasiat atau sebagiannya, apakah pem-
batalan itu dilakukan ketika pewasiat masih sehat atau dalam 
keadaan sakit.12 

Memperhatikan definisi wasiat di atas, terdapat perbeda-
an antara wasiat dengan cara pemilikan harta lainnya seperti 
jual beli dan sewa-menyewa, karena kepemilikan dalam dua 
bentuk akad yang disebutkan terakhir ini dapat berlaku se-
masa yang bersangkutan masih hidup. Sedangkan wasiat, se-
kali pun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih 
hidup, hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwa-
siat meninggal dunia. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak 
mem punyai efek apapun dari segi pemindahan hak milik ke-
pada orang yang diberi wasiat.13

Wasiat juga memiliki perbedaan dengan hibah.14 Dalam 
hibah pemilikan dari pemberian itu terjadi setelah selesai per-

Paramita, 1984), hlm. 106. Pasal 875 KUH Perdata menyatakan, surat wasiat 
atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang 
tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, 
dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

12 Abdul Aziz Dahlan., Ensiklopedi Hukum Islam., VI: 1927-1928. 
Kebolehan mencabut wasiat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata 
dan hukum Islam, berbeda dengan ketentuan KHI. Pada dasarnya wasiat 
dapat dicabut kembali apabila calon penerima wasiat belum menyatakan 
persetujuannya, atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian 
menarik kembali, sebagaimana diatur Pasal 199 ayat (1). Oleh karena itu 
apabila calon penerima wasiat telah menyatakan persetujuannya atau tidak 
menarik kembali persetujuannya, maka suatu wasiat tidak dapat dicabut. 

13 Wahbah az-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Beirut: Dār al-Fikr, 
1989), VIII: 8-9.

14 Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa 
imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki 
(Pasal 171 huruf (g) KHI). 
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nyataan hibah diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang 
menghibahkan, sedangkan dalam wasiat pemilikan itu baru 
terjadi setelah orang yang mewasiatkan meninggal dunia, 
bahkan jika orang yang menerima wasiat lebih dahulu me-
ninggal dunia dari orang yang berwasiat, maka wasiat itu 
menjadi batal, kecuali jika ada perjanjian bahwa ahli waris 
orang yang menerima wasiat boleh menerima wasiat itu. Hibah 
hanya berupa pemberian harta hak milik, sedangkan wasiat 
bentuk pemberiannya lebih luas dari itu, boleh berupa hak 
milik, pembebasan hutang, manfaat dan sebagainya. Hibah 
tidak dapat dibatalkan, sedang wasiat dapat dibatalkan bila 
orang yang menerima wasiat lebih dahulu meninggal dari 
orang yang berwasiat.15 

Sebagai bagian dari hak-hak yang berkaitan dengan harta 
peninggalan (ḥuqūq at-tirkah), ulama sepakat bahwa wasiat yang 
mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut 
harta yang akan ditinggalkannya, pelaksanaannya dilakukan 
setelah diselesaikan perawatan jenazah dan melunasi hutang-
nya. Seandainya harta peninggalan pewaris masih tersisa, jika 
ia berwasiat, maka pelaksanaannya didahulukan daripada 
hak ahli waris.16 

Berkaitan dengan ḥuqūq at-tirkah yang pelaksanaannya di-
lakukan ahli waris, KHI menyatakan, kewajiban ahli waris 
ter hadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sam-
pai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-
hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban 

15 Zakiah Darajat, dkk, Ilmu Fiqh, cet. ke-2 (Jakarta: Proyek Pembinaan 
Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal 
Pem binaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama,1986), hlm. 181.

16 Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan 
jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat si mati merupakan 
tindakan pemurnian harta peninggalan menjadi harta warisan. Selanjutnya 
harta warisan inilah yang menjadi hak ahli waris. Abdul Ghofur Anshori, 
Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksisitensi dan Adabtabilitas, cet. ke-1 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 22-23. 
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pewaris maupun menagih piutang, menyelesaikan wasiat pe-
waris dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang 
berhak.17

Wasiat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam syari‘at 
Islam. Dalil-dalil yang berkaitan dengan wasiat tersebut antara 
lain, perintah untuk berwasiat yang secara lahir ditujukan ke-
pada orang-orang yang bertaqwa bila kedatangan tanda-tanda 
kematian (maradd al-maut).18 Allah swt. berfirman: 19

 Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, ber-
wasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma>ruf, (ini 
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

Secara lahir, ayat di atas memerintahkan kepada umat 
Islam yang bertaqwa untuk berwasiat kepada ibu bapak dan 
karib kerabat. Perintah tersebut dimulai dengan lafad kutiba 
yang berarti diwajibkan.20 Namun, sebagian besar fukaha se-
pakat bahwa ayat ini di-nasakh ketika ayat-ayat Al-Qur’an 

17 KHI Pasal 175. Penjelasan lebih lanjut tentang kewajiban-kewajiban ahli 
waris terhadap pewaris dapat dibaca, misalnya, Amir Syarifuddin, Hukum 
Kewarisan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 278-303. 

18 Maradd al-maut dapat berlangsung setahun sebelum kematian, dan 
di hitung sejak kondisi yang menyebabkan kematian mulai terasa. John L. 
Esposito, Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern (Bandung: Mizan, 2000), V: 
155-156.

19 Al-Baqarah (2): 180. 
20 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Bumi 

Restu, t.t.), hlm. 44. Dalam Al-Qur’an, lafad tersebut juga ditemukan dalam 
Al-Baqarah (2): 178, 183, 216, 246, Ali ‘Imrān (3): 154, An-Nisā’ (4): 77, 127, 
At-Taubah (9): 120-121 dan Al-Ḥajj (22): 4. Lafad ini biasa diterjemahkan 
diwajibkan, ditetapkan dan dituliskan. Muhammad Fuād, Mu’jam., hlm. 
592.
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yang mengatur kewarisan diturunkan.21 Sebagian ulama lain 
mengajukan argumen yang lebih kuat bahwa ayat tentang 
wasiat tersebut sesungguhnya hanya dihapus sebagian saja, 
yaitu hanya yang bersangkutan dengan kerabat dekat yang 
telah menjadi ahl-farā’iḍ yaitu orang-orang yang menerima 
bagian tertentu dalam pembagian warisan.22 

Ayat selanjutnya berisi larangan merubah wasiat yang di-
tujukan kepada orang-orang yang mengetahui adanya wasiat:23

 Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia men-
dengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang 
yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi 
Maha mengetahui.

Di bagian lain, Al-Qur’an menegaskan untuk menda-
hu lukan pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat sebelum 
melaksanakan pembagian warisan:24

......

21 Ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur kewarisan, antara lain, An-Nisā’ 
(4): 11 dan 12.

22 Orang-orang yang berhak menerima bagian tertentu dalam pembagian 
warisan (asḥāb al-furūḍ) berjumlah dua belas orang; empat orang laki-laki dan 
delapan orang perempuan. Mereka adalah anak perempuan, cucu perem-
puan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, Ibu, nenek, bapak, kakek, 
saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara 
perempuan seibu, saudara laki seibu, suami dan isteri. Hasbi Ash-Shiddieqy, 
Fiqhul, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 74-75.

23 Al-Baqarah (2): 181.
24 An-Nisā’ (4): 11.
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 ...(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...
Ayat di atas –yang diulang dengan isi yang sama pada 

ayat 12―menunjukkan bahwa kata dain disebutkan setelah kata 
waṣiyyah. Para ulama memahami bahwa kata au yang secara 
harfiah berarti atau berlaku sebagai tafsīl (runcian) bukan tartīb 
(urutan). Dengan demikian, didahulukannya kata waṣiyyah 
daripada kata dain adalah untuk memberi motivasi agar orang 
yang akan meninggal dunia hendaknya melakukan wasiat atas 
sebagian hartanya. Untuk itu, pelunasan hutang hendaknya 
didahulukan daripada pelaksanaan wasiat.25 

Nabi saw. sendiri telah mempraktikkan pelunasan hutang 
didahulukan daripada pelaksanaan wasiat sebagaimana di-
jelaskan dalam hadisnya:26

تُمْ تُقِرُّونَ  بْلَ الْوَصِيَّةِ وأَنَـْ يْنِ قـَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّ
يْنِ  بْلَ الدَّ الْوَصِيَّةَ قـَ

 Bahwasanya Nabi saw. lebih mendahulukan pembayaran hutang, 
sebelum pelaksanaan wasiat, sementara kalian lebih mendahulu-
kan wasiat daripada pembayaran hutang.

Hikmah mendahulukan pelunasan hutang daripada pe-
laksanaan wasiat adalah bahwa hutang tetap menjadi beban 
peminjam, baik sebelum maupun sesudah mati. Seorang pe-
minjam masih dituntut oleh orang lain yaitu pemberi pijaman. 
Tuntutan tersebut berlaku juga kepada ahli warisnya sehingga 
hutang-hutangnya dilunasi. Lain hanya dengan wasiat yang 
merupakan kebaikan semata, yang tidak ada sangkut paut nya 

25 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Per-
sada, 2002), hlm. 49-50.

26 Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsa ibn Saurah ibn Mūsā ibn ad-Dahhāk as-
Sulami al-Būgī at-Tirmīżī, Sunan at-Tirmīżī “Bāb Mā Jā a fī al-Ḥaṡi ‘alā al-
Waṣiyyah” (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), IV: 272-273.
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dengan pihak ketiga yang menuntut hak. Namun demikian 
agar orang tidak melalaikan wasiat dan tidak menjadi kikir 
untuk memenuhinya, maka Allah swt. mendahulukan wasiat 
dalam menyebutnya agar menjadi perhatian. 

Dalil lain berkaitan dengan wasiat adalah perintah untuk 
mendatangkan dua orang saksi, sehingga kesaksian menjadi 
sesuatu yang sangat penting dalam berwasiat.27

 Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu meng-
hadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah 
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, 
atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam 
perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu 
tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu 
mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-
ragu: «(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini 
harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia 
karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksi-
an Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk 
orang-orang yang berdosa».

Ayat tersebut secara langsung menegaskan perlunya dua 
orang saksi ketika hendak berwasiat. Selanjutnya ketentuan 
saksi tersebut tidak dibatasi oleh akidah. Dalam hal ada ke-

27 Al-Māidah (5): 106.
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ragu an kepada kedua orang saksi yang diketahui melakukan 
kecurangan dalam persaksian yang diketahui setelah melaku-
kan sumpah, maka dua orang ahli waris dari pewasiat boleh 
menggantikan posisi sebagai saksi.28 Lebih lanjut untuk mem-
perkuat kesaksian tersebut diperbolehkan untuk meng ambil 
sumpah.29

Apabila memang terbukti bahwa seseorang telah mem-
buat wasiat, maka wasiat yang dibuat harus dilaksanakan. 
Ke  tentuannya maksimal sepertiga dari harta peninggalan se-
telah dikurangi untuk pembiayaan perawatan jenazah dan 
mem bayar hutang. Hadis riwayat Muslim dari Sa‘ad ibn Abī 
Waqqāṣ menyatakan:30 

نَتِ أَفَأُوصِي بِاَلِ كُلِّهِ  اَ يَرثُِنِ ابـْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِ مَالًا كَثِياً وَإِنَّ
لُثُ قَالَ  يِْ قَالَ لَا قَالَ فَالنِّصْفُ قَالَ لَا قَالَ فَالثـُّ لُثـَ قَالَ لَا قَالَ فَبِالثـُّ
فَقَتَكَ عَلَى  تَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نـَ لُثُ كَثِيٌ إِنَّ صَدَقـَ لُثُ واَلثـُّ الثـُّ
عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرأَتَُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإنَِّكَ أَنْ تَدعََ 

تَكَفَّفُونَ النَّاسَ رٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يـَ أَهْلَكَ بَِيٍْ أَوْ قَالَ بِعَيْشٍ خَيـْ
 Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki harta yang banyak, 

dan hanya puteriku satu-satunya yang menjadi ahli warisku, bagai-
mana jika saya mewasiatkan seluruh hartaku?» Beliau men jawab: 
«Jangan.» Sa>ad bertanya lagi, «Bagaimana jika dua pertiga nya?» 
Beliau menjawab: «Jangan.» Sa>ad bertanya lagi, «Bagai mana jika 
setengahnya?» Beliau menjawab: «Jangan.» Sa>ad berkata lagi, 
«Bagai mana jika sepertiganya?» Beliau menjawab: «Sepertiga, 
sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya harta yang kamu sedekah-

28 Al-Māidah (5): 107.
29 Al-Māidah (5): 108.
30 Muslim, Ṡaḥīḥ Muslim “Kitāb al-Waṣiyyah” “Bāb al-Waṣiyyat bi as-

Ṡuluṡ” (ttp.: al-Qanā‘ah, t.t.), II: 11.
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kan pasti akan mendapatkan pahala, sekalipun yang kamu belanja-
kan untuk keluargamu dan yang dimakan isterimu. Jika kamu 
tinggal kan keluargamu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada 
kamu tinggalkan mereka meminta-minta kepada orang banyak 
dengan menadahkan tangannya.
Ketentuan lain berkaitan dengan wasiat adalah larang-

an berwasiat kepada ahli waris yang mendapatkan bagian 
warisan:31

إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِواَرِثٍ
 Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang 

me miliki hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.
 

Di samping Al-Qur’an dan hadis di atas, menurut Fatchur 
Rahman,32 sumber hukum wasiat adalah logika, bahwa me-
nurut tabiatnya manusia selalu bercita-cita supaya amal per-
buatannya di dunia diakhiri dengan amal-amal kebajikan untuk 
menambah amal kebajikan yang telah dimilikinya atau untuk 
mengurangi kejelekan-kejelekan amal perbuatannya sewaktu 
ia masih hidup. Untuk menambah amal kebajikan yang telah 
ada dan menutupi kekurangsempurnaan amal tersebut, tidak 
ada jalan lain kecuali wasiat.

Wasiat itu disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan orang 
lain, sehingga kalau kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui wa-
siat maka logis sekiranya wasiat itu disyariatkan. Karena di 
dalam wasiat terdapat unsur pemindahan hak milik dari se-
se orang kepada orang lain, sebagaimana dalam pewarisan, 
maka sudah selayaknya wasiat itu diperkenankan juga. Hanya 
saja pemindahan hak milik dalam wasiat itu terbatas sepertiga 

31 Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, “Kitab Waṣaya” “Bāb Mā Jā a fī al-
Waṣiyyati li al-Wāriṡ” (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 13. Hadis riwayat Abū 
Dāwud dari Abū Umāmah.

32 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981), 
hlm. 51-52.
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harta peninggalan agar tidak merugikan para ahli waris.
Menurut As-Sayyid Sābiq, pensyariatan wasiat bagi umat 

Islam tidak lepas dari tujuan wakaf dalam Islam, yakni wasiat 
merupakan salah satu amal yang dilakukan oleh seseorang 
untuk mendekatkan diri kepada Allah (qurbān) di akhir hayat-
nya agar kebaikannya bertambah atau untuk menutupi ke-
kurangan-kekurangan amal yang telah dilakukan. Wasiat juga 
sebagai amal baik seseorang kepada orang lain sekaligus me-
mupuk rasa kasih sayang antar sesama.33

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, landasan hukum 
wasiat adalah Al-Qur’an, hadis dan logika. Dari landasan 
hukum tersebut, jumhur ulama menyatakan bahwa hukum 
ber wasiat kepada kedua orangtua dan karib kerabat yang ber-
hak mewarisi, bagi orang yang akan meninggal dunia dengan 
meninggalkan harta peninggalan, tidak wajib. De mikian juga 
berwasiat kepada kedua orangtua dan karib ke rabat yang tidak 
berhak mewarisi hukumnya tidak wajib. Mereka sepakat 
bahwa lafad kutiba dalam surat Al-Baqarah (2): 180 di atas pada 
dasarnya menyatakan wajib, namun arti tersebut tidak di-
pegangi karena ada beberapa qarīnah yaitu: pertama, ayat-ayat 
tentang kewarisan telah memberikan hak tertentu kepada 
orangtua dan anggota kerabat lainnya; kedua, adanya hadis 
yang menyatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, 
dan ketiga, kenyataan sejarah bahwa Rasulullah saw. dan ke-
banyakan sahabat tidak melakukan wasiat untuk anggota 
ke luarganya.34 Selain itu, mereka juga mengajukan alasan, 
andai kata wasiat diwajibkan niscaya Nabi Muhammad saw. 

33 As-Sayyid Sābiq , Fiqh Sunnah., III: 416.
34 Sebagian ulama lain berpendapat, hukum yang terambil dari Al-

Baqarah (2): 180 hanyalah berhubungan dengan ibu bapak dan kerabat yang 
mewarisi. Adapun terhadap ibu bapak dan kerabat yang tidak mewarisi 
karena halangan syarak, wasiat hukumnya wajib. Al Yasa Abubakar, Ahli 
Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan 
Penalaran Fikih Mazhab (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 191.
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men jelaskannya. Nabi tidak pernah menjelaskannya, bahkan 
menjelang wafat, beliau tidak mewasiatkan sedikitpun tentang 
harta peninggalannya. Kebanyakan sahabat Nabi juga tidak 
berwasiat.35

Dengan demikian, realisasi pelaksanaan wasiat, karena 
hukumnya tidak wajib, didasarkan kepada tindakan orang 
yang meninggal. Apabila yang meninggal berwasiat, maka 
harus dilaksanakan wasiatnya. Tetapi apabila yang meninggal 
itu tidak berwasiat, maka tidak perlu dilaksanakan wasiat. 

Hukum wasiat sebagaimana diuraikan di atas adalah 
hukum dasar, yang jika wasiat tersebut dihubungkan dengan 
keadaan tertentu yang mempengaruhinya tidak terlepas dari 
ketentuan hukum wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.36 
Oleh karena itu, hukumnya tidak sama bagi tiap-tiap orang, 
disesuaikan dengan keadaan orang yang berwasiat dan orang 
atau lembaga yang akan menerima wasiat. 

Wasiat dihukumi wajib bagi setiap orang yang merasa 
dalam hartanya terdapat hak orang lain atau hak sesuatu yang 
lain. Hak orang lain atau sesuatu yang lain itu dirasakan ada 
karena ada sesuatu kewajiban yang belum ditunaikan, atau 
jasa seseorang yang diberikan tanpa pamrih di waktu berusaha 
atau dalam usaha mengatasi hidup dan kehidupannya dan 
sebagainya. Jika tidak dilakukan wasiat, hak orang lain itu akan 
terlantarkan atau akan dirasakan sebagai hutang yang belum 
terbayar di dunia maupun di akhirat. Misalnya, kewa jiban yang 
belum ditunaikan seperti zakat yang belum dikeluar kan atau 
kafarat yang belum dibayar atau harta orang lain yang dirasa 
tercampur dengan harta sendiri atau jasa orang lain yang belum 
diberikan kompensasi dan sebagainya. Ke wajiban-kewajiban 
tersebut bersifat ta‘abbudi dan bukan qaḍā’i, maksudnya orang 

35 Fatchur Rahman, Ilmu Waris., hlm. 55-56. 
36 Zakiah Darajat, dkk, Ilmu Fiqh., hlm. 187-189
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tersebut akan berdosa jika tidak mengerjakannya, namun 
pengadilan atau keluarga yang masih hidup tidak mempunyai 
hak untuk “memaksakan” pelaksanaannya seandainya tidak 
diucapkan.37 Selanjutnya wasiat dihukumi sunnah bila wasiat 
tersebut ditujukan kepada orang yang tidak menerima warisan 
atau untuk motif sosial, seperti wasiat untuk fakir miskin dan 
anak yatim. 

Hukum wasiat menjadi haram bila wasiat itu menimbul-
kan kemudaratan terhadap pihak lain, seperti berwasiat ke-
pada ahli waris yang mendapat warisan atau berwasiat lebih 
dari sepertiga. Termasuk wasiat yang dihukumi haram adalah 
wasiat yang berhubungan dengan perbuatan maksiat. Wasiat 
dihukumi makruh bila orang yang berwasiat itu mempunyai 
harta sedikit, sedangkan ahli warisnya memerlukan harta itu. 
Hukum berwasiat menjadi mubah bagi orang kaya. Harta-
nya cukup untuk ahli warisnya dan cukup pula untuk wasiat 
kepada orang lain. Bahkan orang kaya itu sunat hukumnya 
bila ia berwasiat menggunakan hartanya untuk menegakkan 
agama Allah.

Menurut Ahmad Rofiq, kehadiran sistem wasiat dalam 
hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal ke-
ricuhan dalam keluarga. Karena ada di antara anggota ke luarga 
yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan 
warisan. Padahal ia telah cukup berjasa dalam peng adaan harta 
itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang 
kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya. Dengan 
ada nya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam, keke-
cewaan itu dapat diatasi.38

Bertolak dari uraian di atas, adanya sistem wasiat dalam 
Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menempuh jalan 
tengah, yakni memberikan kebebasan untuk memindahkan 

37 Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah., hlm. 190-191. 
38 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, hlm. 184.
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harta benda yang dimiliki kepada siapa yang dikehendaki 
yang menurut pertimbangannya lebih memerlukan harta ter-
sebut. Cara ini sebagaimana sistem individualisme namun 
tidak semutlak sistem individualisme yang memandang harta 
se bagai hak mutlak sehingga boleh digunakan dan diberikan 
kepada siapapun semaunya. Selain itu, dalam Islam juga tidak 
seperti sistem komunisme yang tidak mengakui adanya hak 
milik perseorangan dan secara langsung tidak mengakui ada-
nya sistem kewarisan.

2.  Rukun, Syarat dan Besaran
Di kalangan fukaha terjadi perbedaan pendapat dalam 

menentukan rukun wasiat. Mazhab Hanafi menyatakan 
bahwa rukun wasiat hanya satu, yaitu ijab.39 Menurut mereka, 
wasiat adalah akad40 yang mengikat hanya bagi pihak yang 
ber  wasiat, sedangkan bagi pihak penerima wasiat, akad itu 
tidak bersifat mengikat. Mereka menyamakan antara hak 
yang akan diterima melalui warisan dengan hak yang akan 
diterima melalui wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik 
harta meninggal dunia. Oleh sebab itu kabul41 tidak diperlu-
kan sebagaimana yang berlaku dalam hak waris.42 

Jumhur fukaha menyatakan rukun wasiat terdiri atas: (1) 
al-mūṣī (orang yang berwasiat), (2) al-mūṣā lah (yang menerima 
wasiat), (3) al-mūṣā bih (harta yang diwasiatkan), dan (4) ṣīgah 

39 Pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta.
40 Sifat akad wasiat, ulama fikih menyatakan, apabila wasiat telah me-

menuhi rukun dan syaratnya, wasiat itu sah dan harus dilaksanakan, 
terhitung sejak wafatnya al-mūṣī. Namun demikian, mereka juga sepakat 
bahwa akad wasiat itu sifatnya tidak mengikat, artinya al-mūṣī boleh mem-
batalkan wasiatnya itu selagi ia masih hidup, kapan saja ia mau, baik 
membatalkan sebagian atau seluruhnya, baik dalam keadaan sehat maupun 
sakit. Hal ini didasarkan pendapat ‘Umar ibn Khaṭṭab yang menyatakan, 
“Seseorang boleh membatalkan atau mengubah wasiatnya”. Abdul Aziz 
Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam., VI: 1929-1930.

41 Pernyataan penerimaan wasiat dari orang yang akan menerima harta.
42 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam., VI: 1927.
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(lafal ijab kabul).43

Sesuai dengan rukun wasiat di atas maka fukaha mene-
tapkan syarat-syarat wasiat.44 Bagi orang yang berwasiat (al-
mūṣī) disyaratkan harus mempunyai kesanggupan melepas kan 
hak miliknya kepada orang lain (tabarru‘). Fukaha mene-
tapakan bahwa orang yang mempunyai tabarru‘ itu tanda-
tandanya ialah baligh, berakal, dapat menentukan sesuatu se-
suai dengan kehendaknya, sadar atas semua tindakan yang 
akan dilakukannya dan tidak berada di bawah perwalian. Oleh 
sebab itu, wasiat yang dibuat oleh orang yang tidak mem-
punyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang 
lain, wasiatnya tidak sah karena wasiat itu merupakan akad 
pemindahan harta secara suka rela tanpa imbalan. Orang 
yang berwasiat juga tidak mempunyai hutang yang jumlahnya 
se banyak harta yang akan ditinggalkannya, karena wasiat baru 
bisa dilaksanakan apabila seluruh hutang orang yang ber wasiat 
itu telah dibayarkan. Apabila hutang orang yang berwasiat 
meliputi seluruh harta yang ditinggalkan, maka wasiat yang 
dia buat tidak ada gunanya, karena hartanya habis untuk 
mem  bayar hutang. Syarat lainnya adalah bahwa wasiat itu 
di laku kan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab itu, orang 
yang dipaksa untuk berwasiat atau tersalah dan tidak sengaja 
dalam berwasiat, maka wasiatnya tidak sah.

Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan fukaha 
di atas, menurut Zakiah Darajat, terasa ada kekurangan, ter-
utama syarat baligh sehingga berkemampuan melepaskan 
suatu hak milik yang berharga kepada orang lain. Seseorang 
di katakan baligh bila ia telah bermimpi dan keluar mani 
yang biasanya berumur 14-15 tahun bagi laki-laki dan 12-13 

43 ImāmTaqy ad-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥusaini, Kifāyah al-
Akhyār, alih bahasa Muhamad Rifa’i, dkk. (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 
264. 

44 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam., VI: 1927-1928.
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tahun bagi perempuan dengan datangnya menstruasi. Pada 
umumnya orang yang demikian, baik laki-laki maupun pe-
rem puan, belum mempunyai kemampuan yang sempurna. 
Karena itu diperlukan syarat lain, yaitu rasyīd. Seorang dikata-
kan rasyīd bila telah dewasa jasmaniah dan rohaniah, telah 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah 
maupun kepada manusia. Biasanya seseorang dikatakan rasyīd 
apabila ia telah berumur sekurang-kurangnya 18-23 tahun. 
Karena itu, umur antara 18–23 tahun dapat ditetapkan se-
bagai umur permulaan seseorang dikatakan rasyīd. 45

Selanjutnya, jika diperhatikan perkataan khairan yang ter-
dapat dalam ayat 180 surat Al-Baqarah di atas, makna khairan 
dapat mengandung pengertian harta yang banyak dan dapat 
pula harta yang sedikit. Dengan pengertian itu diharapkan 
agar seseorang yang akan berwasiat hendaklah memikirkan 
lebih dahulu akan manfaat dan mudarat wasiatnya itu, apa-
kah akan terabaikan tanggung jawabnya kepada ahli waris atau 
tidak, selain memperhatikan hutang dan kewajiban moral yang 
harus dilaksanakannya terhadap orang yang akan me ne rima 
wasiat.46

Penerima wasiat (al-mūṣā lah), baik wasiat itu ditujukan 
kepada kepentingan umum seperti lembaga keagamaan atau 
kemasyarakatan maupun ditujukan kepada pribadi tertentu 
dipersyaratkan bahwa lembaga atau pribadi tersebut harus 
benar-benar ada, identitasnya jelas, orang atau lembaga di-
maksud cakap menerima hak milik. Selain itu, penerima wasiat 
itu bukan orang yang membunuh pemberi wasiat, jika yang 
disebut terakhir ini wafatnya karena terbunuh, 47 penerima 

45 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh., hlm. 191-193. 
46 Ibid.
47 Penerima wasiat tidak pernah membunuh orang yang berwasiat ke-

padanya, kecuali pembunuhan yang dibenarkan ajaran Islam atau pem-
bunuh itu dinyatakan tidak bersalah oleh ajaran Islam. Atau penerima 
wasiat tidak sengaja membunuh orang yang berwasiat kepadanya, karena 
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wasiat itu bukan kafir ḥarbi (kafir yang memusuhi Islam) dan 
wasiat itu tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugi kan 
umat Islam atau sesuatu maksiat. Misalnya memberi wasiat 
kepada orang fasik untuk menyebarluaskan kefasikannya 
atau berwasiat untuk mendirikan sebuah ruangan yang akan 
digunakan untuk berjudi, tari-tarian yang dilarang oleh agama.48 
Zakiah Darajat menambahkan, tidak disyaratkan antara orang 
yang memberi wasiat dengan penerimanya sama-sama ber-
agama Islam, boleh berwasiat antarorang yang berlainan 
agama 49

Di samping syarat-syarat di atas, orang yang mene rima 
wasiat itu bukanlah salah seorang yang berhak menerima 
warisan dari orang yang berwasiat, berdasarkan hadis lā 
waṣiyyata li wāriṡin. Seseorang dipandang sebagai ahli waris, 
apabila ia termasuk ahli waris pada saat orang yang ber wasiat 
meninggal dunia. Misalnya seorang mewasiatkan harta nya 
kepada saudara laki-laki, padahal waktu itu pewasiat mem-
punyai anak laki-laki dan perempuan. Pada waktu pe  wasiat 
meninggal dunia, sebelumnya anak-anaknya me ninggal dunia 
terlebih dahulu, sehingga satu-satunya ahli waris nya hanya-
lah saudara laki-lakinya itu. Dalam keadaan de mikian, maka 
wasiat yang diberikan kepada saudaranya itu men jadi batal, 
karena ia telah menjadi ahli waris.50 

Larangan memberikan wasiat kepada ahli waris yang telah 
ditentukan bagiannya dimaksudkan agar tidak ada kesan 
bahwa wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang antara 
sesama ahli waris yang berpotensi menimbulkan perselisihan 

tujuannya menembak seekor rusa tetapi mengenai orang yang berwasiat 
kepadanya dan meninggal dunia. Hukum pembunuhan terhadap orang 
yang berwasiat oleh penerima wasiat ini dikiaskan dengan pembunuhan 
oleh ahli waris kepada pewarisnya. Ibid., hlm. 194-195.

48 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam., VI: 1927.
49 Zakiah Darajat., llmu Fiqh., hlm. 195.
50 Ibid., hlm. 193-194.



118 Dr. riyanta, M. HuM

antar mereka. Oleh karena itu untuk menghindari perselisih-
an keluarga ini, seseorang tidak boleh berwasiat kepada ahli 
warisnya yang mendapat bagian warisan, kecuali disetujui 
oleh semua ahli warisnya. Izin ahli waris lainnya diperlukan 
karena harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat meru-
pakan hak mereka bersama yang harus dibagi sesuai dengan 
ketentuan syarak. Apabila mereka rela hak mereka dikurangi 
sesuai dengan jumlah wasiat al-mūṣī, maka wasiat dapat di-
laksanakan. Izin ahli waris itu harus bersumber dari ahli waris 
yang telah cakap bertindak hukum, yaitu baligh dan berakal 
serta mengetahui adanya wasiat tersebut. Oleh sebab itu izin 
atau kebolehan wasiat dari ahli waris yang belum atau tidak 
cakap bertindak hukum, tidak sah. Izin ahli waris juga harus 
dinyatakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia, 
sebab sebelum pewasiat meninggal dunia, orang yang mem-
beri izin itu belum mempunyai hak, sehingga izinnya tidak 
menjadi pegangan. Oleh sebab itu, izin ahli waris pada saat pe-
wasiat masih hidup tidak sah karena ada kemungkinan bahwa 
izin mereka bersifat semu demi menjaga perasaan orang yang 
berwasiat.51

Syarat harta yang diwasiatkan (al-mūṣā bih) adalah bahwa 
yang diwasiatkan itu sesuatu yang bernilai harta dalam syarak. 
Oleh karena itu, apabila harta yang diwasiatkan itu tidak ber-
nilai harta menurut syarak, seperti minuman keras dan babi, 
maka wasiatnya tidak sah. Secara lahirnya minuman keras dan 
babi merupakan harta, tetapi bagi umat Islam keduanya tidak 
termasuk harta yang halal, sehingga tidak sah dijadikan obyek 
wasiat. Di samping itu, obyek wasiat adalah sesuatu yang bisa 
dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat. Misalnya 
mewasiatkan sebidang tanah, atau mewasiatkan pemanfaatan 
lahan pertanian selama sepuluh tahun, atau mendiami rumah 

51 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam., VI: 1929.



119Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

selama satu tahun. Syarat lainnya adalah bahwa harta yang di-
wasiatkan itu milik pewasiat ketika berlangsungnya wasiat, 
dan tidak melebihi sepertiga harta pewasiat.52 

Jika pewasiat mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga 
baik kepada salah seorang ahli waris maupun kepada orang 
lain, maka harus ada persetujuan ahli waris lainnya. Jika mereka 
menyetujui maka wasiatnya sah dan dilaksanakan, sebaliknya 
jika ahli warisnya tidak menyetujuinya maka wasiat itu hanya 
berlaku sepertiga. Persetujuan ahli waris diberikan setelah pe-
wasiat wafat dan bersumber dari ahli waris yang sudah baligh 
dan berakal.53 Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sese-
orang dapat mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya jika ia 
tidak mempunyai ahli waris yang dikhawatirkan jatuh miskin 
atau sengsara setelah ia meninggal dunia.54 

Akan tetapi apabila pewasiat tidak memiliki ahli waris, 
kemudian ia berwasiat melebihi sepertiga, maka wasiat se-
macam ini, menurut mazhab Hanafi, hukumnya sah dan harus 
dilaksanakan, alasannya karena penghalang bagi pelaksana-
an wasiat melebihi sepertiga harta itu, yaitu ahli waris, tidak 
ada. Sebaliknya, mazhab Syafi‘i berpendapat bahwa sekalipun 
ahli waris pewasiat tidak ada, maka wasiat yang dihukumkan 
sah dan harus dilaksanakan itu hanya sepertiga, dan dua per-
tiga harta pewasiat menjadi hak kaum muslimin yang mem-
butuhkannya.55

52 Sepertiga harta dihitung pada saat pewasiat meninggal dunia, bukan 
pada saat berwasiat. Jumlah keseluruhan harta peninggalan dikurangi biaya 
perawatan jenazah dan melunasi hutangnya, dan sepertiganya merupakan 
jumlah maksimum yang dizinkan oleh syarak untuk diwasiatkan. Zakiah 
Darajat, Ilmu Fiqh., hlm. 174. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. 
ke-1 (Jakarta: Prenada, 2004), hlm. 285.

53 Ibid. Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, cet. ke-5 (Jakarta: 
Sinar Grafika, 1995), hlm. 104-110.

54 Zakiah Darajat, Ilmu Fiqh., hlm. 196.
55 Ibid., VI: 1929. Penjelasan lebih rinci bisa dibaca, Amir Syarifuddin, 

Hukum Kewarisan Islam, hlm. 284.
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Rukun keempat adalah ṣīgah wasiat, yakni kata-kata atau 
pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang 
berwasiat atau yang menerima wasiat. Ṣīgah wasiat terdiri 
dari ijab dan kabul. Ijab adalah kata-kata atau pernyataan 
yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat 
se   dang kan kabul adalah kata-kata atau pernyataan yang di-
ucap kan atau dinyatakan oleh orang yang menerima wasiat 
sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya. Semua yang 
mengandung pengertian bahwa orang yang berwasiat me-
nya takan memberikan sesuatu kepada pihak lain dan pelak-
sanaan pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan se-
telah yang berwasiat meninggal dunia, maka keadaan yang 
demikian dapat diterima sebagai ṣīgah wasiat. Oleh karena 
itu, ṣīgah wasiat dapat berupa perkataan dan dapat berupa 
isyarat. Tentu saja ṣīgah yang berupa perkataan yang paling 
baik, tetapi bagi orang bisu atau antara yang berwasiat dan 
penerima wasiat mempunyai bahasa yang berbeda sehingga 
pihak yang satu tidak memahami bahasa pihak lain, maka 
dalam keadaan demikian ṣīgah wasiat boleh berupa isyarat. 
Apabila yang diberi wasiat itu bukan orang tertentu, seperti 
wasiat untuk masjid, untuk mendirikan sekolahan, rumah sakit 
dan sebagainya, maka ijab dari pihak yang berwasiat tidak 
memerlukan kabul. Dasarnya adalah wasiat untuk kepen ting-
an agama atau kepentingan umum dapat disamakan denga se-
dekah atau wakaf. Keduanya tidak perlu kabul dalam ṣīgah-
nya.56

Adapun syarat berkaitan dengan ṣīgah wasiat adalah ada-
nya kejelasan dan kesesuaian antara ijab dengan kabul. Apabila 
kabul tidak sejalan dengan ijab, maka wasiat itu tidak sah. Ṣīgah 
ijab dan kabul yang digunakan untuk mengungkapkan wasiat 
itu bisa disampaikan secara lisan, tulisan maupun isyarat yang 

56 Zakiah Darajat., Ilmu Fiqh., hlm. 190.
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dapat dipahami. Wasiat melalui isyarat yang dipahami, me-
nurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, bisa diterima hanya 
apabila orang yang berwasiat itu bisu atau tidak bisa mem baca 
dan menulis. Akan tetapi, ulama mazhab Maliki dan Syafi‘i 
berpendapat bahwa wasiat tetap sah walaupun me lalui isyarat 
yang dapat dipahami, meskipun orang yang ber wasiat itu 
mampu berbicara dan mampu untuk membaca dan menulis.57

Pernyataan-pernyataan wasiat di atas dapat dibatalkan 
atau dirubah oleh orang yang berwasiat sebelum ia meninggal 
dunia, seperti ia membatalkan atau merubah wasiat yang telah 
ditetapkannya dengan mengurangi atau menambahnya. Per-
ubahan ini tidak memerlukan pihak lain, termasuk yang me-
nerima wasiat, karena harta yang diwasiatkan itu sekalipun 
telah dinyatakan akan dimiliki oleh penerima wasiat, namun 
masih tetap menjadi milik yang berwasiat. Oleh sebab itu, 
yang berwasiat tetap berhak mengambil manfaat atau men-
tasarufkan harta itu jika ia menghendaki.

Dengan demikian dapat disimpulkan, sahnya wasiat di 
samping terpenuhinya rukun wasiat juga terpenuhinya syarat-
syarat yang melekat pada setiap rukunnya. Pada prinsip nya 
wasiat hanya berlaku untuk orang yang bukan ter masuk ibu 
bapak dan kerabat, atau ibu bapak dan kerabat yang karena 
halangan syarak tidak mendapat warisan. Ada pun besaran-
nya maksimal sepertiga harta peninggalan yang di hitung pada 
saat pewasiat meninggal dunia setelah diguna kan untuk me-
rawat jenazah dan melunasi hutangnya. Apa bila pewasiat 
me wasiatkan hartanya kepada kerabat atau mewasiat kan 
harta nya lebih dari sepertiga, maka wasiat itu harus men-
dapatkan persetujuan ahli warisnya, dan jika tidak ada per-
setujuan, maka wasiat itu hanya berlaku untuk selain kerabat 
dan maksimal sepertiga.

57 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam., VI: 1928.
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B.  Pengaturan Wasiat dalam KHI
Dalam KHI, semua rukun dan syarat wasiat dijadikan 

satu bersamaan dengan prosedur pelaksanaannya yang diatur 
dalam Buku II Bab V Pasal 194 – 209. Dalam Ketentuan Umum 
Pasal 171 huruf (f) dinyatakan, “wasiat adalah pemberian 
suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang 
akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Dari definisi 
tersebut, supaya ada wasiat harus memenuhi rukun wasiat, 
yaitu pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. 
Ada klausula penting dalam wasiat, yakni “baru akan berlaku 
(mempunyai kekuatan hukum) apabila yang mewasiatkan 
meninggal dunia”. Dengan demikian wasiat merupakan pem-
berian, baik pemberian itu dengan atau tanpa persetujuan 
dari yang diberi, yang digantungkan pada kejadian tertentu, 
yaitu matinya orang yang mewasiatkan.

Supaya seseorang dapat mewasiatkan sebagian harta 
bendanya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 194 ayat (1), 
harus terpenuhi dua syarat kumulatif yaitu telah berumur se-
kurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat. Di samping 
dua syarat tersebut, ada syarat tambahan bahwa wasiat ter-
sebut harus dibuat tanpa paksaan. Penentuan usia 21 tahun 
menunjukkan, KHI menggunakan ukuran yang mengandung 
kepastian hukum untuk menentukan apakah seseorang itu 
cakap atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.58 Sedang-
kan syarat berakal sehat bagi pewasiat sangatlah logis agar 
supaya seseorang dapat menyatakan kehendaknya. Jika tidak 
berakal sehat akan kesulitan mengetahui apakah sese orang 

58 Pasal 194 (1) yang menegaskan batasan umur 21 tahun tersebut 
mestinya diikuti perkecualian, yaitu “kecuali orang-orang yang telah 
me lang sungkan perkawinan”. Sebab setelah seseorang melangsungkan 
perkawinan, meskipun belum berumur 21 tahun, harus dianggap telah 
dewasa yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk mem-
buat wasiat. Rahmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 174.
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benar-benar ingin mewasiatkan harta bendanya ataukah tidak. 
Dalam menentukan “berakal sehat” yang menjadi pedoman 
umum adalah sepanjang tidak terbukti sebaliknya, seseorang 
harus dianggap sehat.

Untuk bisa bertindak sebagai penerima wasiat, KHI tidak 
mengatur secara khusus. Kendati demikian, dari Pasal 171 
huruf (f) dapat dipahami, penerima wasiat adalah orang dan 
lembaga. Hal ini tersimpul dari frase “kepada orang lain atau 
lembaga”. Di samping itu, Pasal 196 juga menegaskan bahwa 
dalam wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, harus 
disebutkan dengan tegas siapa atau siapa-siapa atau lem-
baga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang di-
wasiatkan.

Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiat sendiri, dapat 
menjadi penerima wasiat. Ada beberapa perkecualian dalam 
hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (3), Pasal 207 
dan Pasal 208. Orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat 
adalah: pertama, ahli waris, kecuali wasiat tersebut disetujui 
oleh semua ahli waris lainnya; kedua, orang yang melakukan 
pe layanan perawatan bagi seseorang dan orang yang mem-
beri tuntunan kerohanian sewaktu pewasiat menderita sakit 
hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan 
jelas untuk membalas jasa; dan ketiga, notaris dan saksi-saksi 
yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat.

Persoalan boleh tidaknya ahli waris menerima wasiat, 
KHI telah mengambil jalan tengah dari perselisihan apakah 
ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Ibn Ḥazm dan 
ulama Malikiyah tidak membolehkan sama sekali berwasiat 
kepada ahli waris yang menerima warisan baik para ahli waris 
mengizinkan atau tidak, sedangkan ulama Syi‘ah Imāmiyah 
memperbolehkan wasiat kepada ahli waris sekalipun tidak ada 
izin dari ahli waris, sesuai dengan keumuman Al-Baqarah (2): 
180. Sementara itu, ulama Syafi‘iyah berpendapat bahwa ber-
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wasiat kepada ahli waris diperbolehkan sepanjang ada izin 
dari semua ahli waris lainnya.59 Pendapat ini didasarkan hadis 
Nabi saw. “Tidak ada wasiat bagi orang yang menerima warisan ke-
cuali para ahli waris membolehkannya”.60 Rumusan Pasal 195 ayat 
(3) sejalan dengan pendapat yang terakhir.61 Dalam kaitan ini, 
Sajuti Thalib menyatakan bahwa dalam kewarisan bilateral, 
memberi wasiat dapat dilakukan pewaris kepada siapa saja 
atau lembaga apa saja asal dalam kerangka kebaikan, misal-
nya untuk pembangunan masjid, sekolahan, kegiatan-kegiatan 
keagamaan dan lain-lain. Bahkan menurut ajaran ini, berwasiat 
kepada ahli waris yang mendapat warisan tidak dilarang.62

Adanya pembatasan-pembatasan oleh hukum terkait 
dengan orang yang tidak dapat menjadi penerima wasiat se-
bagaimana diatur dalam Pasal 207 lebih dimaksudkan se ba-
gai langkah antisipasi supaya pihak-pihak lain, misalnya ahli 
waris, tidak dirugikan. Karena di saat seseorang sedang sakit 
lazimnya tidak berdaya baik mental maupun fisiknya. Dalam 
kondisi demikian mudah sekali timbul rasa simpati pada diri 
orang yang menolongnya. Ketentuan Pasal 207 itu barang kali 
dilatarbelakangi oleh konsep bahwa tidak tepat untuk me nga-
takan perasaan orang yang sakit yang demikian itu sebagai 
“tidak berakal sehat” tetapi sesungguhnya memang “tidak 
sehat”. Demikian halnya dengan notaris dan saksi-saksi 
yang berkaitan dengan pembuatan akta tidak diper boleh kan 
menerima wasiat. Seandainya mereka diper bolehkan mene -

59 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT. Al-Maarif, 1991), hlm. 57.
 ةثرولا زييج نا لاا ثراول ةيصو لا           60
61 Apabila wasiat dilakukan kepada ahli waris, maka persetujuan ahli 

waris atau para ahli waris lainnya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. 
Persetujuan lisan maupun tertulis yang bukan akta otentik harus dilakukan 
di hadapan dua orang saksi. Persetujuan seperti ini juga dapat dilakukan 
di hadapan notaris. Rahmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam., 
hlm. 177.

62 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerbit 
Universitas Indonesia, 1974), hlm. 99.
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rima wasiat, dikhawatirkan mereka akan menyalah  gunakan 
kedudukan, misalnya mengubah atau mengganti isi wasiat 
untuk keuntungan pribadi mereka.

Mengenai obyek wasiat, Pasal 171 huruf (f) hanya me-
nyatakan, “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat diwasiat-
kan. Tidak ada pengertian lebih lanjut tentang pengertian 
benda. Oleh karena itu, kata benda dalam ketentuan tersebut 
harus ditafsirkan sebagai benda dalam arti yang lazim, yaitu 
barang yang berwujud yang dapat ditangkap panca indera 
dan juga barang yang tidak berwujud. Dengan kata lain, benda 
adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.63 
Selain itu, meskipun hanya secara tersirat, Pasal 200 meng-
kategorikan benda yang dapat diwasiatkan ke dalam benda 
bergerak dan benda tidak bergerak. Apapun jenis benda yang 
diwasiatkan, ada syarat yang harus melekat pada hubungan 
hukum antara pewasiat dengan benda yang diwasiatkan, yaitu 
“harus merupakan hak dari pewasiat”. Hal ini bisa dimengerti 
karena wasiat pada dasarnya merupakan pemindahan hak. 
Dengan demikian, yang berhak memindahkan hak itu harus 
orang yang memiliki hak untuk itu.64

Ada beberapa cara atau bentuk wasiat yang diatur dalam 
KHI. Pasal 195 ayat (1) menyatakan bahwa wasiat dapat di-
lakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis 
di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Menurut 
ketentuan tersebut, wasiat tertulis dapat dengan akta di 
bawah tangan dan akta otentik. Suatu wasiat yang dilakukan 
secara lisan maupun akta di bawah tangan harus dilakukan 
di hadapan dua orang saksi. Menurut Rahmad Budiono, ke-
tentuan dua orang saksi ini merupakan jumlah minimal yang 
diperbolehkan, artinya dapat saja wasiat dilakukan di hadapan 

63 Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Perdata Hukum Benda (Yogya-
karta: Liberty 1981), hlm. 13.

64 Rahmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam., hlm. 176-177.
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lebih dari dua saksi.65

Demikian halnya apabila wasiat ditujukan kepada ahli 
waris, maka persetujuan ahli waris dapat dibuat secara lisan 
maupun tertulis. Persetujuan lisan maupun tertulis yang bukan 
akta otentik harus dilakukan di hadapan dua orang saksi. 
Persetujuan semacam ini juga juga dapat dilakukan di hadap-
an noratis. 66

Mengenai sebab-sebab batalnya wasiat, Pasal 197 ayat (1) 
menyatakan, wasiat menjadi batal apabila calon penerima 
wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dihukum karena: 
a.  dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membu-

nuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
b.  dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan penga-

duan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan 
yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau 
hukuman yang lebih berat.

c.  dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mence-
gah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau meng-
ubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

d.   dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau 
me malsukan surat wasiat dari pewasiat.

Pembunuhan yang dilakukan oleh calon penerima wasiat 
merupakan sebab terberat batalnya penerima wasiat, yakni 
pembunuhan yang dilakukan oleh calon penerima wasiat 
terhadap pewasiat. Dalam persoalan ini fukaha berbeda pen-
dapat, apakah pembunuh (calon penerima wasiat) masih ber-
hak menerima wasiat atau tidak. Fukaha Syafi‘iyah tetap 
mengesahkan wasiat tersebut meskipun pembunuhan itu 

65 Ibid.
66 Ibid.



127Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

benar-benar disengaja dan dimaksudkan untuk mempercepat 
mem peroleh harta wasiat. Tindak pidana ini berakibat meng-
halangi pembunuh mewarisi dari yang dibunuh, tetapi tidak 
meniadakan niat mulia korban untuk memberikan wasiat 
kepadanya. Bagi fukaha Hanafiyah, batal atau tidaknya wasiat 
bergantung pada motif pembunuhannya, jika dilakukan 
dengan sengaja dan tanpa hak, maka berakibat batalnya wasiat, 
sebaliknya jika pembunuhan terjadi karena ketidaksengaja an 
dan tanpa ada unsur pidana, maka tidak berakibat batal nya 
wasiat. Sedangkan Abū Yūsuf, sebagimana dikutip Fatchur 
Rahman, berpendapat bahwa pembunuhan oleh calon pe-
nerima wasiat kepada pewasiat berakibat batalnya wasiat, 
berdasarkan hadis لقاتل -Tidak ada hak wasiat bagi pem) لاوصيّة 
bunuh). Menurutnya, lafad liqātil harus dipahami secara 
mutlak yang mencakup semua bentuk pembunuhan tanpa ada 
pengecualian apapun.67 

Menyimak pendapat fukaha di atas, rumusan Pasal 197 ayat 
(1) huruf a lebih sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah, 
bahwa hanya pembunuhan sengaja dan mengandung unsur 
pidana-lah yang berakibat batalnya wasiat. Adapun pem bu-
nuhan karena ketidaksengajaan dan tanpa ada unsur pidana 
tidak berakibat batalnya wasiat.

Jika diperbandingkan dengan sistem hukum lain, keten-
tuan Pasal 197 ayat (1) di atas hampir sama dengan ketentuan 
KUH Perdata Pasal 912:

 Mereka yang dihukum karena membunuh si yang mewa-
ris kan, lagi pun mereka yang telah menggelapkan, mem-
binasakan dan memalsu surat wasiat, dan akhirnya pun 
mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah men-
cegah si yang mewariskan tadi akan mencabut atau meng-
ubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, seperti pun 
tiap-tiap isteri atau suami dan anak-anak mereka tidak diper-

67 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, hlm. 58-60.
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boleh kan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat si yang 
mewariskan.

 

Selain hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 197 ayat 
(1) di atas, Pasal 197 ayat (2) menegaskan, wasiat menjadi batal 
apabila yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
a.  tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia me-

ninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
b.  mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak 

untuk menerimanya.
c.  mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menya-

takan menerima atau menolak sampai ia meninggal se-
belum meninggalnya pewasiat.

Di samping alasan-alasan di atas, batalnya wasiat juga 
disebabkan oleh musnahnya barang yang diwasiatkan, se-
bagai mana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (3): “Wasiat men-
jadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah”.

Di bagian lain, KHI juga mengatur tentang pencabutan 
wasiat. Pada dasarnya wasiat dapat dicabut kembali apa bila 
calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya, 
atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik 
kembali, sebagaimana diatur Pasal 199 ayat (1). Oleh karena 
itu, apabila calon penerima wasiat telah menyatakan perse-
tujuannya atau tidak menarik kembali persetujuannya, maka 
suatu wasiat tidak dapat dicabut. Dari ketentuan ini, ternyata 
KHI memandang wasiat bukan perbuatan hukum sepihak, me-
lainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian. 
Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapat per-
setujuan dua belah pihak.68

Ketentuan ini berbeda dengan KUH Perdata, suatu wasiat 
(testamen) mempunyai dua sifat: pertama, baru berlaku setelah 

68 Fahmi Al-Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum 
Islam (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), hlm. 61.



129Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

pewaris meninggal dunia, dan kedua, dapat dicabut kembali 
sepanjang yang membuat wasiat masih hidup.69 Ketiadaan 
salah satu dari dua sifat tersebut berarti tidak ada wasiat. Jadi, 
sifat dapat dicabut kembali (herroepelijkheid) merupakan sifat 
yang sangat menentukan untuk adanya wasiat. Hal ini meru pa-
kan kensekuensi dari pandangan KUH Perdata bahwa wasiat 
merupakan perbuatan hukum sepihak. Meskipun sifat se pihak 
(eenzijdigheid) bukan sifat yang menentukan adanya wasiat.

Mekanisme pencabutan wasiat diatur dalam Pasal 199 ayat 
(2), (3) dan (4) yang menegaskan bahwa pencabutan wasiat 
dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang 
saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi, atau 
berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara 
lisan. Sedangkan apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka 
hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksi kan 
oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris. Suatu 
wasiat yang dibuat berdasarkan akta notaris hanya dapat di-
cabut berdasarkan akta notaris.

KHI juga mengatur pembatasan benda yang boleh di-
wasiat kan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2). 
Jumlah maksimum harta yang boleh diwasiatkan adalah 
sepertiga harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan 
jenazah dan membayar hutang, kecuali semua ahli waris 
menyetujuinya. Klausula “kecuali apabila semua ahli waris 
menyetujuinya” ini sangat tepat, sebab pembatasan jumlah 
maksimum wasiat ini dalam rangka melindungi kepentingan 
ahli waris agar mereka tetap mendapat warisan. Oleh sebab 
itu, jika pewasiat bermaksud mewasiatkan lebih dari sepertiga 
hartanya dan maksud itu disetujui oleh ahli waris lainnya, 
maka wasiat yang demikian tetap sah. Ketentuan Pasal 195 ayat 
(2) ini diikuti oleh Pasal 201 yang menyatakan, apabila wasiat 

69 Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter (Yogakarta: Seksi 
Notariat Universitas Gadjah Mada, 1984), hlm. 3.
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melebihi sepertiga harta warisan, sedangkan ahli waris ada 
yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan 
sampai batas sepertiga harta warisan.

C.  Wasiat Wajibah

1.  Pengertian dan Dasar Hukum.
Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tin-

dakan ikhtiariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas 
kemauan sendiri dalam keadaan bagimanapun juga. Dengan 
demikian, pada dasarnya, seseorang bebas untuk membuat 
wasiat atau tidak. Penguasa maupun hakim tidak dapat me-
maksa seseorang untuk memberikan wasiat. Kewajiban ber-
wasiat bagi seseorang lebih disebabkan karena tanggung 
jawab yang berkenaan dengan pemenuhan hak-hak Allah swt. 
maupun hak-hak hamba yang menjadi tanggung jawab pe-
wasiat yang harus ditunaikan, seperti membayar zakat, me-
nu naikan haji, membayar hutang, atau karena melanggar 
larangan berpuasa yang telah ditentukan syari’at sendiri, se-
hingga penguasa atau hakim atau keluarga tidak berhak me-
maksa pelaksanaannya sekiranya orang yang sudah meninggal 
dunia itu tidak berwasiat.70 

Namun demikian sebagian ulama berpendapat bahwa 
penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi mem-
punyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putus-
an wajib wasiat yang terkenal dengan sebutan wasiat wajibah, 
kepada orang tertentu, dalam keadaan tertentu. Misalnya 
ber wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat (wālidain dan 
aqrabīn) yang karena sesuatu sebab tidak menerima warisan. 

Secara etimologis, wasiat wajibah merupakan kata ma-
jemuk yang terdiri dari dua kata yaitu wasiat dan wajibah, yang 
bila dua kata tersebut berdiri sendiri-sendiri maka makna yang 

70 Fatchur Rahman, Ilmu Waris., hlm. 62



131Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

dimilikinya akan masing-masing pula. Begitu juga bila di-
gabungkan akan membentuk arti tersendiri pula. Kata wajibah 
berasal dari kata wajib yang mendapatkan imbuhan ta’ ta’nis. 
Menurut ‘Abd. al-Wahhāb Khallāf, wajibah adalah sesuatu 
yang disuruh syari’at untuk secara kemestian dilakukan oleh 
orang mukallaf karena secara langsung dijumpai petunjuk 
tentang kemestian memperbuatnya.71 Oleh karena itu, wasiat 
wajibah mengandung makna, wasiat yang pelaksanaannya 
tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan 
atau kehendak si pewasiat yang meninggal dunia, tidak me-
merlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis 
atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada 
alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat ter-
sebut harus dilaksanakan.72

Di kalangan fukaha, istilah wasiat wajibah atau al-waṣiyyah 
al-wājibah diartikan sebagai suatu wasiat yang diperuntuk kan 
kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh 
bagian harta warisan dari orang yang wafat karena ada nya 
suatu halangan syarak. Misalnya, berwasiat kepada anak 
yang beragama non Islam, karena beda agama menjadi peng-
halang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu 
yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh kebe-
radaan paman mereka.73 Secara praktis, Abdul Manan men-
definisikan wasiat wajibah sebagai tindakan yang dilakukan 
penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa 
atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah me-
ninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam 
ke adaan tertentu.74 

71 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh (Kuwait: Dār al-Qalām, t.t.), 
hlm.105

72 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris Hukum 
Kewarisan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 163.

73 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, VI: 1930. 
74 Abdul Manan, “Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Per-
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Tindakan pembebanan atau pemaksaan itu, menurut 
Fatchur Rahman, dapat dibenarkan karena yang bersangkutan 
tidak memperhatikan anjuran syari ‘at. Menurutnya, dikata-
kan sebagai wasiat wajibah, disebabkan karena dua hal, pertama 
karena hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan 
munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan 
atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang 
ber wasiat dan persetujuan si penerima wasiat, dan kedua ada 
kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta wasiran 
dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perem-
puan.75

Kitab undang-undang Hukum Wasiat Mesir Nomor 71 
Tahun 1941 dalam Pasal 76 mendefinisikan wasiat wajibah 
se bagai wasiat yang diwajibkan oleh undang-undang yang 
di per untukkan bagi cucu yang ditinggal mati orangtuanya 
se men tara kakek atau neneknya masih hidup, sedangkan 
di kemudian hari kakek atau nenek ini tidak meninggalkan 
wasiat untuknya. Selanjutnya, dalam Pasal 78 Undang-undang 
tersebut mewajibkan pelaksanaan wasiat wajibah tanpa ter-
gantung pada perizinan ahli waris walaupun si mati tidak 
me wasiatkannya, setelah dipenuhi perawatan jenazah dan 
pe lunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat wajibah tersebut 
harus didahulukan dari wasiat-wasiat lainnya.76 Artinya, kalau 
ada sisa setelah pelaksanaan wasiat wajibah baru dilak sana kan 
wasiat-wasiat yang lain, kemudian sisanya, kalau ada, meru-
pakan harta warisan untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris 
sesuai dengan bagian masing-masing. 

Dengan demikian wasiat wajibah adalah tindakan pem-
bebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar 

masalahannya dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama”, Mimbar 
Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 38 Tahun IX, 1998, hlm. 23.

75 Fatchur Rahman, Ilmu Waris., hlm. 63.
76 Ibid. 
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harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak me-
lakukan wasiat secara suka rela, agar diambil hak atau benda 
peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam 
keadaan tertentu.

Ketentuan wasiat wajibah di atas merupakan hasil ijtihad 
para ulama dalam menafsirkan Al-Baqarah (2): 180:

 Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, ber-
wasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma>ruf, (ini 
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Sebagian ulama dalam menafsirkan ayat di atas berpen-
dapat bahwa wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat 
(wālidain dan aqrabīn) hukumnya wajib, sehingga pemberian 
wasiat wajibah kepada wālidain dan aqrabīn yang mendapat-
kan bagian penerimaan harta warisan tetap diterapkan dan 
dilaksanakan. Sebagian lainnya berpendapat bahwa keten-
tuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan 
karena ketetapan hukum wasiat dalam ayat tersebut telah di-
nasakh, baik oleh Al-Qur’an maupun hadis. 

Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian wasiat 
wajibah terhadap wālidain dan aqrabīn yang tidak mendapat 
bagian harta warisan. Sebagian mereka membolehkan dan se-
bagian lain melarangnya. Ulama yang memberlakukan wasiat 
wajibah bagi wālidain dan aqrabīn yang tidak mendapat bagian 
warisan, dalam mengemukakan alasan kebolehannya dapat 
dikategorikan menjadi tiga kelompok:77 pertama, kelompok 

77 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris Hukum Ke-
warisan Islam., hlm. 164-169.
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yang menyatakan, bahwa seluruh ayat Al-Qur’an adalah 
muḥkamāt, artinya tidak ada nāsikh mansūkh dalam Al-
Qur’an . Jadi, Al-Baqarah (2): 180 tersebut (ayat wasiat) tidak 
dinasakh (dihapus atau dihilangkan hukumnya) baik oleh 
ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadis. Kedua, kelompok yang 
me nyatakan, ayat wasiat tersebut yakni Al-Baqarah (2): 180 
bersifat umum yang meliputi wālidain dan aqrabīn, ditakhsis 
oleh ayat kewaris an yaitu An-Nisā’(4): 11-12 dan hadis yang 
menyatakan, lā waṣiyyata li wāriṡin. Jadi menurut kelompok 
kedua ini, Al-Baqarah (2): 180 tersebut hanya berlaku untuk 
wālidain dan aqrabīn yang menurut ketentuan umum pewarisan 
tidak mendapatkan bagian warisan. Sedangkan wālidain dan 
aqrabīn yang mendapatkan bagian warisan dikeluarkan oleh 
keumuman ayat wasiat di atas. Ketiga, kelompok yang menya-
takan, Al-Baqarah (2): 180 tersebut dinasakh oleh ayat mawārīṡ, 
tetapi hanya sebagian, yakni sebatas wālidain dan aqrabīn yang 
mendapat bagian penerimaan harta warisan. Jadi ayat tersebut 
masih berlaku bagi wālidain dan aqrabīn yang tidak menjadi 
ahli waris atau tidak menerima bagian warisan.

Di samping ulama yang menyatakan bahwa ketentuan 
wasiat wajibah bagi wālidain dan aqrabīn yang tidak mendapat 
bagian harta warisan dalam Al-Baqarah (2): 180 tetap ada 
dan diberlakukan, ada pula sebagian ulama yang menyatakan 
bahwa ketentuan tersebut telah dinasakh dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. Ulama yang menyatakan tidak ada ketentuan 
wasiat wajibah, dalam mengemukakan ketidakberlakuannya 
dapat dikategorikan menjadi empat kelompok.78 Pertama, ke-
lompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah 
dalam Al-Baqarah (2): 180 tidak dapat diberlakukan karena 
ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat-ayat kewarisan. Kedua, 
kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah 

78 Ibid., hlm. 169-171.
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dalam Al-Baqarah (2): 180 tidak dapat diberlakukan dan di-
laksanakan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh hadis 
Nabi saw. lā waṣiyyata li wāriṡin, bukan oleh ayat-ayat mawaris. 
Ketiga, kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat 
wajibah dalam Al-Baqarah (2): 180 tidak dapat diberlaku kan 
dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh 
ayat-ayat kewarisan dan hadis Nabi saw. lā waṣiyyata li wāriṡin. 
Keempat, kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat 
wajibah dalam Al-Baqarah (2): 180 tidak dapat diberlakukan 
dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh 
ijma‘.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa perbeda-
an pendapat para ulama mengenai ketentuan wasiat wajibah 
terletak pada pandangan mereka terhadap konsepsi nasakh 
(nāsikh mansūkh) atas teks Al-Qur’an dan hadis. Mereka yang 
tidak memberlakukan nasakh, mereka yang memberlakukan 
nasakh terhadap Al-Baqarah (2): 180 tetapi hanya sebagian, 
dan mereka yang menyatakan ayat tersebut hanya ditakhsis 
oleh ayat mawārīṡ, membolehkan pemberian wasiat wajibah 
terhadap wālidain dan aqrabīn yang tidak mendapatkan bagian 
harta warisan. Sedangkan mereka yang menyatakan ayat Al-
Qur’an (termasuk Al-Baqarah (2): 180) dapat dinasakh, baik 
oleh ayat Al-Qur’an lain, hadis maupun ijma’, sama sekali tidak 
memperbolehkan wasiat wajibah bagi wālidain dan aqrabīn yang 
tidak mendapatkan bagian harta warisan. 

Menanggapi perbedaan pendapat tentang landasan 
hukum keberadaan wasiat wajibah di atas, Ḥasanain Muḥam-
mad Makhlūf menyatakan: 79

Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa ibu bapak dan 
karib kerabat dalam surat Al-Baqarah (2): 180 tersebut bersifat 
umum, yaitu baik mereka yang termasuk ahli waris maupun 

79 Ḥasanain Muḥammad Makhlūf, al-Mawārīṡ fī asy-Syarī‘ah al-Islāmiyah 
(Kairo: Lajnah al-Bayan al-‘Arabī, 1958), hlm. 17.
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yang bukan. Oleh karena itu, wasiat bagi mereka itu semua-
nya wajib. Kemudian dikhususkan dari mereka yang termasuk 
ahli waris dengan ayat mawaris dan hadis. Kewajiban tersebut 
berlaku sebagai hak bagi mereka yang tidak mendapatkan 
warisan. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan ayat 
umum yang dikhususkan.

Menurut penulis, kontroversi seputar landasan normatif 
keberadaan wasiat wajibah dapat diselesaikan dengan mem-
posi sikan Al-Baqarah (2): 180 sebagai ayat muḥkamah yang ber-
sifat umum yang mencakup wālidain dan aqrabīn. Keumum-
an ayat tersebut ditakhsis oleh ayat-ayat kewarisan An-Nisā’ 
(4): 11-12 dan hadis Nabi saw. lā waṣiyyata li wāriṡin. Jadi ke-
tentuan Al-Baqarah (2): 180 hanya berlaku bagi wālidain dan 
aqrabīn yang menurut ketentuan umum kewarisan tidak men-
dapat warisan. Dengan metode pemahaman demikian, pe-
nerapan wasiat wajibah dapat diperluas cakupannya tidak 
hanya kepada cucu yang terhalang oleh saudara bapaknya, 
se bagaimana dalam Undang-undang Wasiat Mesir, namun 
men cakup semua ahli waris yang tidak mendapat warisan 
karena adanya halangan kewarisan atau karena statusnya 
bukan sebagai penerima warisan.

2.  Non-Muslim sebagai Penerima Wasiat Wajibah 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, permasa-

lahan wasiat wajibah telah menimbulkan kontroversi di ka-
langan ulama yang disebabkan oleh perbedaan pendapat 
dalam memahami ayat Al-Qur’an yang menjadi sandarannya, 
yaitu Al-Baqarah (2): 180. Dengan memposisikan ayat wasiat 
sebagai ayat muḥkamah yang bersifat umum dan mengkom-
promikannya dengan ayat-ayat kewarisan An-Nisā’ (4): 11-12 
dan hadis Nabi saw. lā waṣiyyata li wāriṡin sebagai mukhaṣṣis, 
diperoleh pemahaman bahwa penerapan wasiat wajibah dapat 
diperluas cakupannya tidak hanya untuk mengatasi cucu-
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cucu yatim yang tidak mendapat bagian warisan karena ter-
hijab oleh ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan 
si mati, sebagaimana dalam Undang-undang Wasiat Mesir dan 
negara-negara muslim lainnya, namun mencakup ibu bapak 
dan karib kerabat yang tidak mendapat warisan. 

Mengenai ibu bapak dan karib kerabat yang tidak men-
da patkan warisan sebagaimana dikemukakan di atas masih 
bersifat umum. Apakah setiap ibu bapak dan karib kerabat yang 
tidak mendapat bagian warisan tersebut mendapat wasiat 
wajibah, atau sebagian saja di antara mereka yang berhak me-
nerimanya. Sebab, ibu bapak dan karib kerabat yang tidak 
mendapat warisan tersebut mempunyai 

faktor penyebab yang mungkin berbeda satu sama lain. 
Dalam hukum kewarisan Islam, sebagaimana dikemukakan 
oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, faktor-faktor yang menyebab-
kan ibu bapak dan karib kerabat tidak mendapatkan warisan 
adalah; pertama, adanya mawāni‘ al-irṡi seperti perbudakan, 
pembunuhan dan perbedaan agama yang disebut maḥrūm 
atau mamnū’; kedua, adanya ahli waris lain yang lebih dekat 
dengan pewaris yang disebut mahjūb; dan ketiga, tidak ter-
masuk kelompok żawī al-furūḍ atau ‘aṣabah yang disebut żawī 
al-arḥām.80

Penegasan mengenai ibu bapak dan karib kerabat yang ber-
hak mendapat wasiat wajibah karena perbedaan agama (ikhtilāf 
ad-dīn) dapat dilihat, antara lain, dari pernyataan Ḥasanain 
Muḥammad Makhlūf:81

 ...maka wajiblah wasiat bagi kedua orangtua apabila kedua-
nya tidak mendapat warisan, misalnya ada perbedaan 
agama. Demikian pula bagi kerabat yang tidak menerima 
warisan, seperti karena hamba sahaya, kafir atau terhijab 

80 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris., hlm. 51-53.
81 Muhammad Makhlūf, al-Mawāriṡ fī asy-Syarī‘ah al-Islāmiyah., hlm. 21.
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untuk menerima warisan, yaitu dari keturunan anak yang 
me ninggal dunia pada saat bapaknya masih hidup. 

Pernyataan senada disampaikan oleh al-Qurṭubī, sebagai-
mana dikutip Suparman Usman,82 “...ayat tersebut adalah 
muḥkamah, lahirnya ayat adalah umum, dan artinya khusus 
bagi wālidain dan aqrabīn yang tidak menerima warisan, seperti 
karena kafir atau hamba sahaya, dan bagi kerabat yang tidak 
mendapatkan warisan”. Demikian juga, Lajnah ulama Mesir 
se perti dikutip Suparman Usman, mengemukakan, “seperti 
halnya wālidain dan aqrabīn yang kafir, atau mereka mukmin 
tetapi terhijab untuk mendapatkan warisan, misalnya ibnu akhi 
(anak laki-laki saudara laki-laki) karena ada akhun (saudara), 
atau kalau mereka termasuk dzawil arham.”83

Suparman Usman mengecualikan bagi pembunuh. Me-
nurutnya, ibu bapak dan karib kerabat yang terkena mawāni‘ 
al-irṡi karena kafir dan hamba sahaya masih dapat menerima 
harta peninggalan melalui wasiat wajibah, sedangkan mereka 
yang terkena mawāni‘ al-irṡi karena pembunuhan tidak berhak 
menerimanya.84 

Uraian di atas menunjukkan, ibu bapak dan karib kerabat 
yang berhak menerima wasiat wajibah adalah mereka yang 
tidak mendapatkan harta warisan baik karena żawī al-arḥām 
atau mahjūb maupun karena maḥrūm atau mamnū’, kecuali 
pembunuh. Oleh karena itu, ahli waris non muslim yang tidak 
dapat mewarisi dari ibu bapak dan karib kerabatnya yang 
muslim, bisa memperoleh bagian dari harta peninggalan si 
mati melalui sarana wasiat wajibah dengan jumlah bagian tidak 
lebih dari sepertiga harta peninggalan si mati. 

82 Suparman Usman, Fiqh Mawaris., hlm. 175.
83 Ibd.
84 Suparman Usman, Wasiat Wajibah, Uraian Singkat Wasiat Wajibah dan 

Hubungannya dengan Plaatsvervulling dalam BW (Bandung: Fak. Syari’ah IAIN 
Sunan Gunung Jati, 1988), hlm. 143.
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Kewajiban berwasiat dalam konteks di atas bersifat qaḍā’i, 
maksudnya apabila seseorang tidak meninggalkan wasiat, 
maka kerabat yang ditinggal wajib mengeluarkan sejumlah ter-
tentu dari harta peninggalan yang mereka anggap layak untuk 
karib kerabat yang tidak memiliki hak terhadap harta warisan. 
Namun dalam perkembangannya, konteks qaḍā’i ini menjadi 
kewenangan pengadilan karena pelaksanaan wasiat wajibah 
dilakukan melalui proses penetapan pengadilan, bukan ter-
jadi dengan sendirinya yang diberikan kepada orang-orang ter-
tentu dalam keadaan tertentu pula.

Terkait dengan berwasiat kepada non muslim, Wahbah 
az-Zuḥailī menyatakan bahwa kesatuan agama antara pe-
wasiat dengan penerima wasiat tidak menjadi syarat sahnya 
wasiat. Oleh karena itu, wasiat seorang muslim kepada non 
muslim dibolehkan dan demikian pula sebaliknya. Lebih lanjut 
dikatakan, orang-orang non muslim yang berada di dār al-
Islām berhak mendapatkan apa saja yang menjadi hak kaum 
muslimin dan mereka juga diwajibkan terhadap hal-hal yang 
juga diwajibkan bagi kaum muslimin.85 Pernyataan hampir 
sama dikemukakan oleh Ibn Qudāmah. Dalam karyanya al-
Mugnī menyatakan, seorang muslim boleh berwasiat kepada 
żimmi dan begitu pula sebaliknya. Kebolehan ini didasar-
kan kebolehan memberikan hibah kepadanya. Agaknya, Ibn 
Qudāmah menyamakan hukum wasiat dengan hibah.86 

Berkenaan dengan relasi antara muslim dengan non 
muslim, Al-Qur’an tidak melarang orang muslim berbuat baik 
dan berlaku adil kepada orang non muslim. Hal tersebut se-
bagai mana tersirat dari sebuah peristiwa yang dialami oleh 
Asmā‘ binti Abī Bakr yang dikunjungi oleh ibunya yang ber-

85 Wahbah az-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh (Beirut: Dār al-Fikr 
al-Mu’āṣir, 2002), X: 7474.

86 Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Al-Mugnī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
t.t.), VI: 530.
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nama Qutailah –ibu kandung Asmā‘ yang juga isteri Abū Bakr 
yang dicerai pada masa jahiliyah- Kedatangan ibunya ber-
maksud memberikan bingkisan hadiah kepadanya. Asmā’ 
menolak dan bahkan tidak memperkanankan ibunya untuk 
masuk di rumahnya. Kemudian ia pun bertanya kepada Rasu-
lullah saw. “Bolehkah saya berbuat baik kepadanya dengan 
menerima bingkisan itu?” Rasulullah menjawab, “Ya boleh”. 
Lalu turunlah al-Mumtaḥanah (60 ): 8:87

           
           

 Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan 
tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sehubungan dengan kebolehan seorang muslim berbuat 
baik kepada non muslim, dalam konteks sekarang, tidak se-
dikit orang muslim yang menjalin hubungan baik dengan 
orang-orang non muslim, atau sebaliknya. Dari interaksi ter-
sebut kemudian mengantarkan mereka pada transaksi-transaksi 
lain yang dianggap penting dalam Islam, seperti jual beli, utang 
piutang dan bahkan wasiat. 

Di Indonesia, sebagaimana telah dipaparkan sebelum-
nya, persoalan wasiat diatur dalam KHI Buku II Bab V Pasal 
194 – 209. Supaya seseorang bisa menjadi pewasiat, sebagai-
mana dinyatakan dalam Pasal 194 ayat (1), harus terpenuhi 
dua syarat kumulatif yaitu telah berumur sekurang-kurang nya 
21 tahun dan berakal sehat. Di samping dua syarat tersebut, 

87 Kementerian Agama RI, Syaamil al-Qur’an Miracle the Reference (Jakarta: 
PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 1089.



141Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

ada syarat tambahan bahwa wasiat tersebut harus dibuat 
tanpa paksaan. Ketentuan Pasal tersebut tidak mensyaratkan 
beragama Islam bagi orang yang akan berwasiat. Sedangkan 
untuk bisa bertindak sebagai penerima wasiat, sebagaimana 
diatur Pasal 171 huruf (f) adalah orang atau lembaga. Selain 
itu, Pasal 196 juga menegaskan, dalam wasiat, baik secara ter-
tulis maupun secara lisan, harus disebutkan dengan tegas siapa 
atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan mene-
rima harta benda yang diwasiatkan. Ketentuan Pasal tersebut 
juga tidak mensyaratkan beragama Islam bagi orang yang akan 
menerima wasiat. Dengan demikian, menurut KHI untuk bisa 
bertindak sebagai pemberi maupun penerima wasiat tidak 
disyaratkan beragama Islam. 

Aturan umum tentang kriteria bagi pewasiat maupun 
penerima wasiat tersebut mengesankan bahwa transaksi wasiat 
beda agama tidak memiliki kepastian hukum.88 Padahal, se-
bagai peraturan yang mengikat, KHI seharusnya dapat meng-
akomodasi kemungkinan masalah yang muncul di tengah-
tengah masyarakat dalam fungsi preventifnya. Terlebih dalam 
masyarakat Indonesia yang majemuk, terkadang perbedaan-
perbedaan melebur menjadi satu keutuhan masyarakat, ter-
masuk perbedaan agama. Memang, KHI diperuntukkan bagi 
masyarakat muslim, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
masyarakat muslim hidup berdampingan dengan masyarakat 
lain yang berbeda agama dan memungkinkan adanya ber bagai 
bentuk transaksi, termasuk wasiat. Karena alasan tersebut, Pe-
ngadilan Agama masih membutuhkan sumber hukum lain 
dalam upaya menyelesaikan kasus wasiat yang dilakukan oleh 

88 Adapun jika mengacu pada Kitab-kitab Undang-undang Hukum 
Perdata, maka persoalan wasiat beda agama akan menemukan kepasti-
an hukumnya. Undang-undang tersebut tidak mensyaratkan seagama bagi 
pewasiat dan penerima wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 878. R. 
Subhekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk 
Wetboek, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 232
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para pihak yang berbeda agama.89 
Secara yuridis formal, KHI memang tidak memberi lega-

litas terhadap wasiat beda agama, sehingga jika hanya me-
ngacu pada sumber hukum tersebut, maka terkesan tidak ada 
kepastian hukum. Namun, kaidah ushul fiqh menyatakan, 
“hukum dasar segala sesuatu itu ialah boleh hingga terdapat 
dalil yang mengharamkannya”90 sangat relevan untuk di-
guna kan. Dengan menggunakan kaidah tersebut dapat disim-
pulkan, tidak terakomodasinya ihwal wasiat beda agama 
dalam KHI serta tidak adanya peraturan yang melarangnya 
menunjukkan, transaksi tersebut bukanlah sebuah transaksi 
terlarang. Implikasi hukumnya adalah wasiat beda agama di-
perbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat umum se-
bagai mana diatur oleh KHI.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada larangan memberikan wasiat wajibah kepada non muslim. 
Sebagaimana wasiat pada umumnya, bagian wasiat wajibah 
untuk non muslim tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan 
pewaris, dan pelaksanaannya setelah dilunasi hutang-hutang 
pewaris dan didahulukan daripada wasiat ikhtiariah. Sebagai 
ilustrasi, misalnya seorang pewaris meninggalkan ahli waris 
dua orang anak laki-laki, yang satu beragama Islam dan yang 
lain non muslim, secara skematis digambarkan sebagai be-
rikut: 

89 Selain KHI, Pengadilan Agama memiliki sumber hukum materiil 
lain yang menjadi landasan dasar penegakan hukum, antara lain UU. No. 
1 Tahun 1974 dan kitab-kitab fiqh, sedangkan hukum acara yang berlaku 
pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara 
Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum 
(Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 54). 

 الأصل فى الأ شياء الأ باحة حتى يد ل الدليل على التحريم 90
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Gambar 5 : Wasiat Wajibah kepada non Muslim

Secara normatif, seandainya ahli warisnya semuanya 
muslim, maka masing-masing mendapat bagian 1/2. Namun, 
karena salah seorangnya non muslim, maka anak laki-laki 
muslim mendapat bagian 1/2 dan anak laki-laki non muslim 
tidak mendapatkan bagian warisan karena statusnya mahrūm 
atau mamnū’. Namun, berdasarkan wasiat wajibah, anak laki-
laki non muslim bisa mendapatkan bagian harta peninggal-
an pewaris yang bagiannya tidak lebih dari 1/3. Oleh karena 
itu, anak laki-laki non muslim mendapat bagian wasiat 
wajibah 1/3 dan anak laki-laki muslim mendapat bagian 1/2 
di tambah 1/6 pengembalian dari bagian anak laki-laki non 
muslim, sehingga bagiannya 2/3. 

3.  Praktik Wasiat Wajibah di Beberapa Negara Muslim
Mesir merupakan negara Arab pertama yang melaku-

kan reformasi hukum keluarga.  Prinsip utama dan penting 
dalam reformasi hukum keluarga di Mesir berkenaan dengan 
hukum kewarisan adalah hak cucu yatim untuk mendapat-
kan harta warisan kakeknya. Ini merupakan isu kontroversial, 
karena hukum kewarisan Islam tidak mengenal pengakuan 
representasi atau ahli waris pengganti. Solusi yang diberi-
kan untuk mendukung posisi cucu yatim yaitu melalui wasiat 
wajibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Wasiat 
Mesir Nomor 71 Tahun 1946. 

Dasar hukum yang digunakan oleh Undang-undang 
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ter sebut dalam menentukan wasiat wajibah adalah: pertama, 
meng  kompromikan pendapat-pendapat ulama klasik dan 
ulama kontemporer dalam pemahaman mereka terhadap ayat-
ayat wasiat yang dikaitkan dengan ayat-ayat kewarisan. Hasil 
kompromi tersebut adalah: 
1)  Ketetapan tentang adanya kewa jib an wasiat kepada para 

kerabat yang tidak dapat menerima warisan, diambil dari 
pendapat fukaha besar dari golongan tābi’in dan generasi 
sesudahnya, mereka adalah Sa’ad bin Musayyab, al-Ḥasan 
al-Bisri, Abū Dāwud, aṭ-Ṭabari dan Isḥāq bin Rahawaih; 

2)  Pemberian sebagian harta peninggalan si mayit kepada 
para kerabat yang tidak dapat mewarisi yang berfungsi 
sebagai wasiat wajibah apabila si mayit tidak berwasiat 
untuk mereka, diambil dari pendapat Imām Aḥmad dan 
Ibn Ḥazm; dan 

3)  Pengkhususan kerabat yang tidak mewarisi kepada cucu-
cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga harta 
peninggalan didasarkan pendapat Ibn Ḥazm. 

Kedua, berdasarkan prinsip kemaslahatan, bahwa pem-
berian sebagian harta peninggalan kepada cucu yang dilaku-
kan berdasarkan prinsip wasiat wajibah, dikarenakan ada nya 
pertimbangan kemungkinan timbulnya penderitaan pada cucu 
yang terhalang untuk mewarisi harta peninggalan kakek atau 
neneknya karena ada saudara-saudara orangtua mereka. Oleh 
karena itu, undang-undang menetapkan pemberian sebagian 
harta peninggalan kakek atau neneknya bagi mereka melalui 
jalan wasiat wajibah.91 

Beberapa ketentuan wasiat wajibah dalam Undang-undang 
Wasiat Nomor 71 Tahun 1946 tercantum dalam Pasal 76-77:

91 Muhammad Siraj, “Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan” dalam 
Johannes den Heijer dan Syamsul Anwar, Islam, Negara dan Hukum (Jakarta: 
INIS, 1993), hlm. 113.
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 Pasal 76: Sekiranya seorang pewaris (al-mayyit) tidak 
berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah mening-
gal sebelum dia (pewaris), atau meninggal bersama-sama 
dengan dia, sebesar saham yang seharusnya diperoleh 
anak itu dari warisan, maka keturunan tersebut akan 
menerima saham itu melalui wasiat (wajib) dalam batas 
sepertiga harta dengan syarat (a) keturunan tersebut tidak 
mewarisi (b) orang yang meninggal (pewaris) belum 
pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain se-
besar sahamnya itu. Sekiranya telah pernah diberi tetapi 
kurang dari saham yang seharusnya ia terima, maka 
ke kurangan dianggap sebagai wasiat wajib. Wasiat ini 
men jadi hak keturunan derajat pertama dari anak laki-
laki dan perempuan serta keturunan seterusnya menurut 
garis laki-laki, setiap derajat menghijab keturunannya sen-
diri tetapi tidak dapat menghijab keturunan dari yang 
lainnya. Setiap derajat membagi wasiat tersebut seolah-
olah sebagai warisan dari orangtua mereka itu.

 Pasal 77: Jika seseorang memberi wasiat lebih dari saham 
yang seharusnya diterima, maka kelebihan itu dianggap 
sebagai wasiat ikhtiariah. Sekiranya kurang, kekurangan 
itu disempurnakan melalui wasiat wajib. Kalau berwasiat 
kepada sebagian keturunan dan meninggalkan sebagian 
yang lain, maka wasiat wajib diberikan kepada semua 
keturunan dan wasiat yang ada dianggap berlaku sepan-
jang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 di atas.92

Beberapa kandungan pokok wasiat wajibah menurut Pasal 
76-77 adalah, wasiat wajibah wajib diberikan kepada ke turun an 
dari anak yang orangtuanya meninggal dunia sebelum atau 

92 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (History, Text and 
Comparative Analysis) (New Delhi: Academy ofLawand Relegion, 1987), hlm. 
46-47.
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bersama-sama dengan pewaris/kakeknya. Besarnya bagian 
wasiat wajibah adalah sebesar bagian yang harus diterima 
oleh anak pewaris dari harta peninggalan tersebut, apabila ia 
(anak pewaris) hidup pada saat pewaris meninggal, maksimal 
sepertiga dengan syarat keturunan dari anak pewaris itu (cucu) 
bukan termasuk ahli waris dan si pewaris tidak pernah mem-
berikan sesuatu kepadanya sebesar apa yang menjadi bagi an 
si anak tersebut. Apabila ada pemberian dan pemberian itu 
lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang diwajibkan, maka wajib 
digenapkan sampai kepada jumlah yang diwajibkan. 

Wasiat wajibah diperuntukkan bagi cucu, yaitu keturun-
an dari anak perempuan pada tingkat/lapisan pertama, serta 
cucu keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari 
garis laki-laki. Bagian masing-masing anak yang digantikan 
dibagikan kepada keturunannya, seolah-olah anak yang di-
gantikan itu meninggal setelah pewaris meninggal. Apa bila 
pewaris memberikan wasiat melebihi jumlah yang seharus-
nya diberikan melalui wasiat wajibah, maka kelebihan itu me-
rupakan wasiat ikhtiyariyah, namun apabila jumlah itu lebih 
kecil dari yang seharusnya, maka wajib digenapkan, dan jika 
ada wasiat bagi sebagian dan tidak kepada yang lainnya dari 
yang berhak menerima wasiat wajibah, maka kepada yang 
tidak diberi wasiat tersebut, wajib diberikan sesuai bagian-
nya. Dalam pelaksanaannya, wasiat wajibah didahulukan dari 
wasiat lainnya.93 

Penjelasan resmi undang-undang tersebut menyatakan 
bahwa dorongan memasukkan pasal-pasal tentang wasiat 
wajibah adalah kenyataan seringnya muncul pengaduan 
tentang anak-anak yatim yang tidak mendapat warisan karena 
terhijab oleh saudara-saudara ayahnya. Walaupun seseorang 
pada galibnya berwasiat untuk cucu yang yatim itu, tetapi ajal 

93 Fahmi Al Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajiabh dalam Kompilasi Hukum 
Islam (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 128-133.
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yang tidak diduga menyebabkan wasiat itu tidak sempat ter-
ucapkan.94

Noel J. Coulson menamakan penetapan undang-undang 
Mesir ini sebagai quasi ijtihad. Mungkin ia menggunakan isti-
lah tersebut karena isi aturan ini merupakan hal baru, yang 
tidak ditemukan dalam pendapat-pendapat ulama awal, tetapi 
tidak dapat disebut sebagai ijtihad penuh karena walaupun 
hanya dari segi nama tetap dikaitkan dengan pendapat para 
ulama.95 Sedangkan Yusuf al-Qardawi, sebagaimana dikutip 
Al Yasa Abubakar, menganggap bahwa wasiat wajibah dalam 
perundang-undangan Mesir ini sebagai gabungan dari ijtihad 
selektif (intiqā’i) dan ijtihad kreatif (insyā’i). Dari segi nama 
dan pengaitan kepada pendapat ulama awal termasuk selektif. 
Sedangkan dari segi isinya termasuk ijtihad keratif dengan dalil 
maṡlaḥah mursalah.96

 Sebagai contoh, misalnya pewaris meninggalkan dua 
anak laki-laki, dan cucu laki-laki dan perempuan pancar laki-
laki yang ayahnya meninggal lebih dahulu dari pewaris (ka-
kek nya), secara skematis digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6: Wasiat Wajibah di Mesir

Secara normatif, cucu-cucu itu tidak mendapat bagian 
warisan karena terhijab oleh dua anak laki-laki. Namun me-

94 Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah., hlm. 194.
95 Noel J. Coulson, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, alih bahasa 

Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 237. 
96 Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah., hlm. 195.
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nurut ketentuan wasiat wajibah, mereka menerima bagian 
sebesar bagian yang diterima ayahnya seandainya ayahnya 
masih hidup di kala matinya pewaris, yakni 1/3 bagian karena 
ahli warisnya tiga anak laki-laki yang masing-masing men-
dapat bagian 1/3. Kemudian 1/3 bagian dibagi untuk cucu-
cucu laki-laki dan perempuan dengan ketentuan cucu laki-
laki dua bagian (2/9) dan cucu perempuan satu bagian (1/9). 

Terlepas dari adanya beberapa perbedaan pada bagian 
yang terperinci, beberapa negara Timur Tengah lain secara 
prinsip setuju dengan posisi yang diambil oleh para ahli 
hukum Mesir, yaitu cucu yatim diperbolehkan untuk menda-
pat kan bagian atas harta warisan dari pewaris yang mewarisi 
dengan menduduki kedudukan orangtuanya yang telah me-
ninggal dunia terlebih dahulu. 

Maroko97 termasuk salah satu negara yang mengadopsi 
wasiat wajibah Mesir dengan sedikit perubahan yang dimuat 
dalam perundang-undangan Maroko, yakni Code of Personal 
Status Pasal 266 sampai dengan 269. Dalam Undang-undang 
tersebut, Maroko telah mengeluarkan ketentuan yang mem-
berikan hak menerima wasiat wajibah kepada anak-anak dari 
anak laki-laki atau cucu laki-laki dan perempuan dari anak 
laki-laki yang ayahnya telah meninggal terlebih dahulu dari si 
pewaris, tetapi hal ini tidak berlaku untuk cucu-cucu dari anak 
perempuan yang ibunya telah meninggal terlebih dahulu dari 
pewaris.98

Perbedaan mendasar antara Undang-undang Wasiat 
Mesir dengan Hukum Status Personal Maroko terletak pada 
cucu yang mana yang berhak menerima wasiat wajibah. Hal 

97 Maroko merupakan negara keempat dan terakhir setelah Mesir, Syiria 
dan Tunisia yang mengadopsi aturan wasiat wajibah Mesir.  http://aafandia. 
wordpress.com /2009/05/20/hukum-islam-di-negara-maroko/ diakses 
pada hari minggu, 13-11-2011, jam 20.00 WIB.

98 Hukum Status Personal Maroko 1957 Pasal 266-269. Tahir Mahmood, 
Personal Law in Islamic Countries., hlm. 187-188. 
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ini se bagaimana dijelaskan oleh Abdullah Siddik: “Menurut 
Undang-undang Maroko wasiat wajibah dilakukan terhadap 
anak-anak bagimanapun rendah menurunnya, tetapi hanya 
dari keturunan anak laki-laki yang meninggal dunia lebih 
dahulu dari pewaris”99

 Dari uraian di atas dapat dipahami, menurut Undang-
undang Maroko, orang yang berhak menerima wasiat wajibah 
hanyalah para cucu dan seterusnya ke bawah dari ke turunan 
anak laki-laki, sedangkan cucu atau para cucu dari keturun-
an anak perempuan, sekalipun dalam tingkat pertama, yang 
menurut undang-undang Wasiat Mesir menjadi penerima 
wasiat wajibah, tidak berhak menerimanya. Untuk lebih 
jelasnya dicontohkan, misalnya pewaris meninggalkan dua 
anak laki-laki, cucu laki-laki dan perempuan pancar laki-laki 
yang ayahnya meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan cucu 
laki-laki yang ibunya mati lebih dahulu dari pewaris, secara 
skematis digambarkan di bawah ini.

Gambar 7: Wasiat Wajibah di Maroko 

Secara normatif, cucu-cucu itu tidak mendapat bagian 
warisan karena terhijab oleh dua anak laki-laki. Namun me-
nurut ketentuan wasiat wajibah di Maroko, cucu laki-laki dan 

99 Abdullah Siddik, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh 
Dunia Islam (Jakarta: Wijaya, 1984), hlm. 178.
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perempuan pancar laki-laki menerima bagian sebesar bagian 
yang diterima ayahnya seandainya ayahnya masih hidup di 
kala matinya pewaris. Karena ahli warisnya tiga anak laki-
laki, maka bagiannya adalah 2: 2: 2 atau 2/6, 2/6 dan 2/6. 
Cucu laki-laki dan perempuan pancar laki-laki mendapat 2/6, 
dengan rincian cucu laki-laki mendapat bagian 2/9 dan cucu 
perempuan mendapat bagian 1/9. Sedangkan dua anak laki-
laki masing-masing mendapat bagian 2/6, dan cucu laki-laki 
pancar perempuan tidak mendapat bagian, meskipun ber-
derajat satu. 

Syiria juga termasuk salah satu negara yang mengadopsi 
konsep wasiat wajibah yang berlaku di Mesir yang dimuat 
dalam Hukum Status Personal Syiria Tahun 1953. Dalam per-
kem bangannya, undang-undang tersebut diganti dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1975.100 Ketentuan wasiat 
ter cantum dalam Pasal 232, 238 dan 257:101 

 Pasal 232: Tidak ada wasiat yang dibolehkan bagi ke-
turunan kecuali hanya pada golongan pertama, dimana 
golongan ini adalah golongan yang terhalang mendapat 
harta warisan.

 Pasal 238: ayat (1) Wasiat kepada bukan ahli waris seha-
rusnya tidak boleh lebih dari sepertiga peninggalan, 
setelah pembayaran hutang jika ada. Ayat (2) Wasiat tidak 
boleh melebihi batas maksimal sepetiga. Ayat (3) Yang di-
dahulukan adalah pembayaran hutang baru kemudian 
wasiat, dan ayat (4) Wasiat untuk semua harta yang ada 
dibolehkan jika memang tidak ada ahli waris yang lain.

 Pasal 257 : Jika seorang meninggal, meninggalkan seorang 
putra dan punya anak (cucu pewaris) maka cucu ter-

100 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries., hlm. 139-140.
101 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries., hlm. 148-150.
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sebut berhak mengambil bagian dari ayah mereka dan 
me mungkinkan mendapat sepertiga, asalkan sesuai 
dengan kondisi sebagai berikut: (a) Wasiat wajibah bagi 
cucu seharusnya sama seperti bagian dari bapaknya, 
yang penting tidak lebih dari sepertiga harta, (b) Cucu 
se ha rus nya tidak diberikan harta melalui wasiat wajibah 
jika mereka dapat mewarisi kekuasaan orangtuanya, (c) 
Wasiat wajibah diberikan kepada cucu dan anak dari cucu 
dengan sistem 2:1.

Dengan demikian dalam perundang-undangan Syria, 
cucu yang berhak menerima wasiat wajibah hanyalah cucu 
me lalui garis laki-laki dan seterusnya ke bawah, sedangkan 
cucu melalui anak perempuan tidak mendapat bagian, dan 
jumlah harta yang diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga. 
Ketentuan wasiat wajibah ini sama dengan yang berlaku di 
Maroko.102

Sebagaimana Maroko, prinsip-prinsip ketentuan wasiat 
wajibah yang diberlakukan di Mesir, dengan sedikit perubahan, 
dimuat dan diberlakukan di Tunisia, yakni dalam Qanun al-
Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah (Tunisia Law Personal Status 1956). 
Ke tentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 192 
sebagai berikut:103

 

 Mengenai wasiat wajibah Pasal 192 menetapkan yang 
me nyimpang sedikit dari ketentuan Undang-undang 
Mesir bahwa wasiat wajibah dapat dilakukan hanya ter-
hadap para cucu baik lak-laki maupun perempuan yang 
orangtuanya mati lebih dahulu dari si pewaris yaitu lelaki 
mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian.

102 Abdullah Siddik, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya ., hlm. 21.
103 Hukum Status Personal Tunisia 1956 Pasal 192. Tahir Mahmood, 

Personal Law in Islamic Countries., hlm. 163.
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Dibandingkan dengan perundang-undangan Mesir, per-
be daannya terletak pada ketentuan yang menyatakan bahwa 
penerimaan wasiat wajibah hanya diberikan kepada cucu atau 
para cucu, baik laki-laki maupun perempuan dari anak laki-
laki maupun perempuan dalam tingkat pertama. 

Pakistan merupakan salah negara yang mengambil jalan 
yang berbeda dengan inisiatif yang diambil oleh negara-negara 
Timur Tengah sebagaimana dikemukakan di atas. Walau-
pun berbeda dengan pendapat umum dalam persoalan cucu 
yatim ini, Pakistan telah mengadopsi skema yang sistematik 
dan komprehensif mengenai sistem kewarisan penggantian 
tempat oleh garis keturunan ke bawah.104 Dalam Undang-
undang Kekeluargaan Muslim Pakistan (Muslim Family Laws 
Ordinance 1961)105 Pasal 4 dinyatakan, “Dalam keadaan ada 
anak laki-laki atau perempuan pewaris yang telah meninggal 
dunia dan dia meninggalkan keturunan pada saat warisan 
terbuka (akan dibagikan), maka anak-anak tersebut menerima 
saham sama persis dengan saham yang seharusnya diterima 
orangtua mereka”.106 

Menurut Undang-undang ini, aturan fiqh bahwa cucu 
tidak dapat mewarisi dari kakek hanyalah karena terhijab 
oleh anak yang masih hidup. Sebab terhijabnya cucu karena 
berlakunya prinsip ahli waris yang terdekat menghijab yang lebih 
jauh. Menurut pembuat undang-undang ini, aturan hijab-meng-
hijab tersebut cocok diterapkan pada masa awal Islam, karena 
masyarakatnya masih cenderung bertanggungjawab secara 
kolektif. Lelaki tertua dalam kelompok kekerabatan tersebut 

104 Ratno Lukito, Hukum Islam dan Realitas Sosial (Yogyakarta: Fakultas 
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 108-109.

105 Peraturan ini dalam proses kealahirannya didukung oleh kelompok 
modernis namun ditolak keras oleh ulama tradisionalis. Taufik Adnan 
Amal, Islam dan Tantangan Modernitas (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 89. 

106 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries., hlm. 245. Al Yasa 
Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah., hlm. 198.
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bukan saja bertanggungjawab terhadap anak-anaknya sendiri, 
tetapi juga terhadap semua anggota keluarga yang lain, ter-
masuk anak-anak yatim yang menjadi kemenakannya. Berbeda 
dengan masa sekarang, setelah keadaan sosial, budaya dan 
ekonomi berubah, setelah setiap keluarga inti cenderung mem-
bentuk rumah tangga sendiri, dan tanggung jawab lelaki ter-
tua terhadap anggota kelompok kekerabatannya yang ada 
di masa awal Islam dirasakan semakin longgar, maka aturan 
hijab-menghijab tadi dirasakan tidak relevan lagi. Di pihak 
lain, aturan dalam fiqh, yang terdekat menghijab yang terjauh, 
tidak diterapkan secara ketat oleh fiqh sendiri. Ada ahli waris 
yang lebih dekat atau lebih kuat kekerabatannya tidak meng-
hijab yang jauh, misalnya anak perempuan (bint) tidak dapat 
menghijab cucu perempuan garis laki-laki (bint al-ibn); ayah 
(ab) tidak menghijab nenek (jaddah min jihat al-um); dan saudara 
kandung (akh asy-syaqīq) atau saudara seayah (akh li ab) tidak 
menghijab saudara seibu (akh li um).107

Oleh sebab itu, aturan bahwa anak laki-laki akan meng-
hijab semua cucu, baik yang menjadi keturunannya maupun 
keturunan saudaranya, tidak dapat diterapkan lagi. Ketentuan 
anak laki-laki (keturunan derajat satu) menghijab cucu (ketu-
runan derajat dua) hanya dapat diterapkan terhadap cucu 
yang menjadi keturunan anak itu sendiri, sedangkan cucu 
dari keturunan anak yang lain tidak dapat dipertahankan lagi. 
Cucu dari seorang anak yang telah meninggal dunia harus di-
anggap sama dekatnya dengan anak lain yang masih hidup 
karena tidak ada yang menyelinginya. 108 

Berdasarkan keterangan di atas, Undang-undang Pakistan 
mengubah aturan hijab menghijab yang ada dalam fiqh, anak 
hanya menghijab cucu yang menjadi keturunannya sendiri. Oleh 
karena itu, cucu yang tidak terhijab akan mengambil saham 

107 Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah., hlm. 198.
108 Ibid., hlm. 199.
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yang seharusnya menjadi hak orangtuanya melalui pewarisan. 
Sebagai penjelasan dicontohkan, pewaris meninggalkan se-
orang anak laki-laki, seorang cucu laki-laki yang ayahnya me-
ninggal lebih dahulu dari kakeknya dan seorang cucu perem-
puan yang ibunya juga meninggal lebih dahulu dari kakeknya, 
secara skematis digambarkan sebagai berikut:

Gambar 8: Penggantian Tempat di Pakistan

 

Menurut ketentuan umum hukum kewarisan, anak laki-
laki adalah sebagai ahli waris tunggal dari orangtuanya, karena 
cucu laki-laki dari anak laki-laki (ibn al-ibn) yang ayahnya 
meninggal lebih dahulu dari kakeknya, dan cucu perempuan 
dari anak perempuan (bint al-bint) yang ibunya meninggal 
lebih dahulu dari kakeknya terhijab oleh anak laki-laki. 
Namun menurut ketentuan penggantian tempat di Pakistan, 
cucu baik laki-laki maupun perempuan hanya terhijab oleh 
ayah atau ibunya, seandainya ayah dan ibunya masih hidup 
ketika kakeknya meninggal dunia, dan tidak terhijab oleh 
saudara ayah atau ibunya. Oleh sebab itu, cucu laki-laki dari 
anak laki-laki menerima bagian dengan menggantikan posisi 
ayahnya, demikian halnya cucu perempuan dari anak perem-
puan menerima bagian dengan menggantikan posisi ibunya. 
Oleh karena ahli warisnya terdiri dari dua orang anak laki-laki 
dan seorang anak perempuan, maka bagian mereka masing-
masing adalah 2: 2: 1 atau 2/5, 2/5 dan 1/5. Anak laki-laki 
memperoleh bagian 2/5, cucu laki-laki dari anak laki-laki mem-
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peroleh bagian 2/5 dan cucu perempuan dari anak perem-
puan memperoleh bagian 1/5. 

Untuk lebih memperjelas penerapan wasiat wajibah se-
kaligus mengetahui persamaan dan perbedaannya di Mesir, 
Maroko, Syiria, Tunisia, dan penggantian tempat di Pakistan, 
berikut ini dicontohkan kasus pembagian warisan misalnya, 
pewaris meninggalkan tiga anak laki-laki, cucu laki-laki dan 
perempuan pancar laki-laki yang ayahnya meninggal dunia 
lebih dahulu dari pewaris dan cucu laki-laki dan perempuan 
pancar perempuan yang ibunya meninggal dunia lebih dahulu 
dari pewaris. Pembagian di atas, secara skematis digambar-
kan di bawah ini.

Gambar 9: Wasiat Wajibah di Mesir, Maroko, Syiria, Tunisia dan 
Penggantian Tempat di Pakistan.

Menurut ketentuan umum hukum kewarisan, cucu-cucu 
itu tidak mendapat bagian warisan karena terhijab oleh tiga 
anak laki-laki. Namun menurut ketentuan wasiat wajibah 
di Mesir dan Tunisia ―ketentuan wasiat wajibah di kedua 
negara ini mempunyai kemiripan―, cucu pancar laki-laki 
me nerima bagian sebesar bagian yang diterima ayahnya 
seandainya ayahnya masih hidup di kala matinya pewaris, 
yakni 2/9 bagian, dan cucu pancar perempuan, karena ter-
masuk generasi pertama, menerima bagian sebesar bagian 
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yang diterima ibunya seandainya ibunya masih hidup di 
kala matinya pewaris, yakni 1/9. Karena ahli warisnya terdiri 
dari empat anak laki-laki dan seorang anak perempuan, 
maka bagian mereka masing-masing adalah 2: 2: 2: 2: 1 atau 
2/9, 2/9, 2/9, 2/9 dan 1/9. Kemudian wasiat wajibah 2/9 di-
bagi untuk cucu laki-laki dan perempuan pancar laki-laki 
dengan ketentuan cucu laki-laki dua bagian (4/27) dan cucu 
perempuan satu bagian (2/27). Sedangkan wasiat wajibah 1/9 
dibagi untuk cucu laki-laki dan perempuan pancar perempuan 
dengan ketentuan cucu laki-laki dua bagian (2/27) dan cucu 
perempuan satu bagian (1/27).

Menurut ketentuan wasiat wajibah yang berlaku di 
Maroko dan Syiria ―ketentuan wasiat wajibah di kedua negara 
ini sama―, cucu-cucu pancar laki-laki menerima bagian se-
besar bagian yang diterima ayahnya seandainya ayahnya 
masih hidup di kala matinya pewaris, yakni 2/8 bagian, dan 
cucu-cucu pancar perempuan, meskipun termasuk generasi 
pertama, tidak menerima bagian. Karena ahli warisnya terdiri 
dari empat anak laki-laki, sedangkan seorang anak perem-
puan yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dianggap 
tidak ada, maka bagian mereka masing-masing adalah 2: 2: 2: 
2 atau 2/8, 2/8, 2/8, 2/8. Kemudian wasiat wajibah 2/8 dibagi 
untuk cucu laki-laki dan perempuan pancar laki-laki dengan 
ketentuan cucu laki-laki mendapat dua bagian (4/24) dan cucu 
perempuan mendapat satu bagian (2/24). 

Tidak sebagaimana Mesir dan Tunisia atau Maroko dan 
Syiria, menurut Undang-undang Kekeluargaan Muslim Pa-
kis tan, dengan konsep penggantian tempat, cucu laki-laki dan 
perempuan pancar laki-laki dan cucu laki-laki dan perem-
puan pancar perempuan, mereka tidak terhijab oleh tiga anak 
laki-laki saudara ayah atau ibu mereka. Oleh karena itu, cucu-
cucu pancar laki-laki menerima bagian sebesar bagian yang 
diterima ayahnya seandainya ayahnya masih hidup di kala 
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matinya pewaris, yakni 2/9 bagian, dan cucu-cucu pancar pe-
rempuan, menerima bagian sebesar bagian yang diterima 
ibunya seandainya ibunya masih hidup di kala matinya pe-
waris, yakni 1/9. Karena ahli warisnya terdiri dari empat 
anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka bagian 
mereka masing-masing adalah 2: 2: 2: 2: 1 atau 2/9, 2/9, 2/9, 
2/9 dan 1/9. Kemudian 2/9 bagian yang mestinya diterima 
anak laki-laki, karena meninggal lebih dahulu dari pewaris, 
di bagi untuk cucu laki-laki dan perempuan pancar laki-
laki dengan ketentuan cucu laki-laki dua bagian (4/27) dan 
cucu pe rempuan satu bagian (2/27). Sedangkan 1/9 bagian 
yang mestinya diterima anak perempuan, karena meninggal 
lebih dahulu dari pewaris, dibagi untuk cucu laki-laki dan 
perempuan pancar perempuan dengan ketentuan cucu laki-
laki mendapat dua bagian (2/27) dan cucu perempuan satu 
bagian (1/27). Sebagai perbandingan hasil pembagian wa-
risan di atas adalah sebagai berikut:

No Ahli Waris Mesir Tunisia Maroko Syiria Pakistan

1 3 Anak lk. 18/27 18/27 18/24 18/24 18/27
2 Cucu lk. pancar lk. 4/27 4/27 4/24 4/24 4/27
3 Cucu pr. pancar lk. 2/27 2/27 2/24 2/24 2/27
4 Cucu lk. pancar pr. 2/27 2/27 Mahjūb Mahjūb 2/27
5 Cucu pr. pancar pr. 1/27 1/27 Mahjūb Mahjūb 1/27

Jumlah 1 1 1 1 1

Inisiatif model Pakistan di atas tampaknya telah mem-
beri inspirasi kepada Indonesia dalam melakukan reformasi 
hukum keluarga dengan lahirnya peraturan yang berbeda 
dengan negara-negara Islam lainnya.109 Namun, walaupun 
Indo nesia banyak dipengaruhi oleh model Pakistan dalam 
mem berikan bagian warisan kepada cucu yatim melalui re-

109 Ratno Lukito, Hukum Islam dan Realitas Sosial., hlm. 109.
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pre sentasi ahli waris atau penggantian tempat,110 namun se-
cara praksis prinsip representasi ahli waris yang dianut KHI 
berbeda dengan yang dianut di Pakistan, dalam arti bahwa 
Pasal 185 ayat (2) KHI menentukan, cucu yatim yang mewakili 
orangtuanya tidak dapat menerima jumlah bagian warisan 
lebih besar dari jumlah yang diterima oleh ahli waris lain yang 
berasal dari garis keturunan horisontal yang sama dengan 
orangtuanya yang telah meninggal. Sedangkan di Pakistan, 
prinsip representasi ahli waris memberikan hak kepada cucu 
laki-laki dan perempuan untuk menerima bagian yang sama 
dengan bagian yang seharusnya diterimakan kepada orang-
tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu jika orangtua ter-
sebut masih hidup pada saat pembagian warisan.

4.  Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia 
Bentuk reformasi terhadap hukum keluarga Islam Indo-

nesia mengenai wasiat wajibah ini dapat secara jelas dilihat 
dalam KHI. Berbeda dengan para ahli hukum Islam pada 
umumnya yang mengidentifikasikan cucu sebagai penerima 
wasiat wajibah, para ahli hukum Indonesia, melalui KHI telah 
menggunakan wasiat wajibah untuk memperbolehkan anak 
angkat111 dan orangtua angkat mengajukan klaim atas bagian 
tertentu dalam warisan. Kedudukan anak angkat dan orangtua 

110 Representasi ahli waris atau penggantian tempat biasa disebut 
dalam istilah Belanda plaatsvervulling, yang antara lain diatur dalam Pasal 
841, 842, 844 dan 846 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut, yang di-
ganti adalah adalah tempat, derajat dan hak-hak serta bagiannya tidak 
dibatasi maksimalnya (Pasal 841). Sedangkan yang dapat menggantikan 
kedudukannya adalah cucu-cucu yang tak terbatas betapa jauh menurunnya 
(Pasal 842), anak-anak keturunan keluarga garis menyimpang (kemenakan) 
(Pasal 844), dan anak sah dari ayah alami juga dapat menggantikan kedu-
dukan ayah alaminya yang sudah terlebih dahulu meninggal (Pasal 846). 

111 KHI Pasal 171 huruf (h) menyatakan, “Anak angkat adalah anak yang 
dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan 
sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asli kepada orangtua 
angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”
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angkat dalam hukum kewarisan KHI diatur dalam Pasal 209. 
Pasal tersebut telah menetapkan, antara anak angkat dengan 
orangtua angkat adalah penerima wasiat wajibah dengan mak-
simum penerimaan sepertiga dari harta peninggalan. Pasal ini 
menjelaskannya dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
(1)  Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-

pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan 
ter hadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat 
di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 
warisan anak angkatnya.

(2)  Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat di-
beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 
warisan orangtua angkatnya.

Kedudukan anak angkat sebagaimana diatur dalam KHI 
di atas sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini telah me-
le takkan prinsip-prinsip dasar berkenaan dengan pengang-
katan anak. Anak angkat menurut Undang-undang ini, seba-
gaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9), adalah anak yang 
haknya dialihkan dari lingkungan kekuasa an keluarga orang-
tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab 
atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, 
ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasar-
kan putusan atau penetapan pengadilan. Kemudian dalam 
Pasal 39 dinyatakan:
(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepen-

tingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan 
adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku.

(2)  Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) tidak me-mutuskan hubungan darah antara anak yang 
di angkat dengan orangtua kandungnya. 
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Secara prinsip KHI dan Undang-undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak 
angkat tidak berstatus sebagai anak kandung dari orangtua 
angkat nya. Oleh sebab itu, antara anak angkat dengan orang-
tua angkatnya tidak terjadi hubungan saling mewarisi. Anak 
angkat tetap sebagai anak kandung orangtua asalnya sehingga 
antara keduanya terjadi hubungan saling mewarisi.

Kendati demikian, meskipun pengangkatan anak tidak 
merubah status nasab anak tersebut, akan tetapi hal itu tidak-
lah mengurangi nilai dan makna pengangkatan anak tersebut. 
Pengangkatan anak telah menciptakan hukum adanya per alih an 
pemeriharaan hidup sehari-hari yang pada mulanya di bawah 
kekuasaan orangtua kandungnya yang berpindah kepada 
orang tua angkatnya. Tanggung jawab biaya pendidikan yang 
pada mulanya mesti ditanggung oleh orangtua kandung ber-
pindah kepada orangtua angkat. Pengangkatan anak juga 
tidak memadai kalau hanya persetujuan kedua belah pihak 
saja, meskipun telah diresmikan melalui upacara adat dan 
agama, tetapi mesti diperoleh lewat ketetapan pengadilan, 
dengan demikian status anak akan menjadi jelas dan sah di 
mata hukum. Adanya status anak angkat yang sah tersebut 
akan menciptakan akibat hukum dalam kewarisan, di mana si 
anak akan memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 
sepertiga harta. Demikian juga sebaliknya, bila si anak yang 
meninggal dunia maka si orangtua angkat juga akan mem per-
oleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta 
si anak angkat.112

Karena antara anak angkat dengan orangtua angkat tidak 
mempunyai ikatan kekeluargaan antara keduanya, maka 
refor  masi hukum keluarga di Indonesia ini telah menge-

112 Pagar, “Kedudukan Anak Angkat dalm Warisan, Suatu Telaah atas 
Pembaruan Hukum Islam Indonesia” dalam Mimbar Hukum, Nomor 54 
Tahun 2001, hlm. 11.
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sam  pingkan prinsip yang sudah mapan dalam hukum ke-
warisan Islam, yaitu hubungan darah yang menjadi sebab 
terjadinya pewarisan antara pewaris dengan ahli waris. Oleh 
sebab itu, reformasi hukum keluarga ini dilakukan dengan 
mengkompromikan ketentuan hukum Islam dan hukum adat 
tentang pengangkatan anak.113 

Dasar hukum KHI menetapkan wasiat wajibah hanya 
di peruntukkan bagi anak angkat dan orangtua angkat, me-
nurut Yahya Harahap, didasarkan atas kesepakatan ulama 
yang tidak satupun dapat menerima penerapan status anak 
angkat menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya, begitu juga 
sebaliknya.114 

Secara prinsip Islam tidak melarang pengangkatan anak 
yang dimaksudkan untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan 
dan pembiayaan kehidupan si anak. Sebaliknya Islam melarang 
pengangkatan anak yang bertujuan menyamakan status anak 
angkat dengan anak kandung. Artinya, apabila yang diinginkan 
dengan pengangkatan anak hanyalah bermotivasi sosial atau 
semacam orangtua asuh menurut istilah sekarang, maka cara 
seperti ini malahan justru dianjurkan oleh Islam. Dalam kaitan 
ini Masjfuk Zuhdi menyatakan bahwa adopsi seperti praktik 
dan tradisi zaman jahiliyah yang memberi status kepada anak 
angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan 
dan tidak diakui dalam Islam, hubungan antara anak angkat 
dengan orangtua angkat dan keluarganya tetap sebagaimana 
sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi ke-mahram-an 
dan kewarisan.115 Dasar pelarangan tersebut adalah firman 

113 Ratno Lukito, Hukum Islam dan Realitas Sosial., hlm. 110.
114 M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam” dalam Moh. 

Mahfud MD, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum 
Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 92.

115 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), 
hlm. 29.
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Allah swt. sebagai berikut:116

...

 ...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kan-
dungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di 
mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia 
menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak 
angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah 
yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui 
bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa 
atas mu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 
dosa nya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas dengan sangat tegas menyatakan bahwa Islam 
tidak membenarkan pengangkatan anak yang motivasinya 
untuk menyamakannya dengan anak kandung. Islam mem-
bolehkan, dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak 
dengan maksud membantu dan memperlakukan mereka la-
yak nya saudara sebagai manifestasi prinsip tolong menolong 
(ta’āwun) dalam kebaikan, terutama kepada anak-anak yang 
mem butuhkannya, seperti anak-anak yatim yang ditinggal 
mati orangtuanya. 

116 Al-Aḥzāb (33): 4-5.
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Sedangkan dasar hukum KHI menetapkan wasiat wajibah 
kepada anak angkat atau orangtua angkat menurut ketentuan 
hukum adat, karena adopsi telah menjadi kebiasaan sebagi-
an masyarakat Indonesia untuk mengangkat seorang anak 
laki-laki atau perempuan untuk kemudian dimasukkan ke 
dalam lingkungan keluarga mereka. Didukung oleh berbagai 
sistem hukum adat yang bersifat lokal, adopsi telah menjadi 
perbuatan hukum umum dengan karakteristik yang sama 
di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Dalam 
masyarakat patrilinial seperti masyarakat Batak, di Sumatera 
Utara atau dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera 
Barat, lembaga adopsi sering dihubungkan dengan dominasi 
ayah atau ibu dalam keluarga. Di antara orang Batak, misal-
nya, adat masyarakat mengijinkan suatu keluarga untuk 
meng adopsi seorang anak laki-laki untuk menjaga bentuk 
patri linial masyarakat tersebut yang kemudian dimasukkan 
dalam keluarga ayah angkat dan mendapatkan semua hak 
hukum anak sah. Dalam masyarakat di mana kedua orang-
tua mempunyai kedudukan hukum yang sama atau parental, 
seperti Jawa, adopsi diperbolehkan tidak hanya terhadap anak 
laki-laki tetapi juga terhadap anak perempuan.117 Dengan per-
timbangan-pertimbangan moral sebagai alasan untuk peng-
angkatan anak, misalnya untuk menolong anak yatim, suatu 
keluarga dapat mengadopsi seorang anak dengan konse-
kuensi hukum, si anak angkat tersebut, baik laki-laki mau pun 
perempuan, akan memperoleh hak yang sama di hadapan 
hukum sebagaimana anak sah. 

Walaupun aplikasi adopsi secara terperinci berbeda 
antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya di Indo-
nesia, beberapa bentuk karakteristik umum dari adopsi yang 
didukung oleh hukum adat muncul, yaitu anak angkat secara 

117 Rahmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan., hlm. 188-190. Ratno 
Lukito, Hukum Islam dan Realitas Sosial., hlm. 110-111.



164 Dr. riyanta, M. HuM

otomatis dimasukkan ke dalam lingkungan keluarga orangtua 
angkat, hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua 
asli terputus dan posisi hukum anak angkat dalam kewarisan 
sama dengan anak asli.118

Berdasarkan praktik hukum tersebut maka kemudian 
para ahli hukum Islam Indonesia merasa berkewajiban untuk 
menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dengan 
hukum adat. Karena hukum Islam secara tegas menolak lem-
baga adopsi itu,119 maka para ahli hukum Islam Indonesia ber-
usaha untuk mengakomodasikan sistem nilai yang ada dalam 
kedua hukum tersebut dengan jalan mengambil dari institusi 
wasiat wajibah yang berasal dari hukum Islam sebagai sarana 
untuk menerima nilai-nilai moral yang ada di balik praktik 
adopsi dalam hukum adat. 

Usaha di atas harus dilakukan karena fakta bahwa dalam 
masyarakat yang mempraktikkan adopsi tersebut, orang-
tua angkat selalu memikirkan bagaimana kesejahteraan anak 
angkatnya ketika mereka meninggal. Oleh karena itu, hal 
yang umum bagi anak angkat menerima suatu bagian harta 
warisan dari orangtua angkatnya melalui hibah yang dapat 
memberikan jaminan kehidupan mereka.120 Inilah ide yang 
ada di balik semangat mengkonstruksi KHI sedemikian rupa 
sehingga mampu menterjemahkan wasiat wajibah sebagai alat 
yang memperbolehkan anak angkat mendapatkan bagian harta 

118 M. Yahya Harahap, Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam 
Hukum Adat (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 100-115.

119 Adopsi pada kenyataannya merupakan praktik umum dilakukan 
oleh masyarakat Arab pra Islam, bahkan berlanjut sampai pada masa awal 
Islam. Dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad sebelum diangkat menajdi 
Rasul telah mengangkat anak bernama Zaid ibn Harisah, seorang hamba 
sahaya yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggapnya sebagai 
anak kandung, maka mereka memanggilnya dengan panggilan Zaid ibn 
Muhammad, bukan Zaid ibn Harisah, yang dinisbahkan kepada orang-
tua kandungnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para sahabat. Praktik 
hukum itu kemudian dihapus oleh Q.s. Al-Aḥzāb (33): 4-5.

120 R. Supomo, Hukum Adat Jawa Barat (Jakarta: Jembatan, 1967), hlm. 31.
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secara sah dari orangtua angkatnya yang meninggal. KHI juga 
menentukan, orangtua angkat tersebut mempunyai hak yang 
sah untuk menjadi penerima wasiat wajibah, karena KHI me-
mandang hubungan antara anak angkat dengan orangtua 
angkatnya yang sedemikian dekatnya sehingga kerabat dekat 
(al-aqrabīn) dalam ayat tentang wasiat dapat diterjemahkan se-
bagai anak angkat dan orangtua angkat.

Dari uraian tentang kedudukan hukum anak angkat 
mau pun orangtua angkat dalam sistem kewarisan di atas, ter-
nyata KHI telah melahirkan suatu hukum baru yang selama ini 
tidak pernah dikenal dalam wacana fikih. Pemberian wasiat 
wajibah kepada anak angkat atau sebaliknya kepada orangtua 
angkat maksimal sepertiga harta peninggalan merupakan jalan 
tengah yang ditempuh oleh para penyusun KHI yang meng-
kompromikan antara pemikiran fikih yang menolak untuk 
mem persamakan anak angkat dengan anak kandung terutama 
dalam kaitannya dengan harta warisan di satu sisi, dan pada sisi 
yang lain adanya kenyataan di masyarakat bahwa tidak sedikit 
orang yang dalam kehidupan berumah tangga ternyata tidak 
dikaruniai keturunan yang pada akhirnya mereka mengangkat 
anak. Selain itu, KHI tetap menempatkan anak angkat dalam 
kewarisan sesuai dengan prinsip hukum kewarisan Islam, 
yakni dia bukanlah sebagai ahli waris, akan tetapi dia bisa 
men dapat bagian dari harta peninggalan orangtua angkat nya 
melalui sarana wasiat wajibah maksimal sepertiga. Sebagai 
contoh, misalnya pewaris meninggalkan ahli waris seorang 
isteri, seorang anak laki-laki dan seorang anak angkat, secara 
skematis digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 10: Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat

Dalam pembagian warisan di atas, isteri mendapatkan 
bagian 3/24, anak laki-laki sebagai ahli waris penerima sisa 
mendapat bagian 13/24 dan anak angkat mendapat bagian 
maksimal 1/3, yakni 8/24.

Ketentuan wasiat wajibah dalam KHI di atas secara jelas 
berbeda dengan konsep wasiat wajibah yang selama ini di-
terapkan di beberapa negara Muslim seperti Mesir, Syiria, 
Tunisia dan Maroko yang menerapkan wasiat wajibah untuk 
para cucu pancar laki-laki dan perempuan yang tidak men-
dapat warisan karena terhijab oleh ahli waris yang lebih dekat 
kekerabatannya. Konsep wasiat wajibah yang kedua ini mem-
punyai kemiripan dengan konsep ahli waris pengganti dalam 
KHI. Kemiripan tersebut antara lain, baik dalam wasiat wajibah 
maupun ahli waris pengganti, ada orang yang me ninggal lebih 
dahulu daripada orang yang meninggalkan harta kekaya an, 
dan keduanya sebagai sarana membantu orang-orang yang 
tidak memperoleh bagian warisan. Untuk membantu cucu 
yang orangtuanya meninggal lebih dahulu dari kakeknya, 
tidak sebagaimana di Mesir yang mengguna kan sarana 
wasiat wajibah, di Indonesia penyelesaiannya dengan sarana 
penggantian tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI:
(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris 

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, ke-
cuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.121

121 Pasal 173 menyatakan, “Seorang terhalang menjadi ahli waris apa-
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(2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari 
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.122

Oleh karena itu, seorang cucu yang bapaknya meninggal 
dunia terlebih dahulu dari kakeknya, menurut konsep wasiat 
wajibah Mesir, dapat memperoleh bagian harta pening gal-
an dari kakeknya melalui sarana wasiat wajibah dengan ke-
tentuan bagian cucu tersebut tidak lebih dari sepertiga harta pe-
ninggalan, sebab besarnya wasiat wajibah tidak boleh melebihi 
sepertiga harta peninggalan. Jadi bagian cucu terkadang tidak 
sebesar bagian yang mesti diterima orang tuanya seandainya 
dia masih hidup. Ketentuan ini berbeda dengan konsep peng-
gantian tempat menurut Pasal 185 ayat (2) dalam arti ke-
du dukan cucu yatim tersebut menggantikan kedudukan 
orangtuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari 
pewaris dengan mendapatkan bagian harta peninggalan yang 
tidak melibihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang 
digantikannya. Jadi bagian cucu kemungkinan sama dengan 
bagian orangtuanya atau sama dengan bagian saudara orang-
tuanya. Dengan demikian, ketentuan wasiat wajibah yang di-
atur dalam KHI berbeda dengan konsep wasiat wajibah di 
negara-negara Muslim, karena konsep wasiat wajibah ini mem-
punyai kemiripan dengan penggantian tempat dalam KHI, dan 
ini merupakan ciri khas tersendiri sebagai bentuk ke putusan 
hukum yang sepenuhnya berkarakter Indonesia.

Sebagai perbandingan antara wasiat wajibah Mesir, peng-
gantian tempat menurut KHI dan penggantian tempat dalam 
undang-undang Pakistan dicontohkan sebagai berikut, seorang 

bila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba 
membunuh atau menganiaya berat pewaris, (b) dipersalahkan secara mem-
fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu 
kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman 
yang lebih berat”. 

122 Ibid.
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meninggal dunia meninggalkan dua anak perempuan dan 
seorang cucu perempuan yang ayahnya meniggal dunia lebih 
dahulu dari kakek, secara skematis digambarkan sebagai be-
rikut:

Gambar 11: Wasiat Wajibah Mesir, Penggantian Tempat Pakistan 
dan KHI

Dalam pembagian warisan di atas, menurut ketentuan 
wasiat wajibah Mesir, cucu perempuan dari anak laki-laki 
mendapat bagian yang sedianya akan diterima ayahnya se-
andainya sang ayah hidup pada waktu meninggalnya kakek. 
Karena ahli warisnya terdiri dari dua anak perempuan dan 
seorang anak laki-laki, maka harta warisan dibagi 1: 1: 2 atau 
1/4, 1/4 dan 2/4. Oleh karena cucu perempuan mengganti-
kan ayahnya, maka bagiannya 1/2, kemudian bagian itu di-
kurangi hingga tinggal 1/3 karena bagian yang diterima 
ayah nya melebihi jumlah maksimal yang dibenarkan untuk 
di wasiatkan. Sisanya diambil untuk dua anak perempuan. Jadi 
cucu perempuan mendapat bagian wasiat wajibah 1/3 dan dua 
anak perempuan mendapat bagian 1/2 ditambah sisa dari cucu 
perempuan 1/6 menjadi 2/3 bagian. 

Kasus di atas jika diselesaikan menurut penggantian 
tempat KHI, maka cucu perempuan yang sedianya mendapat 
bagian 1/2 sesuai dengan bagian yang mesti diterima ayahnya 
seandainya sang ayah hidup pada saat meninggalnya kakek, 
dikurangi sehingga jumlahnya sama dengan bagian saudara 
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perempuan ayahnya, yakni 1/4. Sedangkan dua anak perem-
puan menerima bagian 1/2 ditambah sisa dari cucu perem-
puan, yakni 1/4, sehingga bagian dua anak perempuan men-
jadi 3/4. Pendapat lain menyatakan harta warisan dibagi sama 
untuk 2 anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki, 
sehingga masing-masing mendapat bagian 1/3.

Cara-cara penyelesaian di atas berbeda dengan model 
penggantian tempat Pakistan. Di Pakistan, cucu perempuan 
mendapat bagian yang sedianya diterima ayahnya seandai-
nya si ayah hidup pada saat matinya kakek, yakni 1/2, dan 
dua anak perempuan menerima bagian masing-masing 1/4. 
Se bagai perbandingan, hasil pembagian warisan di atas adalah 
sebagai berikut:

No Ahli Waris
Wasiat Wa-
jibah Mesir

Penggantian Tempat
KHI Pakistan

1 2 Anak pr 1/2 + 1/6 = 2/3 1/2 + 1/4 = 3/4 2/3 1/2

2
Cucu pr 
pancar lk.

1/3 1/4 1/3 1/2

Jumlah 1 1 1 1
 

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa 
maksud dilakukannya pembaruan hukum keluarga di negara-
negara muslim tidak lain adalah dalam rangka mengakomo-
dasi tuntutan dan perubahan yang terjadi di tengah masya-
rakat, yang kemudian dirumuskan dalam ketetapan-ketetapan 
hukum yang mengikat. Reformasi tersebut dalam prosesnya 
meru pa kan keberanjakan dari kitab-kitab fiqh menuju formu-
lasi hukum baru yang memadukan aturan-aturan fiqh dengan 
dimensi lokalitas. 

 Di antara negara-negara yang telah melakukan refor-
masi hukum keluarga, Indonesia merupakan negara yang me-
langkah paling jauh dan radikal. Indonesia memberikan wasiat 
wajibah kepada anak angkat dan orangtua angkat yang sama 
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sekali tidak dikenal dalam literatur fiqh, sedangkan di negara-
negara muslim lainnya, wasiat wajibah hanya diperuntukkan 
mengatasi cucu yatim yang terhijab. Kemudian, dalam meng-
atasi cucu yatim, Indonesia menerapkan konsepsi penggantian 
tempat yang memberikan hak kepada cucu pancar laki-laki 
dan perempuan, betapapun jauh menurunnya, untuk mem-
per oleh bagian harta peninggalan kakeknya, meskipun bagian-
nya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang se derajat 
dengan yang diganti. 

Dalam masalah ahli waris pengganti, Pakistan lah yang 
paling radikal dengan menghapus ketentuan fiqh, “ahli waris 
yang dekat menghalangi ahli waris yang jauh”, artinya anak 
hanya terhalangi oleh orangtuanya sendiri, bukan oleh saudara 
orangtuanya. Dengan ketentuan ini, cucu yatim memperoleh 
bagian persis sama dengan bagian yang diterima orangtua nya 
seandainya orangtuanya hidup pada saat matinya pewaris.
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Sebagaimana diuraikan sebelumnya, teks-teks hukum 
Islam secara tegas melarang terjadinya pewarisan antara 

muslim dengan non muslim. Karena alasan inilah Pengadilan 
Agama (PA) Yogyakarta dalam putusannya Nomor 83/Pdt. 
G/1997/PA. YK tidak memberikan bagian warisan kepada 
ahli waris H. Martadi Hendrolesono yang beragama non Islam. 
Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi 
Agama (PTA) Yogyakarta dalam putusannya Nomor 07/
Pdt.G/ 1998/PTA.YK. Namun tidak demikian bagi MA, tidak 
memberikan bagian warisan kepada ahli waris non muslim 
se bagaimana hukum asalnya dirasa tidak adil dan tidak se-
suai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat. Dalam putusannya Nomor 
51K/AG/1999, MA memberikan bagian warisan kepada ahli 
waris non muslim dengan sarana wasiat wajibah sebesar bagi-
an ahli waris muslim yang sederajat. Persoalannya, bagai mana 
wasiat wajibah dapat diterapkan dalam kasus ini, mengapa 
MA memberikan bagian warisan kepada ahli waris non muslim 
yang sebenarnya terhalang menerima warisan dari pe waris 
muslim, dan bagaimana relevansi penerapan wasiat wajibah 
ter sebut bagi pembaruan hukum kewarisan Islam di Indo nesia, 
selengkapnya diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

BAB IV

    PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI
AHLI WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA
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A.    Putusan MA Nomor 51K/AG/1999 sebagai Model.1

Putusan kasasi ini berawal dari meninggalnya M. Ng. 
Djojo Suwirjo yang antara lain meninggalkan sebidang tanah 
seluas 1.319 M2 di Jalan Prawirotaman Mg. III/593 Yogyakarta. 
Semasa hidupnya, tanah tersebut dihibahkan kepada anak-
nya bernama Martadi Hendrolesono yang kemudian menjadi 
hak milik penerima hibah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 
924 Tahun 1990.

Pada tanggal 16 Desember 1975 Martadi Hendrolesono 
menikah dengan seorang perempuan bernama Jazilah. Selama 
perkawinannya, pasangan suami isteri ini tidak dikaruniai 
keturunan. Pada tanggal 17 Nopember 1995 Martadi Hendro-
lesono meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak 
pun, namun meninggalkan seorang isteri bernama Jazilah. 

Di samping meninggalkan seorang isteri, Martadi Hendro-
lesono memiliki saudara dan saudari kandung berjumlah 7 
(tujuh) orang serta anak-anak dari saudara dan saudarinya 
yang telah meninggal dunia, yang di antara mereka beragama 
Islam dan non Islam. Mereka adalah sebagai berikut:
1. Setijono Hendro, agama Islam, meninggal dunia, mening-

galkan 6 orang anak, masing-masing adalah: 
 a. Ny. Subandiyah Ammar Asrof, SH, agama Islam, 

umur 55 tahun, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di 
Komplek BNI 1946/PLN Nomor: 5, Pesing, Jakarta.

 b. Ny. Sri Haryanti, agama Islam, umur 48 tahun, peker-
jaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Poleko Blok 
C/13 Tambun, Bekasi.

 c. Ny. Cicilia Sri Draswasih, agama Katholik, umur 45 
tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal 
di Selomas I/344, Semarang.

1 Kasus posisi ini disarikan dari Salinan Putusan PA Yogyakarta Nomor: 
83/Pdt.G/1997/PA. YK., Salinan Putusan PTA Yogyakarta Nomor: 07/
Pdt.G/ 1998/PTA.YK. dan Salinan Putusan MA Nomor: 51K/AG/1999.
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 d. Bambang Hendriyanto, agama Islam, umur 43 tahun, 
pekerjaan pegawai PLN, bertempat tinggal di Perum 
Cipondah Makmur, Blok D.X/Nomor 3, Tangerang.

 e. Putut Bayendra, agama Islam, umur 37 tahun, pekerja-
an Swasta, bertempat tinggal di Jalan Warus II.D.793, 
Perumahan Margahayu Jaya, Bekasi. 

 f. Sri Hendriyati, agama Islam, umur 35 tahun, pekerja-
an karyawati, bertempat tinggal di Bumi Lestari R. 
45/31, Tambun, Bekasi.

2. Hendro Werdoyo, agama Islam, meninggal dunia, mening-
galkan seorang anak bernama Indar Astuti Pranowo, 
agama Katholik, umur 50 tahun, bertempat tinggal di Jalan 
Prawirotaman Nomor 4, Kecamatan Mergangsan, Kota-
madya Yogyakarta.

3.  Ny. Danusubroto, agama Islam, umur 71 tahun, pekerjaan 
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Langenarjan 
Nomor 24, Kecamatan Kraton, Kotamadya Yogyakarta.

4. Ny. Hendrowinoto, agama Islam, umur 68 tahun, peker-
jaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Prawiro-
taman Mg. III/595, Kecamatan Mergangsan, Kotamadya 
Yogyakarta.

5. Ny. Hendrotriwirjo, agama Islam, meninggal dunia, me-
ninggalkan 3 orang anak, yaitu : 

 a. Fi Dewi Laksmi Sugianto, agama Katholik, umur 42 
tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal 
di Mantrijeron Mj. III/804, Kecamatan Mantrijeron, 
Kota madya Yogyakarta.

 b. Bambang Wahyu Murti, agama Islam, umur 39 tahun, 
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Internal Audit 
P.T ITCI PC BOK 132 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 
24, Balikpapan.

 c. Bernadeta Harini Triprasasti, agama Katholik, umur 
37 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. 
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Cimandiri 50 R RT. 04, RW. V, Cipayung Ciputat 
Tangerang.

6. Drg. Pantoro, agama Islam, meninggal dunia, mening-
galkan 2 orang anak, yaitu : 

 a. Ferlina Widyasari, agama Islam, umur 35 tahun, pe-
kerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan 
Parangtritis 64 A/83 Yogyakarta.

 b. Yulia Yudantari, agama Islam, umur 22 tahun, pekerja-
an Mahasiswa bertempat tinggal di Jalan Parangtritis 
67 A/83 Yogyakarta.

7. Lucas Indriya, agama Katholik, umur 57 tahun, pekerjaan 
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parangtritis 95 Yogya-
karta.

Kesemuanya di atas adalah ahli waris dan ahli waris 
pengganti yang bersama-sama Ny. Jazilah mewarisi harta pe-
ninggalan almarhum Martadi Hendrolesono sepanjang me-
menuhi syarat sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Di samping meninggalkan isteri dan memiliki saudara 
dan saudari kandung berjumlah 7 (tujuh) orang serta anak-
anak dari saudara dan saudarinya yang telah meninggal dunia, 
almarhum Martadi Hendrolesono meninggalkan sebidang 
tanah di Jalan Prawirotaman Mg. III/593 Yogyakarta dengan 
Sertifikat Hak Milik Nomor 924 atas nama Martadi Hendro-
lesono, Gambar Situasi Nomor : 3572 Tanggal 5 September 1990 
Seluas 1.319 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 Utara  : Tanah Nomor : 125 ; SU. 2544/1986 ; 
 Selatan : Jalan Kampung ; 
 Timur  : Tanah Pers. 170 SU. 1287/1938 ; 
 Barat   : Tanah Pers. 1256 H. M. 922/923 GS. 3571/1990
 

Terjadi silang pendapat mengenai harta peninggalan ter-
sebut antara janda Ny. Jazilah di satu pihak dengan saudara 
dan saudari kandung serta anak-anak dari saudara dan saudari 
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kandung Almarhum di pihak lain tentang pembagian harta 
peninggalan tersebut. Karena jalan musyawarah tidak ter capai 
maka persoalan harta peninggalan berupa tanah Sertifikat 
Hak Milik Nomor 924 atas nama Martadi Hendrolesono ter-
sebut kemudian diajukan ke lembaga peradilan di Yogyakarta 
untuk diselesaikan.

Keluarga almarhum Martadi Hendrolesono mengaju kan 
gugatan perdata kepada Ny. Jazilah ke Pengadilan Negeri 
(PN) Yogyakarta terdaftar Nomor 35/Pdt.G/1997/PN.JK. 
tanggal 15 April 1997. Di lain pihak, Ny. Jazilah mengaju-
kan gugatan pembagian warisan almarhum suaminya ke PA 
Yogya karta terdaftar dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/1997/
PA.YK. tanggal 6 Mei 1997. Dalam kedua gugatan tersebut, 
baik di PA maupun PN, titel gugatan, posita, petitum, Penggugat 
dan Tergugat serta obyek gugatannya adalah sama. 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli waris 
tentang kewenangan mengadili antar dua badan peradilan, 
yaitu antara PN dan PA. Di satu pihak, isteri Almarhum 
meng anggap bahwa penyelesaian kasus ini merupakan wewe-
nang PA karena almarhum semasa hidupnya adalah seorang 
muslim,2 sedangkan di lain pihak, ahli waris lain Almarhum 
menganggap kewenangan mengadili sengketa ini terletak pada 
PN karena dalam kasus ini terjadi sengketa hak milik. Di 
samping itu, beberapa anggota keluarga Almarhum beragama 
non muslim. Atas dasar ini mereka beranggapan bahwa PA 
tidak berwenang mengadili karena berdasarkan ketentuan 
Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,3 PA 

2 Salinan Putusan PA Yogyakarta., hlm. 7-10. 
3 Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Per-

adilan Agama menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan ber wenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; 
b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. 
wakaf dan shadaqah.” Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama direvisi oleh Undang-undang Nomor 
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merupakan pengadilan yang khusus menyelesaikan perkara 
yang terjadi di kalangan orang Islam.4 Sebagai penggugat di 
PN, saudara saudari muslim dan non muslim Martadi Hendro-
lesono dan keturunan saudara saudarinya yang lebih dahulu 
meninggal dunia menghendaki hakim membagi harta waris-
an tersebut sama rata bagi seluruh ahli waris, tanpa membeda-
kan apakah muslim atau non muslim.

Ny. Jazilah dalam gugatannya terhadap saudara dan 
sau dari kandung serta anak-anak dari saudara dan saudari 
kandung almarhum suaminya mohon agar harta warisan ter-
sebut dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan Islam. Peng-
gugat mengajukan dalil bahwa semasa hidupnya Almarhum 
Martadi Hendrolesono memeluk agama Islam. Almarhum me-
ru  pakan seorang muslim yang taat kepada agama yang dianut -
nya, sehingga ketaqwaannya terhadap Allah swt. di wujud  kan 
dengan manunaikan ibadah haji yang merupakan ke wajiban 
bagi pemeluk agama Islam yang mampu, dan hal ini merupa-
kan pencerminan dari keimanannya kepada Allah swt.5 

Dalil lain, dalam hal kewarisan, terbukanya warisan 
adalah dengan meninggalnya pewaris, oleh karena harta pe-

3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang tersebut kewenangan PA 
diperluas dalam menyelesaikan ekonomi syari’ah. Secara lengkap Pasal 49 
berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; 
e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. Shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.” Selanjutnya 
dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan 
menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah dengan 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam 
undang-undang baru tersebut, kewenangan PA tidak berubah sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

4 Salinan Putusan PA Yogyakarta., hlm. 12. Salinan Putusan PTA Yogya-
karta., hlm. 10-12.

5 Salinan Putusan PA Yogyakarta., hlm. 7.
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ninggalan tersebut ditinggalkan oleh seorang yang ber agama 
Islam, maka sudah semestinya jika terhadap harta ter sebut 
tunduk kepada hukum yang dianut pewaris yaitu hukum 
ke warisan Islam dan bukan mengikuti kemauan para ahli 
waris. Dengan demikian karena pewaris adalah se  orang yang 
beragama Islam, maka harta warisan tersebut tidak dapat 
dibagi secara selain hukum Islam. Oleh karena itu, Ny Jazilah 
menghendaki harta peninggalan almarhum suami  nya dapat 
dibagi menurut hukum Islam sebagai bentuk pertang gung-
jawabannya terhadap harta peninggalan suami nya dan demi 
pertanggungjawaban Almarhum suaminya ke pada Allah swt. 
sesuai dengan ketentuan surat Al-Baqarah (2): 195.6 

Selanjutnya Ny. Jazilah mengajukan tuntutan agar harta 
warisan tersebut dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan 
Islam sebagaimana diatur dalam An-Nisā’ (4): 12 bahwa janda 
termasuk kelompok ahli waris golongan żawi al-furūḍ7 kelom-
pok keutamaan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 174 KHI, 
janda adalah ahli waris yang berhak mendapat harta warisan 
suaminya karena termasuk kelompok ahli waris menurut hu-
bungan perkawinan,8 yang berdasarkan ketentuan Pasal 180 
KHI, janda mendapat bagian 1/4 (seperempat) bila pewaris 
tidak meninggalkan anak.9 Bagi saudara dan saudari kandung 

6 Ibid.
7 Żawī al-furūḍ atau aṣḥāb al-furūḍ adalah kelompok ahli waris yang 

bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan hadis. Kelompok ahli 
waris ini terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, anak perempuan, cucu perem-
puan dari keturunan laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara 
perempuan seayah, saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, suami 
dan isteri. Jika seluruh ahli waris di atas ada, maka tidak semuanya men-
dapat bagian, karena ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya akan 
menghijab ahli waris yang jauh. Di antara ahli waris di atas yang tidak 
terhijab adalah anak perempuan, anak laki-laki, ibu, bapak, suami atau isteri. 
Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2002), hlm. 66-70.

8 Pasal 174 KHI ayat (1) menyatakan, “Kelompok ahli waris terdiri dari... 
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.” 

9 Pasal 180 KHI menyatakan, “Janda mendapat seperempat bila pewaris 
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atau anak-anak dari saudara dan saudarinya yang telah me-
ninggal dunia, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 KHI mereka 
bersama-sama memperoleh bagian 1/3 (sepertiga).10 

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, maka harta 
warisan Almarhum Martadi Hendrolesono secara yuridis 
formal maupun material harus dibagi sesuai dengan aturan 
hukum Islam karena Almarhum adalah warga negara Indo-
nesia pemeluk agama Islam yang tunduk pada KHI. Oleh ka-
rena itu pula, bagi ahli waris yang berlainan agama, menurut 
aturan hukum Islam adalah bukan merupakan ahli waris dan 
tidak berhak untuk mewarisi atas warisan dari pewaris seba-
gaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya: “Orang 
Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang non 
muslim dan orang non muslim pun tidak dapat mewarisi harta 
peninggalan orang Islam”.11

Sebaliknya, pihak Tergugat mengajukan eksepsi tentang 
kompetensi absolut PA.12 Alasan yang dikemukakan pihak 
Tergugat adalah adanya sengketa hak milik dalam kasus ini.13 

tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda 
mendapat seperdelapan bagian.”

10 Salinan Putusan PA Yogyakarta., hlm. 8. Pasal 181 KHI menyatakan, 
“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka 
saudara laki-laki dan saudara perempaun seibu masing-masing mendapat 
seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka ber-
sama-sama mendapat sepertiga bagian.” 

11 Salinan Putusan PA Yogyakarta., hlm. 9.
12 Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan untuk me-

nerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara jenis tertentu 
yang mutlak tidak dapat dilakukan badan peradilan lain. Kompetensi 
absolut PA sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989: 
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat dan hibah 
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.”

13 Apabila terjadi sengketa hak milik dalam suatu perkara tentang 
gugatan pembagian warisan, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan 
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini didasarkan 
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Di samping itu, beberapa orang Tergugat, yakni Tergugat III 
– VII – X – XII – XV adalah non muslim. Oleh karena itu, ber-
dasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1989,14 maka PA tidak berwenang mengadili perkara 
gugatan ini.15 

Berdasarkan kasus posisi di atas, majelis hakim PA Yogya-
karta memberikan pertimbangan dan putusan hukum, bahwa 
sehubungan dengan pihak Tergugat mengajukan eksepsi kom-
petensi absolut tersebut, maka PA memberikan Putusan Sela 
yang berisi amar, PA menolak eksepsi yang diajukan oleh 
Ter gugat dan mengemukakan alasan hukum, bahwa dalam 
Rapat Kerja Nasional MARI di Yogyakarta tanggal 21 s/d 23 

putusan MA Nomor 11/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979 yang me-
nyatakan, “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian 
harta warisan masih terkandung sengketa hak milik, maka perkara yang 
bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk 
memeriksanya tetapi termasuk kewenangan Peradilan Umum.” Ketentuan 
ini kemudian diadopsi dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989: “Dalam hal 
terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-
perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus 
mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu 
oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.” Yahya Harahap, 
Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 
2001), hlm. 152-153.

14 Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi sebagai berikut:
 (1)  Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang:

 a.  Perkawinan;
 b.  Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam;
 c.  Wakaf dan shadaqah.
(2)  Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-
undang me ngenai perkawinan yang berlaku.

(3)  Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf 
b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan 
mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli 
waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

15 Salinan Putusan PA Yogyakarta., hlm. 12. Salinan Putusan PTA Yogya-
karta., hlm. 10-12.
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Maret 1985 telah diambil kesimpulan tentang titik singgung 
yurisdiksi Peradilan Agama dengan Peradilan Umum. Dalam 
hal pemecahan masalah sengketa waris ketika terjadi perbe-
daan agama di antara pewaris dengan ahli waris atau di antara 
para ahli waris, maka hukum waris yang diperlakukan adalah 
hukum waris yang berlaku bagi si pewaris (orang yang me-
ninggal dunia).16 Dalam perkara ini tidak dibantah, bahwa 
pewaris yaitu Almarhum Martadi Hendrolesono sampai akhir 
hayatnya tetap memeluk agama Islam. Dengan pertimbang-
an ini, karena pewaris beragama Islam, maka PA Yogyakarta 
ber wenang mengadili perkara warisan ini, sehingga eksepsi 
kompetensi absolut yang diajukan Tergugat patut ditolak.17

Merujuk keterangan Penggugat, bukti-bukti dan saksi-
saksi Penggugat, Majelis PA memberi pertimbangan hukum 
yang pokoknya sebagai berikut:18

1.  H. Martadi Hendrolesono telah meninggal dunia pada 
tanggal 17 Nopember 1995 dan dimakamkan menurut tata 
cara agama Islam. 

2.  Penggugat adalah istri sah dari H. Martadi Hendrolesono 
yang kemudian dengan wafatnya tersebut pada tanggal 
17-11-1995 berubah status Penggugat menjadi ahli waris 
janda almarhum H. Martadi Hendrolesono. 

3.  Sewaktu meninggal dunia H. Martadi Hendrolesono me-
mi liki sebidang tanah seluas 1.319 M2 dengan batas-batas 
sebagai berikut ; 

 Utara  : Tanah Nomor : 125 ; SU. 2544/1986 ; 
 Selatan : Jalan Kampung ; 
 Timur  : Tanah Pers. 170 SU. 1287/1938 ; 
 Barat  : Tanah Pers. 1256 H. M. 922/923 GS. 3571/1990

16 Argumen hukum PA Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan 
Sela atas kasus Nomor 83/Pdt.G/PA YK. hlm. 21-22. 

17 Salinan Putusan PA Yogyakarta., hlm. 12.
18 Salinan Putusan PA Yogyakarta., hlm. 18-23.



181Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

 yang terletak di Jalan Prawirotaman Mg. III/593, Kelurah-
an Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kotamadya 
Yogyakarta. Kepemilikan tanah tersebut diperoleh H. 
Martadi Hendrolesono berdasarkan hibah dari orang tua-
nya bernama Mas Ngabehi Djojosoewirjo.

4.  Selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat 
dengan H. Martadi Hendrolesono tidak dikaruniai ketu-
runan. Karena penggugat (janda) tidak mempunyai anak,  
maka   Ny Jazilah berhak memperoleh 1/4 bagian dari harta 
peninggalan suaminya. Hal ini sesuai dengan ketentuan 
Al-Qur’an Surat An-Nisā’ ayat 12 yang berbunyi :

...

 Artinya: … Para isteri memperoleh seperempat harta yang di-
tinggal kan jika kamu tidak mempunyai anak … 

 Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 172,19 174, dan 
180 Kompilasi Hukum Islam.

5.  Sewaktu H. Martadi Hendrolesono meninggal dunia, ke-
dua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, 
tetapi H. Martadi Hendrolesono mempunyai tujuh orang 
saudara dan saudari kandung, yang sebagian telah me-
ninggal dunia, serta keturunan mereka, masing-masing 
adalah: 

 1. Setjono Hindro, telah meninggal dunia, dengan me-
ning galkan 6 orang anak-anak, yaitu : 

 a. Subandiyah Ammar Asof, SH. (Tergugat I) ber-
agama Islam; 

 b. Sri Haryanti (Tergugat II) beragama Islam; 

19 Pasal 172 KHI berbunyi “Ahli waris dipandang beragama Islam apa bila 
diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan, atau kesaksian, 
sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama 
menurut ayahnya atau lingkungannya.”
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 c. Cicilia Sri Drawasih (Tergugat III) beragama 
Katholik; 

 d. Bambang Hendriyanto (Tergugat IV) beragama 
Islam; 

 e. Putut Bayendra (Tergugat V) beragama Islam; 
 f. Sri Hendriyati (Tergugat VI) beragama Islam; 
 2. Hindro Werdoyo, telah meninggal dunia dengan 

me  ning galkan seorang anak bernama Indar Astuti 
Pranowo (Tergugat VII) beragama Katholik;

 3. Ny. Hj. Danusubroto (Tergugat VIII) beragama Islam; 
 4. Ny. Hendrowinoto (Tergugat IX) beragama Islam; 
 5. Ny. Hendrotriwirjo, telah meninggal dunia dengan 

me ninggalkan 3 orang anak, yaitu: 
 a. Fi Dewi Laksmi Sugianto (Tergugat X) beragama 

Katholik; 
 b. Bambang Wahyu Murti S. (Tergugat XI) beragama 

Islam; 
 c. Bernadeta Harini Tri Prasasti (Tergugat XII) ber-

agama Katholik;
 6. Drg. Pantoro telah meninggal dunia dengan mening-

galkan dua orang anak, yaitu: 
 a. Ferlina Wisyasari (Tergugat XIII) beragama Islam; 
 b. Yulia Yudantari (Tergugat XIV) beragama Islam; 
 7. Lucas Indriya (Tergugat XV) beragama Katholik; 
6. Memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf c yang me-

nye butkan, “Ahli waris adalah orang yang pada saat 
me  ninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hu-
bungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam 
dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli 
waris.” Di samping itu berdasarkan hadis Nabi saw. yang 
tertulis dalam kitab Kifāyah al-Akhyār juz II halaman 18 
yang berbunyi:
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قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صلم لَايَرِثُ الُْمسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الُمسْلِمَ

 Artinya: Rasulullah saw. bersabda, seorang muslim tidak mewarisi 
harta peninggalan orang non muslim, dan orang non muslim tdak 
mewarisi harta peninggalan orang muslim.

 Oleh karena itu, tidak semua dari para Tergugat menjadi 
ahli waris dari H. Martadi Hendrolesono yang di akhir 
hayatnya tetap memeluk agama Islam dan pemakamannya 
diselenggarakan pula menurut tata cara agama yang di-
anutnya; 

7.  Memperhatikan ketentuan Al-Qur’an Surat An-Nisā’ ayat 
176 yang berbunyi :

 Artinya: Dan jika mereka (ahli waris itu sendiri terdiri dari) sau-
dara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara 
laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah 
menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kami tidak sesat. Dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatunya. 

 Di samping itu, perlu juga diperhatikan ketentuan Pasal 
171 huruf (a), (b)20, (c), (d), dan (e), Pasal 172, 174 ayat (1), 
Pasal 182 dan 18521 KHI. 

20 Pasal 171 huruf (b) berbunyi, “Pewaris adalah orang pada saat me-
ninggalnya atau dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan penga-
dilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

21 Pasal 185 berbunyi:
 (1)  Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 
tersebut dalam dalam Pasal 173.

 (2)  Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli 
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Dengan pertimbangan hukum yang isi pokoknya seperti 
tersebut di atas, Majelis Hakim PA memberikan putusan 
hukum sebagai berikut:22

1. Menyatakan secara hukum bahwa H. Martadi Hendro-
lesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo telah meninggal 
dunia tanggal 17-11-1995 dalam keadaan tetap sebagai pe-
meluk agama Islam;

2. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat (Ny. Jazilah 
Martadi Hendrolesono binti Cokrolesono) adalah ahli waris 
(janda) dari H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi 
Djojosoewirjo; 

3. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dengan 
bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 924/Btk dengan 
gambar situasi Nomor : 3572 tanggal 5-9-1990 yang di-
keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogya-
karta seluas 1.319 M2 atas nama Martadi Hendrolesono, 
yang terletak di Jalan Prawirotaman Mg. III/593, Ke-
lurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota-
madya Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

 Utara  : Tanah Nomor : 125 ; SU. 2544/1986; 
 Selatan : Jalan Kampung; 
 Timur  : Tanah Pers. 170 SU. 1287/1938; 
 Barat  : Tanah Pers. 1256 H. M. 922/923 GS. 3571/1990 
 adalah merupakan harta warisan dari H. Martadi Hendro-

lesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo;
4.  Menyatakan bahwa Penggugat berhak memperoleh 

1/4 (se perempat) bagian dari harta warisan H. Martadi 
Hendro lesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo; 

5. Menyatakan secara hukum bahwa di samping Penggugat, 
ahli waris H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi 
Djojosoewirjo adalah; 

waris yang sederajat dengan yang diganti.
22 Salinan Putusan PA Yogyakarta., hlm. 23-26.
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a. Subandiyah Ammar Asrof, SH binti Setjono Hindro, 
(Tergugat I) sebagai ahli waris Pengganti dari sau-
dara kandung laki-laki; 

b. Sri Haryanti binti Setjono Hindro (Tergugat II) se-
bagai ahli waris Pengganti dari saudara kandung 
laki-laki;

c. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro (Tergu-
gat IV) sebagai ahli waris pengganti dari saudara 
kandung laki-laki; 

d. Putut Bayendra bin Setjono Hindro (Tergugat V) se-
bagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-
laki; 

e. Sri Hendriyati binti Setjono Hindro (Tergugat VI) se-
bagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-
laki; 

f. Ny. Danusubroto binti Mas Ngabehi Djojosoewirjo 
(Tergugat VIII) sebagai ahli waris saudara kandung 
perempuan; 

g. Ny. Hendrowinoto binti Mas Ngabehi Djojosoewirjo 
(Tergugat IX) sebagai ahli waris saudara kandung 
perempuan; 

h. Bambang Wahyu Murti S. bin Hindrotriwirjo (Ter-
gugat XI) sebagai ahli waris pengganti dari saudara 
kandung perempuan; 

i. Ferlina Widyasari binti Drg. Pantoro (Tergugat XIII) 
sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung 
laki-laki; 

j. Julia Yudantari binti Drg. Pantoro (Tergugat XIV) 
sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung 
laki-laki;

 

Kesemuanya berhak memperoleh 3/4 (tiga perempat) 
bagian dari harta warisan H. Martadi Hendrolesono bin Mas 
Ngabehi Djojosoewirjo.

Atas putusan PA tersebut di atas, para Tergugat/Pem-
banding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV 
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menolak putusan tersebut dan mengajukan banding kepada 
PTA.23 Sebelum mempertimbangkan hal-hal yang berkait an 
dengan pokok gugatan, maka Majelis Hakim PTA terlebih 
dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan para Ter-
gugat/Pembanding.24

Perihal eksepsi pertama, berkenaan dengan kewenang an 
absolut yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan ke 
PA dengan Nomor: 83/Pdt.G/1997/PA Yk. nebis in idem25 se-
hubungan perkara tersebut juga telah diajukan gugatannya ke 
PN dengan Nomor: 35/Pdt.G/1997/PN Yk. tanggal 15 April 
1997 dengan titel gugatan, posita dan petitum maupun Peng-
gugat dan Tergugat yang sama, Majelis PTA berpendapat, 
sekalipun perkara tersebut sudah didaftar di PN dengan 
Nomor: 35/Pdt.G/1997/PN Yk., ternyata perkara tersebut oleh 
para Pem banding tidak menunjukkan bukti bahwa perkara 
Nomor 35/Pdt.G/1997/PN Yk sudah diputus oleh PN dan 
telah mem punyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga asas 
hukum nebis in idem tidak bisa diterapkan dalam perkara ini, 
dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf b Undang-undang 
No. 7 Tahun 1989, maka PA berwenang mengadili perkara ini.

Perihal eksepsi kedua, Tergugat/Pembanding I s/d Pem-
banding XV mendalilkan bahwa tanah dan bangunan yang 
menjadi pokok sengketa itu berasal dari Mas Ngabehi Djojo-
soewirjo, sehingga berstatus sebagai harta pusaka/bawa-
an, ke mudian diadakan pembagian warisan atas dasar akta 

23 Surat pernyataan banding dibuat oleh Panitera PA Yogyakarta Nomor 
83/Pdt.G/1997/PA.YK tertanggal 23 Desember 1997.

24 Salinan Putusan PTA Yogyakarta., hlm. 10-13.
25 Nebis in idem adalah prinsip bahwa sebuah perkara dengan obyek 

sama, para pihak sama dan materi pokok perkara sama, yang diputus oleh 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau 
menolak, maka dalam putusan tersebut melekat nebis in idem. Oleh karena 
itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak dapat diperiksa kembali 
untuk kedua kalinya. Prinsip hukum ini sebagaimana diatur dalam Pasal 
1927 KHUH Perdata. m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3223/apa syarat-
suatu-gugatan-dinyatakan-nebis-in-idem. Akses Rabu tanggal 06/11/2013.
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Notaris RM. Soerjatno Partoningrat, SH No. 24 tanggal 30 Juli 
1971, sehingga almarhum Martadi Hendrolesono memperoleh 
tanah dan bangunan yang dimaksud. Menanggapi eksepsi ke-
dua ini, Majelis PTA berpendapat, tanah dan bangunan yang 
men jadi sengketa waris antara para Tergugat/Pembanding 
I s/d XV dengan Penggugat/Terbanding, dengan adanya 
akta hibah yang dikeluarkan oleh Notaris RM. Soeryantno 
Partaningrat, SH. No. 24 tanggal 30 Juli 1971, kemudian di-
pindahkan menjadi hak milik Martadi Hendrolesono adalah 
sudah sah menjadi hak milik almarhum Martadi Hendrolesono, 
sehingga dalil bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa 
hak milik adalah tidak benar, maka penyelesaiannya adalah 
di lingkungan PA. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentu-
an Pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 karena di sini 
tidak ada sengketa mengenai hak milik.

Perihal eksepsi ketiga, menurut para Tergugat/Pem-
banding I s/d XV dalam eksepsi absolut ketiga ini PA tidak 
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara karena 
di antara para Tergugat/Pembanding I s/d XV ada yang bukan 
orang Islam. Sedangkan Majelis PTA berpendapat, ber da-
sarkan Surat Edaran MA No. 2 Tahun 1990 tentang Pelak-
sana an Undang-undang No. 7 Tahun 1989, berkaitan dengan 
sengketa kewarisan pada No. 1. 3 disebutkan, “Apabila terjadi 
perbedaan agama di antara pewaris dengan ahli waris atau di 
antara para ahli waris, maka hukum waris yang diperlakukan 
adalah hukum waris yang berlaku bagi si pewaris (orang yang 
meninggal).” 

Dalam perkara ini, pewaris adalah H. Martadi 
Hendrolesono yang sampai wafatnya tetap beragama Islam 
yang dikuatkan oleh saksi dan tidak adanya bantahan dari 
para Tergugat/Pembanding I s/d XV, maka penyelesaian 
sengketa harta warisnya harus dilakukan menurut hukum 
Islam, sedang menurut Pasal 171 huruf (c) KHI, ahli waris dari 
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H. Martadi Hendrolesono mereka yang beragama Islam, baik 
itu ahli waris yang dzawil furud maupun ahli waris pengganti, 
sehingga ahli waris yang bukan Islam tidak termasuk ahli 
waris dari almarhum H. Martadi Hendrolesono, seperti para 
Tergugat/Pembanding:
a. Ny. Cicilia Sri Draswasih (agama Katolik). 
b. Ny. Indar Astuti Prawono (agama Katolik). 
c. Fi Dewi Laksmi Sugianti (agama Katolik). 
d. Bernadeta Harini Tri Prasasti (agama Katolik).
e. Lukas Indriya (agama Katolik).

Perihal eksepsi keempat, para Tergugat/Pembanding I 
s/d XV menyatakan bahwa KHI sesuai Instruksi Presiden RI 
No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama RI No. 154 
Tahun 1991, bermaksud bagi instansi pemerintah dan masya-
rakat hanya sebagai pedoman dan bukan merupakan suatu 
keharusan untuk menyelesaikan masalah. Menurut Majelis 
PTA, apa yang didalilkan para Tergugat/Pembanding I s/d XV 
adalah suatu hal yang benar, namun harus dikaji kalimat yang 
termaktub dalam Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 
1991 dalam diktum kedua, yang menyebutkan bahwa seluruh 
lingkungan instansi tersebut (disebut instansi Departemen 
Agama termasuk Pengadilan Agama) dalam menyelesaikan 
masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, hukum ke-
warisan dan hukum perwakafan, sedapat mungkin menerap-
kan KHI tersebut di samping peraturan perundang-undang-
an yang lain. Kata-kata sedapat mungkin mengandung esensi 
lebih diutamakan menerapkan hukum yang telah diatur 
dalam KHI di samping Undang-undang lain seperti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 dan Undang-undang selainnya. Oleh karena itu, 
KHI di lingkungan Peradilan Agama berfungsi tidak hanya 
sekedar sebagai pedoman, tapi sangat dimungkinkan untuk 
diterapkan hukumnya pada setiap penyelesaian perkara yang 



189Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

diterima di PA.
Dari uraian di atas sebagai tanggapan adanya empat 

eksepsi absolut yang dikemukakan oleh para Tergugat/Pem-
banding I-XV, maka Majelis Hakim PTA berpendapat, semua 
eksepsi absolut tersebut tidak mempunyai alasan hukum, dan 
karena itu harus ditolak.26 

Selanjutnya Majelis Hakim PTA dalam putusannya mem-
berikan pertimbangan yang pokoknya sebagai berikut:27

1. Obyek sengketa dalam perkara ini ialah sebidang tanah 
sertifikat hak milik No. 924 atas nama Martadi Hendro-
lesono, gambar situasi No. 3572 tanggal 5 September 1990 
seluas 1.319 M2 dengan batas-batas: 

 Sebelah Utara :  Tanah No. 125. SU. 2544/1986 
 Sebelah Selatan :  Jalan Kampung
 Sebelah Timur :  Tanah Pers. 170. SU. 1387/1938
 Sebelah Barat :  Tanah Pers. 1256. H. M. 922/923 GS. 

3571/1990 
 Tanah tersebut terletak di Jalan Prawirotaman Mg. III/593, 

Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan.
2.  H. Martadi Hendrolesono meninggal dunia pada tanggal 

17 November 1995 dengan meninggalkan ahli waris : 
 a. Ny. Jazilah Martadi Hendrolesono (istri)/Terbanding. 
 b. Subandiyah Ammar Asrof binti Setjono Hindro (Ter-

gugat I/Pembanding) sebagai ahli waris pengganti. 
 c. Sri Haryanti binti Setjono Hindro (Tergugat II/Pem-

banding) sebagai ahli waris pengganti. 
 d. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro (Tergugat 

IV/Pembanding) sebagai ahli waris pengganti.
 e. Putut Bayendro bin Setjono Hindro (Tergugat V/Pem-

banding) sebagai ahli waris pengganti. 
 f. Sri Hendriyati binti Setjono Hindro (Tergugat VI/Pem-

26 Salinan Putusan PTA Yogyakarta., hlm. 13-14.
27 Ibid., hlm. 14-16.
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banding) sebagai ahli waris pengganti.
 g. Ny, Hj. Danusubroto binti Mas Ngabehi Djojosoewirjo 

(Tergugat VIII/ Pembanding) sebagai ahli waris. 
 h. Ny. Hendrowinoto binti Mas Ngabehi Djojosoewirjo 

(Tergugat IX/ Pem-banding) sebagai ahli waris. 
 i. Bambang Wahyu Murti S. bin Hindro Triwirjo (Tergugat 

XI/Pembanding) sebagai ahli waris pengganti. 
 j. Ferlina Widyasari binti Drg. Pantoro (Tergugat XIII/

Pembanding) sebagai ahli waris pengganti.
 k. Julia Yudantari binti Drg. Pantoro (Tergugat XIV/Pem-

banding) sebagai ahli waris pengganti.
3.  H. Martadi Hindrolesono meninggalkan harta warisan 

berupa sebidang tanah hak milik No. 924 dengan gambar 
situasi No. 3572 yang terletak di Jalan Prawiro taman Mg. 
III/593, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mer-
gangsan, Kota Yogyakarta.

4.  Pembagian harta warisan dalam perkara ini, maka Ny. 
Jazilah binti Cokrolesono (janda) mendapat bagian 1/4 (se-
perempat) bagian dari harta warisan H. Martadi Hendro-
lesono. Sedang ahli waris dan ahli waris pengganti pada 
huruf (b) s/d huruf (k) tersebut di atas, mendapat bagian 
3/4 (tiga perempat) bagian.

Berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan ter-
sebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan dan di-
putus kan oleh hakim pertama, dapat diambil sebagai pertim-
bangan dan putusan sendiri, sehingga putusan hakim pertama 
dapatlah dikuatkan.28

Para Tergugat menolak putusan PTA dan mengajukan 
kasasi ke MA dengan mengemukakan beberapa keberatan 
dalam memori kasasi. Keberatan-keberatan yang diajukan 
oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada 

28 Ibid.
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pokoknya sebagai berikut:29

Pertama, termohon kasasi/penggugat asal sebelum meng-
ajukan gugatan di PA Yogyakarta, pemohon kasasi/ter gugat 
asal telah mengajukan gugatan di PN Yogyakarta No : 35/
Pdt. G/1997. Dengan demikian yang pertama merasa terusik 
kepentingan hukumnya adalah pemohon kasasi/tergugat 
asal dan telah melakukan pemilihan hukum dalam penye le-
saiannya. Hal ini sesuai dengan Staatblad 1917 No. 12 Pasal 
29 tentang penundukan diri secara diam-diam, sehingga pe-
ngajuan gugatan di PA hanyalah gugatan tandingan sehingga 
tidak boleh ditolerir dan harus batal demi hukum atau nebis in 
idem atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. 

Kedua, bahwa judex facti30 telah salah menerapkan hukum, 
karena mendasarkan Sema No. 2/1990 dan juga KHI, dimana 
sebenarnya Surat Edaran tersebut bersifat tidak mengikat dan 
hanya sebagai salah satu acuan saja. Demikian juga KHI hanya 
merupakan pedoman tetapi secara hirarkhis yang menjadi 
pe doman utama adalah UU. No. 7/1989, yang dalam pen je-
lasannya dimungkinkan memilih hukum, ada pun tentang 
pen jabarannya yang terlebih penting adalah hakim wajib 
menggali, mengikuti dan memahami hukum yang men cer-
min kan rasa keadilan dalam masyarakat (Pasal 27 ayat (1) 
UU No. 14/1970), sedangkan putusan judex facti dalam pe-
nerapannya sangat kasuistis, tidak boleh digebyah uyah, 
karena dalam perkara ini yang sangat mempunyai kepen tingan 
hukum adalah para pihak dan bukan pewaris, lebih-lebih UU 
No. 7/1989 adalah belum lama dan ternyata di antara pemohon 

29 Salinan Putusan MA Nomor: 51K/AG/1999, hlm. 10- 14.
30 Judex facti adalah hakim yang memeriksa duduknya perkara yang ber-

hubungan langsung dengan fakta-faktanya, yaitu hakim pada pengadilan 
tingkat pertama dan hakim pada tingkat banding. Dengan demikian, judex 
facti merupakan kebalikan dari Mahkamah Agung yang dalam kasasi hanya 
mempertimbangkan persoalan hukum. N.E. Algra, dkk. Kamus Istilah Hukum 
(Jakarta: Bina Cipta, 1993), hlm. 227. Sudarsono, Kamus Hukum, cet. ke-4 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 199.
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kasasi/tergugat asal, non Islam sudah sejak sebelum UU 
No. 7/1989 berlaku, sehingga semestinya hukum yang di-
terapkan adalah yang dapat mencerminkan keadilan para 
pihak mengingat kehidupan beragama di Indonesia sangat 
pluralistis, sehingga untuk perkara yang sangat melibatkan 
person yang berlainan agama harus dapat diambil jalan tengah, 
sehingga akan menjadi suatu hukum yang satu dapat di  terima 
oleh semua pihak yaitu di Pengadilan Umum.

Ketiga, bahwa judex facti telah keliru dalam menafsirkan 
sedapat mungkin (vide putusan No. 007/Pdt.G/1998/PTA. 
Yk. hal. 12) dengan mendasarkan Surat Keputusan Menteri 
Agama No. 154/1991, karena sebenarnya hakim bersifat man-
diri dan tidak boleh terpengaruh instansi manapun dalam me-
mutus perkara, sehingga putusan tersebut batal demi hukum 
(Yurisprudensi MA RI tanggal, 17-9-1975 No: 149 K/Sip/1973).

Keempat, bahwa judex facti tidak memberi pertimbang-
an hukum yang cukup, karenanya memberi pertimbangan 
hukumnya tidak secara utuh atau hanya sepotong-potong 
serta tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon kasasi/ter-
gugat asal yaitu tentang pembagian harta, bahwa termohon 
kasasi/ penggugat asal mendapat 1/4 dan ahli waris lainnya 
3/4, bahwa di antara pemohon kasasi/tergugat asal ada yang 
ber agama Katolik sehingga tidak tunduk pada putusan PA, 
karena pengadilan ini hanya untuk orang Islam, maka jelas 
gu gatan termohon kasasi/penggugat asal kelebihan subyek 
yang semestinya untuk pihak non Islam/Muslim harus gugat-
an tersendiri di PN.

Kelima, bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, 
karena hanya mengambil alih dari pertimbangan hakim 
pertama, kemudian juga telah memberi putusan yang berle-
bihan yaitu dengan memberikan bagian Ny. Jazilah (termohon 
kasasi/penggugat asal) mendapat 1/4 bagian dan ahli waris 
lain mendapat 3/4 bagian tanpa didukung dengan alasan 
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hukum yang jelas, bukti-bukti yang konkrit, sehingga putusan 
tersebut harus dibatalkan demi hukum.

Keenam, bahwa judex facti telah salah menerapkan 
hukum, karena telah lalai memenuhi syarat-syarat yang di-
wajib kan peraturan-peraturan yang berlaku dan berten tang-
an dengan Yurisprudensi MA RI tanggal, 22-7-1972 No. 638 
K/Sip/1969 dan tanggal, 18-10-1972 No: 672 K/Sip/1972. 
Dengan demikian putusan judex facti harus dibatalkan dengan 
mengadili sen diri.

Terhadap keberatan-keberatan yang diajukan pemohon 
kasasi dalam memori kasasinya, MA memberi pertimbang an 
sebagai berikut:31 

 Keberatan pertama, MA berpendapat bahwa keberatan ini 
tidak dapat dibenarkan, karena keberatan ini tidak menge  nai 
yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant). 
Demikian halnya keberatan 2, 3, 4 dan 6, MA berpendapat, 
keberatan-keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena 
hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang ber sifat 
penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak di per-
timbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena 
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berke naan dengan 
tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan 
atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang 
di maksud dalam Pasal 30 Undang-undang MA (Undang-
undang No. 14 tahun 1985). Sedangkan mengenai keberatan 
5, juga tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah 
me ne rapkan hukum.

Namun demikian MA berpendapat bahwa putusan PTA 
Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya PTA Yogya-
karta memperbaiki amar putusan PA Yogyakarta mengenai 
ahli waris yang non Islam, mereka berhak mendapat waris an 

31 Salinan Putusan MA ., hlm. 14-15.
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wasiat wajibah yang kadar baginya sama dengan bagian ahli 
waris muslim.32

Berdasarkan pertimbangan di atas, MA memberikan pu-
tus an yang amarnya sebagai berikut:33

a.  Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dengan 
perbaikan amar putusan PTA Yogyakarta Nomor 07/Pdt. 
G/1998/PTA.YK. sehingga berbunyi, menyatakan per  -
mohonan banding dapat diterima.

b. Menyatakan secara hukum bahwa H. Martadi Hendro-
lesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo telah meninggal 
dunia tanggal, 17-11-1995 dalam keadaan tetap sebagai 
pemeluk agama Islam.

c.  Menetapkan secara hukum bahwa penggugat (Ny. Jazilah 
Martadi Hendrolesono binti Cokrolesono) adalah ahli waris 
(janda) dari H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi 
Djojosoewirjo.

d.  Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dengan 
bangunan Sertifikat Hak Milik No: M. 924/Btk dengan 
gambar stuasi No : 3572 tanggal, 5-9-1990 yang dikeluarkan 
oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta seluas 
1.319 M2 atas nama Martadi Hendrolesono, yang ter letak 
di Jalan Prawirotaman Mg. III/593 Kelurahan Bronto-
kusuman, Kecamatan Mergangsan, Kotamadya Yogya-
karta adalah merupakan harta warisan dari H. Martadi 
Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo.

e.  Menyatakan bahwa penggugat berhak memperoleh 
1/4 (se per empat) bagian dari harta warisan H. Martadi 
Hendro lesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo.

f.  Menyatakan secara hukum bahwa di samping peng gugat, 
ahli waris H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi 
Djojo soewirjo adalah:

32 Ibid., hlm. 15.
33 Ibid., hlm. 16-20.
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 a. Subandiyah Amar Asrof, SH. binti Setjono Hindro (ter-
gugat I) sebagai ahli waris pengganti dari saudara 
kandung laki-laki.

 b. Sri Haryanti binti Setjono Hindro (tergugat II) sebagai 
ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.

 c. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro (tergugat 
IV) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung 
laki-laki.

 d. Putut Bayendra bin Setjono Hindro (tergugat V) se-
bagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-
laki.

 e. Sri Hendriyati binti Setjono Hindro (tergugat VI) se-
bagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-
laki.

 f. Ny. Danusubroto binti Mas Ngabehi Djojosoewirjo (ter-
gugat VIII) sebagai ahli waris pengganti dari saudara 
kandung perempuan.

 g. Ny. Hendrowinoto binti Mas Ngabehi Djojosoewirjo 
(ter gugat IX) sebagai ahli waris pengganti dari saudara 
kandung perempuan.

 h. Bambang Wahyu Murti. S bin Hindrotriwirjo (ter-
gugat XI) sebagai ahli waris pengganti dari saudara 
kan dung perempuan.

 i. Ferlina Widyasari binti Drg. Pantoro (tergugat XIII) se-
bagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-
laki.

 j. Julia Yudantari binti Drg. Pantoro (tergugat XIV) seba-
gai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-
laki.

 k. Ny. Cicilia Sri Draswasih binti Setjono Hindro (ter-
gugat III).

 l. Indar Astuti Pranowo binti Hindro Werdoyo (tergugat 
IV).



196 Dr. riyanta, M. HuM

 m. F. I. Dewi Laksmi Sugianto bin Ny. Hendro Triwirjo 
(tergugat X).

 n. Bernadeta Harini Tri Prasti bin Ny. Hendro Triwirjo 
(tergugat X).

 o. Lucas Indriya bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo (tergugat 
XV).

 Kesemuanya berhak memperoleh 3/4 (tiga perempat) 
bagian dari harta waris H. Martadi Hendrolesono bin Mas 
Ngabehi Djojosoewirjo.

Berdasarkan kasus posisi di atas diketahui bahwa PA 
Yogyakarta memberi putusan dengan manyatakan bahwa 
penggugat yaitu isteri (zaujah) memperoleh 1/4 (seperempat) 
bagian, dan para tergugat yang terdiri atas 10 (sepuluh) orang 
beragama Islam, baik sebagai ahli waris saudara perempuan 
sekandung (ukht asy-syaqīqah) maupun anak-anak saudara laki-
laki sekandung (al-aulād al-akh asy-syaqīq) dan anak-anak sau-
dara perempuan sekandung (al-aulād al-ukht asy-syaqīqah) yang 
meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris sebagai ahli waris 
pengganti mendapat 3/4 (tiga perempat) bagian. Sedangkan 
bagi ahli waris non muslim tidak mendapat bagian harta 
warisan. 

Putusan tersebut didasarkan ketentuan surat An-Nisā (4): 
12 yang menjelaskan bagian isteri/janda ketika suami yang me-
ninggal dunia tidak meninggalkan anak, yakni seperempat 
(1/4), dan surat An-Nisā’ (4): 76 tentang formulasi pembagian 
warisan dua berbanding satu antara saudara laki-laki dan 
saudara perempuan. Selain Al-Qur’an, putusan tersebut juga 
didasarkan ketentuan Pasal 174 dan 180 KHI, bahwa janda 
merupakan ahli waris karena hubungan perkawinan yang 
bagiannya seperempat (1/4) bila pewaris tidak meninggalkan 
anak. Bagi anak laki-laki dan perempuan dari saudara laki-laki 
dan perempuan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu 
dari pewaris berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ber-
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dasarkan ketentuan Pasal 185 KHI. Sedangkan mengenai ahli 
waris non muslim, putusan tersebut mendasarkan hadis yang 
menyatakan, seorang muslim tidak mewarisi harta warisan 
orang non muslim dan demikian pula sebaliknya, dan Pasal 
171 huruf (c) KHI yang mensyaratkan ahli waris harus se-
agama dengan pewaris muslim. Pada tingkat banding, PTA 
Yogyakarta menguatkan putusan PA Yogyakarta tersebut.34 

 Kasus posisi di atas menunjukkan bahwa baik PA mau-
pun PTA dalam memberikan putusan mendasarkan kepada 
Al-Qur’an, hadis dan Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran 
MA dan Keputusan Menteri Agama. Hal ini bisa dipahami 
karena hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang 
hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam bidang hukum 
acara di peradilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti 
dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan 
syari‘at Islam. Hal ini di samping untuk mengisi kekosongan-
kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang di-
hasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang di-
ridloi Allah swt. karena diproses dengan acara yang diridloi 
pula. Dengan demikian, putusan-putusan hakim akan lebih 
mem berikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari ke-
adilan yang beragama Islam itu. 

Penggunaan Al-Qur’an sebagai dasar hukum dalam 
putusan tersebut, selain karena Al-Qur’an merupakan sumber 
utama hukum Islam juga didasarkan asumsi bahwa ayat-ayat 
Al-Qur’an tentang kewarisan dianggap sebagai ayat yang 

34 Secara prinsip PTA Yogyakarta sepakat dengan putusan yang di-
keluarkan PA Yogyakarta tentang larangan saling mewarisi antara muslim 
dengan non muslim yang didasarkan hadis Nabi dari Usāmah bin Zaid dan 
ketentuan KHI yang mensyaratkan pewaris dan ahli waris harus seagama, 
yakni Islam. Wawancara dengan Dra. Hj. Mahmadah Hanafi, SH. mantan 
hakim PTA Yogyakarta sebagai salah satu hakim anggota yang memutus 
perkara Nomor: 007/Pdt.G/1998/PTA Yk. pada tanggal 4 September 2013 
di Nitikan Yogyakarta.
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sudah jelas petunjuk hukumnya (qaṭ‘ī ad-dalālah) karena pe-
nga turannya secara terperinci. Artinya, ayat-ayat tentang 
ke warisan sudah final dan tidak memungkinkan untuk di-
tafsirkan kepada makna selain yang tertera dalam teks.35 
Demikian juga penggunaan hadis sebagai dasar pertimbangan 
hukum. Hadis tentang larangan saling mewarisi antara muslim 
dengan kafir diyakini sebagai hadis sahih sehingga tidak ada 
keraguan untuk menjadikannya sebagai rujukan.36 Keya-
kinan ini diperkuat dengan praktik yang dilakukan oleh Nabi 
Muham mad saw. ketika membagi harta warisan pamannya, 
Abū Ţālib. Dalam pembagian itu, harta warisan hanya di beri-
kan kepada ‘Uqail dan Ţālib sedangkan ‘Alī dan Ja‘far yang 
sudah masuk Islam tidak diberi warisan. Di samping itu, ulama 
mazhab juga telah sepakat tentang larangan saling me warisi 
antara muslim dengan non muslim atas dasar hadis tersebut. 37

Adapun penggunaan KHI yang diformalkan hanya dalam 
bentuk Instruksi Presiden, undang-undang melegitimasi ke-
dudukan KHI sepanjang bila KHI tersebut keberadaannya 
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Keberadaan Instruksi Presiden sebagai payung hukum 
KHI ternyata tidak ada peraturan perundang-undangan yang 
memerintahkan perumusannya. Pertimbangan pembentukan 
KHI melalui Instruksi Presiden tidak berdasarkan adanya 
perintah dari peraturan yang lebih tinggi, baik dalam bentuk 

35 Para teoritisi hukum Islam awal telah mengklasifikasikan teks-teks 
hukum yang petunjuk hukumnya dianggap sudah jelas (qaṭ‘ī ad-dalālah), yakni 
masalah ‘aqāid, ‘ibādah, mawārīṡ, hukuman kafārāt (denda), hukuman ḥudūd 
(tindak pidana), ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh (Kuwait: Dār al-
Qalām, 1972), hlm. 11. Ilyas Supena dan M. Fauzi, Dekonstruksi dan Rekonstruksi 
Hukum Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 264-266.

36 Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab, alih bahasa Maskur 
AB, Afif Muhammad al-Kaff (Jakarta: Lentera Basritama, t.t.), hlm. 541-542.

37 Wawancara dengan Dra. Hj. Mahmadah Hanafi, SH. mantan hakim 
PTA Yogyakarta sebagai salah satu hakim anggota yang memutus perkara 
Nomor: 007/Pdt.G/1998/PTA Yk. pada tanggal 4 September 2013 di Nitikan 
Yogyakarta.
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undang-undang maupun peraturan lainnya. Bila kemudian 
merujuk ketentuan mengenai tata urut perundang-undangan 
dalam sistem hukum Indonesia,38 maka KHI secara teoretis juga 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Kendati demikian, dalam lingkup peradilan agama, me-
nurut Ahmad Zuhdi, para hakim menggunakan KHI sebagai 
dasar hukum yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan 
dan memberikan putusannya. Khusus perkara kewarisan ada 
beberapa alasan yang digunakan oleh para hakim tentang ke-
kuatan mengikat KHI dalam memutus perkara, antara lain, 
KHI mengikat para hakim dalam memutus perkara guna me-
nyatukan para hakim ketika memutus perkara yang sejenis. 
KHI sebagai bentuk unifikasi sebagian ketentuan hukum Islam 
di Indonesia dapat digunakan oleh seluruh hakim dalam 
lingkup peradilan agama sehingga perbedaan putusan terha-
dap kasus yang sejenis dapat dihindari.39

Alasan lain, dalam pandangan Rosmalia, KHI mengikat 
hakim demi mewujudkan kepastian hukum. Hakim memiliki 
kebebasan dalam merumuskan pertimbangan-pertimbang an 
yang menjadi dasar putusannya. Namun di saat yang sama, 
kebebasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum 
bila terhadap kasus sejenis diputuskan berbeda akibat perbe-
daan dasar hukum yang digunakan. Dengan menggunakan 
KHI sebagai dasar hukum, maka kepastian hukum akan lebih 
mudah terwujud karena ada persamaan pegangan bagi hakim 
dalam mengeluarkan putusannya. Di samping itu, KHI telah 
digunakan dalam putusan hakim sebelumnya yang kemudian 

38 Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem-
bentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1), jenis dan hierarki 
peraturan perundang-undangan RI terdiri dari UUD 1945, Ketetapan MPR, 
Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

39 Wawancara dengan Drs. Ahmad Zuhdi, SH., M.Hum, Hakim PA Kota 
Yogyakarta tanggal 26 Oktober 2013 di Krapyak Yogyakarta.
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menjadi yurisprudensi dan mengikat hakim-hakim yang lain.40

Eksplanasi tentang dasar pertimbangan hukum putusan 
PA dan PTA di atas menunjukkan, di samping merujuk Al-
Qur’an, hadis dan KHI, di saat yang sama hakim PA dan PTA 
telah berpaling dari aturan kewarisan fiqh mazhab41 dengan 
menerapkan konsep ahli waris pengganti.42 Berpalingnya dari 

40 Wawancara dengan Dra. Rosmalia, MSI Hakim PA Bantul tanggal 15 
Oktober 2013 di PA Bantul.

41 Fiqh mazhab adalah fiqh yang dibangun oleh ulama yang mengikuti 
tradisi Rasul dan sabahat-sahabat sebelum terjadinya kekacauan politik 
di penghujung pemerintahan ‘Alī ibn Abī Ţālib sekitar tahun 37 H. Secara 
populer fiqh mazhab dibatasi hanya kepada fiqh empat mazhab, karena 
hanya empat mazhab ini yang masih mempunyai pengikut, yaitu mazhab 
Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Prinsip pokok kewarisan fiqh mazhab 
adalah ahli waris dibagi menjadi tiga kelompok: żawī al-furūḍ, ‘aṣabah dan 
żawī al-arḥām dan karenanya tidak dikenal lembaga ahli waris pengganti; 
semua orang menerima warisan karena dirinya sendiri, bukan karena 
menggantikan kedudukan orang lain yang telah meninggal lebih dahulu. 
Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap 
Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab (Jakara: INIS, 1998), hlm. 1-2. 

42 Ahli waris pengganti (mawālī) adalah ahli waris yang menggantikan 
seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh 
orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang 
di gantikan tersebut telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Orang 
yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan 
dengan pewaris. Adapun yang dapat menjadi mawālī adalah keturunan 
anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang 
yang meng adakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) 
dengan pewaris. Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, cet. ke-4 
(Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 80-81. Ahli waris pengganti (mawālī) 
sebenarnya tidak dikenal dalam hukum kewarisan Islam. Konsep tersebut 
dimunculkan oleh Hazairin, seorang Guru Besar Hukum Islam dan Hukum 
Adat Fakultas Hukum UI di tahun 1950-an. Oleh penggagasnya, konsep ini 
didasarkan pemahamannya terhadap an-Nisā’ (4): 33. Ide pokok Hazairin ini 
secara prinsip berbeda dengan fiqh mazhab: pertama, ahli waris perempuan 
sama dengan laki-laki dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang 
lebih rendah. Jadi, selama ada anak baik laki-laki maupun perempuan, 
maka datuk dan saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama 
tertutup. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya 
dengan garis perempuan. Karenanya penggolongan ahli waris menjadi 
aṣabah dan żawī al-arḥām tidak dikenal, dan ketiga, ahli waris pengganti 
selalu mendapat warisan, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain. Jadi 
cucu dapat mewarisi bersama anak manakala orang tuanya meninggal 
lebih dahulu dari kakeknya dan bagiannya sama dengan yang diterima 
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fiqh mazhab terlihat misalnya ketika memberikan bagian ke-
pada anak perempuan saudara laki-laki sekandung (bint al-akh 
asy-syaqīq), anak-anak dari saudara perempuan sekandung 
pewaris (al-aulād al-ukht asy-syaqīqah) yang berstatus żawī al-
arḥām 43sebagai ahli waris pengganti. Padahal semestinya, żawī 
al-arḥām baru bisa mewaris ketika tidak ada żawī al-furūḍ dan 
‘aṣabah. Demikian juga ketika tidak memberikan bagian sisa 
kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (al-ibn 
al-akh asy-syaqīq) yang berstatus sebagai ahli waris ‘aṣabah.44 
Dengan menerapkan konsep ahli waris pengganti sebagaimana 
diatur dalam Pasal 185 KHI,45 berarti memberi bagian kepada 
ahli waris yang sebenarnya tidak berhak menerima warisan 
karena statusnya sebagai żawī al-arḥām, atau memberi bagian 
tertentu kepada ahli waris yang sebenarnya hanya berhak men-
dapat sisa karena statusnya sebagai żawī al-‘aṣabah. 

Pemilihan cara pembagian warisan di atas akan ber impli-
kasi terhadap besar kecilnya bagian ahli waris, atau berakibat 

orang tuanya seandainya masih hidup. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral 
menurut Qur’an dan Hadis, cet. ke-7 (Jakarta: Tintamas, 1990), hlm. 18-36. 

43 Termasuk dalam kelompok ini adalah cucu garis perempuan, anak 
perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki, anak perempuan 
dan cucu perempuan saudara perempuan, anak perempuan dan cucu 
perempuan paman, paman seibu, anak dan cucu saudara laki seibu, 
saudara perempuan bapak, saudara-saudara ibu, kakek garis ibu, nenek 
dari pihak kakek. Syuhada Syakrun, Menguasai Ilmu Faraidh (Jombang: 
Pelita, 2008), hlm. 143. Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2002), hlm. 78.

44 Tidak diberikannya bagian kepada ahli waris ‘aṣabah, karena dalam 
konsep ahli waris pengganti, tidak dikenal ahli waris ‘asabah. Menurut 
Hazairin, sebagai penggagas utamanya, konsepsi ‘asabah berasal dari 
adat Arab patrilinial dan karena itu tidak seharusnya dipertahankan di 
Indonesia. Al Yasa, Ahli Waris Sepertalian Darah., hlm. 4.

45 Menurut Habiburrahman, seorang hakim MA, Pasal 185 KHI tentang 
ahli waris pengganti sebenarnya tidak pernah dibahas oleh Komisi Hukum 
Kewarisan KHI. Ada penyelundupan hukum dalam hukum kewarisan KHI 
yaitu masuknya teori resepsi dalam Pasal 185 dengan mengambil pendapat 
Hazairin. Habiburrahman, “Teori Receptie dalam Hukum Kewarisan 
Islam Kompilasi Hukum Islam” Makalah disampaikan dalam Semiloka 
Pelaksanaan Hukum Waris Islam Kerja Sama Fakultas Hukum UI dengan 
Departemen Agama RI, 21-23 Oktober 2009, hlm. 13-14. 
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masuknya orang-orang tertentu yang bukan ahli waris untuk 
menerima warisan. Sebagai perbandingan digambarkan pem-
bagian warisan Almarhum H. Martadi Hendrolesono oleh 
PA/PTA yang menerapkan konsep ahli waris pengganti dan 
pembagian menurut konsep fiqh mazhab sebagai berikut: 

Tabel 12: Ahli Waris H. Martadi Hendrolesono dan Pembagian 
Harta Warisannya menurut PA dan PTA

No Ahli Waris Kedudukan Bagian
1 Ny. Jazilah (Islam) Isteri /Penggugat 1/4 1/4
2 Ny. Subandiyah 

binti Setjono Hindro 
(Islam)

Tergugat I - Ahli 
Waris Pengganti Sdr. 
Lk. Skd. 

3/4

6/28

6/196

3 Ny. Sri Haryanti 
binti Setjono Hindro 
(Islam)

Tergugat II - Ahli 
Waris Pengganti Sdr. 
Lk. Skd. 

6/196

4 Bambang H bin Set-
jono Hindro (Islam)

Tergugat IV - Ahli 
Waris Pengganti Sdr. 
Lk. Skd. 

12/196

5 Putut Bayendra 
bin Setjono Hindro 
(Islam)

Tergugat V - Ahli 
Waris Pengganti Sdr. 
Lk. Skd. 

12/196

6 Ny. Sri Hendriyanti 
binti Setjono Hindro 
(Islam)

Tergugat VI - Ahli 
Waris Pengganti Sdr. 
Lk. Skd. 

6/196

7 Ny. Danusubroto 
binti M.Ng. Djojo-
soewirjo (Islam)

Tergugat VIII - Ahli 
waris Sdr. Pr. Skd. 3/28 3/28

8 Ny. Hendrowinoto 
binti M.Ng. Djojo-
soewirjo (Islam)

Tergugat IX - Ahli 
waris Sdr. Pr. Skd. 3/28 3/28

9 Bambang Wahyu 
binti Hindrotriwirjo 
(Islam)

Tergugat XI - Ahli 
Waris Pengganti Sdr. 
Pr. Skd. 

3/28 3/28

10 Ny. Ferlina W binti 
drg. Pantoro (Islam)

Ah Tergugat XIII - 
Ahli Waris Pengganti 
Sdr. Lk. Skd. 

6/28 3/28
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No Ahli Waris Kedudukan Bagian
11 Ny. Yulia Yudantari 

drg. Pantoro (Islam)
Tergugat XIV - Ahli 
Waris Pengganti Sdr. 
Lk. Skd. 

3/28

12 Ny. Cicilia Drswasih 
binti Setjono Hindro 
(Katolik)

Tergugat III - Anak 
Pr. Sdr. Lk. Skd. 

 Tidak Mendapat 
Bagian (Maḥrūm)

13 Ny. Indar Astuti 
binti Hendrowerdoyo 
(Katolik)

Tergugat VII - Anak 
Pr. Sdr. Lk. Skd. 

14 Ny. Fi Dewi S 
binti Hindrotriwirjo 
(Katholik)

Tergugat X - Anak Pr. 
Sdr. Pr. Skd. 

15 Ny. B. Harini binti 
Hindrotriwirjo 
(Katholik)

Tergugat XII - Anak 
Pr. Sdr. Pr. Skd. 

16 Lucas Indriya bin M. 
Ng. Djojosoewirjo 
(Katholik)

Tergugat XV - Sauda-
ra Lk. Skd. 

Tabel 13: Ahli Waris H. Martadi Hendrolesono dan Pembagian 
Harta Warisannya menurut Fiqh Mazhab

No Ahli Waris Kedudukan Bagian
1 Ny. Jazailah (Islam) Janda – Penggugat - 

Żawī al-Furūḍ
1/4 3/12 3/12

2 Ny. Danusubroto 
binti M.Ng. Djojo-
soewirjo (Islam)

Sdr. Pr. Skd.- Tergugat 
VIII - Żawī al-Furūḍ

2/3 8/12

4/12

3 Ny. Hendrowinoto 
binti M.Ng. Djojo-
soewirjo (Islam) 

Sdr. Pr. Skd. - Tergugat 
IX -Żawī al-Furūḍ 4/12

4 Lucas Indriya bin 
M.Ng. Djojosoewirjo 
(Katolik)

Sdr. Lk. Skd – Tergugat 
XV - Maḥrūm - - -
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No Ahli Waris Kedudukan Bagian
5 Ny. Subandiyah 

binti Setjono Hindro 
(Islam)

Anak Pr. Sdr. Lk. Skd 
. – Tergugat I - Żawī 
al-Arḥām 

- - -

6 Ny. Sri Haryanti 
binti Setjono Hindro 
(Islam)

Anak Pr. Sdr. Lk. Skd 
– Tergugat II - Żawī 
al-Arḥām

- - -

7 Ny. Cicilia Drswasih 
binti Setjono Hindro 
(Katolik)

Anak Pr. Sdr. Lk. 
Skd. – Tergugat III - 
Maḥrūm 

- - -

8 Bambang H bin 
Setjono Hindro (Islam)

Anak Lk. Sdr. Lk. Skd. 
– Tergugat IV - Asabah Sisa

1/12

1/24

9 Putut Bayendra bin 
Setjono Hindro (Islam)

Anak Lk. Sdr. Lk. Skd. 
– Tergugat V - Asabah 

1/24

10 Ny. Sri Hendriyanti 
binti Setjono Hindro 
(Islam)

Anak Pr. Sdr. Lk. Skd 
. – Tergugat VI - Żawī 
al-Arḥām 

- -

11 Ny. Indar Astuti binti 
Hendrowerdoyo 
(Katolik)

Anak Pr. Sdr. Lk. 
Skd.– Tergugat VII - 
Maḥrūm

- - -

12 Ny. Fi Dewi S binti 
Hindro- triwirjo 
(Katolik)

Anak Pr. Sdr. Pr. 
Skd – Tergugat X - 
Maḥrūm 

- - -

13 Bambang Wahyu 
binti Hindrotriwirjo 
(Islam)

Anak Lk. Sdr. Pr. Skd. 
– Tergugat XI - Żawī 
al-Arḥām 

- - -

14 Ny. B. Harini binti 
Hindro Triwirjo 
(Katolik)

Anak Lk. Sdr. Pr. 
Skd.– Tergugat XII - 
Maḥrūm

- - -

15 Ny. Ferlina W binti 
drg. Pantoro (Islam)

Anak Pr. Sdr. Lk. Skd. 
– Tergugat XIII - Żawī 
al-Arḥām

- - -

16 Ny. Yulia Yudantari 
drg. Pantoro (Islam)

Anak Pr. Sdr. Lk. Skd 
– Tergugat XIV - Żawī 

al-Arḥām

- - -
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Dari segi penemuan hukumnya (istinbāṭ)46 yang meng-
arah lahirnya putusan tentang kewarisan beda agama, hakim 
PA dan PTA cenderung menggunakan metode bayānī, yakni 
metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara 
memahami dan atau menganalisis teks hukum guna mene-
mukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam 
atau dikehendaki suatu pernyataan hukum. Dengan kata lain 
metode ini digunakan untuk mengeluarkan makna ẓāhir dari 
pernyataan hukum yang ẓāhir pula. Obyek metode ini adalah 
Al-Qur’an, hadis dan teks-teks hukum lainnya dengan me-
lihatnya dari segi jelas dan tidaknya makna atau pernyata an 
hukum sehingga ditemukan pernyataan hukum yang jelas 
(ẓāhir ad-dalālah) dan tidak jelas (khafī ad-dalālah). 

Pola bayānī terlihat misalnya ketika memahami hadis yang 
menyatakan, “Tidak mewarisi orang muslim dari orang kafir 
dan tidak mewarisi orang kafir dari orang muslim.” Maksud 
hadis tersebut adalah larangan saling mewarisi antara muslim 
dengan kafir. Arti yang demikian juga sudah langsung dapat 
diketahui dari pernyataan tersebut tanpa harus memperhatikan 
maksud awal diturunkannya hadis tersebut. Hal yang sama 
juga terjadi dalam memahami ketentuan Pasal 171 (c) KHI 

46 Dalam kepustakaan hukum Islam, penemuan hukum dikenal dengan 
sitilah istinbath, sedangkan kegiatan intelektualnya dikenal ijtihad yakni 
mencurahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan ketentuan hukum 
dari Al-Qur’an dan Sunnah yang tidak jelas maknanya, juga terhadap 
persoalan yang tidak ada nashnya dengan cara berpikir menggunakan 
sarana yang telah ditentukan, Asjmuni Abdurrachman, “Sorotan terhadap 
Berbagai Masalah Sekitar Ijtihad” Pidato Pengukuhan Guru Besar pada 
Fakultas Syari’ah yang disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka 
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta anggal 25 Mei 1996, hlm. 3-4. Menurut 
Syamsul Anwar, dalam konteks hukum Islam, istilah penemuan hukum 
(rechtsvinding) lebih tepat ketimbang pembentukan hukum (rechtsvorming) 
karena diyakini bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi ditemukan. Mujtahid 
tidak membuat tetapi menemukan hukum, di samping adanya keyakinan 
bahwa hukum itu dibuat oleh Tuhan sebagai Syāri’. Syamsul Anwar, “Teori 
Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali”, dalam 
Amin Abdullah, ed., Antologi Studi Islam Teori dan Metodologi (Yogyakarta: 
Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 273-274. 
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yang mensyaratkan ahli waris harus seagama dengan pewaris 
muslim, dan Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti. Teks-
teks hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum ter-
sebut termasuk kategori ẓāhir, artinya suatu pernyataan hukum 
yang maknanya langsung dapat diketahui dari bentuk per-
nyataannya sendiri tanpa harus mempertimbangkan faktor-
faktor lain. Atas dasar itulah ahli waris beda agama dengan 
pe waris muslim, karena teks-teks hukumnya secara jelas me -
larang terjadinya pewarisan dan tidak meyediakan sarana 
hukum lain antara keduanya, maka tidak mendapat bagian 
harta warisan baik dengan jalan pewarisan maupun wasiat 
wajibah. 

Dalam pandangan M. Amin Abdullah, meskipun masih 
akan tetap diperlukan, pendekatan bayānī yang normatif ter-
sebut memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kurang memi-
liki pijakan realitas historis, sosiologis dan antropologis se -
hingga menimbulkan kesenjangan antara teori dengan praktik. 
Dalam fiqh misalnya, banyak hukum fiqh yang sudah tidak 
relevan lagi dengan perkembangan zaman tetapi masih tetap 
saja diajarkan kepada generasi muda. Kedua, kurang mampu 
mengapresiasi perkembangan keilmuan yang sedemikian 
cepat. Perkembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora dan ter-
lebih sains dan teknologi akan sulit direspon oleh pendekat an 
bayānī tersebut. Akibatnya kajian-kajian keislaman stagnan 
karena tidak mau beranjak dari posisi yang mapan semenjak 
berabad-abad lampau.47 

Senada dengan pernyataan di atas, Khaled M. Abou el-
Fadl48 menyatakan, Al-Qur’an dan as-Sunnah adalah “karya 
yang terus berubah”. Keduanya merupakan teks-teks hukum 

47 M. Amin Abdullah, “Perkembangan Paradigma dan Pendekatan dalam 
Studi Islam” Makalah Disampaikan dalam Pendalaman Materi Program Doktor 
(S3) By Research UIN Sunan Kalijaga Yogakarta, 1-2 Februari 2012, hlm. 5.

48 Khaled M. Abou el-Fadl, Speaking in God’ś Name; Islamic Law, Authority 
and Women, cet. ke-2 (Oxford: Oneworld Pub lications, 2003), hlm. 2-3.
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yang terbuka (the open texts) yang membiarkan diri mereka 
ter buka bagi berbagai strategi interpretasi. Jika teks tidak lagi 
mampu berbicara atau dibungkam suaranya, tidak ada alasan 
menggeluti teks, dan bagaimanapun teks sudah membeku 
dan tertutup dalam kondisi terakhir ketika ia ditafsirkan. Pe-
nu tupan teks ini terjadi ketika pembaca bersikeras bahwa teks 
mengandung makna yang telah ditentukan, stabil, tetap dan 
tidak berubah. Resiko dari penutupan sebuah teks adalah, teks 
akan dipandang tidak lagi relevan.

Dengan demikian, dalam pendekatan bayānī, oleh karena 
dominasi teks sedemikian kuat, maka peran akal hanya sebatas 
sebagai alat pembenaran atau justifikasi teks yang dipahami 
atau diinterpretasi. Sebagai akibatnya, pola pikir keagamaan 
Islam menjadi kaku, dan otoritas teks yang dibakukan dalam 
kaidah-kaidah teori hukum Islam klasik lebih diunggulkan 
ketimbang isu-isu keagamaan kontekstual. 

Berbeda dengan PA dan PTA Yogyakarta, MA dalam pu-
tusannya Nomor 51K/AG/1999 menyatakan bahwa ahli waris 
non muslim berhak mendapat warisan melalui wasiat wajibah 
yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim, 
sedangkan penggugat berhak mendapat 1/4 (seperempat) ba-
gian. Secara hukum MA juga menyatakan bahwa ahli waris 
lain semuanya berhak mendapat 3/4 (tiga perempat) bagian 
harta warisan. 

Putusan MA Nomor 51K/AG/1999 ini bukanlah putusan 
pertama yang menerapkan wasiat wajibah kepada non muslim, 
karena sebelumnya MA telah mengeluarkan Putusan Nomor 
368K/AG/1995. Dibandingkan dengan putusan sebelumnya, 
putusan ini memiliki kekhasan dalam beberapa aspek. Dalam 
putusan ini, penerima harta warisan tidak saja ahli waris 
langsung, namun juga ahli waris pengganti dalam garis me-
nyam ping yakni keturunan saudara dan saudari sekandung 
pewaris baik yang muslim maupun non muslim. Persoalan 
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dari harta mana yang digunakan untuk melaksanakan wasiat 
wajibah, dalam putusan ini wasiat wajibah diambilkan dari 
harta warisan, bukan dari harta peninggalan sebagaimana pu-
tusan sebelum dan sesudahnya. Sedangkan penerima wasiat 
wajibah, dalam putusan ini adalah non muslim karena ber-
kelakuan baik kepada pewaris muslim semasa hidupnya. 
Ini berbeda dengan putusan sebelumnya, penerima wasiat 
wajibah adalah anak perempuan non muslim yang durhaka 
kepada orangtuanya. Dalam perkembangannya, Putusan No-
mor 51K/AG/1999 ini diikuti oleh putusan-putusan berikut-
nya, antara lain Putusan MA Nomor 59K/AG/2001 dan Nomor 
16K/AG/2010.49 

Adapun Putusan MA Nomor 51K/AG/1999 tentang seng-
keta warisan Almarhum Martadi Hendrolesono dan pem bagian 
harta warisannya sebagai berikut:

Tabel 14: Ahli Waris H. Martadi Hendrolesono dan Pembagian 
Harta Warisannya menurut MA

No Ahli Waris Kedudukan Bagian
1 Ny. Jazailah (Islam) Penggugat, Janda 1/4 1/4 1/4
2 Ny. Subandiyah binti 

Setjono Hindro (Islam)
Tergugat I-Ahli waris 
pengganti Sdr. Lk. Skd. 

3/4 6/44

6/320

3 Ny. Sri Haryanti binti 
Setjono Hindro (Islam)

Tergugat II-Ahli waris 
pengganti Sdr. Lk. Skd 

6/320

4 Ny. Cicilia Darwasih 
binti Setjono Hindro 
(Katholik)

Tergugat III-Anak Pr. 
Sdr. Lk. Skd. 6/320

5 Bambang H bin 
Setjono Hindro (Islam)

Tergugat IV-Ahli 
waris pengganti Sdr. 
Lk. Skd. 

12/320

49 Putusan MA Nomor 51K/AG/1999 ini tidak saja diikuti oleh MA, 
namun juga oleh lembaga peradilan tingkat pertama dan banding. Seleng-
kapnya bisa ditelusuri dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Re publik 
Indonesia. putusan.mahkamahagung.go.id akses tgl. 1 November 2014.



209Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

6 Putut Bayendra bin 
Setjono Hindro (Islam)

Tergugat V-Ahli waris 
pengganti Sdr. Lk. Skd. 

12/320

7 Ny. Sri Hendriyanti 
binti Setjono Hindro 
(Islam)

Tergugat VI-Ahli 
waris pengganti Sdr. 
Lk. Skd. 

6/320

8 Ny. Indar Astuti binti 
Hindro Werdoyo 
(Katolik)

Tergugat IV-Anak Pr. 
Sdr. Lk. Skd. 6/44 6/44

9 Ny. Danusubroto 
binti M.Ng.
Djojosoewirjo (Islam)

Tergugat VIII-Ahli 
waris pengganti Sdr. 
Pr. Skd

3/44 3/44

10 Ny. Hendrowinoto 
binti M. Ng. 
Djojosoewirjo (Islam)

Tergugat IX-Ahli 
waris pengganti Sdr. 
Pr. Skd. 

 3/44 3/44

11 Ny. Fi Dewi L.S 
binti Hindrotriwirjo 
(Katholik)

Tergugat X-Anak Pr. 
Sdr. Pr. Skd. 

 3/44

1/44

12 Bambang Wahyu binti 
Hindrotriwirjo (Islam)

Tergugat XI-Ahli waris 
pengganti Sdr. Pr. Skd. 

1/44

13 Ny. B. Harini binti 
Hindrotriwirjo 
(Katholik)

Tergugat XI Anak Lk. 
Sdr. Pr. Skd. 1/44

14 Ny. Ferlina W binti 
Pantoro (Islam)

Tergugat XIII-Ahli 
waris pengganti Sdr. 
Lk. Skd 

 6/44

3/44

15 Ny. Yulia Yudantari 
binti Pantoro (Islam)

Tergugat XIV-Ahli 
waris pengganti Sdr. 
Lk. Skd 

3/44

16 Lucas Indriya bin 
M.Ng. Djojosoewirjo 
(Katholik)

Tergugat XV-Sdr. Lk. 
Skd  6/44 6/44

Menyimak putusan MA yang memberikan warisan ke-
pada ahli waris non muslim dengan sarana wasiat wajibah di 
atas menunjukkan bahwa dalam penemuan hukumnya yang 
mengarah lahirnya putusan, hakim MA cenderung mening-
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galkan metode bayānī atau metode interpretasi menuju metode 
penalaran istiṣlāḥi atau penemuan hukum bebas. Cara ini ber-
beda dengan penemuan hukum di peradilan tingkat pertama 
dan banding yang menerapkan metode bayānī atau metode 
interpretasi literal terhadap teks hukum yang berakibat tidak 
diberikannya bagian warisan bagi ahli waris non muslim baik 
melaui pewarisan maupun wasiat wajibah. 

Kemudian dalam pertimbangan hukumnya, hakim MA, 
sebagaimana hakim tingkat pertama dan banding, mulai me-
ninggalkan ajaran-ajaran fiqh mazhab dan menerapkan konsep 
ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI. 
Hanya saja, dalam putusannya ketiga lembaga peradilan di 
atas tidak merinci berapa besaran bagian ahli waris pengganti. 
Lembaga peradilan tingkat pertama dan banding hanya me  -
nya takan, Ny. Jazilah sebagai penggugat mendapat bagian 
1/4 sedangkan ahli waris lainnya mendapat 3/4 bagian, yakni 
saudara dan saudari kandung pewaris dan keturunan sau-
dara dan saudari kandung pewaris yang telah lebih dahulu 
meninggal dunia dari pewaris, khususnya yang muslim. Pada 
tingkat kasasi, saudara dan saudari kandung pewaris serta 
keturunan saudara dan saudari kandung pewaris yang telah 
lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris, baik yang muslim 
maupun non muslim mendapat 3/4 bagian. Hal ini sangat di -
mungkinkan akan menimbulkan masalah baru di internal 
penerima warisan dan penerima wasiat wajibah mengingat 
tingkat pemahaman hukum kewarisan di kalangan masya-
rakat yang kadang terbatas. 

Hal lain yang menarik dari ketiga putusan lembaga pe-
ra dilan di atas terjadi dalam menentukan status ahli waris 
langsung dan ahli waris pengganti. Dalam putusan MA, dan 
ini berbeda dengan putusan tingkat pertama dan banding, 
kedudukan dua orang saudara perempuan sekandung yakni 
Ny. Danusubroto binti M.Ng. Djojosoewirjo dan Ny. Hendro-
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winoto binti M.Ng. Djojosoewirjo distatuskan sebagai ahli 
waris pengganti saudara perempuan sekandung.50 Padahal, pada 
saat terbukanya warisan atau saat matinya pewaris, kedua 
saudara perempuan sekandung tersebut masih dalam keada-
an hidup dan tidak ada kerabat yang digantikan posisinya. 
Oleh karena itu mereka adalah ahli waris langsung, yakni 
sau dara perempuan sekandung pewaris (ukht asy-syaqīqah) 
yang bagiannya 1/2 jika seorang diri dan 2/3 jika dua orang 
atau lebih dengan syarat tidak bersama dengan saudara laki-
laki sekandung sebagai mu‘aṣib-nya (yang menjadikannya 
asabah). Status ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, 
dalam keadaan tertentu, berpengaruh terhadap besar kecilnya 
bagian semua ahli waris, karena ahli waris pengganti secara 
normatif tidak mendapat warisan, dan jika mendapat warisan 
tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan 
yang diganti. Di samping itu, ahli waris langsung lebih dekat 
dan kuat kekerabatannya dengan pewaris dibanding ahli waris 
pengganti.

Hadirnya ahli waris non muslim sebagai penerima wasiat 
wajibah dalam pembagian warisan juga menjadi masalah ter-
sendiri, karena akan berpengaruh terhadap besar kecilnya 
bagian warisan yang diterima oleh ahli waris lain. Dalam ke-
dudukannya sebagai penerima wasiat wajibah, ahli waris non 
muslim menerima bagian maksimal 1/3 dari harta pe ning galan, 
sedangkan apabila kedudukannya sebagai ahli waris żawī al-
furūḑ, maka jumlah bagian yang akan diterima telah ditentukan 
secara limitatif yaitu, 1/2 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3, dan jika 
kedudukannya sebagai ‘asabah, maka ia ber hak menerima 
sisa harta yang ada. Ketentuan wasiat wajibah “maksimal 
sepertiga” akan berpotensi menimbulkan konflik baru antar 
ahli waris karena mengandung banyak kemungkinan, bisa 

50 Salinan Putusan MA ., hlm. 18.
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1/4, 1/5, 1/6 dan seterusnya asal tidak lebih dari 1/3.51

Persoalan dari harta mana wasiat wajibah diambil 
juga menjadi masalah tersendiri, apakah diambil dari 
harta peninggalan atau harta warisan. Dalam putusan 
sebelumnya, Nomor: 368K/AG/1995 dinyatakan bahwa 
wasiat wajibah diambil dari harta peninggalan, namun dalam 
putusan sesudahnya, Nomor: 51K/AG/1999 wasiat wajibah 
diambil dari harta warisan.52 Padahal, dalam pandangan 
ulama faraḍiyūn harus dibedakan antara harta peninggalan 
dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah harta yang 
ditinggalkan pewaris sebelum diambil untuk melaksanakan 
hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan (ḥuqūq at-
tirkah), yaitu perawatan jenazah, melunasi hutang pewaris dan 
melaksanakan wasiatnya, artinya harta tersebut masih kotor. 
Sedangkan harta warisan sudah bersih karena sudah diambil 
untuk tiga kepentingan di atas.53 Oleh karena itu pelaksanaan 
wasiat, termasuk wasiat wajibah, semestinya diambilkan dari 
harta peninggalan, bukan dari harta warisan karena sudah 
menjadi hak ahli waris. Mendahulukan pelunasan hutang dan 
melaksanakan wasiat sebelum pembagian warisan dida sar-
kan An-Nisā’ (4): 11 yang artinya “...(pembagian-pemba gian 

51 Dalam praktik, ketentuan “maksimal sepertiga” ditafsirkan secara 
beragam. PTA Jakarta dalam putusannya Nomor: 14/Pdt.G/1994/PTA.
JK memberi bagian anak perempuan non muslim dengan sarana wasiat 
wajibah sebesar 3/4 dari 1/5 bagian ahli waris perempuan muslim pada 
derajat ahli waris yang sama. Sedangkan MA dalam putusannya Nomor: 
368K/AG/1995 memberi bagian kepada anak perempuan non muslim 
dengan sarana wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris anak perempuan 
muslim, dan dalam putusannya Nomor: 51K/AG/1999, MA memberi 
bagian kepada ahli waris non muslim dengan sarana wasiat wajibah sebesar 
bagian yang diterima ahli waris muslim pada derajat ahli waris yang sama. 
Berbeda dengan putusan sebelumnya, dalam putusannya Nomor: 59K/
AG/2001, ahli waris non muslim diberi bagian 1/3 melalui mekanisme 
wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kepatutan. 

52 Salinan Putusan MA ., hlm. 19.
53 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi 

dan Adaptabilitas, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 
hlm. 25-28.
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tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya...” Di samping itu, menurut 
Pasal 175 KHI, pembagian harta warisan baru bisa dilak sana-
kan setelah semua kewajiban ahli waris terhadap pewaris 
dilaksanakan, salah satunya melaksanakan wasiat pewaris.54 

Secara umum, putusan-putusan lembaga peradilan agama 
di atas, baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi 
me nunjukkan telah terjadi perkembangan pemikiran yang 
cukup dinamis di kalangan hakim peradilan agama dalam 
me nentukan hak kewarisan bagi ahli waris beda agama baik 
cara penemuan hukumnya maupun rujukannya. Pergeseran 
pemi kiran tersebut telah mengakibatkan berbedanya putusan 
untuk kasus yang sama. Pada tingkat pertama dan banding, 
ahli waris beda agama sama sekali tidak diberi bagian harta 
warisan baik melalui pewarisan maupun wasiat wajibah. Ber-
beda pada tingkat kasasi, ahli waris non muslim mendapat 
bagian harta warisan melalui sarana wasiat wajibah sebesar 
bagian ahli waris muslim yang sederajat. 

B.    Wasiat Wajibah sebagai Sarana Hukum55 

Sebagaimana dipaparkan pada sub bab sebelumnya, pu-
tus an MA No. 51K/AG/1999 menyatakan bahwa ahli waris 
non muslim berhak mendapat warisan melalui sarana wasiat 
wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris 
muslim yang sederajat. Menariknya, sarana hukum ini tidak 

54 KHI Pasal 175 ayat (1) menyatakan, “Kewajiban ahli waris terhadap 
pewaris adalah: a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman 
jenazah selesai; b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, 
perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang; c. 
menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan di antara ahli 
waris yang berhak.”

55 Konsepsi adalah pengertian, pendapat atau paham. http://pusat 
bahasa.kemdiknas.go.id/ kkbi/index.php. Akses 7 November 2014.
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menyatakan perbedaan agama menjadi penghalang untuk 
men dapatkan bagian harta peninggalan pewaris. Selain itu, 
putusan ini juga tidak menyatakan secara jelas bagaimana 
wasiat wajibah dapat diberlakukan dalam kasus ini. Apakah 
wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 KHI atau wasiat wajibah 
sebagaimana dipraktikkan di negara-negara muslim seperti 
Mesir, Syria, Maroko, Tunisia, atau meniru sistem kewarisan 
penggantian tempat di Pakistan, atau konsepsi wasiat wajibah 
menurut pendapat ulama tertentu. 

Penggunaan wasiat wajibah untuk mengikutkan pihak-
pihak tertentu yang terkecualikan dalam pembagian warisan 
memang bukan fenomena asing bagi negara-negara muslim, 
namun penggunaannya untuk mengikutkan posisi ahli waris 
non muslim adalah tren baru di Indonesia yang tidak pernah 
dipraktikkan di negara-negara muslim manapun. Di Mesir 
misal nya, wasiat wajibah diberikan kepada cucu dikarenakan 
adanya pertimbangan kemungkinan timbulnya penderitaan 
pada cucu yang terhalang untuk mewarisi harta peninggalan 
kakek atau neneknya karena ada saudara-saudara orang tua 
mereka. Cucu yang mendapat wasiat wajibah adalah cucu ke-
turunan anak perempuan pada tingkat/lapisan pertama dan 
cucu keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Bagian 
masing-masing anak yang digantikan dibagikan kepada ke-
turunannya, seolah-olah anak yang digantikan itu me ninggal 
setelah pewaris meninggal dunia.56 

Maroko, Syria dan Tunisia termasuk negara-negara yang 
mengadopsi wasiat wajibah Mesir dengan sedikit perubahan. 
Di Maroko57 dan Syria58 wasiat wajibah diberikan kepada cucu-

56 Undang-undang Wasiat Nomor 71 Tahun 1946 Pasal 76. Tahir Mahmood, 
Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis) (New 
Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 46-47.

57 Hukum Status Personal Maroko 1957 Pasal 266-269. Tahir Mahmood, 
Personal Law in Islamic Countries., hlm. 178.

58 Hukum Status Personal Syiria 1953 Pasal 232, 238 dan 257. Tahir 



215Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

cucu keturunan anak laki-laki, baik laki-laki maupun perem-
puan, yang ayahnya telah meninggal dunia terlebih dahulu 
dari pewaris, tetapi hal ini tidak berlaku untuk cucu-cucu dari 
anak perempuan yang ibunya telah meninggal terlebih dahulu 
dari pewaris. Sedangkan di Tunisia59 wasiat wajibah diberikan 
kepada cucu-cucu keturunan anak laki-laki dan perempuan 
pada tingkat pertama. 

Adapun Pakistan merupakan salah negara yang meng-
ambil jalan berbeda dengan inisiatif negara-negara muslim di 
atas dengan tidak menerapkan wasiat wajibah. Untuk meng-
atasi cucu yatim, Pakistan menerapkan sistem kewarisan peng-
gantian tempat dalam garis keturunan ke bawah. Menurut 
sistem kewarisan ini, dalam keadaan anak laki-laki atau perem-
puan pewaris meninggal dunia dan meninggalkan keturun-
an pada saat terbukanya warisan, maka anak-anak tersebut 
mene rima bagian sama dengan bagian yang seharusnya di-
terima orang tua mereka. Aturan fiqh bahwa cucu tidak dapat 
me   warisi dari kakek hanyalah karena terhijab oleh anak 
yang masih hidup, dan apabila anak sudah meninggal dunia, 
meski  pun ada saudara-saudaranya anak, maka cucu tidak ter-
hijab dan berhak menggantikan posisi anak untuk mene rima 
warisan.60

Berbeda dengan para ahli hukum Islam pada umumnya 
di Timur Tengah yang mengidentifikasikan cucu sebagai pe-
ne rima wasiat wajibah, para ahli hukum Indonesia, mela lui 
Pasal 209 KHI, telah menggunakan wasiat wajibah untuk 
mem perbolehkan anak angkat dan orang tua angkat meng-
ajukan klaim atas bagian tertentu dalam warisan. Pasal ter sebut 
menetapkan, anak angkat dan orang tua angkat yang tidak 

Mahmood, Personal Law in Islamic Countries., hlm. 148-150.
59 Hukum Status Personal Tunisia 1956 Pasal 192. Tahir Mahmood, 

Personal Law in Islamic Countries., hlm. 163.
60 Undang-undang Keluarga Muslim Pakistan Pasal 4. Tahir Mahmood, 

Personal Law in Islamic Countries., hlm. 198.
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me nerima wasiat berhak mendapat wasiat wajibah dengan 
maksimum penerimaan sepertiga dari harta warisan. Sedang-
kan untuk mengatasi cucu yang orang tuanya meninggal lebih 
dahulu dari kakeknya, para ahli hukum Indonesia lebih me-
milih penyelesaiannya dengan sarana penggantian tempat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI. 

Pendapat berbeda juga dikemukakan oleh Ibn Ḥazm. Ber-
dasarkan pemahamannya terhadap beberapa ketentuan dalam 
Al-Qur’an dan hadis menyimpulkan keberlakuan wasiat 
wajibah secara lebih luas, tidak hanya untuk cucu maḥjūb, te-
tapi berlaku untuk ibu bapak dan karib kerabat yang tidak 
dapat menerima warisan, baik karena menjadi budak atau ber-
beda agama (maḥrūm) atau adanya kerabat lain yang meng-
halangi (maḥjūb) atau karena statusnya sebagai żawī al-arḥām 
yang tidak berhak menerima warisan.61 

Sebagai perbandingan konsep wasiat wajibah yang ber-
laku di beberapa negara muslim dan penerimanya digambar-
kan sebagai berikut:

Tabel 15: Wasiat Wajibah dan Penerimanya

No Wasiat Wajibah Penerima
1 Mesir Cucu keturunan anak perempuan 

pada tingkat/lapisan pertama dan 
cucu keturunan anak laki-laki dan 
seterusnya ke bawah.

2 Maroko dan 
Syria

Cucu-cucu keturunan anak laki-laki 
yang ayahnya telah meninggal dunia 
terlebih dahulu dari pewaris dan se-
terusnya ke bawah tetapi hal ini tidak 
berlaku untuk cucu-cucu dari anak 
perempuan yang ibunya telah me-
ninggal terlebih dahulu dari pewaris.

61 Ibn Ḥazm, Al-Muḥallā (Beirut Dār al-Fikr, tt), IX: 313-314.
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No Wasiat Wajibah Penerima
4 Tunisia Cucu-cucu keturunan anak laki-laki 

dan perempuan pada tingkat pertama.
5

Indo-
nesia 

Pasal 209 
KHI

Anak angkat dan orang tua angkat 
yang tidak diberi wasiat berhak wasiat 
wajibah maksimal 1/3.

Yuris-
prudensi 

MA

Ahli waris yang berbeda agama dengan 
pewaris muslim, baik ahli waris 
langsung maupun ahli waris pengganti.

6 Ibn Hazm Ibu bapak dan kerabat yang tidak 
dapat menerima warisan, baik karena 
men jadi budak atau berbeda agama 
(maḥrūm) atau adanya kerabat lain yang 
menghalangi (maḥjūb) atau karena 
tidak berhak menerima warisan (żawī 
al-arḥām). 

Berkaitan dengan Putusan MA No. 51K/AG/1999, seba-
gai mana dipaparkan sebelumnya, selain tidak ada kejelasan 
mengenai dari peraturan mana diambil ketentuan wasiat 
wajibah, juga tidak ada kejelasan dari ayat Al-Qur’an dan atau 
hadis apa yang menjadi pedoman. Selain itu, putusan tersebut 
juga tidak menjelaskan paham atau pendapat siapa yang men-
jadi acuannya sehingga hakim menerapkan ketentuan wasiat 
wajibah kepada ahli waris non muslim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua majelis hakim 
yang menangani perkara ini, konsepsi wasat wajibah yang di-
gunakan hakim MA dalam memberikan wasiat wajibah ke-
pada ahli waris non muslim adalah merujuk pendapat Ibnu 
Ḥazm.62 Dipilihnya konsepsi wasiat wajibah Ibnu Ḥazm ini 

62 Ibn Ḥazm nama lengkapnya ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa’īd ibn Ḥazm al-
Andalusī. Lahir di Cordoba Spanyol pada tahun 384 H/994 M. dan me-
ninggal dunia tahun 456 H/1064 M. Ulama besar dari Spanyol, ahli fiqh 
dan uṣūl al-fiqh. Ia adalah pengembang mazhab Aẓ-Ẓahiri, bahkan dinilai 
sebagai pendiri kedua setelah Daud aẓ-Ẓahiri. Di antara karyanya yang 
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di maksudkan untuk mengisi kekosongan hukum guna me-
wu jud kan kemaslahatan dalam pembagian warisan yang di 
antara ahli warisnya non muslim. Ahli waris non muslim, be-
tapa pun berbeda keyakinan dengan pewaris muslim, adalah 
orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dan ka-
rena nya perlu diperhatikan. Selain itu, di antara mereka ter-
jadi hubungan harmonis tanpa mempersoalkan perbedaan 
agama.63 

Dalam pandangan Ibn Ḥazm, wasiat hukumnya wajib bagi 
setiap orang yang meninggalkan harta.64 Karena kewajib an 
wasiat berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan harta, 
maka apabila seseorang meninggal dunia dan orang tersebut 
tidak berwasiat, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan se-
bagian harta pewaris sejumlah yang mereka anggap layak 
untuk disedekahkan guna memenuhi kewajiban wasiat ter se-
but.65 Oleh karena itu, kewajiban wasiat bersifat qaḍā’i dalam 
arti ahli waris yang ada harus bertindak melakukan wasiat atas 
nama orang yang meninggal sekiranya dia tidak ber wasiat. 

Menurut Ibn Ḥazm, wajibnya wasiat didasarkan ke ten-
tuan Al-Qur’an surat An-Nisā’ (4): 11. Allah swt. berfirman: 
يْنِ  أَوْدَ  بَِا  يـُوْصِى  وَصِيَّةٍ  عْدِ  بـَ  yang artinya: ...(Pembagian-pembagian ...مِنْ 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) se  sudah 
dibayar hutangnya... Ayat ini dipahami secara zahir atau tekstual. 
Menurutnya, teks-teks hukum harus dipahami se cara langsung dari 
arti zahirnya. Mengikuti arti zahir naṣ adalah wajib, dan sebaliknya 
mengalihkan arti zahir naṣ itu dilarang, seba gaimana ditegaskan 
وَجَلَّ عَزَّ  الِله  عَلىَ  تـَرىَ  قَدِ افـْ فـَ اْلوَحْيِ  لَفْظُ  هَا  عَلَيـْ لَايَدُلَّ  مَعَانِ  وَطَلَبَ  الَّلفْظِ  ظَاهِرَ  ركََ  تـَ  artinya Dan وَمَنْ 
barangsiapa meninggalkan zahirnya lafad dan mencari makna yang 

terkenal dalam bidang fiqh adalah Al-Muḥallā, dan Al-Iḥkām fī Uṣūl al-
Aḥkām dalam bidang uṣūl al-fiqh. Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum 
Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 608-610.

63 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Taufiq, SH. MH. Ketua majelis hakim 
perkara Nomor: 51K/AG/1999, pada tanggal 16 September 2013 di Bekasi.

64       , Ibn Ḥazm, Al-Muḥallā., IX: 312.
65 Ibn Ḥazm, Al-Muḥallā ., IX: 312-313.



219Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

tidak ditujuki lafad wahyu maka sungguh dia telah mengada-ada atas 
nama Allah ‘azza wa jalla.66 Keharusan memaknai teks hukum 
secara zahir didasarkan firman Allah swt. dalam surat Al-
Baqarah (2): 190 َعْتَدُوْا أِنَّ الَله لَايُِبُّ اْلمعُْتَدِيْن  yang artinya, “...dan ...وَلَا تـَ
janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas”. Jadi, pendapat 
tentang wajibnya wasiat menurut Ibn Ḥazm berdasarkan zahir 
naṣ Al-Qur’an yang pada prinsipnya menunjukkan bahwa 
wasiat adalah suatu ke wajiban yang harus dilaksanakan. 

Lebih lanjut Ibn Ḥazm menjelaskan, dalam surat An-Nisā’ 
(4): 11-12 Allah swt. mewajibkan kepada umat Islam untuk 
mempusakakan harta peninggalannya kepada ahli waris nya 
dan mewajibkan untuk mendahulukan pelaksanaan wasiat dan 
pembayaran hutang daripada mempusakakan harta warisan-
nya itu.67 Suatu penafsiran yang membeda-bedakan antara 
kewajiban mempusakakan harta warisan dengan pembayar an 
hutang dan melaksanakan wasiat adalah batal karena ketiga 
masalah itu tersurat dalam satu ayat yang tidak terpisah-
pisah. Oleh karena pembagian warisan itu hukumnya wajib, 
maka pelunasan hutang dan melaksanakan wasiat yang harus 
didahulukan itu hukumnya juga wajib. Penjelasan ini sekali-

66 Ibn Ḥazm, Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām (Kairo: Matba’ah al-Asimah, t.t.), 
III: 292. Menuurt Ahma Rofiq, ayat ini –yang diulang dengan isi yang sama 
pada ayat 12― menunjukkan bahwa kata dain disebutkan setelah kata 
waṣiyyah. Para ulama memahami bahwa kata au yang secara harfiah berarti 
atau berlaku sebagai tafsīl (rincian) bukan tartīb (urutan). Dengan demikian, 
didahulukannya kata waṣiyyah daripada kata dain adalah untuk memberi 
motivasi agar orang yang akan meninggal dunia hendaknya melakukan 
wasiat atas sebagian hartanya. Untuk itu, pelunasan hutang hendaknya 
didahulukan daripada pelaksanaan wasiat. Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, cet. 
ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 49-50.

67An-Nisā’ (4): 11-13 menyatakan bahwa ketentuan kewarisan merupa-
kan farīḍah min Allāh, waṣiyyah min Allāh dan tilka ḥudūd Allāh. Kata farīḍah, 
waṣiyyah dan ḥudūd menunjukkan suatu kewajiban yang harus di laksana-
kan sebagaimana adanya. Ia dianggap sebagai dwingend recht yakni hukum 
yang berlaku secara mutlak. A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum 
Waris Isam Transformatif (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 1-2. 
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gus menunjukkan bahwa pelunasan hutang dan pelaksanaan 
wasiat pewaris harus diambil dari harta peninggalan, bukan dari 
harta warisan.

Pandangan Ibn Ḥazm yang mewajibkan pelunasan hutang 
dan melaksanakan wasiat sebagaimana wajibnya mempusa-
kakan harta, sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan: 
واَجِبٌ هُوَ  فـَ بِهِ  أِلاَّ  اْلواَجِبُ  يَتِمُّ   artinya apa yang menyebabkan tidak مَالَاَ 
sempurnanya suatu kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu, maka 
sesuatu itu wajib pula hukumnya.68 Kaidah fiqh lain menyatakan:   
 artinya, hukum wasilah-wasilah itu sama dengan للِْوَسَا ئِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ
maqāṣid.69 

Adapun orang yang berhak menerima wasiat wajibah, 
menurut Ibn Ḥazm adalah ibu bapak dan kerabat yang tidak 
menerima warisan. Menurutnya, wajib bagi setiap muslim 
ber wasiat untuk kerabatnya yang tidak mendapat warisan.70 
Wajibnya wasiat untuk ibu bapak dan kerabat yang tidak men-
dapat warisan ini berdasarkan pemahamannya terhadap surat 
Al-Baqarah (2): 180:

    
 

 Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, ber-
wasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma>ruf (ini 
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Menurutnya, ayat tentang kewajiban wasiat tetap berlaku 
(muḥkam), karenanya hukum wasiat adalah wajib. Kemudian 

68 H.A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2010), hlm. 171-172.

69 Ibid.
70 

 
 

يو صى لقرا بته اوفرض على كلّ مسلم ان  لذين لايرثون  
 

 Ibn Ḥazm, Al-Muḥallā, IX: 313.



221Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang 
menerima warisan dikeluarkan dengan adanya hadis Nabi 
saw.  ٍاِنَّ الَله قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصَيَّةَ لِواَرِث  artinya Sesungguhnya 
Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak 
ada wasiat bagi ahli waris.71 Oleh karena itu, kewajiban wasiat 
tersebut berlaku kepada ibu bapak dan karib kerabat yang 
tidak dapat menerima warisan, baik karena menjadi budak atau 
ber beda agama atau adanya kerabat lain yang menghalangi 
atau karena statusnya sebagai żawī al-arḥām yang tidak berhak 
menerima warisan.72 

Di bagian lain, Ibn Ḥazm menjelaskan bahwa yang di-
maksud kerabat adalah orang-orang yang apabila dinasab kan 
akan diketahui bahwa mereka berada pada garis keturun an 
yang sama dengan orang yang meninggal dunia, baik dalam 
garis bapak, ibu maupun bapak ibu secara bersamaan. Se cara 
bahasa orang-orang tersebut yang dimaksud dengan para 
kerabat. Memaknai para kerabat dengan selain orang-orang 
tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat.73 Oleh karena 
itu yang berhak menerima wasiat wajibah adalah orang-
orang yang jika ditelusuri garis keturunannya berada dalam 
garis keturunan pewaris, baik melalui garis bapak, ibu atau 

71 Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, “Kitab Waṣaya” “Bāb Mā Jā a fī al-
Waṣiyyati li al-Wāris” (Beirut: Dār al-fikr, t.t.), III: 13. Hadis riwayat Abū 
Dāwud dari Abū Umāmah. Pemahaman ini berbeda dengan jumhur ulama 
yang menyatakan, ayat tentang kewajiban wasiat telah dihapus oleh ayat 
kewarisan yang telah menentukan bagian warisan untuk kedua orang tua 
dan para kerabat sebagaimana dijelaskan An-Nisā’ (4): 11-12 yang diperkuat 
oleh hadis lā waṣiyyata li wāriṡin. Menurut jumhur ulama, andaikata wasiat 
itu diwajibkan niscaya Nabi Muhammad saw. menjelaskannya. Nabi 
tidak pernah menjelaskan dan menjelang wafatnya beliau tidak berwasiat 
sedikitpun tentang harta peninggalannya. Selain itu, kebanyakan sahabat 
juga tidak menjalankan wasiat. Ketiadaan berwasiat kebanyakan sahabat itu 
tidak ada yang mengingkarinya. Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian 
Darah., hlm. 191.

72 Ibn Ḥazm, Al-Muḥallā, IX: 314. Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian 
Darah., hlm. 192

73Ibid.
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keduanya.
Berkenaan dengan jumlah harta yang harus diwasia kan, 

Ibn Ḥazm tidak memberikan patokan namun diserahkan kepada 
ketulusan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap situasi 
dan kondisi yang melingkupi asal masih dalam batas maksimal 
wasiat. Dengan demikian penentuan jumlah wasiat diserahkan 
kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk melak sanakan wasiat 
dalam batas yang wajar dan tidak lebih dari sepertiga harta.74 

Jika disimpulkan, konsepsi wasiat wajibah Ibn Ḥazm dalam 
memberikan harta peninggalan kepada ahli waris beda agama 
adalah wasiat yang wajib diberikan kepada ibu bapak dan 
kerabat (orang-orang yang mempunyai hubungan nasab baik 
melalui garis ayah atau ibu atau kedua-duanya dengan pe-
waris) yang karena halangan syarak tidak mendapat warisan 
yang diambilkan dari harta peninggalan pewaris dengan 
jumlah bagian maksimal sepertiga dan dilaksanakan sebelum 
pembagian warisan.

Dengan demikian MA dalam putusannya tidak sepenuh-
nya merujuk pendapat Ibn Ḥazm. Beberapa hal yang menjadi 
rujukan MA antara lain tentang wajibnya wasiat untuk di-
berikan kepada ibu bapak dan kerabat yang tidak mendapat 
warisan karena halangan syarak. Demikian juga tentang jumlah 
harta yang diwasiatkan, diserahkan kepada pertimbangan-
pertimbangan tertentu dalam batas wajar dan tidak lebih dari 
sepertiga harta peninggalan. Hal lain berkaitan dengan harta 
mana yang diambil untuk pelaksanaan wasiat wajibah dan 
siapa di antara ibu bapak dan kerabat yang berhak mendapat 
wasiat wajibah, merupakan ijtihad murni MA. 

Dengan menerapkan konsepsi wasiat wajibah menurut 
Ibnu Ḥazm, meski tidak sepenuhnya, untuk memberi bagian 
harta kepada ahli waris non muslim, MA telah melakukan 

74 Ibid.
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penemuan hukum (rechtsvinding). Hal ini dilakukan untuk 
mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, mengingat tidak 
ada teks hukum baik Al-Qur’an maupun hadis yang meng-
ha ruskan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris 
non muslim yang terhalang menerima warisan dari pewaris 
muslim. Demikian juga KHI hanya mengatur wasiat wajibah 
untuk anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima 
wasiat dengan ketentuan maksimal 1/3. 

Argumentasi hukum pentingnya penemuan hukum ada-
lah asas ius curia novit bahwa hakim tidak boleh menolak 
untuk me meriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, me-
lain kan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.75 Dalam hal 
ini hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib meng-
gali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat.76 

Jika dimaknai, kata “menggali” dapatlah diasumsikan 
bahwa sebenarnya hukumnya sudah ada, tetapi masih ter-
sem bunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus ber-
usaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang 
hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikuti dan 
memahaminya agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat. Pada sisi inilah hakim mem-
punyai kedudukan penting dalam suatu sistem hukum, 
termasuk dalam sistem hukum Indonesia. Hakim melakukan 
fungsi yang pada hakekatnya melengkapi ketentuan-ketentuan 
hukum tertulis melalui penemuan hukum (rechtvinding) yang 
mengarah kepada penciptaan hukum baru (creation of new 
law). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan 

75 Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman.

76 Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman
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mengisi kekosongan hukum (recht vacuum) dan mencegah 
tidak tertanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya 
tidak jelas atau tidak ada. Oleh karena itu, untuk mewujud-
kan keadilan bagi para pihak pencari keadilan, dalam konteks 
kewarisan beda agama, maka MA melakukan penemuan 
hukum bebas dengan mengadopsi pendapat Ibn Ḥazm. 

Penemuan hukum bebas, menurut Sudikno Merto kusumo 
diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai 
teks-teks hukumnya, yaitu dengan membentuk pengertian-
pengertian hukum. Di sini hakim tidak berfungsi sebagai pe-
tugas yang menerapkan atau menjelaskan atau menafsirkan 
teks-teks hukum, melainkan sebagai pencipta hukum, yaitu 
menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkrit 
sedemikian sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat di-
selesaikan menurut kaedah yang telah diciptakan oleh hakim.77 
Penemuan hukum bebas bukan berarti peradilan yang tidak 
terikat undang-undang. Di sini undang-undang merupakan 
alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang menurut 
hukum tepat dan tidak perlu harus sama dengan penyelesaian 
se  suai undang-undang.

Demikian halnya dengan putusan MA, penerapan wasiat 
wajibah bagi ahi waris non muslim menurut konsepsi Ibn 
Ḥazm merupakan hasil penemuan hukum MA yang tidak ter-
lepas dari beberapa ketentuan hukum lain baik Al-Qur’an, 
hadis maupun KHI. Wajibnya wasiat untuk ahli waris yang ter-
halang mendapat warisan merujuk ketentuan Al-Qur’an surat 
An-Nisā’ (4): 11-12, surat Al-Baqarah (2): 180 dan hadis lā 
waṣiyyata li wāriṡin. Besarnya bagian wasiat wajibah maksimal 
sepertiga selain merujuk hadis juga ketentuan Pasal 195 ayat 
(2). Tahapan melaksanakan wasiat setelah terselesaikannya 
biaya-biaya perawatan jenazah dan melunasi hutang pewaris 

77 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum (Jakarta: PT. 
Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 28-31.
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merujuk ketentuan Pasal 175 ayat (1). Demikian juga tentang 
penerima wasiat baik lembaga atau orang yang tidak diper-
syaratkan harus berlabel Islam sebagaimana ketentuan Pasal 
171 huruf (f). 

Sekalipun putusan MA yang memberikan wasiat wajibah 
kepada ahli waris non muslim hanya merujuk mazhab mi-
noritas (aẓ-Ẓāhirī) dalam khazanah pemikiran hukum Islam, 
namun patut dihargai sebagai hasil penemuan hukum dalam 
upaya mengaktualisasikan hukum Islam di tengah masyarakat 
Indonesia yang majemuk agar hukum Islam tidak kehilang-
an jati dirinya sebagai rahmat seluruh alam. Mempertahan kan 
hukum Islam hasil pemikiran para imam mazhab, sekalipun 
mayoritas, tanpa memperhatikan dinamika yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat Indonesia hanya akan men-
jadikan hukum Islam kehilangan daya tariknya karena tidak 
memenuhi kebutuhan masyarakat yang melingkupinya. 

Berkaitan dengan kewarisan beda agama, Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII tanggal 26-
29 Juli 2005 juga membahas masalah kewarisan beda agama. 
Menurut MUI, hukum kewarisan Islam tidak memberikan 
hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama 
(antara muslim dengan non-muslim). Pemberian harta antar 
orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam 
bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Dasar hukum fatwa tersebut 
adalah ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisā’ (4): 11 dan 141 serta 
hadis Nabi dari Usāmah bin Zaid yang melarang pewarisan 
antara muslim dengan non muslm.78

Memberikan komentar terhadap putusan lembaga pera-
dilan agama di atas, Hamim Ilyas berpendapat, ahli waris 
non muslim semestinya bisa menerima warisan dari pewaris 
muslim. Pandangan teologis yang memisahkan secara ketat 
antara muslim dengan non muslim banyak mempengaruhi 

 لايََرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَللَْكَافِرُ الْمُسْلِمَ  78
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produk-produk fiqh, termasuk hukum kewarisan. Pandangan 
teologis ini sangat berkaitan dengan kondisi politik dunia 
saat itu yang hanya mengenal pembedaan komunitas dari 
sisi agama. Dalam sejarah Islam awal, identitas agama sama 
persis dengan identitas politik. Masuk Islam berarti memasuki 
komunitas politik yang harus berkonsolidasi menghadapi 
musuh-musuh di luar Islam terutama kalangan kafir. Impli-
kasinya terjadi pelarangan pewarisan antara muslim dengan 
non muslim. Menurutnya, teks-teks hukum al-Qur’an dan 
hadis harus dipahami secara normatif kontekstual dengan 
mem  pertimbangkan kondisi sosiologis yang melingkupi. Ke 
depan, formualsi hukum harus bersifat futuristik, holistik dan 
elegan yang tidak lagi mempertahankan sekat-sekat primor-
dialisme.79 

Berbeda dengan seniornya, Agus Moh. Najib berpenda-
pat bahwa wasiat wajibah merupakan kompromi jalan tengah 
antara argumentasi yang melarang terjadinya pewarisan antara 
muslim dengan non muslim dengan yang membolehkan. 
Diakui teks-teks hukum Islam memang tidak memberi jalan 
bagi ahli waris non muslim untuk mendapatkan warisan dari 
pewaris muslim, namun sebagian ulama tidak melarang orang 
muslim memberikan wasiat kepada non muslim yang karena 
halangan syarak tidak mendapat warisan. Ditambahkan, Indo -
nesia merupakan masyarakat majemuk dalam berbagai aspek, 
termasuk masalah keyakinan atau agama. Perbedaan agama 
terkadang sama sekali bukan menjadi hambatan di antara me-
reka untuk menjalin komunikasi secara baik. Oleh karena itu 
tidak adil jika tidak memberi bagian kepada mereka meskipun 
hanya melalui wasiat wajibah.80 

79 Wawancara dengan Dr. Hamim Ilyas, M. Ag. Dosen Fakultas Syari’ah 
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 24 Desember 2013.

80 Wawancara dengan Dr. Agus Muh. Najib, M. Ag. Dosen Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 2 Januari 2014.
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Mengulas putusan lembaga peradilan di atas, Ahmad 
Zuhdi berpendapat bahwa hakim-hakim PA dan PTA masih 
belum berani membuat penafsiran lain yang terang-terangan 
berlawanan dengan teks hadis dan KHI, artinya penalaran 
hukumnya masih didominasi pola bayani atau positivisme 
yang cenderung formalistik. Padahal hakim dalam tugasnya 
menegakkan hukum dan keadilan diberi kesempatan untuk 
menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang 
hidup dalam masyarakat, baik terhadap masalah-masalah yang 
ada teks hukumnya maupun yang tidak ada teks hukumnya. Ia 
sepakat dengan MA yang berani membuat terobosan hukum 
mengatasi kebuntuan hukum kewarisan Islam yang tidak mem-
beri warisan kepada non muslim dengan keluar dari teks-teks 
hukum demi mewujudkan kemaslahatan. Menurutnya, ke 
depan masyarakat semakin majemuk yang terkadang tidak 
lagi mempersoalkan perbedaan agama, karenanya produk 
hukum harus memberikan solusi menyeluruh terhadap per-
soalan yang dihadapi masyarakat tanpa diskriminasi apapun.81

Dengan argumentasi yang berbeda, Habiburrahman tidak 
setuju dengan pandangan kedua akademisi dan praktisi di 
atas. Ia tidak sependapat dengan MA yang memberikan hak 
wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, dan terlebih 
membolehkan pewarisan antara muslim dengn non muslim. 
Menurutnya, pemberian hak wasiat wajibah kepada ahli 
waris non muslim tidak saja bertentangan dengan asas ijbari 
dalam hukum kewarisan Islam, namun juga bertentangan 
dengan Al-Qur’an, hadis dan KHI. Asas ijbari dalam hukum 
kewarisan Islam menyatakan bahwa peralihan harta dari pe-
waris kepada ahli waris terjadi dengan sendirinya tanpa ber-
gantung pada kehendak pewaris atau keinginan ahli waris, 
baik berkaitan dengan ahli waris penerima harta maupun 

81 Wawancara dengan Drs. H. Ahmad Zuhdi, SH., M. Hum, Hakim PA 
Kota Yogyakarta tanggal 26 Oktober 2013 dan 8 November 2014.
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besar kecilnya bagian, karena dua hal ini sudah diatur secara 
jelas dan terperinci dalam Al-Qur’an, hadis dan KHI. Dengan 
memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim 
berarti memberikan hak kepada orang yang tidak berhak.

Lebih lanjut dikatakan, larangan mengalihkan harta ke-
pada non muslim didasarkan ketentuan Al-Qur’an surat Hūd 
(11): 45-46 bahwa hubungan keluarga antara anak yang kafir 
dengan orangtua muslim telah putus. Terputusnya hubung-
an keluarga ini berimplikasi gugurnya hak saling mewarisi 
antara keduanya sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi 
dari Usāmah bin Zaid. Hal yang sama juga ditegaskan dalam 
KHI, bahwa ahli waris non muslim menurut Pasal 171 
huruf (c) bukan lagi sebagai ahli waris, dan karenanya tidak 
berhak mendapat bagian harta peninggalan baik dengan 
cara pewarisan maupun wasiat wajibah. Berdasarkan dua 
ke  ten tuan tersebut, jika mereka diberi warisan atau wasiat 
wajibah, hakim yang memutuskan perkara itu telah berdosa, 
karena telah memberikan warisan kepada yang tidak berhak, 
kecuali ahli waris muslim sebagai pemilik hak dengan ikhlas 
memberikan bagian harta peninggalan kepada ahli waris non 
muslim tersebut.82 

Paparan tentang pendapat dan pandangan narasumber 
di atas menunjukkan bahwa sebagian mereka sepakat dengan 
penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, dan 
sebagian lain tidak sepakat. Mereka yang sepakat, dengan 
pe nalaran istislahi mengajukan argumentasi bahwa penerap-
an wasiat wajibah merupakan sinkronisasi antara teks-teks 
hukum Islam yang tidak memberi bagian warisan kepada ahli 
waris non muslim dengan fakta sosial masyarakat Indonesia 
yang majemuk. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk me-
wujudkan kemaslahatan dalam pembagian warisan. 

82 Wawancara dengan Dr. Habiburrahman, SH, MH. Hakim Agung 
MA.RI, tanggal 7 November 2014. 
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Sedangkan narasumber yang tidak sepakat, dengan pola 
penalaran bayānī mengajukan argumentasi bahwa penerapan 
wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim bertentangan 
dengan Al-Qur’an, hadis dan KHI. Sebagian lain yang tidak se-
pakat berpendapat bahwa larangan pewarisan antara muslim 
dengan non muslim sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan 
dalam konteks masyarakat Indonesia sekarang karena hadis 
tersebut bersifat temporal yang harus dibaca ulang sesuai 
konteksnya. 

 Bertolak dari pendapat praktisi dan akademisi di atas, 
penulis cenderung dan memilih pendapat yang memberikan 
bagian kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. 
Sarana hukum tersebut merupakan solusi terbaik karena teks-
teks hukum Islam melarang pewarisan antara muslim dengan 
non muslim, sedangkan faktanya Indonesia merupakan negara 
yang beragam suku, budaya dan agamanya. Dalam kondisi 
demikian dirasa tidak adil jika tidak memberi bagian harta 
kepada ahli waris non muslim. Selain itu, penerapan wasiat 
wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan MA di 
atas sesungguhnya tidak bisa dibenturkan dengan teks hukum 
maupun pendapat yang melarang pewarisan antara muslim 
dengan non muslim. Putusan MA tersebut sebenarnya tidak 
menyinggung apalagi memberikan hak waris bagi ahli waris 
non muslim, namun menerapkan wasiat wajibah untuk mem-
beri bagian harta kepada ahli waris non muslim. Sarana hukum 
ini tidak mensyaratkan penerima wasiat harus seagama 
dengan pewaris muslim sebagai pewasiat. Di sini wasiat 
wajibah dikonsepsikan sebagai tindakan pembebanan oleh 
pe nguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa 
atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah me-
ninggal dunia dan tidak berwasiat untuk diambil sebagian 
harta peninggalannya guna diberikan kepada orang tertentu 
dalam keadaan tertentu. 
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Secara filosofis, konsepsi wasiat wajibah MA sebagai satu 
pemikiran dan kemudian melahirkan suatu keyakinan yang 
dianggapnya benar dapat diterangkan dengan menggunakan 
ilmu filsafat. Oleh karena itu, perlu membahas ontologi, epis-
temologi dan aksiologi konsepsi wasiat wajibah MA dalam 
memberikan warisan kepada ahli waris beda agama tersebut.83 

Pata tataran ontologi, konsepsi wasiat wajibah MA yang 
memberikan warisan kepada ahli waris non muslim men-
dasarkan pada keadilan, yaitu memberikan bagian kepada 
ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan 
pe waris namun teks-teks hukum tidak memberikan bagain 
semestinya. Makna keadilan dalam wasiat wajibah ini bukan-
lah keadilan dalam arti menyamakan antara muslim dengan 
non muslim, karena antara keduanya tidak sama dan tidak 
dapat dipersamakan, tetapi adil dalam pengertian menunai-
kan kewajiban secara sempurna dan lebih baik. 

Ahli waris non muslim, betatapun secara keyakinan ber-
beda dengan pewaris muslim, adalah orang yang secara 
biologis mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris 
muslim. Hubungan kekerabatan (al-qarābah) adalah hubungan 
nasab antara orang yang mewariskan dengan yang orang 
mewarisi disebabkan oleh kelahiran. Hubungan nasab men-
jadi dominan dalam hukum kewarisan Islam sebagai sebab 
paling kuat seseorang memperoleh hak kewarisan (sabāb al-
irṡi). Ia merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang 
keberadaannya tidak dapat dihilangkan baik sebagai anak 

83 Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakekat mendasar 
keberadaan sesuatu; epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas 
pengetahuan yang diperoleh manusia meliputi sumbernya, susunan penge-
tahuannya dan prosedur memperoleh pengetahuan itu; dan aksiologi 
adalah cabang filsafat yang membahas hakikat nilai berkaitan dengan se-
suatu. Nilai merupakan kualitas yang melekat pada sesuatu sehingga 
sesuatu itu menjadi bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kaelan, Metode 
Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, cet. ke-1 (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 
hlm. 34-43.
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turun si mati (furū‘ al-mayyit), leluhur si mati (uṣūl al-mayyit) 
maupun keluarga yang dihubungkan dengan orang yang 
me  ninggal melalui garis menyamping (al-ḥawasyī). Dengan 
demikian, hubungan nasab sebagai sebab kewarisan akan men-
jamin hak bagi ahli waris nasabiyah mendapatkan warisan dari 
pewarisnya. 

Allah swt. menjelaskan bahwa hubungan nasab merupa-
kan sebab kewarisan sebagaimana dinyatakan dalam firman-
Nya yang artinya: “...Orang-orang yang mempunyai hubungan 
kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari 
pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguh-
nya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.84 Dalam surat 
yang lain Allah swt. juga menyatakan: “... Dan orang-orang 
yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih 
berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah...”85 Kemudian 
dalam surat yang lain Allah swt. menjelaskan bahwa bagi 
laki-laki dan perempuan ada bagian dari harta peninggalan 
orang tua dan kerabat-kerabatnya sebagaimana dinyatakan 
firman-Nya yang artinya, “Bagi laki-laki ada hak bagian dari 
harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita 
ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya...”.86 Menguatkan ketentuan-ketentuan di atas, 
dalam suatu hadis, Nabi saw. menyatakan bahwa apabila se-
seorang meninggal dunia, harta kekayaan dan seluruh hak-
hak kebendaan (al-ḥuqūq al-māliyyah) yang ditinggalkannya 
beralih demi hukum dan secara otomatis serta menjadi hak 
ahli warisnya sesuai dengan hadis yang artinya “Barang 
siapa meninggalkan kekayaan, maka kekayaan itu untuk ahli 
warisnya...”.87

84 Al-Anfāl (8): 75.
85 Al-Aḥzāb (33): 6.
86 An-Nisā’ (4): 7.
87 Muslim, Ṡaḥīḥ Muslim, “Kitāb Farā’iḍ”, “Bāb Man Taraka Mālan fa li 

Waraṡatihi” (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), II: 58-59.
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Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, hubungan 
nasab merupakan sebab pewarisan. Namun memiliki hubungan 
nasab dengan pewaris tidak menjamin ahli waris berhak 
men dapatkan warisan karena proses pewarisan dalam Islam 
telah diatur sedemikian rupa yang mensyaratkan antara ahli 
waris dengan pewaris harus seagama, yaitu Islam.88 Dengan 
demikian apabila ahli waris berbeda agama dengan pewaris 
muslim, maka ahli waris tersebut tidak berhak mendapat kan 
warisan, dan sebaliknya. 

Bagaimana dengan putusan MA Nomor: 51K/AG/1999 
yang memberikan warisan kepada ahli waris yang berbeda 
agama dengan pewaris muslim dengan sarana wasiat wa-
jibah sebesar bagian ahli waris muslim? Apakah ini tidak ber-
tentangan dengan hukum kewarisan Islam yang mensya rat-
kan pewaris dan ahli waris harus beragama Islam?

Hukum kewarisan Islam, sebagaimana hukum Islam pada 
umumnya, tujuan utamanya adalah mewujudkan kemasla-
hatan.89 Kemaslahatan tidak akan tercapai tanpa ada keadilan. 
Demikian halnya wasiat wajibah tujuannya tidak lain adalah 
mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada 
ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan namun 
teks-teks hukum tidak memberikan bagian yang semestinya. 
Solusi alternatif untuk mewujudkan keadilan adalah menerap-
kan wasiat wajibah sehingga mereka mendapat bagian harta 
dari pewaris.

Dalam Al-Qur’an, terma keadilan sering diungkapkan 
dengan beberapa istilah, misalnya al-‘adl sebagaimana dinyata-
kan dalam surat An-Nisā’ (4): 58, 129 dan Al-A’rāf (7): 59. Al-
mīzān yang berarti keseimbangan atau moderasi sebagai-

88 Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī“ Kitāb al-Farā’iḑ” (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VII: 
11. Muslim, Ṣaḥīḥ al-Muslim, “Kitāb Farā’iḑ” (Ttp.: Al-Qanā’ah, t.t.), II: 2. Abū 
Dāwud, Sunan Abī Dāwud (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 124.

89 Al-Anbiyā’ (21): 107.
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mana dinyatakan dalam Al-Qur’an surat Asy-Syūrā (42): 17, 
Al-Ḥadīd (57): 25. Di bagian lain terma keadilan diungkap kan 
dengan istilah al-qisṭ sebagaimana misalnya dinyatakan dalam 
surat An-Nisā’ (4): 135 dan Al-Māidah (5): 8, 42.

Keadilan umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum 
atau kebijakan pemimpin. Namun dalam Islam, keadil an me-
liputi beberapa aspek kehidupan; keadilan dalam hubungan 
antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara 
individu dengan masyarakatnya, hubungan antara individu 
dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan 
dengan berbagai pihak terkait.90 

Al-Qur’an memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa-
sanya jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Ke-
cintaan dan kebencian merupakan faktor yang memung kin -
kan ma nusia mendahulukan kebatilan daripada kebe  nar   an, 
mendahulu kan kelaliman daripada keadilan. Al-Qur’an me -
merintahkan agar keadilan senantiasa ditegakkan tanpa pan-
dang bulu:91 

 Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali ke-
ben cianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih 
dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, se-
sungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerja-
kan.

Pentingnya keadilan dalam pembagian warisan, Nabi 
saw. mengingatkan bahwa seseorang harus berlaku adil dalam 
pembagiannya terlebih kepada anak-anaknya. Dalam hadis 
riwayat Abū Dāwud dari Nu‘mān ibn Basyīr, Nabi saw. me-

90 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Yayasan Piara, 1993), 
hlm. 112.

91 Al-Māidah (5): 8.
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nyatakan, “Hendaklah kamu adil di antara anak-anakmu.” 
“Hendaklah kamu adil di antara anak-anakmu.”92 

Di bagian lain, Al-Qur’an tidak melarang orang muslim 
berbuat baik dan berlaku adil kepada orang non muslim. Hal 
tersebut sebagaimana tersirat dari sebuah peristiwa yang di-
alami oleh Asmā’ binti Abī Bakr yang dikunjungi oleh ibunya 
yang bernama Qutailah –ibu kandung Asmā’ yang juga isteri 
Abū Bakr yang dicerai pada masa jahiliyah― Kedatangan ibu-
nya bermaksud memberikan bingkisan hadiah kepadanya. 
Asmā’ menolak dan bahkan tidak memperkanankan ibunya 
untuk masuk di rumahnya. Kemudian ia pun bertanya kepada 
Rasulullah saw. “Bolehkah saya berbuat baik kepadanya 
dengan menerima bingkisan itu?” Lalu turunlah ayat Al-Qur’an 
yang artinya:93

 Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku 
adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena 
agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Se-
sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 

Setelah turun ayat ini maka Rasulullah memerintahkan 
Asmā’ untuk mempersilahkan ibunya masuk dan menerima 
hadiahnya. 94 

Bertolak dari ketentuan-ketentuan di atas, berlaku adil 
dengan memberikan bagian kepada ahli waris non muslim 
me lalui sarana wasiat wajibah merupakan keniscayaan. Ahli 
waris non muslim betapapun berbeda agama dengan pewaris 
muslim adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan 
dengan pewaris muslim. Sebagai ahli waris semestinya ke-

92 Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud , “Kitāb al-Bai’” “Bāb ar-Rajulu yu 
faḍḍilu ba’du waladihi fi an-naḥli” (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hadis nomor 
3077. Hadis riwayat Abū Dāwud dari Nu’mān ibn Basyīr.

93 Al-Mumtaḥanah (60 ): 8.
94 Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an Miracle the Reference (Jakarta: 

PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 1089.
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padanya diberi bagian, dan terlebih di antara mereka terjadi 
hubungan yang harmonis tanpa mempersoalkan perbedaan 
agama. 

Berlaku adil kepada ahli waris dalam pembagian warisan 
sekaligus juga merupakan implementasi ajaran Islam tentang 
pentingnya memperhatikan hari esok sebagaimana dinyata-
kan Al-Qur’an yang artinya: 95

 Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
di perbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.

Salah satu bagian dari hari esok adalah hari ketika se-
seorang sudah meninggal dunia dan di saat yang sama mening-
galkan keturunan. Dari nilai dasar tentang pentingnya hari 
esok ini untuk bidang kehidupan keluarga dapat diturunkan 
asas jaminan ekonomi keluarga di kemudian hari sepeninggal 
seseorang.

Dalam Al-Qur’an terdapat rujukan tentang hari esok yang 
mengajarkan agar seseorang tidak meninggalkan keturunan 
yang lemah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an yang 
artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-
anak yang lemah, mereka khawatir terhadap kesejahteraan 
mereka...”.96 Dalam sebuah hadis mengenai pembatasan wasiat 
sepertiga harta peninggalan, Nabi saw. menyatakan, “...Se-
sung guhnya engkau bilamana meninggalkan ahli warismu 
dalam keadaan berkecukupan lebih baik dari pada engkau 
mening galkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada 
orang lain”.97 Kemudian Nabi saw. menegaskan bahwa suatu 

95 Al-Ḥasyr (59): 18.
96 An-Nisā’ (4): 9.
97 Muslim, Ṡaḥīḥ Muslim “Kitāb al-Waṣiyyah” “Bāb al-Waṣiyyat bi as-
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kaum yang tidak memberi penghargaan kepada orang yang 
berada dalam usia tua dan tidak memberi perlindungan ke-
pada anak-anak tidak termasuk umat Muhammad saw. se-
ba gaimana dinyatakan dalam hadis yang artinya “Tidak ter-
masuk golongan umatku, orang yang tidak menghormati 
orang-orang yang berusia lanjut dan tidak menyayangi anak-
anak.” 98 Salah satu wujud kasih sayang kepada anak-anak 
adalah memberikan bekal materi yang cukup kepada mereka. 

Dengan demikian penerapan wasiat wajibah bagi ahli 
waris non muslim merupakan jalan keluar menuju kemasla-
hatan yakni keadilan dalam pembagian harta di antara ahli 
waris sehingga tidak ada konflik di antara mereka. Hal ini 
juga dapat dipandang sebagai pengamalan ajaran sosial Islam 
tentang pentingnya memperhatikan kesejahteraan keluarga di 
ke mudian hari sepeninggal seseorang. 

Pada tataran epistemologi, konsepsi wasiat wajibah di-
ambil dari dua sumber; pertama, Al-Qur’an surat An-Nisā’ (4): 
11-12, Al-Baqarah (2): 180 tentang wajibnya wasiat kepada 
ibu bapak dan kerabat dan kedua, hadis lā waṣiyyata li wāriṡin 
tentang ketidakbolehan berwasiat kepada ahli waris. Dari ke-
dua sumber ini diperoleh pemahaman tentang wajibnya wasiat 
kepada ibu bapak dan kerabat yang tidak mendapat warisan.

Dalam perkembangannya, pengetahuan mengenai wasiat 
wajibah ini menjelma dalam bentuknya yang berbeda-beda se-
hingga mempunyai identitasnya sendiri yang berbeda dengan 
syariah dan fiqh sebagai asal hukum wasiat wajibah itu sendiri. 
Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, di negara-negara Timur 
Tengah misalnya, wasiat wajibah lebih diperuntukkan bagi 
cucu-cucu yang mahjūb oleh saudara bapaknya, sedangkan 
di Indonesia sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 209 wasiat 

Ṡuluṡ”, II: 11. 
98 Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud , “Kitāb Adab” “Bāb ar-Rahmah” (Beirut: 

Dār al-Fikr, t.t.), hadis nomor 4292.
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wajibah diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat 
yang tidak menerima wasiat. Hal berbeda juga di kemu ka-
kan oleh MA, dengan mengadopsi pendapat Ibnu Ḥazm, 
menerapkan wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda 
agama dengan pewaris muslim. Beragamnya bentuk penge-
tahuan mengenai wasiat wajibah tersebut sebagai akibat dari 
tuntutan sosial yang mengiringinya. 

Bagi MA, konsepsi wasiat wajibah Ibnu Ḥazm yang di-
yakininya benar didasarkan pemahaman Ibnu Ḥazm terhadap 
ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisā’ (4): 11-12, Al-Baqarah 
(2): 180 tentang wajibnya wasiat kepada kedua orang tua 
dan kerabat. Ketentuan ayat yang terakhir ini tetap berlaku 
(muḥkam) dan tidak dihapus keberlakuannya baik oleh ayat-
ayat kewarisan surat An-Nisā’ (4): 11-12 maupun hadis lā 
waṣiyyata li wāriṡin. Hanya saja keberlakuan ayat tersebut di-
batasi oleh hadis lā waṣiyyata li wāriṡin. Dengan demikian 
kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang 
menerima warisan dikeluarkan dengan adanya hadis ter sebut. 
Oleh karena itu, kewajiban wasiat hanya berlaku kepada ibu 
bapak dan kerabat yang karena halangan syarak tidak dapat 
menerima warisan. 

Dengan demikian, secara teknik konsepsi hukum wasiat 
wajibah MA diperolehnya melalui penemuan hukum bebas 
dengan mengadopsi pendapat Ibnu Ḥazm tentang wajibnya 
memberikan wasiat kepada ibu bapak dan kerabat yang karena 
halangan syarak tidak mendapat warisan, salah satunya ahli 
waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim. Langkah 
ini dilakukan mengingat tidak adanya teks hukum yang secara 
langsung mengatur pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris 
non muslim. 

Pada tataran aksiologi, penerapan wasiat wajibah untuk 
ahli waris non muslim dimaksudkan untuk mewujudkan ke-
maslahatan dalam pembagian warisan. Kemaslahatan dalam 
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konsepsi wasiat wajibah MA ini memiliki implikasi nilai yang 
maknanya sangat ditentukan oleh interpretasi nilai kemasla-
hatan yang dihubungkan dengan realitas konkrit yang dapat 
berbeda dari waktu ke waktu tanpa meninggalkan landasan 
ontologinya.

Dengan mengadopsi wasiat wajibah Ibnu Ḥazm, MA ber-
usaha mewujudkan kemaslahatan bagi ahli waris khususnya 
yang berbeda agama dengan pewaris muslim karena dalam 
kenyataan antara ahli waris dengan pewaris meski berbeda 
agama terjadi hubungan yang harmonis. Keadaan ini berbeda 
dengan relasi antara muslim dengan non muslim pada masa 
awal Islam yang diliputi suasana ketegangan dan permusuhan.

Berlandaskan aspek aksiologi ini MA berusaha mencapai 
nilai kemaslahatan yang dianggapnya tepat atas dasar lan-
dasan ontologi dan epistemologi di atas. Hasilnya antara lain, 
pertama, perlunya penemuan hukum bebas dengan meng-
adopsi pen dapat Ibnu Hazm tentang wajibnya berwasiat ke-
pada ibu bapak dan kerabat yang karena halangan syarak 
tidak mendapat warisan. Hal ini dimaksudkan untuk mewu-
judkan keadilan dalam pembagian warisan yang di antara ahli 
warisnya non muslim. Kedua, surat Al-Baqarah (2): 180 tetap 
berlaku (muḥkam) tidak dinasakh oleh ayat kewarisan surat 
An-Nisā’ (4): 11-12 sebagaimana pendapat jumhur ulama, 
namun keberlakuannya hanya dikhususkan bagi ibu bapak 
dan kerabat yang tidak mendapat warisan berdasarkan hadis 
lā waṣiyyata li wāriṡin. Ketiga, terjadinya perluasan subyek 
penerima wasiat wajibah yang tidak hanya diperuntukkan bagi 
cucu yatim sebagaimana dalam wasiat wajibah Mesir, atau 
anak angkat dan orang tua angkat menurut KHI, namun juga 
untuk orang-orang yang mempunyai hubungan nasab dengan 
pewaris namun terhalang menerima warisan karena beda 
agama dengan pewaris muslim, dan keempat, kenyataan sosial 
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masyarakat atau keluarga Indonesia yang terkadang tidak 
mempersoalkan perbedaan agama.

Dengan demikian dapat dikatakan, konsepsi wasiat 
wajibah MA dalam aspek aksiologi telah memperluas cakup-
an makna wasiat wajibah dari yang hanya untuk cucu yatim 
atau anak angkat dan orang tua angkat ke makna yang lebih 
luas yang tidak hanya mencakup ibu bapak dan kerabat 
yang karena halangan syarak tidak mendapat warisan karena 
mahjub dan żawī al-arḥām namun juga karena mamnū‘ yaitu non 
muslim. Di sini MA telah melakukan abstraksi terhadap rea-
litas konkrit tentang hubungan harmonis antara ahli waris non 
muslim dengan pewaris muslim.

Dari perspektif aliran hukum progresif, penerapan wasiat 
wajibah bagi ahli waris beda agama dalam sistem kewarisan 
Islam di Indonesia, dan mungkin di negara-negara muslim 
lain nya, dapat dikatakan sebagai alternatif maslahat kekinian. 
Kebuntuan sistem kewarisan Islam untuk memberikan hak 
waris kepada ahli waris non muslim dari pewaris muslim 
dapat diselesaikan dengan wasiat wajibah. Progresivitas wasiat 
wajibah bertujuan agar distribusi harta kekayaan tetap dalam 
dimensi kekerabatan. Konsep kekerabatan menjadi dominan 
dalam hukum kewarisan Islam sebagai salah satu sebab se-
se orang memperoleh hak kewarisan. Dengan demikian ter-
jadi perlindungan hak bagi ahli waris non muslim yang di-
wujudkan melalui wasiat wajibah. 

Sebagai hasil penemuan hukum bebas oleh hakim, pe-
nerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim juga 
sejalan dengan asumsi dasar hukum progresif bahwa hukum 
itu diadakan tidak lain adalah untuk manusia itu sendiri. 
Memahami hukum untuk manusia dimaksudkan hukum yang 
dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, 
bahagia dan sejahtera. Dengan folosofi tersebut manusia men-
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jadi penentu dan titik orientasi hukum.99 
Dalam hukum progresif, pembacaan teks hukum haruslah 

sangat terbuka untuk pemberian makna. Membaca undang-
undang misalnya, haruslah tidak diartikan “mengeja pasal-
pasal undang-undang”. Independensi dan kebebasan hakim 
juga terletak pada kebebasannya untuk memberikan makna 
kepada teks hukum. Teks-teks hukum bisa bermanfaat, tetapi 
tunduk absolut kepada teks hukum tidaklah tepat. Hukum 
progresif menghendaki agar teks hukum selalu dalam proses 
diperbarui dan disempurnakan. Oleh karena itu, hakim di-
tuntut berani membaca teks hukum dengan makna yang 
lebih luas secara progresif, yaitu menempatkan pada konteks 
sosial dan tujuan sosial masa kini. Tek-teks hukum terkadang 
malahan bisa merusak masyarakat apabila tidak dibaca dan di-
maknai secara progresif. 

Pembacaan teks hukum secara progresif dilakukan dengan 
menalar teks hukum secara kontekstual, filosofis dan so sio-
logis di mana suatu teks hukum selalu menyatakan “lebih” 
dari yang dimaksudkan yang tidak lain untuk tujuan kemasla-
hatan, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan dan kepedulian. 
Melalui pemahaman hukum progresif, akibatnya terjadi de-
konstruksi terhadap pemahaman hukum kewarisan Islam 
yang selama ini dianut oleh kebanyakan yuris Islam di dunia 
termasuk Indonesia, khususnya tentang ahli waris non muslim 
yang tidak menerima warisan dari pewaris muslim. 

Selain itu, konsep kekinian telah beralih dari cara pandang 
positivisme yang selalu menekankan pada sesuatu yang jelas, 
terpatok, terpilah dan terkualifikasi sebagai akibat pengaruh 
doktrin formalistik.100 Dengan mempertahankan pola pikir 

99 Satjipto Raharjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, 
Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1, April 2005, Program Doktor Ilmu 
Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 7

100 Anthony Freddy Susanto, Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks 
Menuju Progresitas Makna (Jakarta: Reflila Aditama, 2005), hlm. 15.
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demikian hukum kewarisan Islam menjadi tidak peka dan 
tidak responsif hingga mengabaikan pihak tertentu yang tidak 
mendapat warisan, meski sebenarnya memiliki hubungan ke-
kerabatan yang sangat dekat dengan pewaris. Padahal hukum 
selalu bergerak tidak dalam ruang hampa, ia selalu berada 
dalam tatanan sosial tertentu dan manusia yang hidup.101 

Dengan demikian, penerapan wasiat wajibah kepada ahli 
waris non muslim yang secara yuridis normatif terhalang me-
nerima warisan, sebagai hasil penemuan hukum bebas oleh 
hakim, sejalan dengan asumsi dasar hukum progresif, bahwa 
hukum bukan merupakan institusi mutlak dan final, hukum 
selalu berproses menuju kesempurnaan yang lebih baik. 
Kualitas kesempurnaan itu bisa diverifikasi ke dalam faktor-
faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian dan sebagainya. 
Inilah “hakikat hukum yang selalu dalam proses untuk men-
jadi” (Law as a process, law in the making).102

C.  Alasan dan Pertimbangan Hukum 

A. Mukti Arto dalam karyanya Mencari Keadilan menya-
takan bahwa suatu putusan harus memenuhi syarat yuridis. 
Putusan yang tidak memenuhi syarat yuridis hilanglah nilai-
nya sebagai sebuah putusan. Syarat yuridis mengandung pe-
ngertian bahwa sebuah putusan harus mempunyai dasar 
hukum, memberi kepastian hukum dan memberi perlindungan 
hukum.103 

Sebuah putusan harus mempunyai dasar hukum yakni 
dasar hukum formil dan materiil. Dasar hukum formil berarti 

101 Esmi Warasih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang: 
Suryandaru Utama, 2005), hlm. 3. 

102 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, cet. 
ke-1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 7.

103 Mukti Arto, Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan 
Perdata di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 109-111.
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bahwa hakim dalam memeriksa perkara harus mengikuti 
hukum acara yang berlaku. Hakim harus mengadili menurut 
hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.104 Penyim-
pangan dari hukum acara hanya dimungkinkan apabila hal 
itu memang diperlukan demi tercapainya peradilan yang se-
derhana, cepat, biaya ringan serta dimaksudkan untuk mem-
bantu pencari keadilan tanpa mengurangi asas kepastian 
hukum. Sedangkan dasar hukum materiil mengandung pe-
ngertian bahwa putusan hakim harus memuat alasan dan 
dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan per-
undang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum 
tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.105 

Selain mempunyai dasar hukum, putusan hakim harus 
dapat memberi kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek 
keadilan dan kemanfaatan. Terlalu mementingkan kepastian 
hukum akan mengorbankan rasa keadilan, namun jika terlalu 
mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian 
hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal dan 
rasa keadilan cenderung bersifat individual. Keseimbangan 
antara keduanya akan memberikan banyak kemanfaatan, dan 
karenanya harus diterapkan secara proporsional.106 Putusan 
hakim juga harus dapat memberi perlindungan hukum 
kepada para pihak, karena pada hakekatnya proses peradilan 
itu adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi ma-
nusia dan sekaligus melindungi yang lain dari berbuat zalim 

104 Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ke-
kuasaan Kehakiman menyatakan, “Pengadilan mengadili menurut hukum 
dengan tidak membeda-bedakan orang.”

105 Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Ke kua saan Kehakiman menyatakan, “Putusan pengadilan selain harus 
memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari pera-
turan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak 
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

106 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: 
Liberty, 1977), hlm. 161-162. 
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dan melanggar hukum.
Kriteria sebagaimana dipaparkan di atas diperlukan 

agar produk hukum dari suatu litigasi mampu menyentuh 
keadaan ideal, artinya putusan tersebut mampu melihat dan 
me nye lesaikan perkara secara holistik, yakni secara bulat dan 
utuh sebagai suatu totalitas baik secara kuantitatif, kuali-
tataif maupun komplitatif, baik dari aspek teoritis maupun 
praktis. Secara teoritis berarti putusan tersebut dapat diper-
tanggungjawabkan, dan secara praktis putusan itu telah men-
capai sasaran yang diharapkan.107

Mengacu pada tiga komponen syarat yuridis di atas, pu-
tusan MA No. 51K/AG/1999 telah memberi kepastian hukum 
tanpa meninggalkan aspek keadilan dan mampu memberi per-
lindungan hukum kepada para pihak. Mengenai alasan dan 
dasar hukum memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris 
non muslim, majelis hakim tidak menjelaskannya, dan hanya 
menyatakan bahwa ahli waris non muslim berhak mendapat 
warisan melalui sarana wasiat wajibah yang kadar bagiannya 
sama dengan bagian ahli waris muslim.

Tidak adanya alasan dan dasar hukum sebagai rujukan 
dalam putusan MA Nomor 51K/AG/1999, Taufiq selaku ketua 
mejelis hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa hukum 
perdata Indonesia menganut sistem terbuka (open system). Se-
cara implisit terdapat celah-celah yang memungkinkan untuk 
memberikan bagian kepada ahli waris non muslim melalui 
wasiat wajibah atau melalui apapun namanya. Beberapa ke-
tentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman108 misalnya, memberikan peluang bagi 
hakim untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Pasal 

107 Mukti Arto, Mencari Keadilan., hlm. 99.
108 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

merupakan hasil amandemen dari undang-undang sebelumnya, yakni 
Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1970.
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1 angka (1) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman adalah ke-
kuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun1945 demi terselenggaranya Negara Hukum 
Republik Indonesia.” Pasal 4 ayat (1) menyatakan, “Pengadilan 
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 
orang.” dan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “Hakim dan 
hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam ma-
sya rakat.” Ketentuan lain misalnya KHI Pasal 229 yang me-
nyatakan, “Hakim dalam menyelesaikan perkara yang di aju kan 
kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga pu-
tusannya sesuai dengan rasa keadilan.”109 

Ketentuan-ketentuan hukum di atas memberi peluang 
kepada hakim untuk menafsirkan berbagai ketentuan hukum 
dan sekaligus mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti 
dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. Penafsiran dan penggalian hukum ini mem-
beri kesempatan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan 
tertentu yang dianggap memenuhi rasa keadilan. 

Namun kendatipun hukum perdata Indonesia meng-
anut sistem terbuka, menurut Sudikno Mertokusumo, bukan 
berarti bahwa putusan pengadilan tidak harus mencantum-
kan alasan dan dasar hukum. Alasan dan dasar hukum harus 
tetap ada dalam sebuah putusan sebagai syarat yuridis yang 
dimaksudakan sebagai pertanggungjawaban hakim atas pu-
tusannya kepada masyarakat sehingga mempunyai nilai 
obyektif. Karena ada alasan-alasan itulah maka putusan mem-

109 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Taufiq, SH. MH. Ketua majelis 
hakim perkara Nomor: 51K/AG/1999 pada tanggal 16 September 2013 di 
Bekasi.
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punyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang men-
jatuhkannya.110 Keharusan menyebut alasan dan dasar hukum 
ini sebagaimana dinyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
menyatakan, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan 
dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum 
tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Menurut Sudikno Mertokusumo, tidak adanya alasan dan 
dasar hukum dalam sebuah putusan bisa menjadi preseden 
buruk bagi dunia peradilan, utamanya judex factie ketika meng-
hadapi suatu kasus serupa sulit menemukan alasan dan dasar 
hukumnya sesuai dengan putusan tersebut. Mereka dikha-
watirkan hanya akan membuat suatu putusan tanpa terlebih 
dahulu menyampaikan alasan dasar hukumnya. Walaupun 
lembaga peradilan di Indonesia tidak terikat yurisprudensi 
akan tetapi peradilan tingkat judex factie akan senantiasa mem-
perhatikan putusan-putusan MA yang sudah menjadi yuris-
prudensi sebab walaupun bagaimana putusan pengadilan judex 
factie ketika diajukan kasasi oleh para pihak dan didapati oleh 
MA putusan tersebut bertentangan dengan yurisprudensi MA 
maka putusan pengadilan judex faktie akan dibatalkan oleh 
MA. Oleh karena itu, secara diam-diam lembaga peradilan di 
Indonesia sebenarnya terikat dengan yurisprudensi sebagai 
sumber hukum dalam memutus perkara.111

Sejalan dengan pandangan di atas, Yahya Harahap me-
nyatakan bahwa asas yang mesti harus ditegakkan agar se buah 
putusan tidak mengandung cacat, antara lain, putusan yang 
dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan 
cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan 

110 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia., hlm. 13. Mukti 
Arto, Mencari Keadilan., hlm. 109.

111 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia., hlm. 13-14, 
178-179.
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bertitik tolak dari ketentuan bahwa segala putusan pengadilan 
selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat 
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang ber-
sangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan 
dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itu, hakim 
sebagai penegak hukum dan keadilan wajib untuk meng-
gali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup 
dan berkembang dalam masyarakat. Putusan yang tidak me-
menuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup 
pertimbangan (insufficient judgment), akibatnya putusan se-
perti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.112

Dalam pengamatannya, kendatipun undang-undang 
me  me rintahkan pencantuman pasal-pasal yang diterapkan 
dalam putusan, namun hal itu sering tidak diindahkan. Pada 
masa belakangan ini, putusan pengadilan mulai dari tingkat 
pertama sampai kasasi sangat mandul tentang hal ini. Jarang 
dijumpai putusan lengkap yang mencantumkannya. Akibat-
nya putusan itu terkadang membingungkan karena tidak jelas 
pasal peraturan perundangan mana yang dijadikan rujukan 
dan landasan pertimbangan.113 

Menurut penulis, setiap putusan pengadilan sudah se-
mestinya memuat alasan dan dasar hukum sebagi bentuk 
pertanggungjawaban hakim atas putusan yang telah dikeluar-
kannya sehingga bernilai obyektif. Tidak adanya alasan dan 
dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam putusan MA No. 
51K/AG/1999, sebagaimana diamanatkan Pasal 50 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keku asaan 
Kehakiman, inilah yang agaknya menimbulkan pertanyaan 

112 Beberapa contoh putusan MA yang membatalkan putusan tingkat 
banding karena dianggap tidak cukup alasan dan dasar pertimbangan, 
misalnya putusan MA Nomor 2641K/Pdt./1984 dan Nomor 443K/
Pdt./1986. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktan dan Putusan Pengadilan, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 
2005), hlm. 797-800.

113 Ibid., hlm. 810.
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dan kontroversi di sebagian kalangan masyarakat. Karena se-
jauh ini, baik Al-Qur’an maupun hadis tidak secara langsung 
menyatakan wajibnya wasiat kepada ahli waris non muslim 
yang karena halangan syarak tidak dapat menerima warisan 
dari pewaris muslim. Praktik wasiat wajibah di beberapa ne-
gara muslim juga diperuntukkan bagi cucu yatim yang tidak 
dapat menerima warisan karena terhalang saudara bapak nya, 
bukan kepada ahli waris non muslim. Demikian halnya KHI 
sebagai hukum terapan di lingkungan peradilan agama tidak 
mengenal wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Wasiat 
wajibah diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat 
yang tidak menerima wasiat dengan batas maksimal sepertiga. 

Kondisi di atas bukan tidak mungkin menciptakan dis-
fungsi sistem kontrol sosial, karena MA mempunyai otoritas 
dalam memutuskan perkara, namun sementara itu proses so-
sialisasi pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak dijalan-
kan. Tidak adanya pertimbangan-pertimbangan hukum dan 
lantas disfungsi sistem kontrol sosial pada akhirnya berimpli-
kasi pada ketidaksuksesan mengimplementasikan civil society 
di mana masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses 
pertimbangan hukum dan lantas putusannya, dan mengontrol 
tindakan-tindakan para praktisi hukum. 

Menurut Taufiq, alasan memberikan wasiat wajibah ke-
pada ahli waris non muslim adalah bahwa secara yuridis 
normatif ahli waris non muslim memang terhalang mewarisi 
dari pewaris muslim, namun secara biologis ahli waris non 
muslim tetap saja sebagai orang yang memiliki hubungan 
nasab dan karenanya sebagai ahli waris. Di samping itu, meski-
pun beda agama, semasa hidupnya antara pewaris dengan ahli 
waris terjadi hubungan yang sangat harmonis, dan pewaris 
juga tidak pernah dirugikan oleh ahli waris non muslim, se-
hingga akan menjadi sangat tidak adil bila ahli waris beda 
agama tidak mendapatkan bagian atas harta peninggalan 
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pewaris. Oleh karena itu pemberian wasiat wajibah kepada 
ahli waris non muslim sebesar bagian ahli waris muslim di-
maksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan.114

Abdul Manan, seorang hakim Agung, dalam karyanya 
Reformasi Hukum Islam di Indonesia juga pernah melakukan 
wa wancara dengan Taufiq. Menurut Taufiq, pemberian harta 
peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris non muslim 
hanya didasarkan wasiat wajibah dan tidak menetapkan status-
nya sebagai ahli waris. Dalam kasus ini, putusan hakim untuk 
memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim 
dilakukan atas dasar kemaslahatan karena ketika masih hidup, 
pewaris tidak pernah dirugikan oleh ahli waris non muslim 
tersebut.115

Berkaitan dengan alasan mewujudkan kemaslahatan 
antar ahli waris dalam pemberian wasiat wajibah sebagai-
mana dikemukakan Taufiq, berarti MA telah melaku kan pe-
nemuan hukum (rechtvinding) dengan menerapkan metode 
ta‘līlī (kausasi), yaitu metode penemuan hukum terhadap per-
soalan-persoalan yang tidak ada ketentuannya dalam teks-
teks hukum. Menurut Syamsul Anwar, metode ini dilakukan 
dengan meneliti secara seksama fondasi yang menjadi dasar 
konsepsi hukum Islam. Fondasi hukum ini merupakan alasan 
adanya hukum baik berupa kausa efisien (‘illat al-ḥukmi) mau-
pun kausa finalis yaitu tujuan-tujuan hukum (maqāṣid asy-
syarī‘ah). Oleh karena itu metode ini terbagi menjadi dua, yaitu 
qiyāsī dan teleologis (istiṣlāḥi).116 Mengingat tidak adanya teks 

114 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Taufiq, SH. MH. ketua majelis 
hakim perkara Nomor: 51K/AG/1999, pada tanggal 16 September 2013 di 
Bekasi.

115 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja 
Geagindo Persada, 2006), hlm. 319.

116 Syamsul Anwar, “Argumentum a Fortiori dalam Metode Penemuan 
Hukum Islam” dalam Sosio Religia, Vol. I, No. 3, Mei 2002, hlm. 1-9. Seorang 
ahli hukum Islam modern semisal Muhammad Ma‘rūf ad-Dawālībi meng-
klasifikasikan penemuan hukum Islam menjadi tiga model ijtihad, yaitu 
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hukum yang secara langsung mengatur penerapan wasiat 
wajibah bagi ahli waris non muslim, maka pembahasan hanya 
difokuskan pada metode istiṣlāḥi. 

Istiṣlāḥi yakni metode penemuan hukum yang dilakukan 
terhadap persoalan-persoalan yang tidak ditunjuki secara 
langsung oleh teks-teks hukum dengan menggali kausa finalis 
atau tujuan penetapan hukum (kemaslahatan) yang disim-
pulkan dari Al-Qur’an, hadis dan teks hukum lainnya. Ke-
maslahatan yang dimaksudkan di sini adalah kemasla hatan 
yang secara umum ditunjuk oleh teks-teks hukum tersebut. 
Kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu 
ayat, hadis maupun teks hukum lainnya secara langsung baik 
melalui proses penalaran bayānī maupun qiyāsī, melainkan 
di kembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang di-
kan dung oleh teks-teks hukum. Prinsip-prinsip umum ini ke-
mudian dideduksikan kepada persoalan yang ingin di selesai-
kan. 117 

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim 
termasuk masalah yang tidak secara langsung ditunjuki oleh 
teks-teks hukum baik menurut hukum Islam maupun hukum 
positif. Oleh karena itu untuk menentukan hukumnya di-
guna kan prinsip-prinsip umum yang diambil dari berbagai 

ijtihad bayānī, ijtihad qiyāsī dan ijtihad istiṣlāḥi. Muhammad Ma’rūf ad-
Dawālībi, al-Madkhal ilā ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Dār al-Kitāb, 1950), hlm. 
45. Menurut Syamsul Anwar, metode qiyāsī dan istiṣlāḥi sebenarnya dapat 
dimasukkan dalam satu kategori yaitu metode ta’līlī. Dengan demikian 
metode penemuan hukum Islam dapat dibedakan menjadi tiga: metode 
interpretasi literal (bayānī), metode kausasi (ta’līli) ―meliputi qiyāsī dan 
istiṣlāḥi― dan sinkronisasi (taufīqī). Syamsul Anwar, “Teori Konformitas 
dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali” dalam Amin Abdullah 
dkk., Antologi Hukum Islam Teori dan Metodologi, cet. ke-1 (Yogyakarta: Sunan 
Kalijaga Press, 2000), hlm. 275.

117 Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, penemuan hukum 
istiṣlāḥi ini tampak, antara lain, dalam metode al-maslahah mursalah yakni 
maslahah yang tidak terdapat legalitas nas baik terhadap keberlakuan 
maupun ketidakberlakuannya. Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid menurut 
al-Syatibi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 145-146.
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sumber. Misalnya, pengakuan Al-Qur’an terhadap pluralitas 
umat manusia. Dalam Al-Qur’an Allah swt. berfirman yang 
arti nya: 118

 Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadi kan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha menge-
tahui lagi Maha mengenal.

  

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan 
manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling 
mudah memahami dari semua aspeknya termasuk keyakinan 
agamanya atau kepercayaannya. Oleh karena itu sebenarnya 
Al-Qur’an sendiri mengakui adanya pluralitas umat manusia 
beserta keyakinan dan agamanya masing-masing. Hukum 
Islam melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan 
non muslim, namun hukum Perdata Barat tidak memper-
soal kan perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris.119 
Demikian juga hukum adat di berbagai daerah di Indonesia 
tidak melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan 
non muslim.120

Al-Qur’an tidak melarang orang muslim berbuat baik dan 
berlaku adil kepada orang non muslim selagi mereka tidak 
me merangi umat Islam dan tidak mengusir umat Islam dari 
negerinya. Allah swt. berfirman yang artinya:121

 Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku 
adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena 

118 Al-Ḥujurāt (49): 13.
119 Pasal 838 KUH Perdata.
120 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat 

dan BW, cet. ke-2 (Bandung: PT. Rineka Aditama, 2005), hlm. 63-63.
121 Al-Mumtaḥanah (60 ): 8.
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agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Se-
sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 

Al-Qurṭubī menafsirkan frase wa tuqsitū ilaihim (dan ber-
laku adil terhadap mereka) dalam ayat tersebut berarti mem-
berikan sebagian kekayaan kepada orang yang berbeda agama 
dalam rangka menjaga hubungan baik. Jadi kata tuqsitū bukan 
berarti perintah berbuat adil karena berbuat adil itu hukumnya 
wajib baik terhadap orang yang memerangi Islam maupun 
yang tidak memerangi.122

Di bagian lain, Al-Qur’an kembali memerintahkan ke-
pada umat Islam untuk berbuat adil kepada siapapun tanpa 
pandang bulu. Isyarat keadilan yang dikehendaki Allah swt. 
tertuang dalam firman-Nya yang artinya: 123 

 Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 
Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

Perintah berbuat adil dalam ayat di atas sangat umum, 
ka renanya berlaku juga dalam hubungan antar agama. 
Muḥammad Abū Zahrah menyatakan bahwa semua hubungan 
antar manusia dalam Islam berasaskan keadilan, bahkan ke-
adilan terhadap musuh sekalipun. Cabang dari asas keadilan 
adalah prinsip perlakuan sama (al-mu’āmalah bi al-miṡl). Per-
lakuan yang sama itu adalah bagian dari prinsip keadilan 
yang berlaku dalam hubungan dan pergaulan antar manusia 
baik pada tingkatan individu maupun kelompok.124

122 Al-Qurtubī, Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān (Ttp.: tnp., t.t.), XVIII: 40.
123 Al-Māidah (5): 8.
124 Abu Zahrah, Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam, alih bahasa 
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Kemudian dalam ayat yang lain, Allah swt. meme-
rintah kan agar jangan sampai seseorang meninggalkan ke-
turunan yang lemah, baik lemah secara intelektual, agama 
maupun ekonomi. Allah berfirman yang artinya:125 “...dan 
hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, 
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka...”. 
Hal ini didukung pula oleh pernyataan Nabi saw. dalam hadis 
mengenai pembatasan wasiat sepertiga harta peninggalan, “...
Sesungguhnya engkau bilamana meninggalkan ahli warismu 
dalam keadaan berkecukupan lebih baik dari pada engkau 
me  ninggalkan mereka dalam keadaan papa meminta-minta 
kepada orang lain”.126

Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis di atas, di samping bebe-
rapa ketentuan dalam KHI dan Undang-undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dipa-
parkan sebelumnya, dijadikan sebagai prinsip umum untuk 
melindungi dan mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip 
umum ini selanjutnya dideduksikan terhadap penerapan 
wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam penyelesaian 
sengketa warisan Almarhum H. Martadi Hendrolesono, majelis 
hakim merujuk pendapat Ibn Ḥazm yang mewajibkan wasiat 
khususnya kepada ibu bapak dan kerabat yang karena halang-
an syarak tidak mendapat warisan. Selain itu, pertimbangan 
kemaslahatan agaknya juga merujuk motivasi penerapan wasiat 
wajibah dalam Pasal 209 KHI maupun praktik di be berapa 
negara muslim yang umumnya dilatarbelakangi oleh realitas 
dan kebutuhan sosial yang terjadi di masyarakat, meskipun 

Muhammad Zein Hasan (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 37.
125 An-Nisā’ (4): 9.
126 Muslim, Ṡaḥīḥ Muslim “Kitāb al-Waṣiyyah” “Bāb al-Waṣiyyat bi as-

Ṡuluṡ” (Ttp.: al-Qana’ah, tt), II: 11.
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berbeda peruntukkannya. Dengan demikian terlihat bahwa 
prinsip kemaslahatan merupakan pertimbangan pemberi-
an wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim di samping 
karena adanya indikasi teks-teks hukum baik yuridis maupun 
normatif yang ditangkap oleh para hakim tentang perlunya 
memberikan bagian harta peninggalan melalui sarana wasiat 
wajibah kepada ahli waris yang tidak menerima warisan.

Memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim 
dapat dikatakan sebagai kemaslahatan apabila lima unsur 
pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, 
keturunan, akal dan harta.127 Setiap tindakan yang sejalan dan 
mendukung perlindungan terhadap kelima unsur pokok ini 
adalah tindakan yang sesuai dengan tujuan hukum Islam 
(maqāṡid asy-syarī‘ah). Sebaliknya tindakan yang bertentangan 
dengan upaya perlindungan ini merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan pencegahan-
nya merupakan maslahah, dan karenanya sejalan dengan 
hukum Islam.

Dalam rangka merespon dan menjawab problematika 
kontemporer, para teoritisi hukum Islam berusaha mengem-
bangkan terminologi al-Maqāṣid yang telah ada ke dalam 
istilah-istilah kekinian dengan cakupan yang lebih luas. Dalam 
sejarahnya, pengembangan konsepsi dan teorisasi al-Maqāṣid 
sudah berjalan sejak zaman para pencetusnya, atau dengan 
kata lain, konsepsi ini telah mengalami semacam evolusi sesuai 
dengan tuntutan dan kebutuhan sosial yang mengiringinya.128 

127 Lima unsur pokok di atas, dalam literatur hukum Islam lebih dikenal 
dengan Uṣūl al-Khamsah dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan 
dan harta. Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid menurut al-Syatibi., hlm. 71. 
Sebagian lain ada yang mengistilahkan al-kulliyat al-khams (lima pokok pilar). 
Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka 
Setia, 2011), hlm. 78.

128 Proses evolusi konsepsi al-Maqāṣid tersebut misalnya, al-Juwainī 
menggagas al-Maqāṣid sebagai ‘kebutuhan publik’, Al-Gazālī mengemuka-
kan al-Maqāṣid sebagai ‘keniscayaan yang berjenjang’ dan Asy-Syāṭibī 
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 Penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama 
merupakan implementasi perlindungan terhadap agama (ḥifẓ 
ad-dīn). Islam sangat menekankan perlindungan terhadap 
agama. Perlindungan terhadap agama tidak hanya sebatas me-
laksanakan kewajiban keagamaan seperti shalat lima waktu 
yang kalau diabaikan akan mengancam eksistensi agama, atau 
dikembalikan kepada konsep ḥadd al-riddah (hukuman pe-
murtadan) yang terkenal dalam fiqh klasik sebagai hukuman 
bagi siapa saja yang meninggalkan agama Islam, sekalipun 
tidak melakukan kejahatan lainnya. Istilah perlindungan agama 
telah sedemikian rupa diperluas maknanya menjadi kebe-
basan beragama atau kepercayaan,129 atau jaminan kebebasan 
beragama,130 atau menjaga, melindungi dan menghormati ke-
bebasan beragama dan kepercayaan.131 Para pendukung kebe-
basan beragama dalam makna kontemporer ini lebih meng-
andalkan kutipan ayat Al-Qur’an yang artinya “tidak ada 
paksaan dalam agama” ketimbang ayat atau hadis tentang 
hukuman murtad.

Islam melindungi hak dan kebebasan, dan kebebasan 
yang pertama adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

melakukan tiga transformasi penting terhadap konsepsi al-Maqāṣid dari 
sekedar ‘maslahah-maslahah lepas’ ke ‘asas-asas hukum’, dari ‘hikmah 
di balik atauran’ kepada ‘dasar aturan’ dan dari ‘ketidaktentuan’ menuju 
‘keniscayaan’. Informasi lengkap tentang persoalan ini bisa dibaca, 
antara lain, Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, alih 
bahasa Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 155-163 dan 2 8. 
Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, cet. ke-2 
(Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 50-52. Jāser ‘Audah, Al-Maqāṣid untuk 
Pemula, alih bahasa ‘Ali ‘Abdulmon’im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 
38-43.

129 Jāser ‘Audah, Al-Maqāṣid untuk Pemula., hlm. 56-57.
130 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya., hlm. 78.
131 M. Amin Abdullah, “Etika Hukum di Era Perubahan Sosial, Para-

digma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan System” Makalah 
disampaikan dalam diskusi berseri “Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma 
Profetik sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum di Fakultas 
Hukum UII” tanggal 12 April 2012, hlm. 30.
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Setiap pemeluk agama berhak atas agamanya dan tidak boleh 
dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama lain, juga 
tidak boleh dipaksa untuk berpindah dari keyakinannya untuk 
masuk Islam. Islam melarang pemaksaan untuk meng anut 
agama tertentu.132 Islam menghormati kebebasan individu. 
Seseorang akan beriman atau tidak merupakan urusan Allah 
sebagai pemberi hidayah. Oleh karena itu, Allah hanya me-
merintahkan untuk menyeru dengan memberikan dakwah 
tentang agama-Nya yang hak tanpa boleh memaksa dengan 
ke kerasan.133 

Kebebasan beragama bukan berarti bebas untuk tidak 
beragama, tetapi bebas untuk memilih agama yang akan di-
anut. Kendati demikian, Islam tidak menghendaki seseorang 
yang sudah beragama Islam malahan berubah menjadi kafir 
sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt. yang artinya, 
“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, 
lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia 
amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah peng-
huni neraka, mereka kekal di dalamnya”. 134

Doktrin kebebasan beragama dijabarkan lebih lanjut 
dalam berbagai kisah di zaman Nabi, misalnya ketika ‘Umar 
bin Khaṭṭab dan pasukannya memasuki kota Yerusalem. Ia 
menyatakan bahwa keamanan gereja-gereja berikut upacara 
keagamaannya memperoleh perlindungan dari pihak peme-
rintah. Ia juga tidak akan memaksa mereka meninggalkan 
agamanya dan memeluk Islam. Jaminan kebebasan seperti 
itu juga dilakukan oleh ‘Amr bin ‘Ash ketika membebaskan 

132 Yūnus (10): 99, Al-Baqarah (2): 256. “Tidak ada paksaan dalam urusan-
urusan agama”. Ibn Kaṡīr mengungkapkan, “Janganlah kalian memaksa 
seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti 
akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa 
masuk agama Islam. Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an Miracle the 
Reference., hlm. 82.

133 Al-Kahfi (18): 29.
134 Al-Baqarah (2): 217.
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Mesir dari Bangsa Romawi dengan melarang menghancurkan 
tempat peribadatan bangsa Mesir kuno, dan tidak memaksa 
penduduknya untuk beralih kepada agama Islam.135 Ketika 
Nabi wafat, baju perangnya dalam keadaan digadaikan ke-
pada seorang Yahudi untuk nafkah keluarganya. Padahal 
sangat mungkin sekali Nabi meminjam dari para sahabat, dan 
para sahabat di sini tidak berlaku kikir kepada beliau, namun 
hal ini dilakukan semata agar umatnya dapat mengetahui. 
Dalam riwayat lain dikisahkan, Nabi bersedekah kepada orang-
orang non muslim dan Nabi pun juga pernah menerima hadiah 
dari orang non muslim.136

Negara-negara Islam yang tergabung dalam anggota 
Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga menjamin kebebasan 
memilih agama dan mengamalkannya. Deklarasi Kairo tentang 
Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam menya ta kan, 
“Islam adalah agama yang murni ciptaan Allah. Islam me larang 
melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk meng-
eksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang untuk 
merubah agamanya atau menjadi atheis”.137

Ruang lingkup kebebasan beragama tidak semata dalam 
hal peribadatan, tetapi juga mencakup hukum keluarga dan 
peradilan yang mereka kehendaki untuk memutuskannya. 
Alasannya adalah karena hukum keluarga seperti perkawinan 
dan kewarisan dianggap mengikuti agama dan ajarannya.138 

Dari paparan di atas jelas bahwa pemberian wasiat wajibah 
kepada ahli waris non muslim merupakan implementasi 

135 Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia, cet. ke- 1 
(Yogya karta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 88.

136 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah, alih bahasa 
Khikmawati, cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 4.

137 Pasal 10 Pernyataan Kairo mengenai Hak-hak Asasi Manusia dalam 
Isalm, Ibid., hlm. 226.

138 Subhi Mahmassani, Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Suatu Perban-
dingan Syari’at Islam dan Perundang-undangan Modern, alih bahasa Hasa-
nuddin (Jakarta: Tintamas dan Litera Antarnusa, 1993), hlm. 99. 
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terhadap perlindungan agama. Ahli waris meskipun ber-
beda agama dengan pewaris muslim tetap diberi hak-haknya 
sebesar bagian ahli waris muslim tanpa harus berpindah ke 
agama Islam. Oleh sebab itu tidak memberi bagian kepada 
ahli waris beda agama merupakan pelanggaran terhadap ke-
bebasan beragama yang dijunjung tinggi oleh agama Islam, dan 
oleh sebab itu akan mengancam eksistensi agama. 

Perlindungan terhadap jiwa (hifẓ an-nafs) juga merupa kan 
unsur terwujudnya kemaslahatan. Kemaslahatan tidak akan 
terwujud tanpa terpenuhinya perlindungan terhadap jiwa. Per-
lindungan jiwa tidak hanya merupakan pengistilahan dari 
cegahan untuk membunuh atau hikmah di balik hukuman 
pidana yang dijatuhkan kepada siapa saja yang melanggar ke-
hormatan, atau memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan 
dan minuman untuk mempertahankan hidup, namun diinter-
pretasi ulang dalam makna kontemprer yang mencakup pe-
ngertian memelihara kelangsungan hidup, menjaga dan me -
lindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi 
hak-hak asasi manusia.139 

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam 
adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh di-
hancurkan kemuliaannya.140 Kemudian Allah me nga runia kan 
nikmat-nikmat-Nya lalu memuliakan dan me milih manusia.141 
Tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam Islam sangatlah 
dimuliakan, harus dijaga, dipelihara, dipertahankan dan 
tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan.142 
Oleh karena itu, pembunuhan, penjajahan, penindasan dan 
perbudakan dilarang.143

139 Jāser ‘Audah, Al-Maqāṣid untuk Pemula, hlm. 53-54. M. Amin Abdullah, 
“Etika Hukum di Era Perubahan Sosial...”, hlm. 29. Juhaya S. Praja, Teori 
Hukum dan Aplikasinya., hlm. 78.

140 An-Naml (27): 88.
141 Al-Isrā’ (17): 70.
142 Al-Baqarah (2): 195.
143 Al-Isrā’ (17): 33.
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Ketentuan-ketentuan di atas menjadi dasar negara-negara 
yang tergabung dalam OKI untuk menegaskan bahwa setiap 
manusia adalah ciptaan Allah yang berhak hidup dan bebas 
dari segala bentuk penjajahan dan penindasan kecuali yang 
dibenarkan oleh syari’at Islam. Pernyataan Kairo mengenai 
Hak Asasi Islam menyatakan: 144

 Kehidupan adalah berkah Tuhan dan untuk hidup dijamin 
bagi setiap umat manusia. Adalah tugas setiap individu, 
masya rakat dan negara untuk melindungi hak-hak ini dari 
setiap pelanggaran apapun dan dilarang untuk mencabut 
kehidupan kecuali berdasarkan syari’at. 

Ketentuan di atas juga sejalan dengan Pernyataan Semesta 
Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang mem-
punyai hak hidup, bebas, merdeka dan keamanaan pribadi”.145

Dengan demikian hak asasi manusia memberikan kon-
disi kemuliaan hidup manusia sebagai pribadi atau individu. 
Manusia akan merasa bahagia bila hak manusia untuk hidup 
layak sebagai manusia terpenuhi tanpa merugikan hak asasi 
manusia yang lain. Oleh karena itu, pemberian wasiat wajibah 
kepada ahli waris non muslim untuk memenuhi kebutuh-
an pokok guna mempertahankan hidup merupakan bentuk 
perlindungan terhadap jiwa yang jika diabaikan akan meng-
ancam eksistensi jiwa manusia.

Perlindungan terhadap akal ((hifẓ al-‘aql) juga merupa-
kan salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai oleh hukum 
Islam. Perlindungan terhadap akal tidak hanya terbatas pada 
hikmah di balik larangan minuman keras atau pengistilahan 
dari cegahan mengkonsumsi makanan dan minuman yang me-
mambukkan. Istilah tersebut diinterpretasi ulang dalam makna 

144 Pernyataan Kairo mengenai Hak Asasi Manusia dalm Islam Pasal 2 
huruf (a).

145 Pernyataan Semesta Hak Asasi Manusia Pasal 3.
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kontemporer yang meliputi juga optimalisasi peran akal, pe-
nyebaran pikiran ilmiah dan kebebasan berpikir.146 

Akal merupakan sumber pengetahuan, sinar hidayah dan 
media kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan akal manusia 
berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya 
manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan 
makhluk lainnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-
Qur’an yang artinya:147 

 Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 
mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka 
dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk 
yang telah Kami ciptakan.

Andai tanpa akal manusia tidak berhak mendapatkan 
pemuliaan yang bisa mengangkatnya pada derajat yang tinggi. 
Karena itu akal menjadi poros pembebanan pada diri manusia. 
Dengannya manusia akan mendapatkan pahala dan berhak 
mendapat siksa. Dengan akal pula manusia menapaki per-
jalanan hidupnya, berinovasi, berkreasi dan menyelesaikan 
semua problematika yang merintangi aktivitasnya. 

Dari sinilah Islam memerintahkan untuk menjaga dan 
mengoptimalkan fungsi dan peran akal sekaligus mencegah 
segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau 
yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya fungsi akal. 
Optimalisasi fungsi dan peran akal akan menunjang tereali-
sasikannya kemaslahatan yang menjadi fondasi kehidupan 
manusia.

Wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim merupa-
kan produk penemuan hukum oleh hakim terhadap persoal-
an yang tidak ada ketentuan hukumnya. Penemuan hukum 

146 Jāser ‘Audah, Al-Maqāṣid untuk Pemula, hlm. 53. M. Amin Abdullah, 
“Etika Hukum di Era Perubahan Sosial”., hlm. 29. 

147 Al-Isrā’ (17): 70.
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yang dilakukan oleh hakim merupakan pengerahan segenap 
kemampuan termasuk akal untuk mencari solusi terhadap 
perkara yang diajukan kepadanya. Optimalisasi fungsi dan 
peran akal oleh hakim untuk mewujudkan kemaslahatan para 
pihak yang berperkara merupakan kebebasan berpikir dan 
penyebaran pikiran ilmiah sebagai wujud perlindungan ter-
hadap akal. Jika inovasi dan kreasi tidak dilakukan oleh hakim 
maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal itu sendiri.

Demikian halnya dengan perlindungan terhadap ke-
turun an ((hifẓ an-nasl) juga merupakan salah satu tujuan 
pokok yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Perlindungan ter-
hadap keturunan ini tidak hanya pengistilahan dari cegahan 
berbuat zina atau perintah menikah, atau sebagai tujuan di 
balik hukuman-hukuman yang dijatuhkan syari’at atas orang 
yang melanggar batas kesusilaan. Istilah tersebut diperluas 
dalam makna kontemporer sebagai konsepsi yang berorientasi 
kepada perlindungan keluarga atau perhatian yang lebih ter-
hadap institusi keluarga, baik ketika seseorang masih hidup 
maupun sesudah meninggal dunia.148

Islam adalah agama yang mengajarkan adanya konsep 
hari esok dan sekaligus menekankan arti penting hari esok ter-
sebut. Ada dua macam hari esok yaitu, hari esok yang dekat 
(al-gad) dan hari esok yang jauh (al-ākhirah). Salah satu sifat 
yang menandai hari esok adalah ketidakpastian karena ma-
nusia pada dasarnya tidak dapat mengetahui dengan pasti apa 
yang akan terjadi pada hari esok sebagaimana firman Allah 
swt. yang artinya: 149 

 Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan 
pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada se-
orang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan 

148 Jāser ‘Audah, al-Maqāṣid untuk Pemula., hlm. 51-52. M. Amin Abdullah, 
“Etika Hukum di Era Perubahan Sosial”., hlm. 29.

149 Luqmān (31): 34.
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mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.

Oleh karena ketidakpastian tersebut, maka orang harus 
membuat suatu persiapan guna menghadapi hari esok, baik 
hari esok yang jauh maupun hari esok yang dekat sebagai-
mana firman Allah swt. yang artinya: 150

 Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.

Salah satu bagian dari hari esok yang jauh adalah hari 
ketika seseorang sudah meninggal dunia dan di saat yang sama 
meninggalkan keturunan. Dalam Al-Qur’an dan hadis ter-
dapat rujukan tentang hari esok yang jauh yang mengajarkan 
agar seseorang tidak meninggalkan keturunan yang lemah, 
sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an yang artinya: “Dan 
hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya 
mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang 
lemah, mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka....”151 
Kemudian dalam sebuah hadis mengenai pembatasan wasiat 
sepertiga harta peninggalan, Nabi saw. menyatakan, “...Se sung-
guhnya engkau bilamana meninggalkan ahli warismu dalam 
keadaan berkecukupan lebih baik dari pada engkau mening-
galkan mereka dalam keadaan papa meminta-minta kepada 
orang lain”.152 

Dari prinsip pentingnya memperhatikan kesejahteraan 
keluarga di kemudian hari sepeninggal seseorang dapat di-
simpulkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli 

150 Al-Ḥasyr (59): 18.
151 An-Nisā’ (4): 9.
152 Muslim, Ṡaḥīḥ Muslim “Kitāb al-Waṣiyyah” “Bāb al-Waṣiyyat bi as-

Ṡuluṡ”, II: 11.
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waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim merupakan 
per wujudan dari ayat dan hadis yanga memerintahkan agar 
seseorang meninggalkan keluarga dalam keadaan berke-
cukupan. Oleh sebab itu, pemberian wasiat wajibah tersebut 
dapat diterima oleh hukum Islam sebagai perwujudan perlin-
dungan terhadap keturunan.

Perlindungan terhadap harta (hifẓ al-māl) juga merupa-
kan salah satu komponen terwujudnya kemaslahatan. Hal 
ini bisa dimengerti karena harta merupakan salah satu ke-
butuhan pokok dalam kehidupan, dan manusia tidak akan 
bisa terpisahkan dengannya. Selain itu, harta juga merupakan 
perhiasan kehidupan dunia.153 Dalam makna kontemporer 
perlindungan terhadap harta tidak hanya pengistilahan dari 
cegahan mencuri, merampok atau memakan harta orang lain 
dengan cara batil, tetapi meliputi juga kepedulian sosial, men-
dorong kesejahteraan manusia dan menghilangkan jurang 
pemisah antara kaya dengan miskin.154 

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap harta di-
syari’at kan tata cara pemilikan harta seperti perdagangan, 
per serikatan, perusahaan, pewarisan, wasiat, hibah dan lain-
lain. Semua usaha mendapatkan harta itu harus dilakukan 
degan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal 
dan dari harta itu juga harus dikeluarkan sebagian untuk 
memenuhi kewajiban kepada pihak lain yang berhak. 

Selain pensyari’atan tata cara pemilikan harta, untuk 
me wujudkan perlindungan terhadap harta maka dilarang 
meng ambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah seperti 
pen curian, perampokan, penipuan, curang dalam takaran 
dan lain-lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an yang 
arti  nya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

153 Al-Kahfī (18): 46.
154 Jāser ‘Audah, al-Maqāṣid untuk Pemula., hlm. 57-58. M. Amin Abdullah, 

“Etika Hukum di Era Perubahan Sosial”., hlm. 29.
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me  makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di 
antara kamu.”155 Demikian pula dalam hadis dinyatakan, “Se-
sungguhnya darah dan hartamu haram bagi sesama kamu...” 
dan “Tidak halal bagi seseorang mengambil harta saudara-
nya kecuali dengan ketulusan hati saudaranya”.156 

Dengan demikian, wasiat wajibah sebagai salah satu 
sarana pemilikan harta bagi ahli waris non muslim merupa-
kan bentuk kepedulian sosial, mendorong kesejahteraan 
ma nusia dan dalam keadaan tertentu dapat menghilangkan 
kesenjangan antarkelas. Oleh karena itu sarana tersebut dapat 
diterima oleh hukum Islam sebagai perwujudan perlindung-
an terhadap harta.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penerapan wasiat 
wajibah kepada ahli waris non muslim, meskipun tidak di-
tunjuki langsung oleh teks-teks hukum, dapat dikatakan 
sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan karena di samping 
sejalan dengan prinsip-prinsip umum teks-teks hukum, lima 
unsur pokok kemaslahatan telah dapat diwujudkan dan di-
pelihara yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Setiap 
tindakan yang sejalan dan mendukung perlindungan terhadap 
kelima unsur pokok tersebut adalah tindakan yang sesuai 
dengan hukum Islam.

Adanya hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim 
dapat dikatakan sebagai produk penemuan hukum dan seka-
ligus pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia untuk 
menjawab tuntutan keadilan masyarakat. Wasiat wajibah se-
bagai alternatif memberikan bagian harta peninggalan kepada 
ahli waris non muslim telah memberikan gambaran positif 

155 An-Nisā’ (4): 29.
156 Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, “Kitāb al-‘Ilm” “Bāb Qaul an-Nabi Sallahu 

‘alai wasallam rubba muballagi au’a min sāmi’in” Hadis nomor 65 Hadis 
Riwayat al-Bukhārī dari Musaddad (Semarang: Toha Putera, t.t.), I: 24.
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bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang 
seolah-olah telah menempatkan warga negara non muslim 
sebagai kelas dua di hadapan hukum.157 

MA telah mengambil keputusan yang adil dan manusiawi 
agar tidak terjadi goncangan sosial di antara warga negara 
yang berbeda agama, karena prinsip keadilan dan asas ke-
ma nusiaan universal menempatkan semua manusia sama di-
pandang dari sisi kemanusiaannya. Perbedaan agama (non 
muslim) sekalipun dalam pandangan sebagian orang sebagai 
dosa besar, tetapi bagi penganut agama lain dipandang se-
bagai suatu kebenaran sesuai dengan ajaran agama dan ke-
yakinannya. Pandangan mengenai kebenaran itu bersifat 
subyektif dan bergantung pada rasionalitas masing-masing 
individu yang satu sama lain sangat mungkin terdapat perbe-
daan, dan hal itu patut dihargai dan dihormati oleh siapapun.158 

Sebagai penguasa, MA telah mengambil tindakan preventif 
agar tidak terjadi kemadaratan di antara ahli waris dengan 
segala upaya yang mungkin dapat diusahakan. Penerapan 
wasiat wajibah dapat dikatakan sebagai upaya preventif 
hakim mencegah kemadaratan antar ahli waris. Kaidah fiqh 
menyatakan:159 

ررَُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ اْلِأ مْكَانِ الضَّ

 Kemadaratan harus dihindarkan menurut batas-batas kemampuan.

Adanya upaya hukum dari para pihak yang berperkara 
sampai tingkat kasasi mengindikasikan telah terjadi perse-

157 Abdullah Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, alih bahasa Suaedy 
dan Amirudin Arrani, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 309-310.

158 Aliya Harb, Relativitas Kebenaran Agama, Kritik dan Dialog, alih bahasa 
Umar Bukhari dan Ghazi Mubarak, cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCISOD, 2001), 
hlm. 157-158.

159 Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam., hlm. 459.  H.A. Jazuli, 
Kaidah-kaidah Fikih, cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 73.
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lisihan, percekcokan dan permusuhan di antara ahli waris. 
Keadaan tersebut harus dicegah, dan mencegah kerusakan 
harus didahulukan ketimbang menarik manfaat dengan me-
lak sanakan secara tekstual hadis larangan saling mewarisi 
antara muslim dengan non muslim yang berakibat ahli waris 
non muslim tidak mendapat bagian. Kaidah fiqh menyatakan:160 

مٌ عَلىَ جَلْبِ الَْمصْلَحَةِ  دَرءُْ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّ
 Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik manfaat.
 

MA juga melihat gejala munculnya percekcokan antara 
keduanya yang jika tidak disikapi secara arif justru akan me -
nimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dalam sengketa 
pembagian warisan tersebut terdapat sesuatu yang meng-
kha  watirkan dan mengharuskan untuk dicegah, namun di 
situ juga terdapat sesuatu yang mengandung ketentuan agar 
dilaksanakan, maka harus dimenangkan yang mencegah, se-
bagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqh:161 

عَارَضَ اْلماَنِعُ واَلُْمقْتَضىِ قُدِ مَ الَْمانِعُ   إِذَا تـَ
 Apabila terdapat sesuatu yang mengharuskan untuk dicegah dan 

dilaksanakan, maka didahulukan yang mencegah. 

Kaidah ini mengajarkan, apabila dalam suatu hal atau perkara 
terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan dan mengharuskan 
untuk dicegah, namun di situ juga terdapat sesuatu hal yang 
mengandung ketentuan agar dilaksanakan, maka harus di-
menangkan yang mencegah. 

Apa yang telah dilakukan oleh MA merupakan imple-
mentasi tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan 
untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 

160 As-Suyūţī, Al-Asybāh wa an-Naẓāir., hlm. 62.
161 As-Suyūţī, Al-Asybāh wa an-Naẓāir., hlm. 80.
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dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi 
kewajiban tersebut, MA telah memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup 
dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa 
keadilan. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, MA telah 
memberikan pelayanan hukum, keadilan dan kemaslahat-
an bagi masyarakat pencari keadilan. Hal ini sejalan dengan 
kaidah:162

وْطٌ بِاْلَمصْلَحَةِ تَصَرُّفُ اْلِإمَامِ عَلىَ الرَّعِيَّةِ مَنـُ

 Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya mengacu pada kemasla-
hatan 

Kaidah di atas mengajarkan bahwa kebijakan pemim-
pin ―termasuk hakim― menyangkut dan mengenai hak-
hak rakyat harus bertumpu pada kemaslahatan rakyat dan 
dimaksud kan untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, 
pemimpin diberi kewenangan mengambil kebijakan apapun 
sepanjang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan 
bagi rakyat yang dipimpinnya. 

Pentingnya mewujudkan kemaslahatan dalam Islam, 
Asy-Syāṭibī menyatakan, ِلَاق عَةَ وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ اْلَخلْقِ بِالطَّ ريِـْ  وَمَعْلُوْمٌ اَنَّ الشَّ
“Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan/di-
undangkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi makhluk 
secara mutlak”. 163 Dalam ungkapan yang lebih tegas, Yūsuf Qaraḍāwī 
dalam karyanya menyatakan, ثَمَّ حُكْمُ الِله نَمَا كَانَتِ الَْمصْلَحَةُ فـَ  Di mana“ ايَـْ
ada kemaslahatan, di sanalah hukum Allah”.164 Dengan 
redaksi yang berbeda, Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī me nyata-

162 As-Suyūţī, Al-Asybāh wa an-Naẓāir ., hlm. 83.
163 Asy-Syātibī, Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 

II: 7.
164 Yūsuf Qaraḍāwī, Al-Ijtihād al-Mu’āsirah (ttp.: Dār at-Tauzi’ wa an-

Nasyr, 1994), hlm. 68.
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kan, الِله حُكْمُ  ثَمَّ  فـَ الَْمصْلَحَةُ  وُجِدَتِ  فَحَيْثُمَا  الْعِبَادِ  مَصَالِحِ  مَعَ  تَدُوْرُ   اَلُْكْمُ 
“Hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, maka di 
manapun ditemukan kemaslahatan di situlah hukum Allah”.165 
Kemaslahatan merupakan misi Islam secara keseluruhan se-
bagai rahmah li al-’ālamīn.166

Dalam sejarah Islam awal, upaya mewujudkan kemasla-
hatan, meski seakan menyimpang dari teks hukum, pernah 
dicontohkan oleh beberapa sahabat Nabi. ‘Umar bin Khattab 
dalam sejarah pemerintahannya, setidaknya ditemukan dua 
keputusan kontroversial yang menyimpang dari teks hukum, 
misalnya ditangguhkannya hukuman potong tangan bagi 
pen  curi pada masa paceklik sehingga pencurian dilakukan 
dalam keadaan terpaksa yang apabila tidak mencuri akan 
mati ke laparan. Demikian pula dihapuskannya bagian untuk 
al-muallafah qulūbuhum dalam penerimaan zakat karena umat 
Islam pada saat itu sudah kuat tidak sebagaimana sebelum nya.167 

Contoh lain Mu‘āż bin Jabal yang tidak mengamalkan 
hadis “Tidak mewarisi orang muslim dari orang kafir dan tidak 
mewarisi orang kafir dari orang muslim”. Pandangannya 
tentang kewarisan beda agama sangat berbeda dengan pen-
dapat kebanyakan ulama. Dalam suatu perkara, Mu‘āż bin 
Jabal membagi warisan dari pewaris non-muslim kepada ahli 
waris muslim dan non-muslim. Keputusan ini bermula, suatu 
ketika ada dua orang saudara yang mengadu kepadanya 
mengenai harta warisan orang tuanya yang meninggal dunia 
dalam keadaan kafir dengan meninggalkan dua orang anak 
laki-laki, muslim dan non-muslim. Melihat adanya indikasi 
bahwa masing-masing ahli waris bersikeras ingin menguasai 
harta tersebut, maka Mu‘āż bin Jabal mengambil keputusan 

165 As-Suyūṭī, al-Asybāh wa an-Naẓāir., hlm. 176.
166 Al-Anbiyā (20): 107. 
167 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, cet. ke-1 

(Semarang: Dina Utama, t.t.), hlm. 92-93.
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dengan membagi harta warisan tersebut kepada semua ahli 
waris baik yang non-muslim maupun yang muslim.168

Selain alasan-alasan personal tesebut, secara sosiologis, 
tingkat keberagamaan masyarakat pada masa Mu‘āż relatif 
masih rendah, bahkan sebagian besar mualaf. Kondisi ini tentu 
memerlukan bimbingan keagamaan yang lebih intensif. Hal 
yang wajar seandainya muncul kekhawatiran si muslim mualaf 
itu akan jatuh miskin seandainya dia tidak mendapat warisan 
dari orang tuanya. Di sisi lain juga tersirat adanya tindakan 
emosional dari ahli waris yang memungkinkan mereka meng-
halalkan segala cara untuk mendapatkan harta warisan dari 
orang tuanya. Oleh karena itu, demi menjaga keutuhan ke-
luarga dan agar si mualaf tidak jatuh miskin, maka Muaż 
bin Jabal mengambil keputusan yang harus dijalankan, yaitu 
memberi bagian warisan kepada muslim dan non muslim yang 
ditinggal mati orang tuanya yang kafir. 

Menyimak apa yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khaṭṭab 
dan Mu‘āż bin Jabal di atas, keduanya bukan bermaksud meng-
ubah teks-teks hukum, melainkan lebih merupakan upaya 
pe nemuan hukum sesuai dengan kondisi masyarakat tanpa 
mengubah makna dan pesan universal teks hukum tersebut. 
Keputusan untuk tidak menerapkan teks-teks hukum tersebut 
diambil bukan dalam keadaan normal, namun adanya keadaan 
terpaksa dan lebih mempertimbangkan aspek kemaslahat-
an umat yang harus dijaga. Keberaniannya untuk mencari 
jalan alternatif menyimpangi teks hukum yang dianggap jelas 
dengan merujuk teks hukum lain tanpa keluar dari bingkai 
syari’ah, di samping demi kemaslahatan juga sekaligus dalam 
upaya mewujudkan hukum Islam agar tetap ṣāliḥ li kulli zamān 
wa makān. 

168 Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, “Kitābul Farāiḍ”, Bab “Lā Yariśul 
Muslimul Kāfira” (ttp.: Dār Ihyā’ as-Sunnah an-Nabāwiyah, t.t.), III: 126. 
Hadis riwayat Abū Dāwud dari Abū al- Aswad.
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Tidak berbeda dengan apa yang telah dilakukan kedua 
sahabat di atas, MA menerapkan sarana wasiat wajibah kepada 
ahli waris non muslim karena terhalang menerima bagian 
harta peninggalan dengan jalan pewarisan. Penerapan sarana 
wasiat wajibah ini dilakukan tidak lain juga dalam upaya 
me wujudkan kemaslahatan di tengah kondisi masyarakat 
Indonesia yang majemuk dalam suku, budaya dan agamanya. 
Namun sebagaimana dikemukan Taufiq, wasiat wajibah hanya 
diterapkan kepada ahli waris non muslim apabila memang 
terjadi hubungan harmonis dengan pewaris muslim semasa 
hidupnya. Pewaris muslim tidak pernah dirugikan oleh kerabat 
non muslim. Dengan demikian penerapan wasiat wajibah lebih 
bersifat kasuistik, dan tidak dapat diterapkan kepada ahli waris 
non muslim yang telah melakukan kejahatan dan merugikan 
pewaris semasa hidupnya.

Penerapan wasiat wajibah secara kasuistik sebagaimana 
dilakukan MA bisa dipahami terutama bila dikembalikan ke-
pada pernyataan Allah yang tidak melarang orang muslim 
untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non muslim yang 
tidak memerangi umat Islam karena perbedaan agama. Selain 
itu, penerapan wasiat wajibah secara kasuistik juga sejalan 
dengan tujuan awal pensyariatan wasiat. Wasiat merupakan 
salah satu amal kebaikan yang dilakukan seseorang di akhir 
hayatnya agar kebaikannya bertambah atau untuk menutupi 
kekurangan-kekurangan amal yang telah dilakukan. Wasiat 
juga sebagai amal baik seseorang untuk memupuk rasa kasih 
sayang kepada orang lain, atau sebagai balasan atas jasa dan 
kebaikan orang lain. Tujuan wasiat ini tidak akan terwujud 
manakala wasiat diberikan kepada seseorang yang telah mela-
kukan kejahatan terhadap pewasiat semasa hidupnya. 

Sedangkan dalam hukum positif, penerapan wasiat 
wajibah secara kasuistik juga bisa dipahami sebagai imple-
mentasi kewajiban hakim untuk menafsirkan teks-teks hukum 
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sekaligus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai-
mana diamanatkan oleh undang-undang. Kesemuanya itu 
dilakukan agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim mampu 
memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan aspek ke-
adilan, dan juga memberi perlindungan hukum kepada para 
pihak pencari keadilan.

Dengan demikian, penerapan wasiat wajibah secara ka-
suistik lebih didasarkan kepada kemaslahatan dalam hubungan 
personal antara pewasiat dengan penerima wasiat (al-maṣlaḥat 
bain al-mūṣī wa al-mūṣā lah). Apabila ahli waris non muslim 
ber kelakuan baik kepada pewaris semasa hidupnya maka 
wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris non muslim 
tersebut. Sebaliknya jika ahli waris non muslim berkelaku an 
tidak baik dengan pewaris semasa hidupnya, maka wasiat 
wajibah tidak bisa diberikan kepadanya. 

Dalam literatur fiqh, putusan tersebut juga sejalan dengan 
pandangan Wahbah az-Zuḥailī yang menyatakan bahwa 
wasiat seorang muslim kepada non muslim yang tidak me-
musuhi Islam (ahl aż-żimmah) dibolehkan dan demikian pula 
sebaliknya. Lebih lanjut dikatakan, orang-orang non muslim 
yang berada di dār al-Islām berhak mendapatkan apa saja yang 
menjadi hak kaum muslimin dan mereka juga diwajibkan 
terhadap hal-hal yang diwajibkan bagi kaum muslimin.169 

Penerapan wasiat wajibah sebagai upaya untuk mewu-
judkan kemaslahatan bagi para pihak pencari keadilan yang 
berbeda agama sebagaimana diuraikan di atas sejalan dengan 
asumsi dasar hukum progresif, bahwa hukum diadakan 
untuk manusia bukan untuk hukum itu sendiri. Memahami 
hukum untuk manusia dimaksudkan hukum yang dapat 
meng   antarkan manusia kepada kehidupan yang berkeadilan. 

169 Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh (Beirut: Dār al-Fikr 
al-Mu’āṣir, 2002), X: 7474.
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Dengan filosofi tersebut manusia menjadi penentu dan titik 
orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia dan 
bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum bukan institusi 
yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentu-
kan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada kesejah-
teraan manusia. Untuk tujuan itu, hukum progresif meng-
ajarkan bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak 
dan final, melainkan selalu berproses menuju tingkat ke sem-
purnaan yang lebih baik, yakni keadilan. 

Perbedaannya dengan hukum progresif, putusan MA ter-
cipta karena adanya sumber induktifnya yaitu prinsip-prinsip 
umum yang digali dari teks-teks hukum, sedangkan hukum 
progresif dimulai dari proses berpikir radikal terhadap kenya-
taan masyarakat dan menentukan agar hukum dapat mem-
bahagiakan manusia. Karenanya sementara ahli hukum me-
nyebutnya dengan penemuan hukum bebas, yaitu tidak lagi 
terikat dengan teks-teks hukum. Teks-teks hukum atau pera-
turan bukan merupakan peranan utama namun sebagai alat 
bantu untuk memperoleh pemecahan yang menurut hukum 
tepat dan tidak perlu harus sama dengan penyelesaian sesuai 
dengan teks-teks hukum atau peraturan. Menurut pan-
dangan ini tugas hakim bukan menerapkan teks-teks hukum 
tetapi mencipta hukum.170 Apa yang dilakukan hakim di sini 
merupakan pendasaran hukum kepada tujuan-tujuan ditetap-
kannya hukum (binā’ al-ḥukmi bi maqāṣid asy-syarī‘ah), dan di 
sinilah titik temu dengan hukum progresif.

Berpangkal tolak dari uraian di atas, penulis berpendapat 
bahwa penerapan wasiat wajibah kepada non muslim se-
jalan dengan konsep hukum progresif. Pertama, putusan ter -
sebut tidak semata-mata bersifat legal formalistik yakni 
sekedar menjadi corong undang-undang, namun putusan 
ter sebut telah membuktikan bahwa hakim berani melakukan 

170 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum., hlm. 182-184.
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te robosan hukum (rule breaking) karena teks-teks hukum yang 
ada dianggap tidak lagi relevan dengan semangat perubahan 
yang menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan, keadilan dan 
kemanusiaan. Hakim telah mengambil tindakan contra legem, 
yaitu mengambil putusan yang menyimpangi teks-teks hukum 
untuk tujuan mencapai kebenaran dan keadilan. Kedua, putusan 
tersebut mempunyai visi pemikiran ke depan (visioner) yang 
berperan mendorong terbangunnya harmonisasi sosial dalam 
pergaulan antaranggota masyarakat, dan terlebih dalam ma-
syarakat Indonesia yang majemuk. Putusan yang demikian 
diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pembaruan hukum 
kewarisan Islam di Indonesia. 

D.    Penerapan Wasiat Wajibah sebagai Pembaruan Hukum
Kewarisan di Indonesia. 

Secara umum, putusan pengadilan baik pada tingkat 
pertama, banding maupun kasasi dapat ditarik genealogisnya 
pada perbedaan pandangan mengenai hak waris bagi ahli 
waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim. Penga-
dilan tingkat pertama dan banding tidak memberi bagian harta 
kepada ahli waris non muslim baik melalui pewarisan mau-
pun wasiat. Berbeda dengan MA yang dalam putusannya 
mem beri bagian harta warisan kepada ahli waris non muslim 
dengan sarana wasiat wajibah sebesar bagian yang diterima 
ahli waris muslim. Putusan MA tersebut berkaitan dengan ada-
nya permohonan sebagian anggota keluarga, terutama yang 
bergama non Islam, yang merasa dirugikan oleh putusan 
bahwa mereka tidak mendapat bagian harta peninggalan dari 
pe warisnya yang beragama Islam. 

Produk hukum progresif MA tersebut mempunyai im-
pli  kasi luas tidak saja dalam praktik peradilan namun juga 
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di tengah-tengah masyarakat. Lebih dari itu, putusan hakim 
atau yurisprudensi171 secara definitif telah terlegitimasi dalam 
desain hukum Indonesia. Adanya teori legitimasi ter hadap 
beberapa sistem hukum Barat yang sampai saat ini masih 
diimplementasikan di Indonesia yaitu civil law dan common 
law172 meniscayakan penerapan hukum tidak semata didasar-
kan kitab undang-undang melainkan juga prinsip-prinsip 
universal putusan pengadilan.

Dari perspektif hukum Islam, putusan MA tersebut me-
rupakan terobosan hukum untuk memberikan rasa keadilan 
masyarakat pada umumnya dan para pihak yang berseng keta 
pada khususnya. Selama ini, perbedaan agama dipandang se-
bagai salah satu faktor penghalang seseorang mendapatkan 
hak waris dari pewaris muslim. Demikian halnya pengguna-
an sarana wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim, se-
lain tidak ditunjuki secara langsung oleh teks-teks hukum, 
juga tidak dipraktikkan di negara-negara muslim manapun. 
Sedang bagi Indonesia, sarana hukum tersebut digunakan 
untuk memberi bagian kepada anak angkat atau orangtua 
angkat yang tidak me nerima wasiat. 

Adanya putusan progresif MA tersebut, pandangan 
bahwa non muslim tidak akan mendapatkan bagian harta dari 

171 Dalam kepustakaan ilmu hukum, terminologi yurisprudensi 
mempunyai batasan yang berbeda menurut berbagai sistem hukum di 
dunia. Dalam sistem Common Law, yurisprudensi selain berarti hukum 
(dalam putusan hakim) juga bermakna filsafat hukum atau ilmu hukum, 
sedangkan dalam sistem Civil Law yurisprudensi adalah kumpulan atau 
sari keputusan MA (dan Pengadilan Tinggi) mengenai suatu perkara ter-
tentu berdasarkan pertimbangan hakim sendiri yang diikuti sebagai 
pedoman hakim lain dalam memutus perkara yang sama atau hampir sama. 
Mohammad Daud Ali, “Yurisprudensi Peradilan Agama dan Pengem-
bangan Hukum Islam” dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama, cet. ke-1 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 17.

172 Menurut sistem civil law hukum diketahui dari peraturan-peraturan 
yang diunifikasi atau dikodifikasi secara sistematis dalam undang-undang, 
sedangkan menurut sistem common law hukum diintrodusir dari putusan-
putusan pengadilan, dan karena itu yurisprudensi menjadi sumber hukum.
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pewaris muslim dengan cara apapun tampak mulai diting-
galkan. Oleh karena itu, terobosan hukum tersebut sudah 
sepatutnya diterapkan pada perkara-perkara selanjutnya dan 
sekaligus menjadi momentum penting bagi pengembangan 
hukum kewarisan Islam Indonesia ke depan yang responsif 
dan akomdatif terhadap perbedaan.

Dalam putusan tersebut, MA tidak secara eksplisit me-
ngemukakan pertimbangan dan argumentasi yang menjadi 
justifikasi pemberian hak wasiat wajibah kepada ahli waris 
non muslim. Salah satu alasan yang dapat dikemukakan antara 
lain, bahwa ahli waris non muslim, terlepas dari konflik hukum 
yang ada, secara biologis tetap sebagai orang yang memiliki 
hubungan darah dengan almarhum H. Martadi Hendrolesono. 
Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan pewaris 
semasa hidupnya. Sebagai ahli waris mereka tentu berharap 
dapat menikmati sebagian harta peninggalan pewarisnya. 

Dalam pandangan Mukti Arto, mengapa ahli waris non 
muslim itu diberikan warisan melalui wasiat wajibah. Ter-
lepas dari teks-teks hukum yang ada, dapat dianalogikan, 
kenapa antara suami isteri terjadi hubungan saling mewarisi, 
karena adanya hubungan perkawinan. Demikian juga me-
ngapa anak mendapat warisan dari orang tuanya, karena 
adanya hubungan nasab. Dari kedua hubungan itulah timbul 
tang gung jawab, timbul hak dan kewajiban. Adapun warisan 
berarti perpindahan harta seseorang kepada lainnya karena 
ada hubungan nasab dan tanggung jawab, karenanya ketika 
salah satu meninggal dunia maka lainnya akan menerimanya. 
Bagaimana kalau salah satu non muslim, berdasarkan hukum 
keluarga perbedaan itu tidak menjadi penghalang akan sam-
painya tanggung jawab itu sebagaimana ketika masih hidup 
bersama, artinya suami tetap mempunyai tanggung jawab 
terhadap isteri meski berbeda agama. Demikian juga orang tua 
bertanggung jawab kepada anaknya meski anaknya berbeda 
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agama. Hal ini juga berlaku ketika mereka meninggal dunia.173

Termotivasi keinginan mewujudkan kemaslahatan di 
tengah keberagaman para pihak pencari keadilan, mendorong 
hakim untuk keluar dari aturan yuridis normatif yang ada 
yaitu dengan melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). 
Perlunya penemuan hukum, dan terlebih di tengah masya-
rakat Indonesia yang majemuk, merupakan sebuah kenisca-
yaan. Secara internal, teks-teks hukum baik hukum Islam 
maupun hukum positif sangat terbatas adanya. Teks-teks 
hukum yang terbatas tersebut tidak mengatur seluruh aspek 
kehidupan secara terperinci dan bahkan terkadang sudah ke-
tinggalan zaman. Sedangkan secara eksternal, terjadinya per-
ubahan sosial dalam berbagai aspek kehidupan sebagai akibat 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta per-
singgungan antara Islam dengan dunia luar melalui kontak 
pergaulan antara muslim dengan non muslim telah mela-
hir kan wawasan baru dan sekaligus problem baru yang ter-
kadang tidak terakomodasi dalam teks-teks hukum sehingga 
terasa asing bagi umat Islam. Keadaan demikian menuntut 
dilakukannya penemuan hukum secara kreatif, inovatif dan 
komprehensif dengan menggali, mengikuti dan memahami 
nilai-niai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masya-
rakat.

Perubahan sosial dan perubahan hukum merupakan 
fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. 
Perubahan sosial di masyarakat dapat berakibat perubahan 
hukum dalam suatu negara. Demikian pula sebaliknya, per-
ubahan hukum dalam suatu negara dapat berakibat terjadi-
nya perubahan sosial di masyarakat. Atas dasar itu, perubah an 
sosial semisal relasi antara muslim dengan non muslim yang 
terjadi dalam masyarakat, dimungkinkan dapat mempenga-

173 Wawancara dengan Drs. Mukti Arto, SH. M. Hum., Hakim PTA 
Jakarta, tanggal 22 Oktober 2009 di Bogor.
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ruhi ketentuan hukum kewarisan Islam di Indonesia.
Perubahan sosial yang senantiasa tumbuh dan berkem-

bang secara dinamis menjadikan para ahli hukum Islam mulai 
menyadari ketertinggalan fiqh warisan ulama terdahulu. Fiqh 
sebagai produk pemikiran manusia dituntut untuk mampu 
memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan hidup 
dan kehidupan manusia. Kesadaran ini telah mendorong para 
ahli hukum Islam untuk melakukan pembaruan fiqh. Hal 
ini juga disadari oleh para ahli hukum Islam Indonesia yang 
tidak menghendaki hukum Islam ditinggalkan oleh umatnya, 
dan di sisi lain hukum adat dan hukum Barat seakan menjadi 
hukum yang realistis dan membumi. 

Relasi antara muslim dengan non muslim dalam ke-
warisan, misalnya. Hukum Islam melarang pewarisan antara 
muslim dengan non muslim sedangkan KUH Perdata dan 
hukum adat tidak melarang terjadinya pewarisan antara ke-
duanya. Pasal 838-840 KUH Perdata menyatakan bahwa 
peng  halang kewarisan hanya disebabkan kejahatan yang di-
laku kan ahli waris terhadap pewaris, yaitu membunuh atau 
mencoba membunuh pewaris, menghalangi pewaris mem-
buat atau mengubah wasiat dan menyebabkan hilang atau 
rusaknya pernyataan wasiat. Demikian halnya hukum adat 
yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia umumnya tidak 
mempersolkan perbedaan agama antara pewaris dengan ahli 
waris, artinya meskipun beda agama dengan pewaris muslim 
tetap mendapat warisan.174

Mensikapi segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di 
masyarakat Indonesia, menurut Abdul Ghofur Anshori perlu 
dilakukan penemuan hukum guna memformulasikan hukum 

174 Ada memang beberapa daerah yang menjadikan perbedaan agama 
sebagai penghalang kewarisan meski tidak banyak, misalnya Cisarua, 
Ciamis, Cileungsi, Banjar, Cikoneng dan Cianjur. Eman Suparman, Hukum 
Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, cet. ke-2 (Bandung: PT. 
Refika Aditama, 2007), hlm. 63.
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baru yang relevan dengan kepribadian bangsa Indonesia. 
Dengan cara demikian hukum kewarisan Islam yang bersifat 
universal dapat dilaksanakan tanpa mengenal batas teritorial 
dan lingkungan sosial apapun. Dengan cara itu pula, hukum 
kewarisan Islam akan memiliki fleksibilitas dan daya adapta-
bilitas terhadap segala bentuk perubahan sosial yang terjadi 
di masyarakat.175 

Dalam pandangan Hazairin, terdapat sejumlah ketentu-
an hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang dirumuskan 
oleh fuqaha masa lalu yang sebenarnya dipengaruhi oleh 
tradisi dan budaya Arab yang tidak selalu cocok diimplemen-
tasi kan di Indonesia. Menurutnya, umat Islam Indonesia mesti-
nya memahami hukum Islam berdasarkan tradisi dan bu-
dayanya sendiri, yaitu tradisi dan budaya Indonesia.176

Perlunya membina fiqh berkepribadian Indonesia telah 
di kemukakan oleh beberapa pemikir hukum Islam dalam 
rentang waktu yang cukup lama, yaitu dari tahun 1940-an 
sampai dengan tahun 2000-an. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy 
memuncul kan gagasan yang terkenal dengan “Fikih Indo-
ne sia”,177 Hazairin dengan “Mazhab Indonesia”,178 Munawir 
Sjadzali dengan “Konteksualisasi Hukum Islam di Indo ne-
sia”,179 Busthanul Arifin dengan “Pelembagaan Hukum Islam 
di Indonesia”,180 Yudian Wahyudi dengan “Reorientasi 

175 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi 
dan Adaptabilitas, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 
hlm. 74-76. 

176 Hazairin, Hukum Islam dan Masyarakat (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), 
hlm. 7-8.

177 Hasbi Ash-Shiddieqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 43. 

178 Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 
hlm. 153; idem, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 
5-6.

179 Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1997), 
hlm. 58-75.

180 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, 
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Fikih Indonesia”.181 dan A. Qodri Azizy dengan gagasannya 
mengenai “Positivisasi Hukum Islam Indonesia”.182 Pemikir-
pemikir itulah setidaknya yang berupaya menggagas ada-
nya fikih Indonesia, sementara gagasan-gagasan dari pe mikir 
hukum yang lain lebih bersifat umum dengan tidak secara 
spesifik membahas fikih Indonesia. Di samping itu, ga gas-
an tentang pemikiran fikih Indonesia tersebut telah mereka 
tuangkan dalam bentuk buku dan karya ilmiah yang di sebar-
luaskan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menjamin fleksibilitas dan adap-
tabilitas hukum kewarisan Islam sesuai karakteristik bangsa 
Indonesia diperlukan penemuan hukum agar ketentuan-
ketentuannya dapat dikontekstualisasikan dan diaplikasikan 
dalam setiap keadaan, karena bagaimanapun perbedaan 
waktu, tempat, keadaan dan kebiasaan sangat menentukan 
keberlakuan hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Jalāl 
ad-Dīn as-Suyūṭī:183

غَيُِّ اْلَأزمِْنَةِ واَْلَأمْكِنَةِ واَْلَأحْواَلِ واَلْعَواَئِدِ  رُ اْلَأحْكَامِ بِتـَ غَيـُّ تـَ
 Perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, tempat, ke-

adaan dan kebiasaan.

Kaidah lain menyatakan: 184 

Hambatan dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 56-57.
181 Yudian Wahyudi, “Reorientation of Indonesian Fiqh” dalam Ke Arah 

Fiqh Indoesia, cet. ke-1 (Yogyakarta: FSHI Fakultas Syari’ah IAIN Sunan 
Kalijaga, 1994), hlm. 26-29; Ushul Fikih Versus Hermeneutika, Membaca Islam 
dari Kanada dan Amerika (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 
35-44.

182 A. Qodri Azizy, Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum 
Umum (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), hlm. 291-298.

183 Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, Al-Asybāh wa an-Naẓāir., hlm. 176.
184 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I ‘lām al-Muwaqqī‘in ‘an Rabb al-‘Ᾱlamīn., hlm. 

414. 
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اَلُْكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا
 

 Hukum itu bergantung pada ‘ilatnya, ada dan tidak adanya.

Kaidah-kaidah di atas secara teori menyiratkan adanya 
mutual relationship antara hukum Islam dengan dinamika 
masya rakat dan sekaligus merupakan justifikasi bahwa setiap 
per kembangan hukum senantiasa harus dilihat dari perspektif 
sosialnya. Dengan ungkapan lain, hukum dan masyarakat 
ibarat orang dengan pakaian, harus bersesuaian baik corak, 
warna maupun ukurannya. Dengan demikian, pengembangan 
hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari aspek sosiologis di 
mana hukum Islam itu akan diterapkan.

Persoalannya, bolehkah hukum kewarisan Islam dibaca 
ulang untuk menjadikan hukum tersebut senantiasa ṣālih 
likulli zamān wa makān? Boleh tidaknya hukum kewarisan di-
baca ulang, senantiasa dipertanyakan lebih dahulu, apakah 
masalah tersebut termasuk kategori ibadah atau muamalah. 
Secara konseptual, hukum kewarisan Islam, sebagai bagian 
dari hukum keluarga, termasuk dalam wilayah hukum mua-
malah yang memungkinkan dilakukannya kajian baru dengan 
mempertimbangkan dimensi lokalitas budaya di mana hukum 
kewarisan Islam itu akan diimplementasikan atau di apli-
kasikan.185 Dalam konteks hukum muamalat, tujuan hukum 

185 Dalam lapangan hukum Islam, hukum dibagi menjadi dua macam, 
yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah hukum yang mengatur 
hubungan antara manusia dengan Tuhan dengan tujuan meraih kemasla-
hatan dalam kehidupan akhirat, sedangkan muamalah adalah hukum yang 
mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang bertujuan 
untuk mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia. Dengan 
demikian lapangan hukum muamalah adalah hukum-hukum selain dalam 
bidang ibadah. Dalam artinya yang demikian, muamalah mencakup baik 
hukum publik maupun hukum privat yaitu: fiqh siyāsah, fiqh jināyah, fiqh 
munākahat dan fiqh mawārīṡ, al-mu‘āmalah al-māliyah dan ahkām al-qaḍā’. 
Dalam bidang muamalah ini, petunjuk Al-Qur’an dan hadis hanya bersifat 
umum dan pelaksanaannya diserahkan kepada akal manusia sesuai 
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kewarisan Islam adalah terciptanya pembagian harta warisan 
secara adil di lingkungan para ahli waris. Sementara sarana 
atau formula bagian merupakan instrumen guna mencapai ke-
adilan itu. Dalam tataran implementasi makna keadilan dapat 
dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan tata nilai 
budaya masyarakat. 

Dari perspektif lain, hukum kewarisan Islam sebenar-
nya memiliki dua dimensi, yaitu teologis ketika masih ber-
wujud fiqh mawārīṡ atau farāiḍ dan dimensi sosiologis ketika 
diaplikasikan di masyarakat. Cara pandang yang keliru ter-
hadap dimensi teologis tersebut telah melahirkan anggapan 
bahwa hukum kewarisan Islam merupakan aturan sakral yang 
harus dilaksanakan apa adanya, tidak boleh dipertanyakan 
dan diperdebatkan lagi. Pada gilirannya, umat Islam tidak 
berani melakukan pembacaan ulang terhadap aturan-aturan 
kewarisan yang ada karena terbebani oleh nilai-nilai ke-
sakralan yang ada di dalamnya. Untuk itu perlu kajian yang 
mampu mengantarkan pada cara pandang yang benar me-
ngenai aspek teologis ini.

Dalam pandangan Munawir Sjadzali, hukum kewarisan 
Islam sebagai bagian dari hukum muamalat termasuk dalam 
kategori ta‘aqquli,186 yaitu ketentuan hukum Islam yang di-

dengan petunjuk umum yang telah ditetapkan Al-Qur’an dan hadis. 
Karena pelaksanaannya diserahkan kepada apa yang dianggap baik oleh 
umat, maka dapat saja implementasinya berbeda antara satu lingkungan 
dengan lingkungan lainnya, dan dapat pula mengalami perubahan dan 
per kembangan sesuai dengan situasi dan kondisinya karena apa yang 
dianggap baik oleh umat tidak bersifat universal. Amir Syarifuddin, Garis-
garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 14-15 dan 175. Ahmad Azhar 
Basyir, Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 
2000), hlm. 13-14.

186 Secara etimologis, ta‘aqquli merupakan isim maṣdar dari fi‘il ta‘aqqala-
yata‘aqqalu-ta‘aqqulan yang berarti masuk akal atau rasional. Ibn Munżīr, 
Lisān al-‘Arab (Mesir: Dār al-Ma’rifah, t.t.), IV: 262. Obyek ta‘aqquli meliputi 
hukum-hukum muamalat dan ibadah gairu maḥḍah. Abdul Aziz Dahlan, 
ed., Ensiklopedi Hukum Islam., V: 1724.
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terima dan ditaati oleh seorang hamba karena ada maslahat-
nya bagi manusia berdasar nalar rasio. Ketentuan hukum ini 
bersifat relatif sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. 
Dengan sifatnya yang demikian, hukum kewarisan Islam dapat 
dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan sosial 
dan budaya masyarakatnya. Untuk itu, ‘illat hukum dan 
maqāṣid asy-syarī‘ah sangat diperhatikan, dan akal memegang 
peranan penting. Namun seringnya hukum kewarisan Islam, 
dan juga hukum-hukum Islam lainnya, diposisikan dan di-
pahami sebagai ta‘abbudi187 yaitu ketentuan hukum Islam yang 
harus diterima dan dilaksanakan apa adanya sebagai wujud 
penghambaan diri dan kepatuhan kepada Allah semata walau-
pun tidak mengetahui alasan dan tujuannya secara rasional, 
telah menjadikan hukum tersebut mengalami stagnasi se-
hingga tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan. 188 

Untuk menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam 
termasuk wilayah ta‘aqquli, dalam literatur hukum kewarisan 
Islam tidak sedikit dijumpai masalah ijtihadiyah. Ada bebe-
rapa masalah yang tidak ada teks hukumnya, atau ada teks 
hukumnya namun penunjukan hukumnya tidak jelas atau 
inter pretable, atau sebenarnya ditunjuki oleh teks hukum se-
cara jelas dan tegas namun ketika diaplikasikan ternyata tidak 
mencerminkan keadilan. Maslah ‘aul, rad, musyarakah, for mulasi 
pembagian warisan dua berbanding satu antara anak laki-laki 
dengan perempuan, makna walad yang berarti anak, apakah 

187 Secara etimologis, ta‘abbudi merupakan isim masdar dari fi‘il ta‘abbada-
yata‘abbadu-ta‘abbudan yang berarti penghambaan diri, kepatuhan dan 
ketaatan. Ibn Munżīr, Lisān al-‘Arab., hlm. 3046. Ulama sepakat bahwa obyek 
ta‘abbudi terbatas pada ibadah maḥḍah. Abdul Aziz Dahlan, ed., Ensiklopedi 
Hukum Islam., V: 1723.

188 Munawir Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan” dalam Muhammad 
Wahyuni Navis., ed. Kontekstualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Paramadina, 
1995), hlm. 87-96. Ibrahim Hosein, “Beberapa Catatan Reaktualisasi Hukum 
Islam” dalam, Muhammad Wahyuni Navis, ed. Kontekstualisasi Ajaran 
Islam., hlm. 273-277.
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hanya anak laki-laki atau perempuan sebagaimana dinyata kan 
dalam An-Nisa’ (4): 11, merupakan bukti nyata sifat ta‘aqquli 
hukum kewarisan Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum ke-
warisan Islam banyak disentuh oleh kegiatan ijtihad. Tujuan 
ijtihad tidak lain adalah usaha menyesuaikan teks hukum 
dengan realitas agar teks hukum tersebut dapat diimplemen-
tasi kan dalam kehidupan nyata. Maka tidak salah jika hukum 
kewarisan Islam yang telah tertulis dalam kitab-kitab farāiḍ 
atau terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu 
masih dapat menerima perubahan dan perkembangan sesuai 
dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Akibatnya 
mucul masalah-masalah baru dalam hukum kewarisan Islam 
Indonesia, seperti ahli waris pengganti, anak perempuan dapat 
menghijab saudara pewaris, masalah wasiat wajibah, harta ber-
sama dan sebagainya. 

Karena sifat hukum kewarisan Islam yang terbuka bagi 
setiap perubahan itulah demi mewujudkan kemaslahatan di 
tengah kemajemukan, MA membuat terobosan hukum baru 
dengan menerapkan sarana hukum lain yakni wasiat wajibah 
yang memang tidak ada larangan bagi orang Islam untuk 
memberikannya kepada non muslim.189 Dalam putusannya, 
MA sebenarnya tidak menyinggung masalah kewaris-an beda 
agama, apalagi memberikan hak waris bagi non muslim. Disini, 
MA hanya menerapkan sarana hukum wasiat wajibah untuk 

189 Wahbah az-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh., X: 7474. Munurut 
KHI, pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiat sendiri, dapat menjadi 
penerima wasiat. Ada beberapa perkecualian dalam hal ini sebagaimana 
diatur dalam Pasal 195 ayat (3), Pasal 207 dan Pasal 208: pertama, ahli waris, 
kecuali wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris lainnya; kedua, orang 
yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan orang yang 
memberi tuntunan kerohanian sewaktu pewasiat menderita sakit hingga 
meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas 
jasa; dan ketiga, notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan 
akta wasiat. Jadi, KHI tidak mensyaratkan bahwa penerima wasiat harus 
seagama Islam dengan pewasiat.
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memberikan bagian warisan kepada non muslim. Dengan 
demikian putusan MA tersebut tidak bertentangan dengan 
hadis maupun KHI dan mampu menghadirkan keadilan yang 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia 
dalam hubungan antara muslim dengan non muslim.

Hubungan antara muslim dengan non muslim di masa 
awal Islam diakui tidak harmonis, bahkan diliputi suasana 
permusuhan dan peperangan.190 Golongan non muslim yang 
pada masa lalu mendapat status żimmi― golongan yang di-
lindungi namun tidak memiliki hak politik penuh, tidak 
mempunyai hak memilih dan dipilih, dengan implikasi men-
dapat perlakuan sebagai warga kelas dua itu― berasal dari 
bangsa atau suku yang beragama bukan Islam yang ditakluk-
kan oleh tentara Islam. Mereka diberi pilihan masuk Islam atau 
tetap dengan agama mereka tetapi kehilangan hak politik dan 
harus membayar semacam pajak.191 Pandangan teologis yang 
memisahkan secara ketat antara muslim dengan non muslim 
tersebut telah banyak mempengaruhi produk-produk hukum 
fiqh, termasuk hukum kewarisan.

Situasi di atas sangat berbeda dengan relasi antara muslim 
dengan non muslim di Indonesia sekarang. Perbedaan agama 
dalam masyarakat tertentu terkadang bukan suatu hal yang 
prinsip, di antara mereka terjadi hubungan yang sangat har-
monis, mereka saling membantu dan sama sekali tidak ada 
ketegangan dan permusuhan di antara mereka. Dalam suatu 
keluarga tidak jarang anak menganut agama yang berbeda 
dengan orang tuanya, di antara mereka saling menghormati 

190 Faqihuddin Abdul Kadir, “Waris Beda Agama: Persepktif Islam 
Humanis?” Makalah disampaikan dalam Workshop CLD KHI Pokja 
Pengarustamaan Jender Depag RI, 22-24 April 2004, hlm. 2. Irma M. Lapidus, 
Sejarah Sosial Umat Islam, alih bahasa Ghufran A. Mas’adi (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 1999), hlm. 37-40.

191 Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 
1997), hlm. 67.
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dan menghargai perbedaan agama, mereka hidup dalam sua-
sana rukun dan damai. Orang tua bekerja keras mencukupi 
kebutuhan keluarga dan bahkan mengumpulkan harta untuk 
anak-anaknya kelak sepeninggalnya tanpa mempersoalkan 
agama dan keyakinan yang berbeda. Dalam situasi demikian 
Al-Qur’an tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan 
berlaku adil terhadap mereka, bersahabat dengan mereka, 
saling melindungi dan tolong menolong dengan mereka. Al-
Qur’an hanya melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku 
adil kepada non muslim yang secara nyata memusuhi, meme-
rangi dan mengusir umat Islam dari tanah airnya, menghina 
dan melecehkan agama Islam.192

Mengacu kepada konsep perubahan hukum Islam dan 
karakteristik hukum kewarisan di atas, peneliti berbenda-
pat bahwa dinamika hukum kewarisan Islam dapat di terima 
dalam kehidupan Indonesia yang majemuk dalam suku, 
agama, dan budayanya sepanjang ditujukan untuk mewujud-
kan kemaslahatan bagi masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:193 

ثَمَّ  اَلُْكْمُ تَدُوْرُ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فَحَيْثُمَا وُجِدَتِ الَْمصْلَحَةُ فـَ
حُكْمُ الِله 

 Hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, maka di mana-
pun ditemukan kemaslahatan di situlah hukum Allah.

Berkaitan dengan nilai dan norma hukum yang hidup 
dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, 
dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masya-
rakat yang telah mengadakan kontrak sosial untuk hidup 

192 Al-Mumtaḥanah (60): 9.
193 Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, Al-Asybāh wa an-Naẓāir. hlm. 176.
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rukun, damai, saling hormat menghormati dan tidak saling 
me rendahkan harkat dan martabat kemanusiaan atas dasar 
apapun, baik karena perbedaan suku, budaya maupun agama. 
Dengan kata lain, masyarakat Indonesia adalah masyarakat 
yang sepakat untuk menghargai dan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia. Kontrak sosial tersebut telah dituangkan dalam 
konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang sarat 
dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan penghargaan ter-
hadap hak asasi manusia.

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia,194 Pancasila 
merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila me-
rupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, 
jiwa seluruh rakyat Indonesia, tujan hidup bangsa dan negara 
Indonesia serta perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia. 
Oleh sebab itu, Pancasila haruslah dijadikan dasar dan asas 
dalam penyelesaian perkara melengkapi hukum acara yang 
ada. Pu tusan pengadilan harus mencerminkan nilai-nilai 
filosofis Panca sila yang telah menjadi falsafah dan pandangan 
hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan 
oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Ke hakiman, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mene gak-
kan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi 

194 Istilah negara hukum “rechtsstaat” untuk negara Indonesia semula 
tercantum dalam penjelasan UUD 1945 pada bagian umum tentang sistem 
pemerintahan negara yang berbunyi, “Negara Indonesia berdasar atas 
hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (maschsstaat)”. 
Setelah UUD 1945 diamandemen, penjelasan ditiadakan dan isinya yang 
bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal, dan istilah rechtsstaat 
ditiadakan. Pada perubahan keempat UUD 1945, prinsip negara hukum 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah 
negara hukum”.
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terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Untuk itu, Pancasila harus dijadikan acuan oleh hakim 

dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan. 
Men jadi tugas hakim selaku pejabat yang berwenang melak-
sanakan kekuasaan kehakiman tersebut untuk menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan 
me nafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas yang men-
jadi landasannya melalui perkara-perkara yang diajukan 
kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadil an 
bangsa dan rakyat Indonesia. 

Secara umum, nilai-nilai dasar cita hukum bangsa Indo-
nesia yang terkandung dalam Pancasila dapat dirumuskan 
sebagai berikut: pertama, mempertimbangkan dan menjunjung 
tinggi nilai-nilai spiritual, etik dan moral; kedua, dibangun 
atas prinsip penghormatan harkat dan martabat manusia 
dengan memberikan jaminan hak asasi warga negara dan 
hak-hak sosial secara selaras, serasi dan seimbang; ketiga, 
melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah 
Indonesia dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, ber-
daulat, adil dan makmur, memperkukuh persatuan dan 
kesatuan bangsa; keempat, sesuai dengan prinsip negara yang 
berkedaulatan rakyat artinya dengan persetujuan rakyat me lalui 
permusyawaratan perwakilan, agar sesuai dengan aspirasi 
rakyat sehingga mampu menjadi sarana untuk mengem bang-
kan kesadaran, tanggung jawab dan menggairah kan peran 
serta dalam pembangunan dan menumbuhkan dinamika ke-
hidupan bangsa dalam suasana tertib dan teratur; dan kelima, 
mengetengahkan nilai keadilan sosial dalam arti membuka 
jalan bagi terwujudnya pemerataan keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 195 

195 Oka Mahendra, “Proses Pemantapan Cita Hukum dan Penerapan 
Asas-asas Hukum Nasional Masa Kini dan Masa Yang akan Datang”, 
Majalah Hukum Nasional No.1 Tahun 1995 (Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995), hlm. 111-112.
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Rumusan umum cita hukum tersebut berintikan pemi-
kiran dasar mengenai kehendak dan sekaligus memberikan 
arah mengenai tujuan yang ingin dicapai tertib hukum nasional. 
Dengan kata lain, cita hukum berfungsi sebagai pedoman yang 
memandu dan mengarahkan agar produk hukum benar-benar 
merupakan perwujudan nilai-nilai luhur Panca sila yang secara 
dinamis dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman 
yang terus bergerak maju.

Lembaga peradilan merupakan organ yang bertugas se-
kaligus berwenang untuk mengejawantahkan nilai-nilai luhur 
Pancasila ke dalam lapangan sosial. Selaku pelaksana pe-
negakan keadilan, hakim harus mampu menafsirkan keadaan 
agar ia tidak salah dalam menjatuhkan putusan untuk me me-
nuhi keadilan sosial. Oleh karena itu, putusan hakim harus 
memenuhi rasa keadilan tersebut kepada pihak yang ber-
perkara maupun masyarakat pada umumnya. Keadilan yang 
dimaksud adalah keadilan substansial dan bukan keadilan 
formal. Keadilan substansial adalah keadilan yang secara riil 
diterima dan dirasakan, sedangkan keadilan formal adalah 
keadilan yang berdasarkan hukum semata yang tidak men-
jamin dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak.

Dalam suatu masyarakat, keadilan akan dapat dirasakan 
apabila hukum yang diterapkan adalah hukum yang berlaku 
dalam masyarakat itu sendiri. Hukum ibarat pakaian yang 
harus didesain sesuai dengan ukuran dan selera pemakainya 
sehingga dapat dirasakan pantas dan puas. Demikian pula 
hukum, masyarakat akan merasa pantas dan puas apabila me-
makai hukum yang telah didesain dan dipakai sebagai suatu 
pola dan perilaku mereka sehari-hari. 

Hakim harus mempertimbangkan apakah hukum yang 
akan diterapkan itu sudah cocok dengan kasus yang dihadapi-
nya. Hakim harus mempertimbangkan seluruh nilai secara 
bulat, utuh dan berimbang agar menghasilkan keputusan 
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yang benar dan adil sehingga dapat memberikan kepastian 
hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan yang optimal bagi 
pen cari keadilan.196 Dengan kata lain, hakim tidak boleh men-
dekati perkara hanya dari segi legal saja, tetapi juga harus 
men dekati pula dari sisi sosial. Dalam penyelesaian perkara 
hakim harus mempertimbangkan semua faktor karena dalam 
proses penyelesaian perkara terdapat berbagai faktor yang 
mem pengaruhi proses penyelesaian perkara tersebut, baik 
positif maupun negatif.197 Masalahnya bagaimana hakim dan 
pihak-pihak yang bersangkutan mengendalikan faktor-faktor 
tersebut untuk memperlancar penyelesaian perkara dengan 
hasil yang tuntas, final dan berkeadilan. 

Dalam rangka menegakkan keadilan, salah satu tugas 
hakim adalah menafsirkan teks-teks hukum. Akan tetapi, pe-
nafsiran hukum oleh hakim ini bersifat subyektif dan sangat 
mungkin terjadi perbedaan penafsiran antara hakim yang satu 
dengan hakim lainnya. Sebagaimana sering dikatakan dalam 
sebuah ungkapan, ketika ada sepuluh hakim yang membahas 
suatu permasalahan, maka akan ada sepuluh pendapat pula, 
termasuk mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli 
waris non muslim untuk mendapatkan bagian dari harta pe-
ninggalan pewaris muslim. Namun satu hal yang pasti, putusan 
tersebut harus memenuhi rasa keadilan, yakni keadilan yang 
di rasakan oleh para pihak yang berperkara.

Di samping mendasarkan Pancasila, dalam Negara Hukum 
Republik Indonesia, penyelenggaraan peradilan untuk me-
negakkan hukum dan keadilan juga harus men dasar  kan 
UUD 1945. Sebagai penjabaran Pancasila, UUD 1945 mene-
gas  kan bahwa Indonesia adalah negara hukum.198 Sejalan 

196 Mukti Arto, Mencari Keadilan., hlm. 93.
197 Faktor-faktor yang sering mempengaruhi penyelesaian perkara antara 

lain, substansi perkara, faktor pencari keadilan, kuasa hukum, substansi 
hukum, budaya hukum, konstruksi sosial dan sebagainya. Ibid. 

198 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara 
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dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting 
negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap 
hak asasi manusia.199 Sebagai prinsip pokok negara hukum, 
pangakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan 
pilar utama penyangga negara hukum. Perlindungan hak asasi 
manusia berarti adanya perlindungan konstitusional terhadap 
hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi semua tuntutan 
penegakannya melalui proses yang adil. Setiap manusia sejak 
kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
yang bersifat bebas dan asasi. Tebentuknya negara dan penye-
lenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti 
dan makna kebebasan dan hak-hak kemanusiaan itu. Atas 
dasar prinsip ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif oleh 
siapa pun dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui 
sebagai perbuatan yang terlarang. Oleh karena itu, jika hak 
asasi manusia dan persamaan hukum diabaikan dan dengan 
sengaja dilanggar, maka negara tersebut tidak dapat disebut 
se bagai negara hukum.200

Dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan 
hak asasi manusia telah tercermin bahkan dalam kalimat per-
tama Pembukaan UUD 1945. Tujuan berdirinya Pemerintahan 
Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 
UUD 1945 adalah: 

hukum”.
199 Menurut Julius Stahl, sebagaimana dikutip Mariam Budiardjo, konsep 

negara hukum yang disebutnya dengan istilah rechtsstaat mencakup empat 
elemen penting, yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi 
manusia; (2) pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak dasar itu; (3) 
pemerintahan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-
undang dan (4) peradilan tata usaha negara. Mariam Budiardjo, Dasar-
dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 57. Jimly 
Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sekretariat 
Jenderal MK RI, 2006), hlm 151-162.

200 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: 
Sekretariat Jenderal MK RI, 2006), hlm 151-162.
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  … melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejah-
teraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemer-
dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 tersebut, pengaku-
an, penghormatan, pelaksanaan dan perlindungan hak asasi 
manusia warga negara Indonesia merupakan tujuan utama 
dari keberadaan Indonesia sebagai suatu negara. 

Kemudian secara terperinci dalam bagian pasal-pasal-
nya, UUD 1945 menguraikan hak asasi manusia sebagai berikut:

 Pasal 27 ayat (1)
 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

 Pasal 28 D ayat (1)
 “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlin-

dungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama di hadapan hukum”.

 Pasal 28 E 
 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat me-

nurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran…”.

 Pasal 28 I 
 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskri mi-
natif itu”.

 Pasal 28 J 
 “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang 

lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara”.
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 Pasal Pasal 29 ayat (2):
 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk ber-
ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. 

Sebagai tindak lanjut dari pengakuan dan perlindung-
an hak asasi manusia yang telah digariskan dalam UUD 
1945, amanat mengenai pengakuan dan perlindungan hak 
asasi manusia di Indonesia kemudian diterjemahkan melalui 
berbagai produk perundang-undangan nasional yang mem-
perkokoh eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, antara 
lain Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. 

Dalam undang-undang tersebut, perlindungan terhadap 
hak asasi manusia meliputi semua hak dasar manusia seba-
gaimana tercantum dalam Pasal 4:

 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan 
persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 
asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apa-
pun dan oleh siapapun.

Tentang perlindungan hak asasi manusia, persamaan di 
depan hukum dan kebebasan beragama, antara lain dinyata-
kan sebagai berikut:
 Pasal 3: 
 (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan 

martabat manusia yang sa-ma dan sederajat serat di-
karuniai akal dan hati nurani untuk hidup berma sya-
rakat, berbangsa dan bernegaa dalam semangat per-
sau daraan.
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 (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlin-
dungan dan perlaku-an hukum yang adil serta men-
dapat kepastian hukum dan perlakuan sama di depan 
hukum.

 (3)  Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi ma-
nusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskri-
minasi.

Pasal 22: 
 (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadat menurut agama dan ke per-
cayaannya itu.

 (2)  Negara menajmin kemerdekaan setiap orang meme-
luk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pada tataran internasional, terdapat instumen penega kan 
dan perlindungan hak asasi manusia, antara lain Deklarasi 
Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration 
of Human Rights). Sebagai negara yang telah meratifikasi 
aturan tersebut, berarti Indonesia telah menyepakati dan akan 
meng aplikasikan ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi ter-
sebut ke dalam tata hukum Indonesia. Ketentuan-ketentuan 
Deklarasi tersebut antara lain sebagaimana dinyatakan dalam 
Mukadimah:201

Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-
hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota 
ke  manusiaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Bahwa 
meng abaikan dan memandang rendah pada HAM telah meng-
akibatkan perbuatan-perbuatan yang bengis yang menimbul-
kan rasa kemarahan dalam hati nurani ummat manusia, dan 
terbentuknya suatu dunia di mana manusia akan mengecap 

201 Beberapa ketentuan Universal Declaration of Human Rights dikutip dari 
Baharudin Lopa, Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia., hlm. 191-199.
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kenikmatan aspirasi tertinggi rakyat jelata. 
Tentang persamaan di depan hukum dan kebebasan ber-

agama dinyatakan sebagai berikut:

 Pasal 2:
 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang 

tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pe-
ngecualian apapun seperti perbedaan ras,warna kulit, 
jenis kelamin, bahasa, agama, tahanan politik atau paham 
lain, nasional atau asal usul sosial, hak milik, kelahiran 
ataupun status yang lain.

 Pasal 7: 
 Semua orang adalah sama di depan hukum dan berhak 

memperoleh perlindungan yang sama dari hukum tanpa 
dibeda-bedakan. Semua orang berhak memperoleh per-
lin dungan yang sama terhadap diskriminasi yang me-
langgar deklarasi ini dan terhadap semua hasutan apapun.

 Pasal 18:
 Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keyakinan 

dan agama. Dalam hak ini termasuk kebebasan berganti 
agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyata-
kan agama atau kepercayaannya dengan cara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan 
baik di tempat umum maupun yang tersendiri.

Memperhatikan ketentuan-ketentan di atas, jelas bahwa 
persamaan di muka hukum dan kebebasan beragama meru-
pakan salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati dan 
dijunjung tinggi sebagai martabat seorang manusia, serta tidak 
diperlakukan diskriminatif atasnya. Oleh karena itu, dalam 
Negara Hukum Republik Indonesia, perlu dipertimbang kan 
kembali manakala hendak mengeluarkan putusan bahwa 
ahli waris non muslim sama sekali tidak akan mendapat-
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kan sesuatu apapun dari harta peninggalan pewaris muslim 
hanya karena perbedaan agama yang merupakan hak asasi 
manusia yang dilindungi oleh negara dan dunia internasional. 
Sebagaimana perlunya dipertimbangkan kembali untuk me-
nge luarkan suatu keputusan bahwa seorang warga negara 
yang berpindah agama dari agama Islam (murtad) harus di-
hukum mati, atau kesaksian warga negara non muslim tidak 
dapat diterima di depan hukum atas warga negara muslim. 
Karena sesungguhnya keputusan tersebut akan dirasakan 
oleh warga negara non muslim telah menginjak-injak rasa 
ke  adilan dan merendahkan martabat kemanusiaan, bahkan 
tidak menutup kemungkinan hukum Islam akan dinilai tidak 
menghormati hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi 
serta telah menjadi kesepakatan masyarakat Indonesia mau-
pun masyarakat internasional. Karena alasan inilah sudah 
semestinya memberi hak wasiat wajibah kepada ahli waris 
non muslim yang terhalang menerima warisan dari pewaris 
muslim.

Diberikannya hak wasiat wajibah sebagai alternatif mem-
berikan bagian harta peninggalan kepada ahli waris non 
muslim telah memberikan gambaran positif bahwa hukum 
Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah 
telah menempatkan warga negara non muslim sebagai kelas 
dua di hadapan hukum.202 Apabila ahli waris non muslim tetap 
dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat memperoleh 
bagian harta peninggalan dengan jalan apapun, sebagaimana 
hukum asalnya, maka hukum kewarisan Islam akan dipan-
dang sebagai suatu ancaman, karena menghilangkan hak 
waris non muslim, apabila ditransformasikan ke dalam hukum 
nasional, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi pengem-
bangan hukum kewarisan Islam ke depan.

Dalam konteks Indonesia, berbuat baik dan berlaku adil 

202 Abdullah Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, , hlm. 309-310.
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terhadap warga negara non muslim dengan memberikan hak 
wasiat wajibah kepada mereka merupakan suatu keharus an 
karena sistem hukum yang berlaku bagi warga negara non 
muslim, yaitu hukum adat dan hukum perdata Barat tidak 
men jadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk me-
warisi. Dengan demikian, warga negara muslim akan tetap 
mewarisi harta peninggalan warga negara non muslim seba-
gaimana yang selama ini diterapkan di lingkungan peradilan 
umum. Bukanlah sikap yang adil dan manusiawi, jika ber-
dasarkan hukum yang berlaku bagi warga negara non muslim, 
seorang muslim bisa mewarisi dari pewarisnya yang non 
muslim, sedangkan menurut hukum Islam, warga negara non 
muslim tidak bisa mendapatkan bagian harta dengan cara 
apa pun dari kerabatnya yang muslim.

Asas personalitas keislaman sebagai penghalang untuk 
dapat mewarisi sebagaimana diatur dalam hukum kewarisan 
Islam, hendaknya dibedakan dengan penghalang-pengaha-
lang lainnya semisal pembunuhan, penganiayaan dan fitnah 
yang diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, se-
hingga apabila pelakunya dihukum dengan tidak dapat 
me warisi dari pewarisnya yang dibunuh, dianiaya dan di-
fitnah, maka tidak akan ada yang menganggap hukum Islam 
sebagai tidak adil dan tidak manusiawi. Namun perbedaan 
agama (non nuslim) bukanlah sebagai kejahatan terhadap ke-
manusiaan tetapi menyangkut keyakinan akan kebenaran 
ajaran suatu agama yang patut dihargai dan dihormati oleh 
siapapun sebagaimana Islam telah mengajarkan demikian. 
Oleh karenanya, apabila warga negara non muslim dihukum 
tidak dapat mewarisi dari pewaris muslim sekalipun dengan 
wasiat wajibah, sudah dapat dipastikan hukum Islam akan di-
anggap sebagai tidak adil dan tidak manusiawi, kecuali apa-
bila hukum yang berlaku bagi warga negara non muslim 
menyatakan hal yang sama bahwa warga negara muslim tidak 
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dapat mewarisi dari pewaris non muslim.
Sejauh ini kewenangan PA dalam mengadili sengketa ke-

warisan di antara orang yang berbeda agama, muslim dan non 
muslim, masih tetap dipertanyakan, khususnya oleh warga 
negara non-muslim. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006, PA hanya bertugas memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di 
antara orang-orang yang beragama Islam. Pertanyaan tersebut 
muncul tidak terlepas dari pemahaman bahwa hukum yang 
berlaku bagi orang Islam tidak memberi hak mewarisi kepada 
ahli waris non muslim. Oleh karena itu, dengan adanya hak 
wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim pertanyaan tersebut 
semestinya sudah tidak muncul lagi karena hukum Islam 
telah mengakomodir hak dan kepentingan warga negara non 
muslim. Lebih dari itu, realitas yang terjadi selama ini warga 
negara non muslim kerap kali membawa perkara kewarisan 
Islam ke peradilan umum –sebagaimana kasus yang diangkat 
dalam penelitian ini― sehingga menghambat penyelesaian 
perkara atas sengketa kewarisan yang diajukan warga negara 
muslim ke PA. Hal seperti ini juga diharapkan tidak akan ter-
jadi lagi.

Dalam kondisi normal, dapat dikatakan bahwa norma 
keadilan masyarakat Indonesia adalah hidup rukun, damai, 
saling hormat menghormati dan tidak saling merendahkan 
harkat dan martabat kemanusiaan atas dasar apapun. Keadaan 
yang demikian memungkinkan masyarakat menyelesaikan se-
tiap permasalahan dengan jalan musyawarah dan perda maian, 
termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Adanya gugatan 
yang diajukan ke pengadilan pada umumnya adalah karena 
para pihak sudah tidak bisa menyelesaikan per-ma salahannya 
secara damai. Dengan kata lain, kondisinya sudah tidak normal.

Dalam kondisi demikian, menjadi kewenangan hakim 
untuk merumuskan hu-kum demi untuk menghadirkan ke-



297Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

adilan di tengah-tengah masyarakat yang bersengketa. Menye-
rahkan perkara ke pengadilan berarti menyerahkan penye-
lesaian permasalahan kepada majelis hakim dalam mencapai 
keadilan, dan untuk menegakkan hukum dan keadilan hakim 
menggunakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 
Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam 
masyarakat.

Pentingnya memperhatikan nilai-nilai hukum dan ke-
adilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejalan 
dengan pandangan Eugen Ehrlich bahwa hukum yang baik 
adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang 
hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum itu merupakan 
inner order dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai 
yang hidup di dalamnya. Rumusan yang demikian menun-
jukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai 
kebutuhan hukum masyarakat demi adanya kepastian hukum 
dengan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pen-
tingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan 
orientasi hukum.203 

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ada dalam 
hukum yang dibuatnya, maka hukum itu akan bekerja secara 
efektif dan dapat memenuhi cita hukum yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Karenanya hakim dituntut untuk men-
ciptakan hukum baru jika diketahui ada ketentuan-ketentu-
an hukum yang secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai 
hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam 
masyarakat. Demikian juga ketika dihadapkan pada peristiwa-
peristiwa hukum konkrit yang tidak diatur secara eksplisit, 
atau bahkan sama sekali tidak diatur dalam teks-teks hukum. 
Oleh karena itu pemberian hak wasiat wajibah kepada ahli 

203 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: 
Penerbit Kanisius, hlm. 213.
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waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim harus juga 
senantiasa memperhatikan bagaimana relasi antara kedua-
nya. Jika antara ahli waris dengan pewaris semasa hidupnya 
terjalin komunikasi yang harmonis tanpa ada ketegangan, 
saling membantu dan bahkan mereka tidak mempersoalkan 
perbedaan keyakinan, maka sudah semestinya hakim mem-
perhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. 
Dengan kata lain, pemberian hak wasiat wajibah lebih bersifat 
kondisional dengan mempertimbangkan relasi antara ahli 
waris dengan pewaris semasa hidupnya. Dengan demikian 
pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman sosial 
dapat diakomodasikan dalam pembuatan hukum. 

Berpangkal tolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa 
dalam Negara Hukum Republik Indonesia, penerapan wasiat 
wajibah sebagai poduk penemuan hukum untuk mewujudkan 
kemaslahatan di tengah kemajemukan sangat relevan bagi 
pembaruan hukum kewarisan Islam Indonesia. Pertama, secara 
konseptual, hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari 
hukum muamalah yang memungkinkan dilakukannya kajian 
baru dengan mempertimbangkan dimensi lokalitas budaya di 
mana hukum kewarisan Islam itu akan diimplementasikan. 
Dalam perspektif hukum muamalah, tujuan hukum kewarisan 
Islam adalah terciptanya keadilan dalam pembagian warisan 
di antara ahli waris, dan pada tataran praksis, keadilan sangat 
dipengaruhi oleh tata nilai budaya dan sosial masyarakat. 
Sebagai respon terhadap dinamika sosial dan hukum di tengah 
masyarakat, penerapan wasiat wajibah dilakukan dengan 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 
keadilan yang hidup dan berkembang di dalamnya. Kedua, pe-
nerapan wasiat wajibah merupakan pencerminan dari sistem 
sosial dan budaya hukum masyarakat yang sekaligus sebagai 
wujud pengakuan, perlindungan dan penghormat an terhadap 
hak asasi manusia. Menjunjung tinggi hak asasi manusia me-



299Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

rupakan salah satu pilar utama negara hukum se bagaimana 
diatur dalam konstitusi negara yang sekaligus juga diakui oleh 
Islam dan tatanan internasional. 

Persoalannya adalah bagaimana membingkai aspek-
aspek keberagaman tersebut dalam satu wadah hukum ke-
warisan Islam tanpa menimbulkan gejolak. Hal ini mengingat 
karakteriktik bangsa Indonesia yang majemuk dalam suku, 
budaya dan agamanya, termasuk hukum kewarisannya yang 
hingga kini juga masih dalam keadaan pluralistik. 

Menurut Idris Ramulyo, di Indonesia terdapat bermacam-
macam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga 
negara Indonesia, yakni hukum kewarisan adat, hukum ke-
warisan Islam dan hukum kewarisan perdata Barat yang ter-
tuang dalam Burgerlijk Wetboek (BW) (Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata).204 Di samping berlakunya ketiga sistem hukum 
kewarisan tersebut, keanekaragaman hukum ini se makin 
menjadi-jadi karena hukum kewarisan adat yang berlaku pada 
kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga ber macam-
macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluar-
gaannya. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia ber-
pokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Pada 
umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni (1) 
sistem patrilineal di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian 
Jaya, Timor dan Bali; (2) sistem matrilineal di Minangkabau, 

204 Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan 
Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW), cet. ke- 1 (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 
hlm. 1. Pluralisme hukum di Indonesia sebagai akibat kebijakan pemerintah 
kolonial Belanda yang membagi masyarakat Hindia Belanda ke dalam tiga 
golongan: Eropa, Indonesia asli dan Timur Asing. Pluralisme hukum ini 
dimaksudkan untuk mencegah integrasi dengan menciptakan penyapihan 
hukum antar golongan. Kondisi demikian telah mengakibatkan lahirnya 
tertib hukum majemuk yang sama rumitnya dengan masyarakat Hindia 
Belanda itu sendiri. Abdul Ghofur Anshori, “Aspek Politik Hukum dan 
Orientasi Nilai Filsafat Keluarga Penyusunan UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan di Indonesia” dalam Antologi Hukum Islam (Yogyakarta: Pasca-
sarjana Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 9.
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dan (3) sistem bilateral atau parental yang berlaku di bebe rapa 
daerah antara lain Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, 
Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, 
Ternate dan Lombok.205

Keberagaman juga ditemukan dalam hukum kewarisan 
Islam seperti ajaran kewarisan menurut Ahl as-Sunnah wa al-
Jama‘ah dan ajaran kewarisan menurut Syi‘ah. Dalam ajaran 
kewarisan menurut Ahl as-Sunnah wa al-Jama‘ah sendiri terdapat 
4 (empat) mazhab atau aliran yaitu mazhab Hanafi, Maliki, 
Syafi‘i dan Hanbali yang masing-masing terkadang berbeda. 
Untuk Indonesia, hukum kewarisan yang dianut adalah ajaran 
hukum kewarisan menurut Ahl as-Sunnah wa al-Jama‘ah, dan 
dari ajaran tersebut yang paling dominan dianut adalah ajaran 
kewarisan menurut mazhab Syafi‘i. Selain hukum kewaris an 
menurut ajaran Ahl as-Sunnah wa al-Jama- ‘ah yang tergolong 
pluralistis tersebut, dalam masyarakat Islam Indonesia sejak 
tahun 1950-an juga dikenal ajaran hukum kewarisan yang ber -
corak bilateral yang diperkenalkan Hazairin yang dalam per-
kembangannya cukup besar pula pengaruhnya.206 

Di samping kedua hukum kewarisan tersebut, masya-
rakat Indonesia juga telah lama mengenal hukum kewarisan 
per data Barat yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek (BW). 
Pada masa penjajahan Belanda, dengan asas konkordansi, BW 
dinyatakan berlaku untuk golongan Eropa yang ada di Indo-
nesia. BW juga dinyatakan berlaku bagi orang-orang Timur 
Asing Tionghoa. Sementara bagi golongan Timur Asing bukan 
Tionghoa berlaku hanya bagian-bagian mengenai hukum ke ka-
yaan harta benda. Selebihnya, yakni bagian kekeluarga an dan 
kewarisan berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asal nya.207 

205 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung: Vorkink 
van Hoeve, t.t.), hlm. 8 – 10; R. van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, 
alih bahasa A. Soehardi (Bandung: Vorkink van Hoeve, t.t.), hlm. 43-45.

206 Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan., hlm. 1.
207 Ibid. 
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Dalam perjalanannya, ketiga sistem hukum kewarisan 
tersebut mengalami perkembangan dan proses pelembagaan 
yang berbeda-beda. Hukum waris Barat relatif tidak meng-
alami perubahan, yakni bersumber pada BW dan karenanya 
tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum waris 
adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi (judge 
made law). Sedangkan yang agaknya berbeda adalah proses 
pelembagaan hukum kewarisan Islam. Pelembagaan dan 
pengembangan hukum kewarisan Islam ditempuh melalui 
legislasi nasional. Hal ini dapat disimak, antara lain, dengan di-
undangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama dan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam. 

Mengingat eksistensi hukum kewarisan Indonesia yang 
beragam tersebut, maka pembaruan hukum kewarisan Islam 
perumusannya harus memperhatikan nilai-nilai hukum ke-
warisan yang hidup dan berkembang pada setiap warga bangsa 
Indonesia termasuk non muslim. Berkaitan dengan relasi antara 
muslim dengan non muslim dalam kewarisan, sejauh ini hukum 
Islam secara tegas melarang pewarisan antara muslim dengan 
non muslim. Ketentuan ini berbeda dengan KUH Perdata dan 
hukum adat yang tidak melarang terjadi nya pewarisan antara 
kedunya. Kondisi ini tidak jarang telah memicu timbulnya 
perselisihan antar ahli waris yang berujung ketidakpastian 
hukum, sehingga pembaruan hukum kewarisan Islam perlu 
mengakomodasi ketiga sistem hukum tersebut.

Berpangkal tolak dari semangat dan motivasi penerapan 
wasiat wajibah oleh MA, karakteristik hukum kewarisan 
Islam dan mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta 
nilai-nilai hukum kewarisan yang hidup di dalamnya, maka 
pemba ruan hukum kewarisan Islam di Indonesia, khusus nya 
menyangkut relasi antara muslim dengan non muslim dalam 
kewarisan, perumusannya dilakukan dengan dua cara. Pertama, 
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tetap memelihara tatanan hukum kewarisan yang bersifat prin-
sipil karena berdasarkan agama dan adat masya rakat ter tentu 
yang tidak dapat disatukan, harus tetap dipelihara, dihargai dan 
dihormati agar tidak timbul keko songan hukum. Langkah ini 
perlu mendapat perhatian karena menurut Mochtar Kusuma-
atmadja, hukum kewarisan merupakan bidang hukum yang 
“tidak netral” sebagaimana hukum perseroan, hukum lalu-
lintas, hukum kontrak dan lain-lain. Hukum kewarisan me -
nyangkut agama, budaya dan adat istidat masyarakat tertentu 
sehingga sangat riskan untuk diseragamkan.208 Kedua, men-
cipta kan aturan baru yang sebelumnya belum pernah ada 
guna merespon dan mengakomodasi perkembangan-per kem-
bangan kekinian, living law dan semangat perubahan yang me-
nuntut persamaan, keadilan dan penegakan hak asasi manusia. 

Dengan demikian, pembaruan hukum kewarisan Islam di 
Indonesia berkaitan dengan relasi antara muslim dengan non 
muslim dilakukan dengan tetap mempertahankan teks hukum 
larangan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim 
sebagaimana dinyatakan dalam hadis dan KHI. Kemudian untuk 
merespon dan mengakomodasi perkembangan-per kem bangan 
kekinian, living law dan semangat perubahan yang menuntut 
persamaan, keadilan dan penegakan hak asasi ma nusia diciptakan 
sarana hukum baru yaitu wasiat wajibah. Sarana ini dimaksudkan 
untuk mengatasi kebuntuan bagi ahli waris non muslim yang 
terhalang menerima warisan dengan jalan pewarisan. Dengan 
cara ini ahli waris non muslim dapat menerima bagian warisan 
tanpa melanggar ketentuan teks-teks hukum. Pola penalaran relasi 
antara muslim dengan non muslim dalam kewarisan menuju 
hukum kewarisan responsif digambarkan sebagai berikut:

208 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Masyarakat dan Pembinaan Hukum 
Nasional (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 14.
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Gambar 16: Pola Penalaran Hukum Kewarisan Islam Responsif
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Merujuk pola penalaran di atas, perlu dilakukan penyem-
purnaan terhadap KHI khususnya BAB I Ketentuan Umum 
Pasal 171 dengan menambahkan batasan wasiat wajibah, 
“Wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib diberikan kepada 
se seorang yang karena halangan syarak tidak mendapat wa-
ris an.” Kemudian menambah satu pasal, “Terhadap ahli waris 
non muslim yang tidak mendapat warisan atau wasiat ke-
padanya diberikan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris 
muslim yang sederajat atau maksimal sepertiga.” “Pemberian 
wasiat wajibah tersebut mempertimbangkan hubungan baik 
antara ahli waris dengan pewaris muslim semasa hidupnya.” 

Untuk menjamin keberlakuan suatu hukum atau aturan 
baru, menurut Taufiq, maka harus memenuhi syarat-syarat 
keberlakuannya: pertama, aturan itu memenuhi syarat filo-
fosis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif 
ter  tinggi; kedua, kaidah hukum itu memenuhi syarat yuridis 
yaitu penentuannya didasarkan kaidah yang lebih tinggi 
ting katannya atau terbentuk atas dasar peraturan yang telah 
ditetapkan; dan ketiga, peraturan itu memenuhi syarat sosio-
logis yaitu diakui dan diterima masyarakat.209 

Secara filosofis usulan pembaruan hukum kewarisan Islam 
di atas sejalan dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi, 

209 Taufiq, “Operasionalisasi Fiqh al-Ahwal asy-Syakhsiyyah” Makalah 
disampaikan dalam Seminar Pengembangan Materi dan Metode Pengajaran 
Fiqh di Indonesia, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 
26 Oktober 1996, hlm. 1. Penjelasan yang sama bisa dibaca dalam Zainudin 
Ali, Sosiologi Hukum, cet, ke-6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.
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yaitu Pancasila. Pancasila memiliki pontensi menampung ke-
adaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam 
suku, agama, ras, dan golongan. Pancasila memberikan jamin-
an terealisasinya kehidupan yang pluralistik dengan men-
junjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat 
dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan. 
Pancasila juga memberikan jaminan tegaknya demokrasi dan 
hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa demi 
terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan kata 
lain Pancasila harus dijadikan pemandu bagi perancang dalam 
membentuk peraturan. Menempatkan Pancasila sebagai dasar 
dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis meng ha-
rus kan setiap materi muatan peraturan tidak boleh ber ten-
tangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, setiap 
pembentukan hukum atau peraturan perundangan sudah se-
mestinya memperhatikan cita hukum yang ada dalam Panca-
sila. 

Secara yuridis pengembangan hukum kewarisan Islam 
tersebut perumusannya diperintahkan oleh peraturan yang 
lebih tinggi tingkatannya. UUD 1945 sebagai sumber tertib 
hukum tertinggi di Indonesia secara eksplisit menjadi rujukan 
perlunya pembaruan tersebut. Beberapa ketentuan di dalam-
nya memuat asas-asas fundamental antara lain, asas kesama-
an kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 
ayat (1), asas pengakuan, perlindungan dan penghormatan 
terhadap hak asasi manusia (Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E, 
Pasal 28 I, Pasal 28 J) dan asas kebebasan beragama (Pasal 29 
ayat (1) dan (2). Ketentuan-ketentuan tersebut diperkuat dan 
dijabarkan, antara lain, dalam Undang-undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Asas-asas tersebut me-
rupakan dasar berpijak bagi para pembaru dalam merumus-
kan hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan kepribadian 
bangsa Indonesia.



305Hubungan  MusliM  dan  non-MusliM  dalaM  Kewarisan

Kemudian secara sosiologis, pembaruan hukum kewaris-
an Islam tersebut diakui dan diterima masyarakat, karena 
berangkat dari kondisi dan kenyataan yang hidup dalam ma-
syarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh 
masyarakat. Oleh karena itu peraturan yang telah dibuat di-
harapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai 
daya-laku secara efektif. Peraturan yang diterima oleh masya-
rakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan 
tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional 
untuk melaksanakannya. Jadi peraturan tersebut berlaku ber-
dasarkan penerimaan dan pengakuan dari masyarakat tempat 
hukum itu berlaku. 

Tetapi satu hal yang harus pula diingat bahwa kenyataan 
yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus 
termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat, jika 
hal tersebut diabaikan maka keadaan seperti itu akan me-
nye babkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan ter-
tinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan akan 
menjadi konservatif karena seolah-olah hanya mengukuh kan 
kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari 
peraturan yang diharapkan mengarahkan perkembang an 
masyarakat.

Ketiga unsur di atas merupakan syarat kekuatan ber laku-
nya suatu peraturan yang diharapkan memberikan dampak 
positif bagi pencapaian efektivitas peraturan itu sendiri. Setiap 
pembuat peraturan berharap agar peraturan yang dibuat itu 
sah secara hukum dan berlaku efektif karena dapat atau akan 
diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu 
yang panjang.

Untuk merealisasikan usulan tersebut sangat tergantung 
pada beberapa hal, yaitu: pertama, adanya political will dan du-
kungan dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan; kedua, 
kemauan yang kuat dari praktisi hukum untuk memper barui 
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hukum kewarisan Isam; ketiga, keterlibatan semua unsur, 
termasuk kalangan akademisi, untuk bersama-sama mela-
ku  kan pembaruan hukum kewarisan Islam. Dengan ter pe-
nuhinya ketiga prasyarat tersebut, cita-cita untuk melahir kan 
hukum kewarisan Islam yang responsif bukanlah hal yang jauh 
panggang dari api.
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BAB V
PENUTUP

Setelah melakukan pembahasan dan analisis terhadap 
penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam 
putusan MA Nomor 51K/AG/1999 diperoleh kesimpulan 
tentang konsepsi wasiat wajibah MA dalam memberikan 
warisan kepada ahli waris beda agama, alasan dan dasar 
hukumnya serta relevansinya bagi pembaruan hukum 
kewarisan Islam Indonesia.

Putusan MA Nomor 51K/AG/1999 memberikan warisan 
kepada ahli waris non muslim melalui sarana hukum wasiat 
wajibah sebesar bagian ahli waris muslim. Bagi MA, konsepsi 
wasiat wajibah yang diyakininya benar itu disimpulkan dari 
penemuan hukum bebas dan progresif dengan mengadopsi 
pendapat Ibnu H {azm. Menurut Ibnu H{azm, wasiat hukumnya 
wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta. Kewajiban 
wasiat itu didasarkan ketentuan surat An-Nisā’ (4): 11 
yang menunjukkan wajibnya wasiat, dan pelaksanaannya 
harus didahulukan daripada pembagian warisan. Adapun 
orang yang berhak mendapat wasiat wajibah mendasarkan 
ketentuan al-Baqarah (2): 180. Ayat tersebut tetap berlaku 
(muh}kam) dan tidak dihapus keberlakuannya  oleh ayat-
ayat kewarisan. Hanya saja keberlakuan ayat tersebut 
dibatasi oleh hadis lā was}iyyata li wāris|in. Dengan demikian 
kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua  dan kerabat 
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yang menerima warisan dikeluarkan dengan adanya hadis 
tersebut,  dan kewajiban wasiat hanya berlaku kepada ibu 
bapak dan kerabat yang karena halangan syarak tidak dapat 
menerima warisan. Kerabat yang dimaksud adalah orang-
orang yang memilki hubungan nasab dengan pewaris baik 
melalui garis bapak, ibu atau keduanya. Dari pemahaman ini 
lahirlah konsepsi wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim. 
Adapun mengenai jumlah harta yang harus diwasiatkan, Ibn 
H}azm tidak memberikan patokan namun  diserahkan kepada 
ahli waris atau orang yang ditunjuk melaksanakan wasiat asal 
masih dalam batas yang wajar dan tidak lebih dari sepertiga 
harta peninggalan. 

Namun  kendatipun  mengadopsi  pendapat Ibnu H{azm, 
MA tidak sepenuhnya merujuk pendapat-pendapatnya. 
Berkaitan dengan harta mana yang diambil untuk melaksana-
kan wasiat wajibah, dan siapa di antara ahli waris non 
muslim yang berhak mendapat wasiat wajibah, merupakan 
ijtihad murni MA. Dalam putusannya, MA memberikan 
warisan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim 
karena berkelakuan baik terhadap pewaris muslim. Dengan 
demikian, konsepsi wasiat wajibah menurut MA adalah wasiat 
yang wajib diberikan kepada ahli waris non muslim karena 
berkelakuan baik terhadap pewaris muslim yang diambilkan 
dari harta warisan dengan jumlah bagian maksimal sepertiga.

Secara ontologis, konsepsi wasiat wajibah MA mendasar-
kan pada keadilan. Hukum kewarisan Islam, sebagaimana 
hukum Islam pada umumnya, tujuan utamanya adalah me-
wujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan tidak akan tercapai 
tanpa ada keadilan. Demikian halnya wasiat wajibah tujuan-
nya tidak lain adalah mendistribusikan keadilan, yaitu 
memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai 
hubungan kekerabatan namun teks-teks hukum tidak mem-
berikan bagian yang semestinya. Sedangkan pada tataran 
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epistemologi, konsepsi wasiat wajibah MA yang diyakininya 
benar itu disimpulkan dari penemuan hukum bebas dan 
progresif dengan mengadopsi pendapat Ibnu H{azm atas 
pemahamannya terhadap ketentuan surat an-Nisā’ (4): 11-
12, al-Baqarah (2): 180 dan hadis lā was}iyyata li wāris}in. Dari 
ketiga sumber ini diperoleh pemahaman tentang wajibnya 
wasiat kepada ibu bapak dan kerabat yang karena halangan 
syarak tidak mendapat warisan. Adapun secara aksiologis, 
konsepsi wasiat wajibah MA dimaksudkan untuk mencapai 
nilai keadilan yang paling tepat dalam pembagian warisan 
yang di antara ahli warisnya non muslim. Hasilnya adalah; 
pertama, wajibnya berwasiat kepada ibu bapak dan kerabat 
yang tidak mendapat warisan. Kedua, surat al-Baqarah (2): 
180 tetap berlaku dan tidak dihapus oleh ayat-ayat kewarisan 
sebagaimana pendapat jumhur ulama, namun keberlakuan 
ayat tersebut hanya dikhususkan bagi ibu bapak dan kerabat 
yang tidak mendapat warisan berdasarkan hadis lā was}iyyata 
li wāris}in. Ketiga, terjadinya perluasan subyek penerima wasiat 
wajibah yang tidak hanya diperuntukkan bagi cucu yatim 
sebagaimana wasiat wajibah di Mesir, atau anak angkat dan 
orang tua angkat menurut KHI, namun juga untuk orang-
orang yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris 
namun terhalang menerima warisan karena berbeda agama 
dengan pewaris muslim, dan keempat, kenyataan sosial 
masyarakat atau keluarga Indonesia yang terkadang tidak 
mempersoalkan perbedaan agama.

Adapun mengenai alasan dan dasar hukumnya, MA 
menyatakan bahwa ahli waris non muslim, betapapun berbeda 
agama dengan pewaris muslim, adalah orang yang memiliki 
hubungan darah dengan pewaris, yang di antara mereka 
terkadang terjadi hubungan harmonis tanpa mempersoalkan 
perbedaan agama, dan pewaris juga tidak pernah dirugikan 
oleh ahli waris non muslim. Dalam kondisi demikian, dirasa 
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tidak adil bila ahli waris non muslim tidak mendapatkan 
bagian atas harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, demi 
mewujudkan kemaslahatan, MA memberikan wasiat wajibah 
yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim. 
Putusan progresif  MA tersebut merupakan hasil penemuan 
hukum dengan penalaran istis}lāh}ī yang tidak hanya bertumpu 
pada pemaknaan-pemaknaan literal teks-teks hukum, namun 
lebih berorientasi pada kemaslahatan antar ahli waris. Kendati 
demikian, penerapan wasiat wajibah tidak digeneralisasikan 
pada kasus yang sama, namun lebih bersifat kasuistik dengan 
mempertimbangkan kemaslahatan dalam hubungan personal 
antara pewaris muslim sebagai pewasiat dengan ahli waris 
non muslim sebagai penerima wasiat (al-mas }lah }at bain al-
mūs}ī wa al-mūs}ā lah). Oleh karena itu, apabila ahli waris non 
muslim berkelakuan baik kepada pewaris muslim semasa 
hidupnya maka wasiat wajibah dapat diberikan kepadanya, 
dan sebaliknya jika ahli waris non muslim berkelakuan tidak 
baik dengan pewaris muslim semasa hidupnya, maka wasiat 
wajibah tidak bisa diberikan kepadanya. Adapun mengenai 
dasar hukumnya, majelis hakim tidak menjelaskannya. 
Tidak adanya dasar hukum yang dijadikan rujukan inilah 
yang menimbulkan pertanyaan dan kontroversi di sebagian 
kalangan masyarakat. Kondisi yang demikian berpotensi 
menciptakan disfungsi sistem kontrol sosial, karena MA 
mempunyai otoritas dalam memutuskan perkara, namun 
sementara itu proses sosialisasi pertimbangan-pertimbangan 
hukumnya tidak dijalankan. Tidak adanya pertimbangan-
pertimbangan hukum dan lantas disfungsi sistem kontrol 
sosial berakibat masyarakat luas tidak dapat mengontrol 
kinerja lembaga peradilan.

Terlepas  adanya kekurangan dalam format putusan MA, 
penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama sebagai 
produk penemuan hukum untuk  mewujudkan kemaslahatan 
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di tengah masyarakat yang majemuk sangat relevan bagi 
pembaruan hukum kewarisan Islam Indonesia. Pertama, secara 
konseptual, hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari 
hukum keluarga, termasuk dalam lapangan hukum muamalah 
yang memungkinkan dilakukannya kajian baru dengan 
mem pertimbangkan dimensi lokalitas sosial dan budaya di 
mana hukum kewarisan Islam itu akan diimplementasikan. 
Karakteristik hukum kewarisan Islam yang terbuka bagi 
perubahan dan perkembangan tersebut menjadi modal bagi 
pembaruan hukum kewarisan Islam kapan pun dan di mana 
pun. Kedua, penerapan wasiat wajibah merupakan  respon 
positif terhadap dinamika sosial dan hukum di tengah 
masyarakat yang dilakukan dengan menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia 
yang majemuk telah mengadakan kontrak sosial untuk hidup 
rukun, damai, saling hormat menghormati dan tidak saling 
merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan baik atas 
dasar suku, budaya maupun agama sebagaimana tertuang 
dalam konstitusi negara Pancasila dan UUD 1945 yang 
kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan 
maupun ratifikasi terhadap instrumen penegakan dan 
perlindungan hak asasi manusia internasional. Pengakuan, 
perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 
tersebut merupakan salah satu pilar utama negara hukum 
yang sekaligus juga diakui dan dijunjung tinggi oleh Islam. 

Dari keseluruhan pembahasan di atas, ditemukan suatu 
konsepsi hukum yang sangat penting bagi pembaruan hukum 
kewarisan Islam dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. 
Konsepsi hukum tersebut dikenal dengan istilah Mas}lah}ah 
Munfaridah. Konsepsi ini menghendaki, wasiat wajibah 
sebagai sarana hukum memberikan harta peninggalan kepada 
ahli waris non muslim yang secara yuridis normatif terhalang 
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menerima warisan diterapkan secara kasuistik dengan 
mempertimbangkan kemaslahatan dalam hubungan personal 
antara pewaris muslim selaku pewasiat dengan ahli waris 
non muslim sebagai penerima wasiat  (al-mas}lah}at bain al-mūs}
ī wa al-mūs}ā lah). Oleh karena itu,  jika ahli waris non muslim 
berkelakuan baik kepada pewaris muslim semasa hidupnya 
maka wasiat wajibah dapat diberikan kepadanya. Sebaliknya, 
jika ahli waris non muslim berkelakuan tidak baik terhadap 
pewaris muslim semasa hidupnya, maka wasiat wajibah tidak 
bisa diberikan kepadanya. 

Menghadapi perkembangan zaman yang ditandai 
dengan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan,  maka 
upaya-upaya pembaruan hukum kewarisan Islam mesti harus 
terus dilakukan mengingat bahwa teks-teks hukum kewarisan 
Islam telah selesai diundangkan sementara kehidupan 
keluarga muslim dalam bidang hukum keluarga pada 
umumnya dan hukum kewarisan khususnya tidak pernah 
selesai dan akan terus berkembang seiring dengan dinamika 
sosial masyarakat. Dalam kondisi demikian hakim dituntut 
berani membaca teks hukum yang ada dengan makna yang 
lebih luas, atau bahkan dalam keadaan tidak dijumpai teks 
hukum, melakukan penemuan hukum bebas dan progresif 
dengan penalaran istis}lāhī guna menciptakan hukum baru 
yang adaptable sebagaimana dicontohkan MA dalam kasus 
ini. Persoalannya, tidak semua hakim memiliki kemampuan 
untuk itu,  karenanya perlu peningkatan kualitas sumber daya 
manusia bagi para hakim agar putusan-putusan mereka tidak 
cenderung bersifat bayānī atau tekstual yang berakibat tidak 
mampu merespon perkembangan-perkembangan kekinian.

Berkaitan dengan format putusan, secara prinsip putusan 
pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, 
juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak 
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tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tidak adanya 
alasan dan dasar hukum yang dijadikan rujukan, sebagaimana 
putusan MA dalam kasus ini, akan menimbulkan pertanyaan 
dan kontroversi tidak saja di kalangan masyarakat  umum 
namun juga di lembaga peradilan. Walaupun lembaga 
peradilan di Indonesia tidak terikat yurisprudensi, tetapi 
peradilan tingkat judex factie akan senantiasa memperhatikan 
putusan-putusan MA yang sudah menjadi yurisprudensi. 
Hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi dunia peradilan, 
utamanya judex factie ketika menghadapi suatu kasus serupa 
tidak dapat menemukan alasan dan dasar hukumnya sesuai 
dengan putusan tersebut. Mereka dikhawatirkan hanya akan 
membuat  suatu putusan tanpa terlebih dahulu menyampaikan 
alasan dan dasar hukumnya. 

Secara substantif, terlepas dari ketidaksempurnaan 
format putusannya, penerapan wasiat wajibah kepada ahli 
waris non muslim semestinya menjadi spirit dan modal bagi 
teoritisi dan praktisi hukum untuk melakukan pembaruan 
hukum kewarisan Islam Indonesia ke depan. Kondisi bangsa 
Indonesia yang pluralistik menuntut diberlakukannya aturan 
hukum yang ramah terhadap perbedaan, menjunjung tinggi 
semangat persaudaraan, kesetaraan, keadilan dan hak asasi 
manusia sebagaimana misi utama ajaran Islam yang sekaligus 
juga diakui dan dijunjung tinggi oleh tatanan hukum lain  baik 
nasional maupun internasional.

Guna mewujudkan tatanan hukum yang ramah 
perbedaan, perlu kiranya dilakukan penyempurnaan terhadap 
KHI khususnya BAB I Ketentuan Umum Pasal 171 dengan 
menambahkan batasan wasiat wajibah, “Wasiat wajibah 
adalah wasiat yang wajib diberikan kepada seseorang yang 
karena halangan syarak tidak mendapat warisan.” Kemudian 
menambah satu pasal, “Terhadap ahli waris non muslim 
yang tidak mendapat wasiat kepadanya diberikan wasiat 
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wajibah sebesar bagian ahli waris muslim yang sederajat atau 
maksimal sepertiga.” “Pemberian wasiat wajibah tersebut 
mempertimbangkan hubungan baik antara ahli waris dengan 
pewaris muslim semasa hidupnya.” 
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